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A. LATAR BELAKANG 

1.1.1  Penjelasan Umum 

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah  
 

Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasirpengaraian, 

terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil 

pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara juridis formal, Kabupaten 

Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Sengingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 1999. 

Pemekaran Kabupaten Rokan Hulu diresmikan oleh Menteri 

Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta bersama 7 

Kabupaten /Kota lainnya yang merupakan daerah otonom baru di 

Provinsi Riau. Sejak awal terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu tahun 

1999, Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh H. Nurhasyim, SH sebagai 

Penjabat Bupati Pertama. Pada bulan Maret 2001 dilaksanakan 

pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu pertama oleh DPRD Kabupaten 

Rokan Hulu. Hasilnya pada tanggal 29 Maret 2001 dilantik Bupati Rokan 

Hulu defenitif pertama. yaitu H. Ramlan Zas. SH dan Wakil Bupati Bapak 

Drs. H. Auni M. Noor periode masa bakti 2001-2005. 

Pemilihan kepala daerah masa bakti berikutnya dilaksanakan 

secara langsung pada tahun 2006 daerah ini akhirnya menjadikan Drs. 

H. Achmad,M.Si dan Letkol. H.Sukiman menjadi Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Rokan Hulu untuk masa bakti 2006-2011. Pemilihan kepala 

daerah berikutnya dilaksanakan secara langsung pada tahun 2011 
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dengan menetapkan Drs. H.Achmad. M.Si dan Ir.H. Hafith Syukri, MM 

menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu untuk masa 

bakti 2011-2016, yang merupakan Bupati Pilihan Rakyat untuk periode 

ke-2. Kemudian estafet kepemimpinan berlanjut pada Pemilihan kepala 

daerah pada tahun 2016 dan hasilnya menetapkan H. Suparman, S.Sos, 

M.Si dan H. Sukiman menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 

Kabupaten Rokan Hulu untuk masa bakti 2016-2021. Selanjutnya pada 

tanggal 14 Februari 2018 melalui Surat Menteri Dalam Negeri SK Nomor 

131.14-227 Tahun 2018 menetapkan Bapak H. Sukiman sebagai Bupati 

Rokan Hulu dengan sisa masa jabatan 2016-2021.  

Selanjutnya pada pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 

2021 dalam sistem demokrasi secara langsung, kembali lagi masyarakat 

Kabupaten Rokan Hulu memberikan amanah kepada H.Sukiman dan H. 

Indra Gunawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Periode 

2021-2026 untuk memimpin daerah berjulukan Negeri Seribu Suluk. 

 

b. Data Geografis Wilayah 
 

Kabupaten Rokan 

Hulu merupakan salah satu 

Kabupaten dari 12 

Kabupaten/ Kota yang ada di 

Provinsi Riau. Luas wilayah 

Kabupaten Rokan Hulu 

memiliki Wilayah seluas 

7.588,13 km² dari luas 

wilayah Provinsi Riau 

(107.932,72 km²) yang 

terbagi dalam 16 kecamatan. 

kecamatan terluas adalah Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas 

wilayahnya 1.119,49 Km2 atau 14,75 % dari luas wilayah Kabupaten 

Rokan Hulu, sedangkan kecamatan palinb sempit adalah Kecamatan 

Ujung Batu dengan luas wilayah 99,27 Km2 atau 1,31 % dari luas 

wilayah Kabupaten Rokan Hulu. 
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Kabupaten Rokan Hulu dengan julukan “Negeri Seribu Suluk” 

yang terletak di daerah Provinsi Riau, Secara Geografis terletak antara 

1o.25” LU dan 0o.20” LS serta antara 100o.42” sampai 103o.28 BT 

dengan batas-batas daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan 

Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan 

Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Provinsi 

Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra 

Utara. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Kabupaten 

Bengkalis dan Kabupaten Siak. 

 

Melihat kondisi geografis dan aspek jarak tempuh yang sangat 

berfariatif, maka jarak lurus antara Ibukota kecamatan dengan Ibukota 

Kabupaten dimana Jarak Lurus yang terdekat adalah Ibukota 

Kecamatan Rambah sebagai Ibukota Kabupaten, sedangkan jarak 

terjauh dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Bonai Darussalam 

yaitu 111 Km2 dengan menempuh waktu perjalanan darat mencapai 

waktu + 1 jam 57 menit dari Ibukota Kabupaten.  

Tabel 1.1  Jumlah Luas Kecamatan, Kelurahan dan Desa Di Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO KECAMATAN IBUKOTA KELURAHAN DESA 

LUAS 

WILAYAH 

(km²) 

(%) 

1. Rokan IV Koto Rokan 1 13 952,31 12,29 

2. Tandun Tandun - 9 355,46 4,16 

3. Kabun Kabun - 6 355,46 4,84 

4. Ujung Batu Ujung Batu 1 4 99,27 1.03 

5. Rambah Samo Rambah Samo - 14 352,33 4,79 

6. Rambah Pasir Pangarayan 1 13 343,23 4,40 

7. Rambah Hilir Muara Rumbai - 13 279,16 3,37 

8. Bangun Purba Tangun - 7 150,15 2,06 

9. Tambusai Dalu-dalu 1 11 774,16 8,75 

10. Tambusai Utara Rantau Kasai - 11 951,48 16,09 

11. Kepenuhan Kota Tengah 1 9 502,81 3,60 
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12. Kunto Darussalam Kota lama 1 9 777,64 7,70 

13 Pagaran Tapah Ds. Pagaran Tapah - 3 150,46 2,00 

14 Bonai Darusalam Sontang - 7 1.119,49 15,99 

15 Pendalian IV Koto  Pendalian - 5 204,24 2,80 

16 Kepenuhan Hulu Kepenuhan Hulu - 5 297,33 6,13 

Jumlah 6 139 7.588,13 100 

Sumber : RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022. 

 
Dari tabel 1.1 tersebut Kecamatan Bonai Darussalam memiliki 

luas wilayah sangat luas yaitu seluas 1.119,49 km² jika dibandingkan 

dengan luas wilayah kecamatan yang lainnya. Sedangkan yang paling 

kecil luas wilayah kecamatannya adalah Kecamatan Ujung Batu 99,27 

km². Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografi kewilayahan yang ada di 

masing-masing kecamatan. Jarak tempuh masing-masing kecamatan ke 

ibukota kabupaten juga bervariasi, untuk melihat jarak tempuh tersebut 

dapat kita lihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:  

Tabel 1.2 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota kabupaten dan 

Ibukota Provinsi di Kabupaten Rokan Hulu (Km) 

KECAMATAN 
IBUKOTA 

KECAMATAN 

JARAK ke IBUKOTA (Km) 

KABUPATEN PROVINSI 

Rokan IV Koto Rokan 57 179 

Tandun Tandun 55 137 

Kabun Kabun 74 137 

Ujung Batu Ujung Batu 35 157 

Rambah Samo Rambah Samo 12 180 

Rambah Pasir Pangarayan 0 192 

Rambah Hilir Muara Rumbai 15 207 

Bangun Purba Tangun 14 206 

Tambusai Dalu-dalu 34 226 

Tambusai Utara Rantau Kasai 64 256 

Kepenuhan Kota Tengah 45 237 

Kunto Darussalam Kota lama 55 177 

Pagaran Tapah Ds. Pagaran Tapah 40 162 

Bonai Darusalam Sontang 111 303 

Pendalian IV Koto  Pendalian 73 195 

Kepenuhan Hulu Kepenuhan Hulu 32 224 

      Sumber: Dinas Perhubungan, 2022 

 

Kabupaten Rokan Hulu terletak di bagian Barat Laut Provinsi Riau 

tepatnya di Kaki Bukit Simolombu (Bukit Barisan) dengan keadaan 

topografi yang cukup bervariasi, mulai dari Dataran Tinggi hingga 

dataran yang relatif rendah dibagian Utara dengan ketinggian berkisar 

antara 100 meter hingga diatas 1.000 meter dari permukaan laut, 



 

 

 

  

 

 

 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 5 

  

 

dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter diatas permukaan laut 

meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 

sampai 1.000 meter meliputi 17, 5% dan kawasan yang berada pada 

ketinggian lebih dari 1.000 meter meliputi sekitar 2.5% dari luas 

keseluruhan Kabupaten Rokan Hulu. 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua buah sungai besar 

dan beberapa sungai kecil. Sungai di bagian hulu terdiri dari Sungai 

Rokan Kanan (Sungai Batang Lubuh) yang panjangnya + 100 km 

dengan kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 92 meter dan 

Sungai Rokan Kiri. Kedua sungai  tersebut menyatu menjadi Sungai 

Rokan. Aliran sungai ini dibagian hulunya dilintasi oleh beberapa 

kecamatan diantaranya Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tandun, 

Kecamatan Kunto Darusalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan 

Tambusai dan Kecamatan Kepenuhan.  

Keadaan ketinggian tanah di Kabupaten Rokan Hulu cukup 

beragam dengan ketinggian rata-rata wilayah 72 mdpl. Daerah dataran 

tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian 

pegunungan Bukit Barisan yang meliputi Kecamatan Rokan IV 

Koto,Tandun,Kabun dan Kecamatan Bangun Purba, kemudian 

Kecamatan Pendalian IV Koto merupakan kecamatan dengan rata-rata 

tinggi wilayah (111 mdpl. Sedangkan daerah dataran rendah terletak di 

daerah bagian timur dan daerah rawa terdapat di daerah yang berhadap 

langsung dengan aliran Sungai Rokan yang meliputi Kecamatan Bonai 

Darussalam dengan rata-rata tinggi wilayah 21 mdpl. Berdasarkan 

topografi, wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar kecamatan 

berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 

meter di atas permukaan laut yang meliputi 15 (lima belas) kecamatan, 

dengan cakupan luas mencapai 7.375,68 km² atau 97,20 persen dari 

luas Kabupaten Rokan Hulu. Terdapat 1 Kecamatan berada pada 

ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl), yaitu 

Kecamatan Pendalian IV Koto (111 m dpl). 
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Gambaran masing-masing kecamatan di Kabupaten Rokan 

Hulu dari permukaan laut, dapat kita lihat pada tabel 1.3 sebagai 

berikut : 

Tabel 1.3  Tinggi Ibukota Kecamatan Dari Permukaan Laut 

NO. KECAMATAN IBUKOTA KECAMATAN KETINGGIAN (M) 

1. Rokan IV Koto Rokan 97 

2. Tandun Tandun 70 

3. Kabun Kabun 63 

4. Ujung Batu Ujung Batu 66 

5. Rambah Samo Rambah Samo 69 

6. Rambah Pasir Pangarayan 67 

7. Rambah Hilir Muara Rumbai 55 

8. Bangun Purba Tangun 77 

9. Tambusai Dalu-dalu 64 

10. Tambusai Utara Rantau Kasai 49 

11. Kepenuhan Kota Tengah 29 

12. Kunto Darussalam Kota lama 41 

13 Pagaran Tapah Darusalam Pagaran Tapah 52 

14 Bonai Darussalam Sontang 21 

15 Pendalian IV Koto Pendalian 111 

16 Kepenuhan Hulu Kepenuhan Hulu 49 

     Sumber : Rokan Hulu Dalam Angka, 2021 

 

Secara geografis Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim 

tropis dengan indeks temperatur rata-rata 20 – 38,2 0C, tingkat 

kelembaban udara 96,3 – 98,5 serta rata-rata curah hujan berkisar 81,0 

– 334,3 mm/tahun. Sedangkan berdasarkan Struktur geologi yang 

terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah berupa struktur antiklin, 

sinklin, dan sesar yang umumnya berarah barat laut-tenggara, yaitu 

searah dengan arah umum pulau Sumatera. Wilayah Kabupaten Rokan 

Hulu ini sebagian besar termasuk ke dalam liputan Peta Geologi 

Bersistem Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi 

Skala 1 : 250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi (N.R. Cameron dkk, 

1982). Sebagian lagi terliput ke dalam empat lembar peta geologi, yaitu 

Lembar Pekanbaru (Clarke, M.C.G., dkk., 1982), Lembar Lubuk sikaping 

(Rock, NMS., dkk., 1983), Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga 

(Aspden,J.A., dkk., 1982) dan Lembar Pematang siantar (Clarke, M.C.G., 

dkk., 1982).  
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Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada cekungan Sumatera 

Tengah, yang mempunyai batuan dasar berumur pra tersier. Untuk 

melihat secara rinci peta geologi dapat dilihat pada peta berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040 

 

Berdasarkan kondisi hidrologi daerah Kabupaten Rokan Hulu 

terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai 

Rokan bagian Hulu mempunyai panjang ±100 km2 dengan kedalaman 

rata-rata 6 meter dengan lebar rata-rata 92 meter. Kondisi distribusi 

dan pergerakan air di Kabupaten Rokan Hulu banyak dipengaruhi oleh 

curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai di Kabupaten Rokan Hulu 

bersifat perennial yang mengalir sepanjang tahun dipengaruhi oleh 

curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel dan 

akifer tebal, sehingga aliran dasar (base flow) yang berasal dari air 

tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat 

kemarau.  
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Sepanjang aliran sungai tidak dimanfaatkan aktivitas merusak 

aliran sungai, seperti tambak atau pertanian dan lainnya. Daerah aliran 

sungai bahagian hulu perlu tetap dijaga untuk mencegah dampak yang 

merusak pada daerah hilir. Sungai-sungai besar yang terdapat di 

Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian masih berfungsi baik sebagai 

prasarana perhubungan, sumber air bersih dan budi daya ikan. 

Keadaan geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah secara 

bersama akan membentuk pola-pola aliran sungai di Kabupaten Rokan 

Hulu. Pola aliran sungai pada umumnya berpola dendritik atau 

berbentuk bulu burung, dimana anak-anak sungai mengalir pada 

lembah perbukitan menuju sungai utama. Sungai -sungai utama di 

Kabupaten Rokan Hulu meliputi Sungai Rokan, Sungai Batang Lubuh, 

Sungai Batang Sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato. 

Sementara air tanah di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari peresapan 

air hujan, peresapan air sungai dan sebagian peresapan dari air irigasi. 

Daerah tangkapan air tersebar (recharge area) berasal dari daerah 

penggunaan lahan hutan. 

Sementara itu, menurut kondisi klimatologi wilayah Kabupaten 

Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur 

maksimum rata-rata 31ºC – 32ºC dengan jumlah hari hujan dalam 

tahun 2015 yang terbanyak adalah di sekitar Rambah dan Ujung Batu 

dan yang paling tinggi curah hujannya adalah sekitar Ujung Batu. Curah 

hujan rata-rata setahun berkisar 193,2 milimeter dengan rata-rata 

kelembaban udara sekitar 90,4% dan temperatur berkisar antara 25,80 

celcius. Iklim di Kabupaten Rokan Hulu sangat dipengaruhi oleh 

perubahan arah angin. Berdasarkan arah angin musim di wilayah 

Kabupaten Rokan Hulu dibagi dalam 4 periode yaitu periode januari-

maret bertiup angin utara dan timur laut, hujan turun sekali-kali 

dengan temperatur udara sedang, periode april-juni bertiup angin 

timur laut/tenggara, hujan sedikit dengan temperatur udara agak panas 
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(lebih kurang 34° celcius), periode juli-september bertiup angin 

tenggara, hujan turun agak banyak dengan temperatur udara sedang 

(lebih kurang 30° celcius), periode oktober-desember bertiup angin 

barat/utara, hujan banyak turun pada bulan september, oktober dan 

november, temperatur agak dingin dan lembab pada malam hari. 

 

c. Jumlah Penduduk 

Data kependudukan (demografi) dan perkembangan penduduk 

merupakan faktor penting dalam membuat program pembangunan 

daerah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupten Rokan Hulu menurut Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 

II menjelaskan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 

sebesar 564.419 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 

286.813 jiwa (50,81%) dan penduduk perempuan 277.606 jiwa 

(49,18%). Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk yang 

paling banyak yaitu 85.570 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Tambusai 

dengan jumlah penduduk 60.635 jiwa. Sedangkan populasi penduduk 

yang sedikit berada pada wilayah Kecamatan Pagaran Tapah 

Darussalam berjumlah 12.274 jiwa. 

Secara rinci gambaran jumlah penduduk masing-masing 

kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dapat dilihat pada 

tabel 1.4 sebagai berikut: 

Tabel I.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO KECAMATAN 
JUMLAH PENDUDUK 

LAKI-LAKI PEREMPUAN L + P 

1 UJUNG BATU         24,686         24,243     48,929 

2 ROKAN IV KOTO         11,987         11,623    23,610 

3 RAMBAH         25,998         25,890     51,888 

4 TAMBUSAI         30,690         29,945     60,635 

5 KEPENUHAN         13,587         13,219     26,806 

6 KUNTO DARUSSALAM         22,923         21,854     44,777 

7 RAMBAH SAMO         16,988         16,488     33,476 

8 RAMBAH HILIR         20,485         20,125    40,610 

9 TAMBUSAI UTARA         43,675         41,895     85,570 
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10 BANGUN PURBA          9,815          9,568     19,383 

11 TANDUN         16,238         15,637     31,870 

12 KABUN         13,860         13,284     27,144 

13 BONAI DARUSSALAM         14,024         12,846     26,870 

14 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM          6,218          6,056     12,274 

15 KEPENUHAN HULU          9,303          8,908     18,211 

16 PENDALIAN IV KOTO          6,336          6,025     12,361 

TOTAL        286,813        277,606  564,419 

         Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 

2022. 
 

 

Berdasarkan gambaran jumlah penduduk di Kabupaten Rokan 

Hulu berdasar tabel 1.4 tersebut diatas terdapat fariasi pertumbuhan 

jumlah penduduk. Hal ini lebih disebabkan mobilitas penduduk yang 

tidak merata akibat belum terbukanya lokasi pemukiman dan 

keterbatasan akses jalur transportasi menuju pemukiman masyarakat, 

sehingga perkembangan mobilisasi infrastruktur secara fisik belum bisa 

dilakukan. Keterbatasan infrasrtuktur dari sektor jalan, listrik dan 

jembatan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam 

membuka akses jalur persebaran mobilitasi antar daerah. 

Berdasarkan persentase perbandingan jumlah penduduk 

Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2011-2022 menurut data 

kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Rokan Hulu terjadi kenaikan yang sangat signifikan, 

terutama kenaikan pada tahun 2012 mencapai 164.361 atau 24,68 %. 

sedangkan perbandingan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 

554.152 jiwa, mengalami penurunan jumlah penduduk dari tahun 2016 

yang sebesar 0,98%. Penurunan jumlah penduduk tersebut di 

disebabkan faktor kematian dan mobilisasi penduduk ke daerah lain. Hal 

ini akibat dari proses perkembangan dalam sektor perekonomian dan 

pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. 

Secara rinci gambaran perkembangan jumlah penduduk di 

Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2010 s/d 2022 dapat dilihat pada 

tabel 1.5 di bawah ini: 
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Tabel 1.5  Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2010-2022 

NO TAHUN 
JUMLAH PENDUDUK 

(JP) 

PERBANDINGAN 

JP 
% 

1 2010 475.011 + 76.922  16,19% 

2 2011 501.584 + 26.573 5,29 % 

3 2012 665.945 + 164.361 24,68 % 

4 2013 552.558 + 113.387 20,52 % 

5 2014 557.660 + 5.102 0,91 % 

6 2015 557.325 - 335 0,06% 

7 2016 548,793 - 8.532 0,98% 

8 2017 544.152 -4.671 0,99 % 

9 2018 556.199 + 2.047 0,99% 

10 2019 557.726 + 1.527 1,27% 

11 2020 560.230 -2.504 1,00% 

12 2021 560.355 + 125 0,04% 

13 2022 564.419 +4.064 3,07% 

  Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu,  

     tahun 2010-2022 

 
Selain itu, faktor geografis menyebabkan masyarakat untuk lebih 

memilih ke wilayah yang belum banyak persebaran penduduknya 

dengan dasar faktor ekonomi. Berdasarkan tabel diatas dapat 

diasumsikan bahwa jumlah populasi suatu wilayah akan mempengaruhi 

tingkat jumlah rumah tangga penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 1.6 dibawah ini: 

Tabel 1.6  Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2017-2022 

NO KECAMATAN 
JUMLAH RUMAH TANGGA 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Rambah 13,653 13.011 11.640 14.143 14.265 

2 Rambah Hilir 6,822 11.261 11.919 12.149 12.257 

3 Rambah Samo 13,899 9.358 9.780 9.922 10.001 

4 Kepenuhan 16,383 6.636 7.147 7.358 7.525 

5 Kepenuhan Hulu 6,799 4.901 5.171 5.289 5.277 

6 Kunto Darussalam 12,757 11.515 12.440 12.666 12.819 

7 Pagaran Tapah Darussalam 9,760 2.997 3.128 3.259 3.327 

8 Bonai Darussalam 11,798 6.079 7.173 7.344 7.521 

9 Rokan IV Koto 23,130 6.361 6.778 6.960 7.080 

10 Pendalian IV Koto 5,568 3.508 3.692 3.679 3.674 

11 Tambusai 9,445 14.871 15.957 16.400 16.456 

12 Tambusai Utara 8,057 21.692 23.321 23.592 23.857 

13 Tandun 6,385 8.527 9.047 9.314 9.413 

14 Kabun 3,505 6.985 7.398 7.498 7.542 

15 Bangun Purba 5,222 5.313 5.634 5.728 5.787 

16 Ujung Batu 3,816 12.749 13.473 13.824 13.989 

TOTAL 156,996 145.764 155.745 159.125 160.790 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2018-

2022 
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Persebaran jumlah rumah tangga secara kuantitatif pada tahun 

2022 berjumlah 160.790 rumah tangga, dimana kondisi ini memberi 

gambaran bahwa terjadi peningkatan kepadatan penduduk baik dari 

unsur tingkat kelahiran maupun mobilisasi penduduk dari luar daerah 

maupun antar wilayah kecamatan. kepadatan penduduk suatu wilayah 

bisa terjadi akibat faktor ekonomi, politik, keamanan dan sosial sehinga 

menimbulkan rasa nyaman bagi penduduk untuk mendiami suatu 

wilayah. Gambaran jumlah penduduk berdasarkan struktur usia di 

kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel 1.7 dibawah ini: 

Tabel 1.7  Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Struktur 

Usia  Perkecamatan  Tahun 2022 
STRUKTUR USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

00-04 19.509 18.643 38.152 

05-09 29.548 27.964 57.512 

10-14 32.855 30.885 63.740 

15-19 28.738 27.255 55.993 

20-24 24.708 24.139 48847 

25-29 22.432 22.143 44.575 

30-34 21.020 22.295 43.315 

35-39 23.492 23.984 47.476 

40-44 22.439 21.620 44.095 

45-49 18.190 16.964 35.154 

50-54 14.417 13.155 27.572 

55-59 10.530 10.107 20.637 

60-64 7.578 7.198 14.776 

65-69 4.669 4.315 8.984 

70-74 2.575 2.404 4.979 

>=75 2.796 2.746 5.542 

TOTAL 285.496 275.817 561.313 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 

2022 

 
 

Dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu 

pada usia produktif 10 s/d 14 tahun cukup tinggi sebanyak 63.740 jiwa 

dan ini merupakan potensi sumber daya manusia untuk pembangunan 

di Kabupaten Rokan Hulu sehingga memerlukan pengelolaan yang baik 

agar menjadikan sumber daya yang produktif dan bermanfaat bagi 
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pembangunan. Sedangkan komposisi penduduk Kabupaten Rokan Hulu 

menurut tingkat pendidikan untuk tamat jenjang pendidikan SD sebesar 

126.165 orang, untuk jenjang pendidikan SLTP sebesar 81.127 orang, 

jenjang pendidikan SLTA sebesar 83.417, sedangkan untuk tingkat 

pendidikan Diploma, S1, S2 dan S3 sebesar 22.042 orang. Hal ini 

menunjukkan persoalan pendidikan masih menjadi perhatian serius bagi 

pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

Secara rinci gambaran tingkat pendidikan penduduk masing-

masing kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat di lihat pada tabel 

1.8 berikut ini: 

Tabel I.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pendidikan 

Tahun 2022 

NAMA  KECAMATAN 
BLM 

SKLH 

TDK TM 

SD 
TM SD SLTP SLTA DIP_II DIP_III S-I S-II S-III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

UJUNG BATU 14.936 5.342 8.594 6.944 9.978 319 634 1.910 94 5 

ROKAN IV KOTO 7.247 2.781 6.310 3.095 2.913 162 146 588 18 0 

RAMBAH 16.966 6.009 8.402 6.239 9.325 504 962 3.063 222 9 

TAMBUSAI 22.338 6.823 12.632 9.037 8.487 237 476 978 36 1 

KEPENUHAN 9.072 2.877 6.038 3.710 3.800 172 213 655 40 1 

KUNTO DARUSSALAM 14.624 4.117 11.031 6.387 6.252 191 287 815 22 1 

RAMBAH SAMO 10.634 3.725 9.047 4.591 4.272 166 267 778 23 3 

RAMBAH HILIR 12.791 4.406 10.773 5.774 5.210 274 417 948 37 0 

TAMBUSAI UTARA 29.061 10.122 19.654 13.179 11.297 327 485 1.168 27 2 

BANGUN PURBA 6.193 2.306 4.793 3.114 2.269 85 141 382 11 1 

TANDUN 9.507 3.027 6.894 5.191 5.683 198 282 751 20 1 

KABUN 9.154 2.923 5.497 4.068 4.577 71 165 524 24 0 

BONAI DARUSSALAM 10.255 3.212 5.587 3.301 3.524 60 115 229 8 1 

PAGARAN TAPAH 

DARUSSALAM 
3.419 1.221 2.633 1.764 2.170 60 140 276 9 0 

KEPENUHAN HULU 6.224 1.926 4.661 2.754 2.298 68 112 264 15 1 

PENDALIAN IV KOTO 3.991 1.333 3.619 1.979 1.362 40 81 210 14 0 

JUMLAH 186.412 62.150 126.165 81.127 83.417 2.934 4.923 13.539 620 26 

 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2022 

 

d. Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan  

Secara administratif wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 

2022 terdiri dari 16 Kecamatan, 139 Desa, Desa Persiapan 20 dan 6 

Kelurahan. Desa persiapan tersebut merupakan hasil aspirasi 

masyarakat dalam mempercepat peningkatan pembangunan dan 
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kesejahteraan. Perkembangan wilayah Administratif Kabupaten Rokan 

Hulu sebagaimana disebutkan di atas secara rinci dapat dilihat pada 

tabel 1.9 sebagai berikut : 

Tabel 1.9  Administratif Wilayah Kabupaten Rokan Hulu 

NO WILAYAH ADMINISTRASI Jumlah 

1 Kecamatan 16 

2 Kelurahan 6 

3 Desa 139 

     Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Rohul, 2022 

 

e.   Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan 

Pegawai Pemerintah 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap 

kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 

maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini 

kemudian berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur 

organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut. Pada 

gilirannya, menuntut dilakukannya penataan kelembagaan 

pemerintahan di daerah.  

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang guna pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pelaksanaaan urusan 

yang jalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui 

Perangkat Daerah (PD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa terdapat 24 

Urusan Wajib, 6 Urusan Pilihan dan 5 Urusan Fungsi Penunjang. 

Pelaksanaan urusan pemerintahan sepenuhnya akan dilaksanakan oleh 

masing-masing perangkat daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi.  
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Ringkasan Perangkat Daerah yang memuat nama atau 

nomenklatur dan jumlah ASN masing-masing organisasi perangkat 

daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas 

daerah, dan lembaga teknis daerah dapat dilihat pada tebel berikut: 

Tabel 1.10  Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INSTANSI NAMA TIPE  
JUMLAH  

ASN 

1 2 3 4 5 

1 Sekretariat Sekretariat Daerah A 93 

Sekretariat DPRD A 39 

2 Inspektorat Inspektorat Kabupaten A 50 

3  Dinas / 
Badan 
Daerah 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga A 3.295 

Dinas Kesehatan A 923 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang B 86 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman B 61 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil A 67 

Dinas Perhubungan B 28 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak  

B 25 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan  B 30 

Dinas Periwisata dan Kebudayaan  B 25 

Dinas Komunikasi dan Informatika A 23 

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  B 91 

Dinas Peternakan dan Perkebunan B 53 

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  B 25 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja  

B 21 

Dinas Lingkungan Hidup B 24 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu B 44 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluraga 
Berencana 

B 33 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa 

B 22 

Dinas Perpustakaan dan Arsip B 27 

Badan Pengelolan Kuangan dan Aset Daerah  A 41 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah A 46 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan A 31 

Badan Pendapatan Daerah A 86 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  B 14 

Kesatuan Bangsa dan Politik  B 26 

Satpol PP dan Damkar B 45 

RSUD Rokan Hulu B 186 

Kecamatan Rambah A 23 

Kecamatan Rambah Samo A 16 

Kecamatan Rambah Hilir A 17 

Kecamatan Tandun A 14 

Kecamatan Tambusai A 27 

Kecamatan Tambusai Utara A 9 

Kecamatan Bangun Purba A 9 

Kecamatan Kepenuhan A 24 

Kecamatan Ujung Batu A 25 

Kecamatan Rokan IV Koto A 22 

Kecamatan Kunto Darussalam A 17 

Kecamatan Kabun A 23 

Kecamatan Bonai Darussalam A 4 

Kecamatan Pagaran Tapah A 18 

Kecamatan Kepenuhan Hulu A 9 

Kecamatan Pendalian IV Koto A 6 

JUMLAH PNS  5.851 
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NO INSTANSI NAMA TIPE  
JUMLAH  

ASN 

1 2 3 4 5 

4 Unit Teknis    

  Dinas Peternakan dan Perkebunan  5 

  DInas Tanaman Pangan dan Hortikultura  45 

  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  51 

JUMLAH  101 

JUMLAH PNS  KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022  5.957 

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu, 

2022 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut bahwa Perangkat 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Sekretariat Daerah (terdiri 

dari 3 Asisten dan 10 Bagian), Sekretariat DPRD, Inspektorat, 20 Dinas 

Daerah, 4 Badan, 1 (satu) RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah, 16 Kecamatan, dan 6 Kelurahan, 

dengan jumlah personil PNS pada tahun 2022 berjumlah 5.957 orang. 

Untuk jumlah PNS pada unit pelaksana teknis pada 3 OPD (Dinas 

Peternakan dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) berjumlah 101 Orang. 

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan tipologi perangkat daerah 

dijelaskan bahwa terdapat 27 perangkat daerah yang ber tipe A dan 19 

perangkat daerah ber tipe B. 

 

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Terdiri Dari 

Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran 

berdasarkan Urusan, Program dan Jenis Belanja. 
 

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 

Rokan Hulu pada penyelenggaraan Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan 

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dialokasikan sesuai 

dengan arah dan kebijakan umum daerah tahun 2022 (Un-Audited) 

sebesar Rp.1.634.565.457.728,00 dengan capaian realisasi sebesar 

Rp.1.577.310.409.474,15 atau 96,50%. Alokasi dan realisasi laporan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun Anggaran 2022 merupakan anggaran sementara dalam 

proses Un Audited oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan RI 

di Pekanbaru. 
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Pada Tahun Anggaran 2022 perkiraan realisasi pendapatan 

Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan, sehingga Pemerintah 

Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan  tersebut memberikan 

perhatian yang besar terhadap berbagai peluang meningkatkan 

pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah 

(Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil  Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah), Dana 

Perimbangan (Bagi Hasil Pajak/Bagi  Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi 

Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan lain-lainnya Pendapatan yang Sah 

(Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya  

dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus). Untuk melihat kondisi 

realisasi pendapatan menurut jeis pendapatan Kabupaten Rokan Hulu 

pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 1.11 Laporan Realisasi Pendapatan Anggaran Belanja 

Perhitungan APBD Kabupaten Per 31 Desember 2022 

(Un Audited) 

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Rokan Hulu TA 2022 (Un Audited) 
 

 

 

U R A I A N 
TAHUN ANGGARAN  2022 

ANGGARAN REALISASI 

1 2 3 

PENDAPATAN 1.634.565.457.728,00 1.577.310.409.474,15 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 131.269.816.522,00 108.322.526.723,15 

PAJAK DAERAH 61.112.560.000,00 45.407.125.436,02 

RETREBUSI DAERAH 13.096.500.540,00 8.208.584.693,00 

HASIL PENGELOLAAN 

KEKAYAAN DAERAH YANG 

DIPISAHKAN 

2.153.000.000,00 2.114.662.284,00 

LAIN-LAIN PAD YG SAH 54.907.755.982,00 52.592.154.310,13 

PENDAPATAN TRANSFER 1.408.800.421.206,00 1.376.497.790.105,00 

PENDAPATAN TRANSFER 

PEMERINTAH PUSAT 

1.269.136.734.676,00 1.227.306.611.289,00 

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR 

DAERAH 

139.663.686.530,00 149.191.178.816,00 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH 

94.495.220.000,00 92.490.092.646,00 

LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI 

DENGAN KETENTUAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

94.495.220.000,00 92.490.092.646,00 
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dari beberapa 

kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut pada APBD 

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 131.269.816.522,00 dengan 

realisasi sebesar sebesar Rp. 108.322.526.723,15 dengan capaian 

82,52%. Pada kelompok Pajak Daerah, semula ditargetkan sebesar Rp. 

61.112.560.000,00 menjadi Rp. 45.407.125.436,02  dengan capaian 

74,30%. Pada kelompok retribusi daerah semula ditargetkan Rp. 

13.096.500.540,00 menjadi Rp. 8.208.584.693,00. sedangkan pada 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula ditargetkan 

Rp 2.153.000.000,00 menjadi Rp.2.114.662.284,00.  

Sementara itu alokasi anggaran yang dialokasikan dalam Belanja 

yang dilaksanakan sesuai dengan arah dan kebijakan umum daerah 

tahun 2022 (Un Audited) sebesar Rp. 1.720.964.387.151,00 dengan 

realisasi sebesar Rp. 1.616.493.547.904,71 atau 93,93%. Alokasi dan 

realisasi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 merupakan anggaran 

sementara dalam proses Un Audited oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) Perwakilan RI di Pekanbaru.  

Arah kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 

anggaran 2022 meliputi memenuhi belanja wajib dan mengikat dan 

bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah setiap 

tahunnya baik belanja langsung maupun tidak langsung dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prioritas 

pembangunan pemerintah daerah. Merencanakan belanja hibah dan 

belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan bersifat khusus 

kepada desa, belanja tidak terduga berdasarkan prioritas pembangunan 

daerah serta disesuaikan dengan ketersediaan dana dan pemenuhan 

prioritas kebutuhan belanja urusan wajib. 
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Pelaksanaan belanja daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.11  Ringkasan Realisasi Belanja Anggaran Belanja 

Perhitungan APBD Kabupaten Per 31 Desember 2022 (Un 

Audited) 

      Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Rokan Hulu TA 2022 (Un Audited) 

 

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa komponen belanja 

daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun anggaran 2022 dengan anggaran 

Rp.1.720.964.387.151,00 dengan realisasi sebesar 

Rp.1.616.493.547.904,71. Dari sisi belanja operasi dari anggaran 

sebesar Rp. 1.181.166.264.247,00 dengan relisasi sebesar Rp. 

1.108.890.895.074,14. Komponen belanja operasi meliputi belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan 

sosial. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta 

urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang 

dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah 

U R A I A N 
TAHUN ANGGARAN  2022 

ANGGARAN REALISASI 

1 2 3 

BELANJA DAERAH 1.720.964.387.151,00 1.616.493.547.904,71 

BELANJA OPERASI 1.181.166.264.247,00 1.108.890.895.074,14 

BELANJA PEGAWAI 623.243.107.217,00 596.925.726.030,00 

BELANJA BARANG DAN JASA 505.035.487.030,00 461.016.188.628,70 

BELANJA HIBAH 51.231.518.000,00 49.421.789.040,44 

BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.656.152.000,00 1.527.191.375,00 

BELANJA MODAL 260.017.013.881,00 244.048.047.090,57 

BELANJA MODAL TANAH 165.000.000,00 149.670.000,00 

BELANJA MODAL PERALATAN 

DAN MESIN 

75.612.060.161,00 66.006.237.949,50 

BELANJA MODAL GEDUNG DAN 

BANGUNAN 

92.894.166.009,00 89.832.903.897,07 

BELANJA MODAL JALAN, 

JARINGAN DAN IRIGASI 

89.014.982.311,00 85.881.648.940,00 

BELANJA MODAL ASET TETAP 

LAINNYA 

2.330.805.400,00 2.177.586.304,00 

BELANJA TIDAK TERDUGA 42.648.970.010,00 26.553.965.877,00 

BELANJA TRANSFER 237.132.139.013,00 237.000.639.863,00 

BELANJA BAGI HASIL 6.729.482.999,00 6.664.212.649,00 

BELANJA BANTUAN KEUANGAN 230.402.656.014,00 230.336.427.214,00 
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provinsi dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan 

perundang-undangan.  

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan potensi belanja 

utnuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam 

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, sosial dan 

fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial 

disamping tetap menjaga esksistensi penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan 

efisiensi, efektifitas dan penghemataan sesuai dengan prioritas yang 

diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis. 
 

1.1.2 Perencanan Pembangunan Daerah 

 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang 

dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, 

melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang 

dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk 

menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, 

responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan 

pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, 

partisipatif, politis, dan top down-bottom up. Selain itu, secara substantif, 

perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan 

yang holistik, tematik, integratif, dan spasial, sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala 

daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat 

Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 
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pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 

disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. 

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu 

merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang 

dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam 

menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 

merupakan tahap ke empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, 

penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas 

Bupati/Wakil Bupati Rokan Hulu masa bakti Tahun 2021-2026, juga 

berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025.   

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 yang disusun ini memiliki 

beberapa karakteristik waktu yang harus diperhatikan dan menjadi 

pedoman bersama, baik dalam hal sinkronisasi dengan dokumen RPJPD 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025, penjabaran ke dalam RKPD, 

ataupun dalam hal evaluasi pada akhir periode RPJMD. RKPD Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada bulan Juli 2021 

sebelum RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026 ditetapkan pada 

bulan desember 2021 akan dituangkan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2021-2026.  

Merujuk pada RKP Tahun 2022 yang disusun dengan menggunakan 

pendekatan penganggaran berbasis money follow program serta 

pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial 

(THIS), maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menerapkan 

pendekatan tersebut didalam menyusun Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2022. Pendekatan secara tematik, holistik, 

terintegrasi dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu 

mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, 

penganggaran hingga pelaksanaan. 

 



 

 

 

  

 

 

 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 22 

  

 

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk 

mensejahterakan masyarakat dengan sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. 

Sasaran prioritas pembangunan daerah yang hendak dicapai harus 

berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan yang berdampak 

terhadap aspek pembangunan lainnya. Dengan memperhatikan potensi, 

tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang 

dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 

diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang 

mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan 

rakyat. 

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMD 

Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026 yang diarahkan pada penyelesaian 

isu-isu strategis berdasarkan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten 

Rokan Hulu serta mempertimbangkan permasalahan yang muncul dari hasil 

evaluasi pembangunan tahun 2021 dan dengan melihat tantangan tahun 

2022. Pada tahun pertama pembangunan Kabupaten Rokan Hulu 

difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan 

pemenuhan dan peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan; 

mewujudkan kemandirian dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi local untuk dapat bersaing dalam menurunkan angka kemiskinan; 

pemenuhan infrastruktur dasar pedesaan dan peningkatan kualitas 

infrastruktur perkotaan; peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan 

kebudayaan dalam menciptakan ketentraman dan kondusifitas untuk 

meningkatkan daya saing ekonomi; dan meningkatkan kualitas pelayanan 

public dan tata Kelola pemerintah yang bersih dan efektif serta menjamin 

kehidupan politik dan penegakan hukum. Hal tersebut diharapkan dapat 

mewujudkan pemulihan ekonomi dan membaiknya kondisi masyarakat. 

Selanjutnya tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan 

ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran 

pembangunan jangka menengah-panjang setelah pandemi covid-19 yang 

melanda selama beberapa tahun terakhir. Upaya pemulihan dilakukan 

melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-
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sektor yang terkena dampak besar dari covid-19 dan mendorong sektor lain 

yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Bantuan dari pemerintah perlu tetap 

diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan 

pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan 

efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. 

Pada tahun 2022 ada beberapa indikator makro yang mengalami 

koreksi dari target RPJMD akibat perkembangan pandemi covid-19 yang 

mulai terkendali dan perkembangan pencapaian pembangunan selama 

beberapa tahun terakhir, antara lain: pertumbuhan ekonomi dari target 

RPJMD 2,06 % mengalami koreksi pada RKPD murni menjadi 2,06-2,51 % 

dan mengalami koreksi kembali pada perubahan RKPD menjadi 2,51-

4,33%. Target tingkat Kemiskinan pada RPJMD sebesar 10,14% mengalami 

koreksi pada RKPD murni menjadi 9,43-10,14 % dan mengalami koreksi 

kembali pada perubahan RKPD menjadi 10,14-10,30 %. Target IPM pada 

RPJMD sebesar 69,47 mengalami koreksi pada RKPD murni dan perubahan 

RKPD menjadi 69,79-70,47 poin. Tingkat pengangguran terbuka 

ditargetkan pada RPJMD sebesar 4,33% mengalami koreksi pada RKPD 

murni dan perubahan RKPD menjadi 3,41-4,33%. Selanjutnya 

perkembangan indikator Makro Kabupaten RokanHulu Tahun 2020-2021 

dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 1.12 Perkembangan Indikator makro Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2020-2021 dan Target Tahun 2022 

No Sasaran 

Realisasi  Target 2022 

2020 2021 RPJMD 
RKPD 

MURNI 
P-RKPD 

1 Pertumbuhan 

Ekonomi 

1,52 4,98 2,06 2,06-2,51 2,51-4,33 

2 Tingkat Kemiskinan 10,31 10,40 10,14 9,43-10,14 10,14-10,30 

3 IPM 69,38 69,67 69,47 69,79-70,47 69,79-70,47 

4 Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (persen 

4,42 2,25 4,33 3,41-4,33 3,41-4,33 

5 Rasio Gini (nilai) 0,314 0,296 0,279 0,279 0,279 

Sumber : Perubahan RKPD Rokan Hulu Tahun 2022 
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Berikut sandingan sasaran dan target pembangunan nasional, 

provinsi dan Kabupaten Tahun 2022. 

Tabel 1.13 Sandingan Sasaran dan Target Pembangunan Nasional, Provinsi 

dan dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

No Sasaran 
Pemutakhiran 

RKP 2022 

Target P-RKPD 2022 

Provinsi Riau RKP Rokan Hulu 

1 Pertumbuhan 

Ekonomi 

5,2 - 5,5 2,69 – 3,04 2,151 – 4,33 

2 Tingkat 

Kemiskinan 

8,5 – 9,0 6,87 – 6,52 10,14 – 10,30 

3 IPM 73,41-73,46 73,21 – 73,44 69,79 – 70,47 

4 Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

5,5 – 6,3 4,30 – 4,12 3,14 – 4,33 

5 Rasio Gini (nilai) 0,376-0,378 0,322 – 0,333 0,279 

Sumber : Perubahan RKPD Rokan Hulu Tahun 2022 

 

 Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rokan 

Hulu tahun 2022 sebagai berikut : 

Tabel 1.14 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR / TUJUAN / 

SASARAN 

TARGET 

CAPAIAN 

2022 

VISI : Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam 

Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera 

MISI 1 : 

Mewujudkan 

kualitas sumber 

daya manusia cerdas 

dan sehat dilandasi 

keimanan dan 

ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha 

Esa 

Meningkatkan Kualitas 

Pendidikan dan 

Kesehatan 

IPM 69,79-70 

Meningkatnya Derajad 

Pendidikan Masyarakat 

Angka Harapan Lama Sekolah 12,9 

Rata rata Lama Sekolah 8,36 

Meningkatnya Derajad 

Kesehatan Masyarakat 

Angka Harapan Hidup 70,55 

MISI 2 : Mewujudkan 

Pembangunan dan 

Pengembangan 

ekonomi produktif, 

kreatif dan berdaya 

saing berbasis 

kerakyatan dan 

mendorong 

berkembangnya 

investasi serta 

pariwisata daerah.  

Mewujudkan 

perekonomian yang 

produktif, Kreatif dan 

Berdaya Saing 

Pertumbuhan Ekonomi 2,51 – 4,33 

Meningkatnya 

Kemandirian ekonomi 

dan menurunnya 

Kesenjangan 

pendapatan 

Nilai PDRB ADHB (milliar rupiah) 37,449,48 

Indeks Gini 0,297 

PDRB Perkapita (Pendapatan 

Perkapita Penduduk) 

50,29 

Persentase PAD terhadap total 

pendapatan 

11,86 

Meningkatnya 

investasi daerah 

Nilai Pembentukan Modal Tetap 

Bruto (PMTB) 

4926,26 

Meningkatnya 

ketahanan pangan 

daerah 

Indeks Ketahanan Pangan 58,03 

Menurunnya Angka Persentase penduduk miskin 10,14-10,30 
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kemiskinan dan 

pengangguran 

Tingkat pengangguran terbuka 3,41-4,33 

Meningkatkan Nilai 

Tambah Pariwisata 

PAD Sektor Pariwisata (juta rupiah) 2.722,63 

Meningkatnya daya 

tarik Objek wisata 

Daerah 

Jumlah kunjungan wisatawan 876.535 

MISI 3; Mewujudkan 

Ketersediaan 

infrastruktur yang 

Berimbang dengan 

Membangun desa 

menata kota secara 

Berkelanjutan dan 

berwawasan 

lingkungan. 

Meningkatkan kualitas 

infra struktur daerah 

Rata-rata capaian pelayanan 

infrastuktur dasar (%) 

41,00 

Meningkatnya elayanan 

transportasi dan 

Infrastruktur 

pendukungnya 

Persentase peningkatan pergerakan 

orang/barang melalui terminal 

/dermaga /bandara pertahun 

10 

Meningkatnya 

Cakupan pelayanan 

Infrastruktur 

permukiman 

Persentase rumah tangga yang 

memiliki akses terhadap layanan 

sumber air minum /bersih 

60,52 

Persentase rumah tangga yang 

memiliki akses yang memiliki akses 

terhadap layanan sanitasi layak 

76,20 

Persentase penyediaan Rumah 

Layak Huni korban bencana atau 

terkena relokasi program 

pemerintah 

100 

Persentase Kawasan kumuh yang 

ditangani 

15,69 

Persentase perumahan dan 

permukiman yang sudah dilengkapi 

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas 

umum) 

51 

Meningkatnya cakupan 

dan kualitas gedung 

negara 

Persentase bangunan gedung negara 

dalam kondisi baik 

71,40 

Meningkatnya 

infrastruktur 

pengelolaan dan 

konservasi sumber 

daya air 

Persentase lahan pertanian yang 

teririgasi dengan baik 

71 

Mewujudkan 

pembangunan 

Berwawasan 

lingkungan 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 65,37 

Meningkatnya Kualitas 

lingkungan hidup 

Indeks Kualitas Air  59,37 

Indeks Kualitas Udara  87,34 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan 35,06 

Misi 4; Mewujudkan 

Kehidupan 

masyarakat yang 

harmonis, aman dan 

Tenteram 

berlandaskan 

adat dan budaya serta 

agama yang berbeda.  

Mewujudkan 

kehidupan 

masyarakat yang 

harmonis 

Persentase Penyelesaian Konflik 

Sosial/SARA 

100 

Indeks Pemberdayaan Gender 

(IDG) 

56 

Meningkatnya 

kerukunan umat 

beragama 

Angka kejadian konflik SARA 0 

Meningkatnya 

ketentraman dan 

ketertiban masyarakat 

Cakupan pengendalian gangguan 

ketentraman, 

ketertiban dan penegakkan Perda / 

Perkada 

100 
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Sumber : Perubahan RKPD Rokan Hulu Tahun 2022 

 

Meningkanya 

Perlindungan terhadap 

Perempuan dan Anak 

Prevalensi Kekerasan Terhadap 

Perempuan yang tertangani 

6 

Persentase Korban Kekerasan 

Terhadap Anak yang tertangani 

83 

Meningkatkan 

Pemajuan Budaya 

Daerah 

Persentase Pemajuan Budaya 

Daerah 

7 

Meningkatnya 

Kebudayaan Daerah 

yang mendapatkan 

perlindungan, 

pengembangan, 

pemanfaatan dan 

pembinaan 

Persentase Objek Pemajuan 

Kebudayaan Daerah yang 

dilindungi, dikembangkan, 

dimanfaatkan dan dibina 

41 

Misi 5; Mewujudkan 

tata kelola 

pemerintahan yang 

baik, bersih dan 

efektif melalui 

pelayanan publik 

yang terpercaya, 

akuntabel dan 

transparan  

Mewujudkan Kepuasan 

Masyarakat atas 

Layanan Pemerintah 

yang Tertib Hukum, 

Profesional dan 

Akuntabel 

Indeks Reformasi Birokrasi CC 

Meningkatnya 

Penerapan reformasi 

birokrasi 

Persentase Perangkat Daerah yang 

menerapkan Reformasi Birokrasi 

100 

Meningkatnya 

penerapan government 

Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

2,75 

Meningkatnya 

pelayanan Publik yang 

handal 

Indek Kepuasan Masyarkat 80 

Meningkatnya 

Akuntabilitas Laporan 

Keuangan Daerah 

Opini BPK WTP 
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    Tabel 1.15 Strategi Dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 – 2026 

VISI:  

TERWUJUDNYA KABUPATEN ROKAN HULU YANG LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING DALAM KERAGAMAN ADAT DAN BUDAYA BERDASARKAN 

NILAI NILAI AGAMA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA  
 

MISI 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa  

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan Kualitas 

Pendidikan dan Kesehatan  

 

Meningkatnya Derajat 

Pendidikan Masyarakat  

 

a. Angka Harapan Lama 

Sekolah  

b. Rata rata Lama Sekolah  

 

Peningkatan pemerataan kualitas 

dan tata Kelola pendidikan dasar 

sembilan tahun  

 

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan 

dan Layanan Dasar Lainnya  

 

Meningkatnya Derajat 

Kesehatan Masyarakat  

Angka Harapan Hidup  

 

Pemantapan akses dan pelayanan 

kesehatan dasar dan rujukan  

Meningkatkan akses dan mutu Pelayanan 

Kesehatan Dasar dan Rujukan  

Peningkatan kesadaran masyarakat 

dalam perilaku hidup sehat dan 

kesehatan Keluarga  

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penciptaan 

Lingkungan sehat  

 

Peningkatan kepemudaan dan 

Olahraga Daerah  

Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan 

Pengelolaan kepemudaan dan Olahraga  

Misi 2: Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong 

berkembangnya investasi serta pariwisata daerah.  

Mewujudkan perekonomian 

yang produktif, kreatif, dan 

berdaya saing  

 

Meningkatnya 

kemandirian ekonomi 

dan menurunnya 

kesenjangan 

pendapatan 

- Nilai PDRB ADHB 

- Indeks Gini  

- PDRB perkapita 

(pendapatan perkapita 

penduduk)  

Peningkatan daya saing sektor 

unggulan dan pemulihan ekonomi 

daerah  

Meningkatkan produksi hasil industri 

 

Meningkatkan produksi pertanian dan 

perikanan  

Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis 

kerakyataan  

Persentase PAD terhadap 

total pendapatan  

Peningkatan Penerimaan PAD  

 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  

Penataan dan penyesuaian semua Peraturan 

tentang penerimaan daerah  

Meningkatnya investasi  

daerah 

Nilai Pembentukan Modal 

Tetap Bruto (PMTB) 

Peningkatan daya tarik investasi  Memperbaiki iklim dan promosi investsai 

Meningkatnya 

ketahanan pangan 

daerah  

Indeks Ketahanan Pangan  Peningkatan ketahanan pangan  Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas 

bahan pangan  
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Menurunnya angka 

kemiskinan dan 

pengangguran  

Persentase penduduk miskin  Peningkatan kapasitas 

kelembagaan ekonomi masyarakat 

desa  

Meningkatkan peran BUMDES dalam 

pengelolaan usaha desa  

Meningkatkan peran lembaga desa 

Peningkatan kualitas 

pemberdayaan dan jaminan sosial 

masyarakat  

 

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 

miskin  

Perlindungan dan jaminan sosial Pasca Covid-

19  

Tingkat pengangguran 

terbuka  

Peningkatan akses masyarakat 

terhadap lapangan kerja  

Meningkatkan keterampilan dan kompetensi 

tenaga kerja  

Meningkatkan Nilai Tambah 

Pariwisata  

 

Meningkatnya daya tarik 

Objek wisata Daerah  

Jumlah kunjungan wisatawan  Peningkatan pengelolaan destinasi 

wisata  

Meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan 

atraksi destinasi wisata  

Peningkatan promosi pariwisata  

 

Meningkatkan promosi pariwisata  

Meningkatkan kelembagaan pariwisata 

(ancillinary) dan ekonomi kreatif  

Misi 3:   Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan.  

Meningkatkan kualitas 

infrastruktur daerah  

Meningkatnya pelayanan 

transportasi dan 

infrastruktur 

pendukungnya  

Persentase peningkatan 

pergerakan orang/barang 

melalui terminal/ dermaga 

/bandara pertahun  

Membangun konektivitas  Memantapkan jalan dan jembatan  

Mengembangkan sistem jaringan transportasi 

yang terintegrasi  

Meningkatnya cakupan 

pelayanan infrastruktur 

permukiman  

Persentase rumah tangga 

yang memiliki akses 

terhadap layanan sumber air 

minum /bersih  

Peningkatan cakupan pelayanan air 

minum/bersih  

Meningkatkan ketersediaan air minum/bersih  

Persentase Rumah tinggal 

bersanitasi baik  

Peningkatan pemenuhan akses 

sanitasi bagi masyarakat  

Membangun sarana prasarana sanitasi  

Persentase penyediaan 

rumah layak huni korban 

bencana atau terkena 

relokasi program pemerintah 

daerah 

Penyediaan rumah layak huni 

korban bencana atau terkena 

relokasi program pemerintah 

daerah 

Membangun rumah layak huni bagi korban 

bencana atau terkena relokasi program 

pemerintah daerah  

Persentase kawasan kumuh 

yang ditangani  

Penanganan kawasan kumuh 

permukiman  

Meningkatkan infrastruktur kawasan 

permukiman kumuh  

Persentase perumahan dan 

Permukiman yang sudah 

dilengkapi PSU (Prasarana, 

Peningkatan kualitas lingkungan 

perumahan/ permukiman  

Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan 

/ permukiman  
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Sarana dan Utilitas Umum)  

 Meningkatnya cakupan 

dan kualitas gedung 

Negara  

Persentase bangunan gedung 

Negara dalam kondisi baik  

Pembangunan dan pemeliharaan 

gedung negara  

Membangun dan memelihara gedung negara  

Meningkatnya 

infrastruktur 

pengelolaan dan 

konservasi sumber daya 

air  

Persentase lahan pertanian 

yang teririgasi dengan baik  

Peningkatan pengaturan air/ irigasi 

dan penanganan abrasi/ banjir  

Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan 

abrasi/ banjir  

Mewujudkan pembangunan 

berwawasan lingkungan  

 

Meningkatnya kualitas 

lingkungan hidup  

 

- Peningkatan Indeks 

Kualitas Air  

- Peningkatan Indeks 

Kualitas Udara  

- Peningkatan Indeks 

Kualitas Tutupan Lahan  

Peningkatan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup  

Meningkatkan kualitas air, kualitas udara dan 

tutupan hutan  

Peningkatan kualitas pemanfaatan 

dan pengendalian pemanfaatan 

ruang  

Meningkatkan Kesesuaian pemanfaatan dan 

Pengendalian Ruang  

Peningkatan kualitas mitigasi 

bencana  

Meningkatkan pengelolaan pra bencana, 

tanggap bencana, pasca bencana  

Peningkatan pengelolaan 

penyelenggaraan penanggulangan 

kebakaran dan non kebakaran  

Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan 

penanggulangan kebakaran dan non 

kebakaran  

Misi 4: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda.  

Mewujudkan kehidupan 

masyarakat yang harmonis 

Meningkatnya 

kerukunan umat 

beragama  

Angka kejadian konflik SARA  Peningkatan pemahaman dan 

pengamalan agama dalam 

kehidupan bermasyarakat  

Meningkatkan pemahaman dan pengamalan 

agama dalam kehidupan masyarakat  

 

Peningkatan pemahaman wawasan 

kebangsaan  

 

Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan  

Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan 

kewaspadaan dini  

Meningkatnya 

ketentraman dan 

ketertiban masyarakat  

Cakupan pengendalian 

gangguan ketentraman, 

ketertiban dan penegakkan 

Perda/ Perkada  

Peningkatan stabilitas keamanan 

dan ketertiban masyarakat  

Optimalisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam 

mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya 

gangguan keamanan dan ketertiban  

Meningkatkan penanganan masalah 

pertanahan dalam mengantisipasi potensi dan 

indikasi timbulnya gangguan keamanan dan 

ketertiban  

Meningkanya 

Perlindungan terhadap 

Perempuan dan Anak  

- Prevalensi Kekerasan 

Terhadap Perempuan yang 

tertangani  

Peningkatan penguatan 

kelembagaan pengarusutamaan 

gender, pemberdayaan 

Memberdayakan lembaga kemasyarakatan 

dalam pengarustamaan gender dan 

perlindungan anak  
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- Persentase Korban 

Kekerasan Terhadap Anak 

yang tertangani  

perempuan, dan perlindungan anak   

Meningkatkan Pemajuan 

Budaya Daerah  

 

Meningkatnya 

Kebudayaan Daerah 

yang mendapatkan 

perlindungan, 

pengembangan, 

pemanfaatan dan 

pembinaan  

Persentase Objek Pemajuan 

Kebudayaan Daerah yang 

terkelola, termanfaatkan, 

berkembang dan terbina  

Peningkatan pengelolaan dan 

pengembangan pemajuan 

kebudayaan daerah  

Meningkatkan pengelolaan dan 

pengembangan pemajuan kebudayaan daerah  

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan  

Mewujudkan Kepuasan 

Masyarakat atas Layanan 

Pemerintah yang Tertib 

Hukum, Profesional dan 

Akuntabel 

Meningkatnya 

penerapan reformasi 

birokrasi  

Persentase Perangkat Daerah 

yang menerapkan Reformasi 

Birokrasi  

Peningkatan penataan dan 

reformasi birokrasi  

Meningkatkan kualitas manajemen kinerja 

birokrasi secara berkelanjutan  

Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan  

Meningkatkan kualitas informasi pemerintahan 

daerah  

Meningkatkan pengelolaan administrasi 

pemerintahan  

Meningkatkan Inovasi Daerah  

Meningkatnya 

penerapan e-

government  

Indeks Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE)  

Peningkatan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

pemerintahan untuk menunjang 

kinerja birokrasi  

Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana 

prasarana dan sistem teknologi informasi  

 

Meningkatnya pelayanan 

Publik yang handal  

Indek Kepuasan Masyarakat  Peningkatan cakupan pelayanan 

Publik  

Meningkatkan kapasitas penyelenggara 

pelayanan publik  

Meningkatnya 

Akuntabilitas Laporan 

Keuangan Daerah  

Opini BPK terhadap laporan 

keuangan  

Pengelolaan Keuangan dan aset 

daerah yang transparan dan 

Akuntabel  

Meningkatkan pengelolan dan pengawasan 

Keuangan dan aset Daerah  

    Sumber : RPKMD Kabupten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 
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a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 

 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan 

antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang 

dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk 

meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan 

misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat 

terkait analisis permasalahan daerah. 

Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian 

pembangunan sampai dengan tahun 2020 dan permasalahan yang 

ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2005-2025 Tahap IV. Selanjutnya dilakukan analisis 

kedalaman masalah dengan Focus Group Discussion (FGD) tematik yang 

melibatkan pemangku kepentingan terkait. Hasil FGD dipetakan dengan 

pendekatan kerangka logis masalah pada RPJMD dan Renstra. Adapun Hasil 

analisis permasalahan pembangunan daerah jika dikaitkan dengan prioritas 

dan sasaran pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi pada 

RPJMD 2021-2026 terdiri atas: 

Misi 1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Rokan Hulu Yang Mandiri, Berdaya Saing Tinggi Dan 

Berakhlak Mulia  

MASALAH 

UTAMA 

MASALAH 

DAERAH 

DATA 

CAPAIAN 

MASALAH 

DAERAH 

MASALAH OPD URUSAN 

Kualitas 

Sumberdaya 

manusia 

(Indeks 

Pembangunan 

Manusia)  

Belum 

optimalnya 

akses 

pendidikan  

Rata-rata 

lama sekolah  

Belum optimalnya capaian 

SPM Pengelolaan Pendidikan 

dan penyediaan pendidik dan 

tenaga kependidikan  

Pendidikan 

Belum 

optimalnya 

implementasi 

pendidikan 

karakter dan 

keagamaan  

Persentase 

satuan 

pendidikan 

yang 

menerapkan 

pendidikan 

karakter dan 

keagamaan  

Belum optimalnya penyusunan 

kurikulum muatan lokal pada 

semua jenjang pendidikan  

Pendidikan 

Derajat 

Kesehatan 

Masyarakat 

(Usia Harapan 

Hidup)  

Belum 

optimalnya 

capaian 

keluarga 

sehat  

Indeks 

Keluarga 

Sehat  

Belum terpenuhinya SPM 

Kesehatan, sehingga masih 

tingginya Angka Kematian Ibu 

(AKI), bayi (AKB), Balita 

(AKABA) serta angka 

kesakitan  

Kesehatan 

Belum optimalnya kapasitas 

SDM Kesehatan  

Kesehatan 
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Belum optimalnya 

pemberdayaan masyarakat 

bidang kesehatan  

Kesehatan 

Belum optimalnya sediaan 

farmasi dan alat kesehatan  

Kesehatan 

Belum optimalnya 

pengendalian jumlah 

penduduk  

Pengendalian 

penduduk  

dan KB 

 

Misi 2  Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya 

Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal  

MASALAH 

UTAMA 

MASALAH 

DAERAH 

DATA 

CAPAIAN 

MASALAH 

DAERAH 

MASALAH OPD URUSAN 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

(Angka 

Kemiskinan)  

Belum 

optimalnya 

penanganan 

kemiskinan  

Persentase 

penurunan 

masyarakat 

miskin (DTKS)  

Belum optimanya 

pemberdayaan sosial, 

rehabilitasi sosial dan 

perlindungan jaminan sosial  

Sosial 

Belum optimalnya penanganan 

korban bencana alam dan 

sosial pada saat dan setelah 

terjadinya bencana  

Sosial 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka  

Masih 

tingginya 

angka 

pengangguran 

terbuka  

Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan 

Kerja  

Belum optimalnya penempatan 

tenaga kerja  

Ketenaga 

kerjaan 

Rendahnya persentase tenaga 

kerja bersertifikat kompetensi  

Ketenaga 

kerjaan 

Pertumbuhan investasi belum 

optimal, kurangnya 

pengawasan dan pengendalian 

penanaman modal di daerah, 

kemudahan pelayanan 

perizinan penanaman modal di 

daerah  

Penanaman 

Modal 

Daya Saing 

Ekonomi 

(PDRB 

Perkapita)  

Pertumbuhan 

ekonomi yang 

berkontraksi 

sebagai akibat 

pandemi 

COVID-19 serta 

masih 

rendahnya 

kontribusi 

sektor-sektor 

ekonomi dan 

ekonomi kreatif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi  

Pertumbuhan 

Ekonomi  

Belum Optimalnya 

Pengembangan Daya Tarik 

Wisata Kabupaten Rokan Hulu 

seperti Atraksi, aksesibilitas, 

Amenitas atau fasilitas, dan 

organisasi kepariwisataan  

Pariwisata 

Persentase koperasi yang aktif 

mengalami penurunan dan 

jumlah UMKM yang mandiri 

sedikit  

Koperasi 

dan UKM 

Belum optimalnya nilai ekspor 

perdagangan yang bersumber 

dari Industri Kecil  

Perdagangan 

Pengembangan ekonomi kreatif 

belum optimal  

Pariwisata 

dan 

kominfo 

Pengembangan IKM belum 

Optimal  

perindustria

n 

Belum optimalnya kinerja 

sektor pertanian  

Pertanian 

Belum optimalnya perikanan 

budidaya  

Kelautan dan 

Perikanan 

Belum 

optimalnya 

Skor Pola 

Pangan 

Belum optimalnya 

ketersediaan pangan dari 

Pertanian 
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pola konsumsi 

pangan 

masyarakat  

Harapan  sektor pertanian  

Belum optimalnya 

penanganan dan pengawasan 

kerawanan pangan  

Pangan 

Belum optimalnya diversifikasi 

dan ketahanan pangan 

masyarakat  

Pangan 

 

Misi 3  Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Bagi Masyarakat 

Desa Dan Kota Secara Merata Dan Proporsional Dengan 

Memperhatikan Tata Ruang Dan Berwawasan Lingkungan  

MASALAH 

UTAMA 

MASALAH 

DAERAH 

DATA CAPAIAN 

MASALAH 

DAERAH 

MASALAH OPD URUSAN 

Ketersediaan 

Infrastruktur 

Dasar 

(persentase 

infrastruktur 

dasar)  

 

Belum 

optimalnya 

layanan 

transportasi  

 

Persentase 

keterhubungan 

jalan  

Belum optimalnya kondisi 

jalan  

PU-PR 

Tingkat pelayanan 

jalan  

Belum optimalnya kapasitas 

jalan dan penyelenggaraan 

angkutan lalulintas dan 

angkutan jalan  

Perhubungan 

Belum 

optimalnya 

cakupan 

layanan air 

minum dan 

limbah  

 

Rasio akses air 

minum terhadap 

jumlah penduduk  

Belum optimalnya sapras 

air bersih  

PU-PR 

Persentase rumah 

tangga yang 

memiliki akses 

sanitasi layak  

Belum optimalnya cakupan 

layanan limbah domestik  

PU-PR 

Belum 

optimalnya 

cakupan 

layanan 

sampahan 

perkotaan  

 

Persentase 

layanan 

persampahan  

 

Belum optimalnya 

pemberdayaan masyarakat 

dalam penanganan sampah  

Lingkungan 

Hidup 

Belum optimalnya sarpras 

penanganan sampah  

Lingkungan 

Hidup 

Kualitas 

Pemukiman 

(Persentase 

perumahan dan 

permukiman 

tidak kumuh)  

 

Belum 

optimalnya 

pemenuhan 

sarana 

prasarana dan 

utilitas 

perumahan serta 

masih tingginya 

kawasan 

permukiman 

kumuh  

Persentase 

pemenuhan 

komponen 

perumahan dan 

permukiman tidak 

kumuh  

Belum optimalnya penanganan 

kawasan permukiman kumuh  

Perumahan 

dan 

Permukima

n 

Belum optimalnya 

penyelenggaraan jalan 

lingkungan permukiman  

PU-PR 

Belum optimalnya 

ketersediaan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum 

(PSU) Perumahan  

Perumahan 

dan 

Pemukiman 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup (IKLH)  

 

Belum 

optimalnya 

pemanfaatan 

dan 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang  

Persentase 

peningkatan 

kawasan 

peruntukan 

budidaya  

Masih rendahnya kepatuhan 

IMB  

PU-PR 

Masih lemahnya pengawasan 

penataan ruang  

PU-PR 

Tingkat 

pencemaran 

air  

Indeks Kualitas 

Air  

Belum optimalnya sapras 

pengolah limbah  

Lingkungan 

Hidup 

Belum 

optimalnya 

Indeks Kualitas 

Tutupan Hutan  

Masih terbatasnya ruang 

terbuka hijau (RTH)  

Lingkungan 

Hidup 
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tutupan hutan  

Banjir 

(Penurunan 

luas 

genangan)  

Penataan 

sistem 

drainase yang 

belum 

optimal  

Luas genangan  Belum optimalnya kapasitas 

saluran dan diperlukan 

normalisasi dan 

penambahan ruas saluran 

drainase  

PU-PR 

 

Misi 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan 

berwibawa 

MASALAH 

UTAMA 

MASALAH 

DAERAH 

DATA CAPAIAN 

MASALAH 

DAERAH 

MASALAH OPD URUSAN 

Kondisivitas 

Wilayah 

(Konfliks 

Sosial)  

Belum 

optimalnya 

pengelolaan 

potensi 

konflik sosial  

Persentase 

pengelolaan 

potensi konflik 

sosial  

Belum optimalnya 

pemahaman masyarakat 

terhadap Pancasila dan 

karakter kebangsaan  

Urusan 

Pemerintahan 

Umum  

Belum optimalnya 

pemberdayaan dan 

pengawasan organisasi 

kemasyarakatan  

Urusan 

Pemerintahan 

Umum  

Pelestarian 

Seni Budaya 

(Persentase 

seni budaya 

yang 

dilestarikan)  

Terbatasnya 

event seni 

budaya yang 

diselenggarakan  

Persentase 

penyelenggaraan 

event  

Infrastruktur kebudayaan 

masih terbatas  

Kebudayaan  

Pengelolaan komunitas 

budaya belum optimal  

Kebudayaan  

Sinergi pemerintah, 

perguruan tinggi dan 

komunitas belum optimal  

Kebudayaan  

Belum adanya Museum  Kebudayaan  

Belum 

optimalnya 

pengarusuta

maan gender  

Indeks 

Pemberdayaan 

Gender  

Masih adanya kekerasan 

terhadap perempuan  

Pemberdayaan 

Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Anak  

Belum optimalnya 

perencanaan dan 

penganggaran responsif 

gender  

Pemberdayaan 

Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Anak  

Belum 

optimalnya 

pengarusuta

maan hak 

anak  

Kategori Kota 

Layak Anak  

Belum optimalnya 

pemenuhan hak anak, 

serta perlindungan khusus 

anak  

Pemberdayaan 

Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Anak  
 

 

Misi 5 Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya 

saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda 

MASALAH 

UTAMA 

MASALAH 

DAERAH 

DATA CAPAIAN 

MASALAH 

DAERAH 

MASALAH OPD URUSAN 

Tatakelola 

pemerintahan 

(Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

Implementasi 

Sistem 

Pemerintahan 

berbasis 

Elektronik 

yang belum 

optimal 

Indeks SPBE  Belum optimalnya domain 

tata kelola SPBE  

Kominfo 

Belum optimalnya 

penyediaan data statistik 

sektoral dan satu data  

Statistik 

Belum optimalnya 

manajemen keamanan  

Persandian 

Kualitas 

layanan publik 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat  

Pelayanan Publik belum 

seluruhnya berbasis 

Kominfo, 

semua urusan 
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belum optimal  elektronik  

Belum optimalnya 

penanganan bencana  

Trantibun 

Belum optimalnya 

pelayanan perpustakaan  

Perpustakaan 

Belum optimalnya 

pelayanan publik 

administrasi kependudukan  

Administrasi 

Kependudukan 

dan Catatan 

Sipil 

Terbatasnya kapasitas SDM 

Layanan Publik  

Semua Urusan 

Penegakan aturan hukum 

daerah untuk kewibawaan 

daerah dan mengatur serta 

mensejahterakan rakyat  

Unsur 

Penunjang 

Implementasi 

Manajemen 

ASN yang 

belum optimal  

Indeks Merit 

System  

Belum optimalnya 

keterisian jabatan, formasi 

ASN, dan pola 

pengembangan karir ASN  

Kepegawaian, 

Diklat  

Kompetensi ASN belum 

sesuai dengan bidang 

pekerjaan  

Kepegawaian, 

Diklat  

Akuntabilitas 

Kinerja perlu 

ditingkatkan  

Nilai SAKIP  Konsistensi Perencanaan, 

Penganggaran Masih perlu 

ditingkatkan  

Perencanaan  

Implementasi SAKIP 

masih perlu ditingkatkan  

Non Urusan, 

Sekretariat 

Daerah  

Belum optimalnya capaian 

kinerja pembangunan  

Sekretariat 

Daerah  

Akuntabilitas 

Keuangan perlu 

ditingkatkan  

Opini BPK atas 

laporan keuangan  

Mempertahankan opini 

WTP dari BPK  

Keuangan  

Manajemen pengelolaan 

asset masih perlu 

ditingkatkan  

Keuangan  

PAD yang belum optimal  Keuangan  

Penerapan 

Zona Integritas 

belum optimal  

OPD menyandang 

WBK/WBBM  

Belum optimalinya 

pengawasan internal OPD 

dan implementasi Zona 

Integritas  

Semua Urusan  

Belum optimalnya 

kapabilitas APIP  

Pengawasan  

 

Dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

akan fokus pada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah. Kesemua prioritas 

pembangunan daerah tersebut diarahkan terutama untuk mendukung 

Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan 

berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan 

dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara 

nyata oleh semua pemangku kepentingan. Semuanya secara utuh mengacu 

kepada RPJMD dan pelaksanaannya secara terpadu dan sinergis dalam RKP 

Nasional dan RKPD Provinsi Riau. Adapun arah kebijakan pembangunan 
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tahunan Kabupaten Rokan Hulu dengan fokus atau penekanan arah 

pembangunan tahunan yang dideskripsikan pada gambar barikut: 

 

Gambar VI- 1 Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Rokan Hulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 

 

Tahun 2022 (Tahun Pertama RPJMD)  

Pada tahun pertama pembangunan Kabupaten Rokan Hulu 

difokuskan penguatan produktifitas pertanian dan perikanan serta produk 

olahan turunan secara berkelanjutan; memantapkan keterpaduan 

pembangunan infrastruktur antar daerah mendukung pembangunan 

pariwisata daerah dan pertanian; memantapkan kualitas sumberdaya 

manusia dengan memastikan tersedianya layanan pendidikan dan 

kesehatan berkualitas serta layanan dasar lainnya secara berkelanjutan; 

pemantapan kualitas tata kelola pemerintah dengan membangun sistem 

monitoring dan evaluasi yang terintegratif yang berorientasi hasil untuk 

pelayanan publik yang memuaskan; menjamin keberlanjutan keadaan yang 

kondusif dan keharmonisan hubungan dalam keanekaragaman budaya dan 

agama untuk mendukung investasi dalam peningkatan ekonomi daerah.ini 
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diharapkan pemulihan ekonomi dan kondisi masyarakat sudah mulai 

membaik kembali dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata 

kelola pemerintah yang bersih dan efektif serta menjamin kehidupan politik 

dan penegakan hukum. 

 

Tahun 2023 (Tahun Kedua RPJMD)  

Pada tahun kedua ini diharapkan dampak Covid-19 terhadap 

perekonomian daerah sudah mulai teratasi. Pembangunan daerah 

difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan 

perekonomian daerah yang produktif dan kreatif; menyediakan infrastruktur 

yang berimbang dan berwawasan lingkungan; mewujudkan pendidikan 

yang bermutu dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; yang diperoleh 

dengan meningatkan pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan 

transparan. 

Tahun 2024 (Tahun Ketiga RPJMD)  

Pada penggalan ketiga pembangunan jangka menengah ini 

difokuskan untuk mengembangkan lebih lanjut ekonomi produktif dan 

investasi serta pariwisata daerah; melanjutkan pembangunan infrastruktur 

desa dan menata kota secara berkelanjutan; serta mewujudkan kehidupan 

masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya 

dan agama yang berbeda. 

 

Tahun 2025 (Tahun Keempat RPJMD)  

Pada penggalan keempat pada RPJMD ini diarahkan pada 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas dan sehat; 

melanjutkan pengembangan ekonomi produktif berbasis kerakyatan; 

melanjutkan penyediaan infrastruktur yang berimbang secara 

berkelanjutan; mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman 

dan tenteram; serta memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik 

untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. 

 

 

 

Tahun 2026 (Tahun Kelima RPJMD)  
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Pada penggalan kelima atau penggalan terakhir pada RPJMD ini 

diarahkan pada memantapkan capaian-capaian yang telah diperoleh pada 

tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kemajuan, daya saing, dan 

kesejahteraan masyarakat dalam keragaman adat dan budaya berdasarkan 

nilai agama. Penggalan terakhir ini difokuskan pada upaya untuk 

mewujudkan SDM yang cerdas dan sehat; pembangunan ekonomi 

produktif; ketersediaan infrastruktur yang berimbang; memantapkan 

kehidupan masyarakat yang harmonis; serta memantapkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, bersih dan efektif.  

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 

2022 merupakan permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan 

aspek Geografi, aspek Demografi, aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek 

Pelayanan Umum yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan 

dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Aspek lainnya yang tidak kalah 

penting yaitu aspek Daya Saing daerah. Prioritas Pembangunan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 beserta Tujuan, sasaran kemudian arah 

kebijakan yang di tempuh ada pada tabel berikut: 

Table 1.16 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Berdasarkan 
Permasalahan Daerah 

No  
Prioritas Pembangunan 

Daerah 
Permasalahan Daerah 

1 Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia 

dengan pemenuhan dan 

peningkatan kualitas 

pendidikan dan kesehatan 

1. Masih banyaknya bangunan sekolah SD / MI berkondisi 

tidak baik sekolah dari 2,425 SD / MI =80,74 % 

2. Masih banyaknya bangunan SMP/MTS berkondisi tidak 

baik 556 sekolah dari 707 sekolah = 78,64 % 

3. Masih banyaknya tenaga pendidik yang belum bersertifikat 

untuk SD 2.535 Org ( 66,13 % ) dan SMP 1285 Org ( 67,56 

% ) 

4. Masih kurangnya tenaga dokter hanya 45 org idealnya 1 : 

2.500 jumlah penduduk ( 222 org ) 

5. Masih adanya baduta stunting di beberapa Desa 

6. Masih Ada beberapa desa yang masih jauh dari fasilitas 

puskesmas (21 Puskesmas) 

7. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak 

8. Belum optimalnya pelayanan terhadap penyandang 

disabilitas. 

2 Mewujudkan kemandirian 

dengan menggerakkan 

sektor-sektor strategis 

ekonomi lokal untuk dapat 

bersaing dalam 

menurunkan angka 

kemiskinan 

1. Masih tingginya angka kemiskinan sebesar 10,31 % dari 

jumlah penduduk 

2. Lambatnya perkembangan industri hilir berbasis sumber 

daya lokal. 

3. Masih tingginya dominasi sektor pertanian, perikanan dan 

kehutanan sebesar 54,22 % yang masih memiliki nilai 

tambah rendah. 
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4. Masih Rendahnya Produktivitas sektor pertanian 

5. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap 

PDRB 

6. Masih tingginya angka penggangguran usia produktif 

7. Belum optimalnya pembinaan terhadap aparatur 

pemerintahan Desa dan potensi desa 

8. Belum optimalnya pembinaan terhadap Koperasi, UKM dan 

IKM 

3 Pemenuhan infrastruktur 

dasar pedesaan dan 

peningkatan kualitas 

infrastruktur perkotaan 

1. Dari total panjang jalan kabupaten 2.140,36 km, memiliki 

kondisi kerusakan ringan, sedang sampai rusak berat 

mencapai 82,76% atau sepanjang 1.771 km. 

2. Belum mencukupinya kesediaan rambu-rambu lalu lintas. 

3. Belum maksimalnya sistem angkutan pedesaan, untuk 

mobilitas arus barang dan orang. 

4. Belum adanya angkutan perkotaan 

4 Peningkatan kualitas 

kehidupan keagamaan dan 

kebudayaan dalam 

menciptakan ketentraman 

dan kondisifitas untuk 

meningkatkan daya saing 

ekonomi. 

Bahaya terpaparnya paham radikalisme terhadap umat 

beragama. 

5 Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dan tata 

kelola pemerintahan yang 

bersih dan efektif serta 

menjamin kehidupan 

politik dan penegakan 

hukum 

1. Belum Optimalnya penggunaan tekhnologi informasi dalam 

pelayanan publik yang efektif dan efisien 

2. Belum terintegrasinya semua sistem informasi pemerintah 

daerah sehingga menyulitkan terhadap percepatan 

monitoring evaluasi pencapaian target kinerja 

Sumber : RKPD Kabupaten Rokan Hulu TA 2022 
 

Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan 

kendala yang akan dihadapi dan sesuai dengan visi dan misi periode 2021-

2026 yang diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022, maka permasalahan utama yang dihadapi oleh 

Kabupaten Rokan Hulu saat ini dan yang akan terus mempengaruhi 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat sepanjang lima tahun ke depan dan 

terkait juga dengan layanan dasar dan urusan dan fungsi pemerintah 

daerah antara lain adalah : 

a. Pendidikan 

Pada urusan Pendidikan terdapat beberapa permasalahan yang 

ditemukan antara lain sebagai berikut : 

 Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTS meskipun meningkat 

pada tahun 2019, akan tetapi tidak lebih baik dibanding tahun 2015. 

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan APK 

 SD/MI tidak mengalami perbaikan dibanding lima tahun lalu. 
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 Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTS pada tahun 2019 tidak 

lebih baik disbanding tahun 2015. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

perkembangan APM tingkat SD/MI dan SMP/MTS tidak mengalami 

perbaikan dibanding lima tahun lalu. 

 Ketersediaan gedung sekolah tingkat SD/MI dan SMP/ MTS meskipun 

meningkat pada tahun 2019, akan tetapi tidak lebih baik dibanding 

tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan tidak 

mengalami perbaikan dibanding lima tahun lalu. 

 Persentase Angka Putus Sekolah yang cenderung meningkat dan 

berfluktuatif, mencapai 0,82 persen untuk tingkat SD/MI dan mencapai 

0,38 persen untuk tingkat SMP/MTS tahun 2019 perlu menjadi 

perhatian serius untuk ditanggapi. 

 Tenaga pendidik belum mencukupi dan tidak merata. Peningkatan 

jumlah murid SD/MI tidak diikuti dengan peningkatan guru SD/MI 

secara memadai. Sehingga pada tahun 2019 rasio guru/murid per 

kelas meningkat tajam dibanding tahun 2018. Pada tahun 2018 Rasio 

Guru/ Murid per kelas rata-rata sebesar 1:30 sedangkan pada tahun 

2019 meningkat signifikan menjadi 1:86. Hal ini perlu menjadi 

perhatian karena apabila rasio guru/murid tidak ideal maka akan 

mempengaruhi kualitas pembelajaran siswa SD/MI di Kabupaten 

Rokan Hulu. Dan lebih lanjut tentu mempengaruhi kualitas pendidikan 

pada jenjang yang bersangkutan. 

 Belum memadainya sarana dan prasana pendidikan. Terindikasi dari 

persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Ringan untuk jenjang 

SD/MI mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 21,5 persen 

dibanding tahun sebelumnya sebesar 19 persen. Hal ini menunjukkan 

adanya penurunan kualitas sarana dan prasarana ruang kelas sebagai 

tempat belajar mengajar utama para siswa. Penurunan kualitas ruang 

kelas dapat menjadi kendala dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar yang berkualitas di Kabupaten Rokan Hulu. 

 Ketimpangan pembangunan sarana-prasarana pendidikan di wilayah 

perkotaan dan pedesaan. 
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b. Kesehatan 

Pada urusan kesehatan terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan 

antara lain sebagai berikut : 

 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang 

Memiliki Kompetensi Kebidanan mengalami penurunan kinerja pada 

tahun 2020. Dimana Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga 

Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan tahun 2020 sebesar 

78,24 persen, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 83,01 

persen. Capaian pada tahun 2020 ini juga tidak lebih baik dibanding 

capaian lima tahun lalu pada tahun 2016 sebesar 86.52%. Hal ini 

menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir belum ada perubahan 

siginifikan dalam layanan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang kompeten. Penurunan layanan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang berkompeten berpotensi meningkatkan angka 

kematian bayi dan meningkatnya bayi lahir cacat. 

 Persentase Pelayanan Nifas cenderung mengalami penurunan selama 

periode 2016-2020. Dimana puncak penurunan Pelayanan Nifas terjadi 

di tahun 2020 dengan hanya 78,2 persen. Pelayanan nifas pasca 

persalinan menyumbangkan angka kematian ibu dan bayi yang sangat 

signifikan, sehingga pemeriksaan kesehatan ibu pada masa nifas perlu 

menjadi perhatian petugas kesehatan guna menurunkan angka 

kematian ibu dan bayi. Pelayanan nifas pada ibu pasca bersalin 

minimal dilakukan 3 kali yaitu KF1, KF2 dan KF3. 

 Meningkatnya penemuan berbagai penyakit seperti Kusta, Diare dan 

Penyakit Acute flaccid paralysis (AFP). Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat Kabupaten Rokan Hulu semakin rentan terhadap beberapa 

jenis penyakit. 

 Rasio puskesmas per 100.000 penduduk sebesar 3.17. Artinya setiap 1 

puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu harus melayani sekitar 31.545 

penduduk. Rasio ini jauh lebih besar disbanding standar ideal sebesar 

1 (satu) puskesmas melayani 16.000 penduduk sebagaimana 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
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Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli 

Hak Asasi Manusia.  

 

c. Sosial 

Permasalahan utama menyangkut urusan wajib sosial adalah kurang 

memadainya jumlah SDM untuk memberdayakan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial serta kurangnya anggaran Dinas Sosial untuk 

memberikan bantuan yang berkelanjutan untuk seluruh Fakir Miskin, KAT 

dan PMKS. Permasalahan ini terlihat jelas dari menurunnya Jumlah 

Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diberikan bantuan pada 

tahun 2020 dan berkurangnya Jumlah Fakir Miskin, KAT dan PMKS yang 

diberdayakan pada tahun 2020. Permasalahan lain yang menjadi kendala 

untuk memberdayakan Fakir Miskin, KAT dan PMKS adalah kendala lokasi 

yang sulit dijangkau oleh SDM Dinas Sosial. 

 

d. Pekerjaan umum dan penataan ruang 

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki permasalahan 

utama yaitu Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik masih 

rendah, yaitu masih 17,24 persen pada tahun 2020 artinya ada lebih 

banyak jaringan jalan dalam kondisi rusak dibandingkan jalan dengan 

kondisi baik. Hal ini perlu ditanggulangi karena akan menyebabkan 

terganggunya peredaran barang dan jasa serta mahalnya biaya 

transportasi. Rendahnya persentase jaringan jalan dalam kondisi baik 

pada akhirnya akan mempengaruhi investasi di Rokan Hulu. Perusahaan 

akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi karena biaya logistik 

yang tinggi.  

 

e. Ketahanan Pangan 

Beberapa kendala terkait urusan wajib ketahanan pangan menyangkut 

ketersediaan pangan utama yang cukup rendah di Kabupaten Rokan Hulu 

yaitu sebesar 43,86 persen tahun 2020, terutama bila dibandingkan 

dengan Kabupaten Lain seperti Siak, Rokan Hilir dan Kabupaten Kuantas 

Singingi. Produksi padi di Kabupaten Rokan Hulu yang masih rendah dan 

menyebabkan masih banyak kebutuhan padi yang didatangkan dari 

kabupaten lain, bahkan dari provinsi lain seperti Sumatera Barat. 
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f. Pariwisata 

Pada urusan periwisata terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan 

antara lain sebagai berikut : 

 Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana di kawasan 

objek wisata 

 Kuantitas dan Kualitas SDM dibidang kepariwisataan yang masih 

Kurang 

 Promosi pariwisata belum terintegrasi dan terpadu 

 Rendahnya kontribusi sektor wisata terhadap PDRB. Padahal sektor 

wisata merupakan salah satu sektor yang kehadiran berdampak 

langsung pada masyarakat 

 Koordinasi Lintas Sektoral masih rendah 

 Perubahan nomenklatur kepariwisataan 
 

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Untuk Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

yang menjadi permasalahan utama adalah Persentase Perangkat Daerah 

yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian 

Penduduk, Jumlah Kelompok Akseptor dan Jumlah Klinik KB tidak 

mengalami perkembangan selama lima tahun terakhir. Hal ini pula yang 

membuat kinerja capaian Jumlah Peserta KB Baru pada tahun 2020 tidak 

lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

 

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Persentase perempuan pada lembaga pemerintahan dan proporsi kursi 

yang diduduki perempuan di DPR masih rendah. Ini menggambarkan 

bagaimana lemahnya peran perempuan di lembaga pemerintahan dan 

DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu permasalahan lain yang perlu 

diperhatikan adalah angka rasio KDRT. Meskipun rasio KDRT sudah 

cenderung menurun menjadi 0,001 persen pada tahun 2020, namun 

angka ini masih perlu ditekan hingga mendekati 0 persen.  
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i. Lingkungan Hidup 

Permasalahan yang dihadapi daerah terkait urusan lingkungan hidup 

diantaranya: 

 Kualitas lingkungan yang memburuk dikarenakan kebakaran hutan 

dan lahan. 

 Proses pengelolaan sampah masih menggunakan pengolahan 

manual, belum berbasis teknologi. 

 Rendahnya kesaradaran masyarakat terhadap pemilahan dan 

pengolalaan sampah menyulitkan pengolahan sampah. 

 Timbulan sampah yang ditangani dan persentase jumlah yang 

tertangani masih 18,62% di tahun 2020 maupun tahun sebelumnya 

masih rendah. Lemahnya penanganan sampah ini ditenggarai karena 

persentase cakupan area pelayanan persampah yang masih rendah, 

yaitu 3,73% dan itu pun hanya terpusat di daerah Ibukota 

Kabupaten. 

 

j. Tenaga Kerja 

Permasalahan yang dihadapi daerah terkait tenaga kerja diantaranya: 

 Kualitas SDM masih lemah. Hal ini dilihat dari rendahnya rasio lulusan 

D3/D4/S1/S2/S3. 

 Fenomena Brain Drain. Putera-puteri daerah yang berkualitas 

memilih untuk berkarir di luar daerah karena tidak cocoknya 

lapangan kerja yang tersedia dan gaji yang rendah. Hal ini 

menyebabkan daerah kekurangan tenaga ahli dan berkualitas. 

 

k. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 Rasio bayi berakte kelahiran di kabupaten Rokan Hulu kurun tahun 

2016 - 2020 terlihat secara rata-rata masih rendah. 

 Rasio pasangan berakta Nikah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,40 

persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan nikah 

yang belum memiliki akte nikah. Peningkatan pelayanan dari 

pemerintah bersamaan dengan peningkatan kesadaran pasangan 

nikah dapat menjadi solusi untuk membuat pencatatan akte nikah 

menjadi lebih baik di masa depan. 
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l. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan 

cenderung menurun pada periode 2016-2020. Pada tahun 2020 

Persentase swadaya masyarakat hanya sebesar 50 persen 

 

m. Perhubungan 

Permasalahan utama terkait urusan perhubungan adalah menurunnya 

jumlah Orang yang terangkut Angkutan Umum pada tahun 2020. Pada 

tahun 2020 jumlah Orang yang terangkut Angkutan Umum hanya 

sebesar 105.928 orang, jauh menurun dibanding tahun 2019 yang 

berjumlah 161.869 orang. Penurunan ini ditenggarai karena 

berkurangnya jumlah perusahaan dan jumlah armada transportasi di 

Kabupaten Rokan Hulu sementara itu dilain sisi pertumbuhan penduduk 

terus meningkat. Pada tahun 2018 terdapat setidaknya 24 perusahaan 

angkutan umum dengan 184 armada. Namun, pada tahun 2019 

berkurang menjadi 23 perusahaan transportasi dengan 181 armada. 

Permasalahan lain adalah berkurangnya jumlah uji kir angkutan umum 

tahun 2020. Uji Kir Angkutan Umum penting dilakukan untuk menjaga 

angkutan yang beroperasi layak jalan dan memenuhi persyaratan teknis 

yang dibutuhkan. Uji KIR secara tidak langsung berdampak pada 

keselamatan penumpang dan kecelakaan di jalan raya. Permasalahan 

lain untuk urusan wajib perhubungan adalah Pemasangan rambu-rambu 

lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 hanya mencapai 0 

persen. Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemernintah Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu. 

 

n. Komunikasi dan Informatika 

Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) masih berada 

pada angka 2.13 atau masuk dalam kategori cukup. Nilai ini masih 

berada dibahwah kategori baik, sangat baik dan memuaskan. Nilai SPBE 

ini berhubungan langsung dengan kualitas managemen informasi 

berbasis elektronik, tentang bagaimana pemerintah menyajikan 

informasi yang akurat, terintegrasi dan lengkap untuk dapat diakses 

oleh masyarakat dan pihak yang membutuhkan. 
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o. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Rokan Hulu selama beberapa tahun 

terakhir tidak mengalami perkembangan. Padahal koperasi sangat 

penting fungsinya dalam menyokong UMKM dalam menyediakan 

pembiayaan yang lebih mudah diakses. Pada tahun 2018 jumlah 

koperasi aktif sebanyak 205 dan pada tahun 2019 jumlahnya masih 

sama sebanyak 205 

 

p. Penanaman Modal 

Penanaman Modal di Rokan Hulu dari tahun ke tahun sangat 

berfluktuasi. Dimana yang perlu menjadi perhatian adalah menurunnya 

secara drastis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten 

Rokan Hulu pada tahu 2019. jumlah realisasi PMDN pada tahun 2019 

hanya sebesar (5.420.702.739,188) triliun rupiah dengan nilai realisasi 

sebesar (51,81%), padahal pada tahun sebelumya jumlah PMDN 

berjumlah 4.119.857.156,713 triliun rupiah dengan realisasi 63%. 

Penurunan yang sangat drastis ini perlu menjadi perhatian serius bagi 

pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, tentang bagaimana 

menciptakan iklim investasi yang kondusif, birokras yang mudah dan 

cepat serta penyediaan infrastruktur yang memadai. 

 

q. Kepemudaan dan Olahraga 

Jumlah organisasi pemuda dan olahraga di Kabupaten Rokan Hulu 

selama lima tahun terakhir tidak menunjukkan adanya perkembangan 

yang lebih baik. Jumlah organisasi pemuda yang semula ada 5 pada 

tahun 2015 menjadi 4 pada tahun 2019. Sementara itu jumlah 

organisasi olahraga selama 5 (lima) tahun terakhir stagnan di angka 32. 

Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya peran organisasi pemuda 

sebagai perannya dalam pembangunan daerah. Selain itu, pembinaan 

terhadap organisasi olahraga juga dinilai masih kurang jika dilihat dari 

kontribusi atlit berprestasi tingkat nasional dan internasional. 

Permasalahan lainnya adalah jumlah atlet pelajar yang dibina selama 

lima tahun terakhir stagnan di angka 215 sementara jumlah seluruh 

atlit pelajar 1040. Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya 
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pembinaan atlet muda sebagai bentuk regenerasi atlet disatu sisi, dan 

disisi yang lain merupakan pengembangan bibit unggul dalam suatu 

cabang olah raga, 

untuk peningkatan prestasi. 

 

r. Kebudayaan 

Beberapa permasalahan terkait urusan kebudayaan adalah: 

 Masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana bidang 

Kebudayaan. 

 Kuantitas dan kualitas SDM dibidang kebudayaan yang masih rendah. 

  Kurangnya pendokumentasian terkait masalah budaya. 

 Masih kurangnya pemahaman lintas sektoral terhadap pentingnya 

Kebudayaan. 

 Menurunya jumlah apresiator/ masyarakat terhadap budaya. 

 Kelangkaan bahan baku benda-benda budaya. 

 Berkurangnya regenerasi pelaku budaya. 

 Kurangnya pembinaan pelaku-pelaku seni budaya Tidak adanya event 

seni dan budaya lokal. 

 Pengesahan hak terhadap produk seni dan budaya. 

 Sosialisasi seni dan budaya pada seluruh lapisan masyarakat 

 Terbatasnya payung hukum atau regulasi terhadap aturan-aturan 

yang mengatur tentang seni dan budaya (Berupa Perbub dan Perda 

Kabupaten). 

 Faktor ekonomi pelaku budaya yang rendah sehingga menyebabkan 

hilangnya aset-aset budaya (Penjualan BCB). 

 

s. Perpustakaan dan Kearsipan 

Persentase koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah menurun 

signifikan pada tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 hanya sebanyak 

22.83 persen koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah, 

jumlahnya cukup jauh dibanding tahun 2018 dengan persentase 

mencapai 22,83 persen. Sementara itu persentase perangkat daerah 

yang mengelola arsip secara baku selama kurun lima tahun belum 

menunjukkan perkembangan yang signifkan. tahun 2019 hanya 24 
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perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku. Upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan 

diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola 

kearsipan serta penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui 

kegiatan kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan 

pengelolaan arsip. 

 

t. Perindustrian dan Perdagangan 

Pertumbuhan Industri Kecil dan rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu 

mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019. Dimana pada 

tahun 2019 Pertumbuhan Industri Kecil dan rumah tangga hanya 

sebanyak 834 usaha, menurun cukup jauh dibanding tahun 2018 yang 

bertumbuh sebanyak 1501 usaha. Hal ini perlu menjadi perhatian sebab 

industri kecil dan rumah tangga merupakan sektor industri yang 

menyerap tenaga kerja cukup banyak, namun pada sisi lain sangat 

rentan terhadap perubahan dan goncangan ekonomi, politik dan 

kebijakan pemerintah. Pemerintah mesti bisa menciptakan suasana 

berusaha yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat kecil yang 

berkecimpung di industri skala kecil dan rumah tangga. 

 

ISU STRATEGIS KABUPATEN ROKAN HULU. 

1. Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia 

Isu peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan isu 

pembangunan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu lima tahun kedepan. Hal ini ditandai masih 

rendahnya kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Rokan Hulu 

dibandingkan rata-rata Provinsi Riau dan nasional yang diukur melalui; 

1) usia harapan hidup, 2) angka harapan lama sekolah dan 3) angka 

rata-rata lama sekolah 4) pengeluaran. Keempat indikator pengukuran 

tersebut, merupakan komponen perhitungan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia disebabkan 

karena belum optimalnya tumbuh kembang anak, tingginya tingkat gizi 

buruk dan stunting, sehingga akan berdampak terjadinya kehilangan 

generasi (loss generation) dimasa mendatang. Selain itu, adaptasi 
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terhadap situasi pembelajaran pasca pandemi Covid-19, seperti 

peningkatan kualitas guru dan anak didik.  

a. Pendidikan 

Sektor pendidikan perlu penangganan yang lebih diprioritaskan 

lima tahun kedepan. Hal ini ditandai angka harapan lama sekolah 

penduduk Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2020 sebesar 12,84 

tahun. Angka tersebut, menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten 

Rokan Hulu mendapatkan pendidikan formal hampir setara dengan 

masa pendidikan untuk menamatkan jenjang Diploma I. Rendahnya 

harapan lama sekolah juga diikuti dengan rendahnya rata-rata lama 

sekolah, hingga tahun 2020 sebesar 8,39 tahun. Angka tersebut, 

menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Rokan Hulu lama 

mengenyam pendidikan formal sampai kelas II SLTP.  

Rendahnya rata-rata harapan lama sekolah dan rata-rata lama 

sekolah penduduk Kabupaten Rokan Hulu tersebut perlu menjadi 

perhatian dalam penanganan isu pendidikan melalui sistem 

pendidikan untuk semua (inclusive education). Artinya setiap 

penduduk usia sekolah memiliki hak untuk memperoleh layanan 

pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang 

berkualitas serta dapat mengakses pendidikan pada jenjang 

pendidikan menengah dan tinggi serta pemerataan pendidikan guna 

mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat. Untuk menjawab 

isu strategis tersebut, perlu adanya kebijakan pembangunan pada 

sektor pendidikan yang lebih efektif dan terukur dan peningkatan 

kualitas dan mutu pelayanan dasar SPM bidang pendidikan. 

 

b. Kesehatan 

Kualitas hidup manusia erat kaitannya dengan sektor 

kesehatan. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Rokan Hulu 

tahun 2020 sebesar 70,06 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa bayi 

yang lahir pada tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu memiliki 

harapan untuk dapat hidup hingga 70,06 Tahun. Penanganan 

kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan 

dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kedepannya 
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karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam 

berprilaku hidup. bersih dan sehat serta masih tingginya angka 

prevelansi stunting di Kabupaten Rokan Hulu. Isu stunting saat ini 

menjadi isu nasional karena berkaitan dengan kualitas sumberdaya 

manusia dimasa yang akan datang. 

Selain stunting, Kasus Tuberkulosis juga menjadi isu nasional. 

Di Kabupaten Rokan Hulu, kasus tuberkulosis masih cukup tinggi dan 

proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program 

DOTS terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 hanya sebesar 

63,78% proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program 

DOTS. Ini artinya peran DOTS masih perlu lebih dioptimalkan dalam 

penangan TB di Rokan Hulu. Ada 8 (delapan) Area kunci reformasi 

sistem kesehatan yang saling terkait untuk memastikan target 

pengendalian TB dapat tercapai di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu 

pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan 

Puskesmas, peningkatan kualitas Rumah Sakit , kemandirian farmasi 

dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan 

imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi dan 

pemberdayaan masyarakat, maka untuk itu masih perlu peningkatan 

melalui Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya 

Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan 

Makanan dan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 

Kesehatan. 

Reformasi sistem kesehatan sangat diperlukan dalam rangka 

peningkatan pelayanan kesehatan. Namun, dalam penerapannya 

terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hulu, diantaranya adalah Penempatan Tenaga Kesehatan 

masih menunjukkan ketimpangan terutama belum terpenuhinya 9 

(sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar di fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat dasar (Puskesmas) dan pemenuhan 

tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan 
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kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu juga belum bisa dilakukan 

secara digital dan belum berkembang dengan baik.  

Selain itu, adanya gejala penuaan penduduk sebagai dampak 

bonus demografi akan berdampak pada beban pembiayaan jaminan 

kesehatan, sehingga upaya-upaya kesehatan masyarakat mulai 

mengarah pada tindakan preventif dan promotif. Hal tersebut harus 

didukung dengan upaya penurunan disparitas akses dan mutu 

pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, 

serta tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. Disamping itu, tekanan untuk mengurangi penyebaran 

penyakit menular semakin berat tantangannya kedepan, seiring 

munculnya covid-19 yang mewabah dari awal tahun 2020 secara 

global. Menyikapi tantangan pembangunan bidang kesehatan 

Kabupaten Rokan Hulu lima tahun mendatang, isu peningkatan 

kualitas dan mutu pelayanan dasar SPM bidang kesehatan dan bidang 

pekerjaan umum menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlu dicermati 

dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan lima 

tahun mendatang. 

 

c. Kepemudaan dan Olahraga 

Peningkatan kualitas kepemudaan pemuda dan prestasi 

olahraga merupakan salah satu isu yang tidak kalah pentingnya 

dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 

Permasalahan di Kabupaten Rokan Hulu saat ini diantaranya adalah 

infrastruktur dan fasilitas olahraga yang merupakan prasyarat dasar 

bagi pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Rokan Hulu 

masih minim, belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan 

dan belum optimalnya peran serta/partisipasi pemuda dalam 

pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan 

pembangunan kepemudaan dan keolahragaan kedepannya untuk 

menjawab permasalahan yang ada. 
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2. Pengembangan Komoditas Unggulan Untuk Menopang 

Perekonomian Daerah 

Saat ini sektor pertanian masih menjadi andalan dan 

memberikan kontribusi penerimaan terbesar dari sektor lainnya. Oleh 

karena itu sudah saatnya pemerintah mengembangkan potensi yang 

dimiliki sebagai andalan baru dalam penerimaan daerah. Sektor 

perkebunan sangat potensial untuk dikembangkan begitu pula dengan 

sektor perikanan, dengan daerah yang dilalui oleh sungai-sungai besar 

maka potensi perikanan cukup besar untuk dikelola dengan baik. Disisi 

lain, sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah 

dan pendapatan daerah, perlu menjadi perhatian dan dikembangkan. 

a. Pertumbuhan ekonomi. 

Pengembangan ekonomi merupakan isu strategis yang perlu 

dijadikan perhatian utama dalam upaya meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2020 

laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu berada diangka 

1,51%. Perlambatan ekonomi pada tahun 2020 lebih utama 

disebabkan karena efek pandemi Covid-19 yang membuat beberapa 

sektor ekonomi tidak bekerja dengan maksimal. Sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan menjadi salah satu sektor penyangga 

perekonomian Kabupaten Rokan Hulu di masa pandemi covid-19, 

dapat dibuktikan secara riil sektor pertanian Rokan Hulu masih 

tumbuhsebesar 3,69%, hal ini mengindikasikan bahwa masih terjadi 

pergerakan perkembangan output disektor pertanian Kabupaten 

Rokan Hulu, 3,44% bersumber dari perkebunan kelapa sawit dan 

0,25% bersumber dari lainnya (Perikanan, Ternak, dan Kehutanan). 

Sementara itu, kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten 

Rokan Hulu masih bersumber dari luar daerah sehingga perlu 

mendapat perhatian dan menjadi prioritas kedepannya. Dimana pada 

tahun 2020 ketersedian pangan utama beras mencapai angka 

102.954,14 ton sementara produksi padi di Kabupaten Rokan Hulu 

hanya sebesar 45.381,64 ton. 
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b. Pengentasan Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu 

daerah saat ini karena sejalan dengan target SDG‟s tingkat 

kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). 

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu yang berada di bawah garis 

kemiskinan hingga tahun 2020 sebanyak 73.350 jiwa dengan angka 

kemiskinan sebesar 10,31% yang diukur melalui indeks kedalaman 

kemiskinan (P1) sebesar 2,04 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) 

sebesar 0,57. Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Rokan Hulu lima 

tahun mendatang berpeluang meningkat akibat dampak krisis 

ekonomi global empat tahun terakhir dan dampak pandemi covid-19 

secara global yang terjadi pada tahun 2020 sampai saat ini. Sehingga 

berimplikasi terhadap pendapatan masyarakat, terutama petani dan 

tenaga kerja informal. Terkait hal ini, maka pengentasan kemiskinan 

perlu menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah. 

 

c. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Isu strategis pengembangan pariwisata, dan ekonomi kreatif perlu 

didorong untuk menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. 

Pariwisata sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah dan 

pendapatan daerah, perlu didorong terutama bagaimana menyiapkan 

prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, 

konektivitas antar destinasi wisata, promosi wisata, dan penyiapan 

sumberdaya manusia.  

 

3. Pembangunan Infrastruktur Dasar Untuk Meningkatkan Cakupan 

Dan Layanan Sarana Dan Prasarana Wilayah Dengan 

Memperhatikan Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup. 

Isu pembangunan ini merupakan isu aktual yang terjadi saat ini, 

mengingat masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar. 

Sehingga berimplikasi terhadap rendahnya daya saing daerah dan 

investasi di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk menjawab permasalahan ini 

maka perlu peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar yang 

tentunya harus berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 
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Pengentasan Isu strategis ini dilakukan melalui peningkatan kuantitas 

dan kualitas infrastruktur dasar berupa prasarana jalan dan jembatan, 

dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan 

jaringan energi pada kawasan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah akses distribusi barang dan jasa 

masyarakat secara efektif dan efisien serta mengurangi biaya 

transportasi dan hasil produksi pertanian masyarakat terdistribusi 

dengan baik dan lancar. 

Dalam upaya perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Rokan Hulu terkoneksinya desa dan antar desa, 

kecamatan dan antar kecamatan se-Kabupaten, menjadi hal yang harus 

diprioritaskan ke depan dalam pembangunan. Selain itu, peningkatan 

kuantitas dan kualitas prasarana dasar seperti sarana dan prasarana 

sanitasi dan air bersih masyarakat serta pengembangan infrastruktur 

ibukota kabupaten yang terintegrasi masih perlu diprioritaskan. Isu 

pelestarian lingkungan hidup menjadi isu pembangunan yang penting, 

baik secara global, maupun nasional khususnya terkait dengan isu 

perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan 

iklim seperti bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan menuntut 

adanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring 

dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development 

Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan 

lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim dan pemeliharaan 

ekosistem sungai/darat. 

Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di 

Kabupaten Rokan Hulu merupakan isu strategis daerah. Hal ini 

disebabkan karena terganggunya kawasan tangkapan air (catchment 

area) dan daerah aliran sungai, sehingga kondisi ini menjadi ancaman 

bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Cenderung 

meningkatnya kejadian bencana alam, terutama banjir, kebakaran 

hutan disebabkan karena perubahan iklim global, rendahnya 

pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah yang memiliki potensi 

sumber air, kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan 
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bencana, dan perilaku masyarakat terkait alih fungsi lahan pada 

catchment area dan daerah aliran sungai, buang sampah sembarangan 

bahkan penggundulan hutan. 

Dilain pihak, kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini 

bencana masyarakat dan tanggap bencana masyarakat dalam 

mengantisipasi bencana banjir belum optimal. Hal ini disebabkan karena 

koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/lintas bidang dan 

lintas wilayah, serta kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana 

dalam perencanaan pembangunan dan kurangnya keterlibatan 

masyarakat. 

Isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatnya jumlah 

timbulan sampah seiring tingginya laju pertumbuhan penduduk. 

Pelayanan pada sektor ini secara total masih rendah dengan persentase 

cakupan area pelayanan hingga tahun 2020 hanya mencapai 3,73 %. 

Saat ini Kabupaten Rokan Hulu hanya memiliki 1 (satu) Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) sanitary landfill di Kecamatan Rambah yang 

berfungsi menampung sampah masyarakat di 2 (dua) kecamatan. 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lainnya belum bertipe sanitary landfill 

yang menangani sampah masyarakat di 1 (satu) kecamatan yaitu di 

Kecamatan Ujungbatu. Sementara Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 

kecamatan yang tentunya memerlukan ketersediaan tempat 

pembuangan akhir sampah yang memadai. Selain itu, isu penanganan 

limbah industri yang bernilai ekonomis perlu juga menjadi prioritas lima 

tahun mendatang.  

 

4. Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Tenteram 

Berlandaskan Adat Dan Budaya Serta Agama Yang Berbeda 

Dalam pelaksanaan pembangunan, disamping melakukan 

pembangunan fisik juga diperlukan pembangunan non fisik dalam 

kehidupan masyarakat agar tercipta keharmonisan, keamanan dan 

ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Kabupaten Rokan Hulu 

dijuluki Negeri Seribu Suluk dengan mayoritas penduduk muslim. 

Masyarakat Rokan Hulu terdiri dari berbagai macam agama, etnis dan 

budaya yang tersebar diseluruh wilayah. Perbedaan dan keragaman 
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yang ada menjadikan kondisi tersebut peluang sekaligus tantangan 

pembangunan kedepan. Modal sosial berupa keberagaman tersebut 

dijadikan sebagai satu pondasi penguat bangunan bangsa. Namun disisi 

lain, keberagaman juga menimbulkan kerentanan tersendiri, berupa 

kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang 

saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman ideologi Pancasila menjadi 

penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik 

vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa. 

Pelestarian warisan budaya adalah upaya perlindungan terhadap 

produk atau hasil budaya dari tradisi yang berbeda dan prestasi spiritual 

dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam 

jati diri suatu kelompok atau bangsa yang terdiri dari segala bentuk 

seni, nilai-nilai tradisi dan budaya yang bersifat kebendaan. Pada tahun 

2020, benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Rokan Hulu 

yang dilestarikan baru mencapai 5,25% dari 381 total benda, situs & 

kawasan yang dimiliki daerah. 

Dalam rangka penanganan isu diatas, maka diperlukan kebijakan 

berupa fasilitasi masyarakat untuk dapat melaksanakan ajaran 

agamanya masingmasing, mengembangkan dan melestarikan adat 

budaya, sesuai dengan etniknya sehingga diharapkan akan terwujud 

kerukunan hidup, terciptanya lingkungan aman dan tenteram dalam 

kehidupan masyarakat yang harmonis. 

 

5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Efektif 

Pada dasarnya tata kelola pemerintahan terdiri dari tiga elemen 

utama, yaitu 1) reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme 

penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada 

kepentingan masyarakat luas; 2) reformasi sumber daya aparatur 

daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan 

sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan 

sumber daya manusia; 3) reformasi pelayanan publik yaitu sebuah 

kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah 

kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah 

dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan 
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profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan 

dan selalu terupdate dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan 

masyarakat.  

Tata kelola pemerintahan yang baik meliputi manajemen 

perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi yang efektif, tata laksana 

yang optimal, akuntabilitas kinerja pembangunan, sistem pengawasan 

yang efektif, pelayanan publik yang prima dan kualitas serta 

profesionalisme aparatur. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap 

reformasi birokrasi pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. 

Menindak lanjuti Peraturan tersebut maka Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hulu perlu melakukan manajemen perubahan melalui, deregulasi 

kebijakan dan penataan organisasi yang sesuai kebutuhan 

pembangunan daerah serta pengembangan teknologi informasi sebagai 

sarana efektivitas penyelenggaraan sistem pemerintah yang diukur 

melalui Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini 

juga berfungsi sebagai media transparansi publik dan komunikasi antara 

pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelayanan perizinan, 

kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan sampai 

pelayanan publik di tingkat kecamatan juga harus semakin ditingkatkan 

yang ditandai meningkatnya kepuasan masyarakat. 

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria 

menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas 

kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga 

implementasi dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai 

target nilai SAKIP yang optimal, maka diperlukan peningkatan kinerja 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dimana saat ini SAKIP Kabupaten 

Rokan Hulu tahun 2020 masih bernilai B. Berdasarkan capaian kinerja 

tata kelola pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu lima tahun terakhir, 

terlihat capaiannya belum optimal sesuai dengan tuntutan era reformasi 

dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab 

itu, lima tahun kedepan penanganan isu tata kelola pemerintahan yang 
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baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya 

akuntabel dan transparan merupakan sebuah keharusan dalam rangka 

mendukung pencapaian visi reformasi birokrasi pemerintah tahun 2025. 

 

b. Visi dan Misi Kepala Daerah  

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, 

merupakan landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan 

memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, 

yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah 

pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD. Mengingat visi, 

misi, dan program Kepala Daerah merupakan hasil proses politik 

terpilihnya Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh 

masyarakat, maka visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Kepala 

Daerah terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama 

penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen 

perencanaan yang baik, manageable, dan selaras dengan manajemen 

pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan 

dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar 

tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan 

secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah. 
 

1. VISI 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu. 

Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2021-2026 

mempedomani visi RPJPD Kabupaten Rokan Hulu 2005-2025, isu 

strategis pembangunan Kabupaten Rokan Hulu, dan juga 

memperhatikan visi RPJMN 2020-2024. Visi pembangunan 5 (lima) 

tahun Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026 adalah:  

 

 

 

 

 

 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN ROKAN HULU YANG LEBIH MAJU DAN 

BERDAYA SAING DALAM KERAGAMAN ADAT DAN BUDAYA 
BERDASARKAN NILAI-NILAI AGAMA MENUJU MASYARAKAT 

SEJAHTERA” 
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Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lebih Maju dapat diartikan sebagai Kabupaten Rokan Hulu 

melaksanakan pembangunan dengan keinginan bersama untuk 

mewujudkan masa depan yang lebih baik, ditandai dengan 

meningkatnya ekonomi dan daya beli masyarakat, meningkatnya 

pembangunan infrastruktur dasar, pemerataan pembangunan dan 

terbukanya lapangan kerja, memiliki sumberdaya manusia yang 

unggul, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, mempunyai 

aparatur pemerintahan yang handal, berkualitas dan menguasai 

teknologi, mempunyai watak dan kepribadian berdasarkan kepada 

norma budaya yang luhur dan nilai-nilai keagamaan yang 

bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

2. Berdaya Saing diartikan sebagai keadaan Kabupaten Rokan Hulu 

yang mampu dan sanggup mengoptimal potensi yang dimiliki, 

baik ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia serta 

mampu bekerjasama dengan pihak lain dengan saling 

menguntungkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan berwawasan lingkungan. 

3. Keragaman Adat dan Budaya diartikan sebagai Kabupaten Rokan 

Hulu mempunyai adat dan budaya yang berbeda – beda yang 

apabila potensi ini dikembangkan dengan baik dan optimal maka 

akan menjadi modal dalam pelaksanaan pembangunan yang 

ditandai dengan kehidupan masyarakat harmonis, yang memiliki 

watak dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti dan 

budaya luhur, hidup secara rukun dan damai, berdasarkan kepada 

etika, moral dan agama serta hukum Negara. 

4. Nilai Nilai Agama diartikan bahwa pembangunan yang 

dilaksanakan tidak semata-mata bersifat fisik namun juga 

pembangunan yang bersifat nonfisik, meliputi: mental, perilaku, 

karakter sesuai dengan nilai-nilai agama dan kepercayaannya. 

Dengan harapan dapat terwujud kerukunan kehidupan beragama 

yang baik serta meningkatnya peran lembaga keagamaan dalam 

pembangunan daerah. 
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5. Masyarakat Sejahtera diartikan sebagai Masyarakat Kabupaten 

Rokan Hulu yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan layak 

dan baik, dalam suasana hidup yang aman, tenteram dan damai. 

 

2. MISI  

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi 

Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026 maka Misi Pembangunan Jangka 

Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 

5 (lima) misi pembangunan, sebagai berikut: 

 

Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan 

sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Misi ini diarahkan untuk pembangunan kualitas hidup manusia 

seutuhnya dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 

Kabupaten Rokan Hulu melalui peningkatan derajat pendidikan dan 

derajat kesehatan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Misi 2: Mewujudkan pembangunan dan pengembangan 

ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing 

berbasis kerakyatan dan mendorong 

berkembangnya investasi serta pariwisata daerah. 

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan perekonomian daerah 

Kabupaten Rokan Hulu yang produktif, kreatif dan berdaya saing 

melalui peningkatan kemandirian ekonomi untuk menurunkan 

kesenjangan pendapatan antar penduduk, peningkatan investasi 

daerah, peningkatan ketahanan pangan daerah, dan penurunan 

angka kemiskinan dan pengangguran. Penigkatan kemandirian 

ekonomi daerah juga dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah 

sektor pariwisata daerah melalui peningkatan daya tarik objek wisata 

sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia 

daerah. 
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Misi 3: Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang 

berimbang dengan membangun desa menata kota 

secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah 

yang berimbang sampai ke desa-desa dan mewujudkan 

pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Peningkatan 

kualitas infrastruktur daerah dicapai melalui peningkatan pelayanan 

transportasi, peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur 

pemukiman dan peningkatan infrastruktur pengelolaan dan 

konservasi sumberdaya air. Sedangkan pembangunan daerah yang 

berwawasan lingkungan dilakukan melalui peningkatan kualitas 

lingkungan hidup yang ditandai oleh peningkatan kualitas air, kualitas 

udara dan kualitas tutupan lahan. 

 

Misi 4: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, 

aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya 

serta agama yang berbeda. 

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang 

harmonis melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama untuk 

mencapai kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram dan 

peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Misi ini 

juga diarahkan pada upaya meningkatkan pemajuan budaya daerah 

untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis 

berlandaskan adan dan budaya melalui peningkatan, perlindungan, 

pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan adat dan budaya 

daerah. 

 

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 

bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang 

terpercaya, akuntabel dan transparan. 

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat atas 

layanan pemerintah dan tertib hukum, profesional dan akuntabel 

melalui peningkatan penerapan reformasi birokrasi pada seluruh 

perangkat daerah, peningkatan cakupan penerapan e-government, 
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peningkatan pelayanan publik yang handal dan peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

 

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen 

Perencanaan Jangka Menengah. 

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk 

mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Rokan Hulu akan 

dijabarkan dalam program. Program adalah penjabaran kebijakan 

perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih 

kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Pada subbab ini akan disajikan program pembangunan daerah, 

yaitu program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat 

daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran 

RPJMD. Program pembangunan daerah disusun dalam RPJMD untuk 

menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam 

mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan 

yang dipilih. 

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan menjadi dasar 

keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui 

program dan kegiatan perangkat daerah secara langsung maupun tidak 

langsung. Untuk itu, penyajian program pembangunan daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 disajikan per misi yang 

selanjutnya dijabarkan berdasarkan tujuan dan sasarannya masing-

masing. Lebih detail mengenai program ini disajikan pada tabel 

dibawah. Penyajian program prioritas Kabupaten Rokan Hulu adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.17 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2021-2026 
No BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

SKPD 

1 2 3 

Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Cerdas Dan Sehat Dilandasi Keimanan Dan 
Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Tujuan 1.1: Meningkatkan Kuaitas Pendidikan dan Kesehatan 

Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Derajat Pendidikan 

1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Disdikpora 

2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Disdikpora 

3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Disdikpora 

4 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Disdikpora 

5 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan Arsip 

6 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 

Dinas Kesehatan 

2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
KESEHATAN 

Dinas Kesehatan 

3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN 

MINUMAN 

Dinas Kesehatan 

4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Dinas Kesehatan 

5 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

6 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

7 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 

SEJAHTERA (KS) 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

8 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 
KEPEMUDAAN 

Disdikpora 

9 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 
KEOLAHRAGAAN 

Disdikpora 

10 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Disdikpora 

Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Dan Pengembangan Ekonomi Produktif, Kreatif Dan Berdaya 
Saing Berbasis Kerakyatan Dan Mendorong Berkembangnya Investasi Serta Pariwisata 

Daerah 

Tujuan 2.1: Mewujudkan perekonomian yang produktif, kreatif, dan berdaya saing  

Sasaran 2.1.1: Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan 

1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI 
NASIONAL 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

4 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 

PERTANIAN 

Dinas Tanaman Pangan dan 

Holtikultura 

5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 
PERTANIAN 

Dinas Tanaman Pangan dan 

Holtikultura 

6 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN 
MASYARAKAT VETERINER 

Dinas Peternakan dan Perkebunan 

7 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 

PERTANIAN 

Dinas Tanaman Pangan dan 

Holtikultura  

8 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Dinas Peternakan dan Perkebunan 

9 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan dan 

Holtikultura 

10 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan 

11 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan 

12 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan 

13 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan 

14 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja 

15 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja 
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16 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja 

17 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja 

18 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja 

19 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, 
DAN USAHA MIKRO (UMKM 

Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja 

20 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, Transmigrasi dan Tenaga 
Kerja 

21 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

22 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

23 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK 

DAN BARANG PENTING 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

24 PROGRAM PEGEMBANGAN EKSPOR Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

25 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

26 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM 

NEGRI 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

27 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Badan Pendapatan Daerah 

2.1.2 Meningkatnya Investasi Daerah 

1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

3 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

4 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI 

PENANAMAN MODAL 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2.1.3 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah 

1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK 

KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 

Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan 

2 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 

PANGAN MASYARAKAT  

Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan 

3 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan dan 
Perikanan 

4 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  Dinas Ketahanan Pangan dan 
Perikanan 

2.1.4 Menurunnya Angka Kemiskinan Dan Pengangguran 

1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Dinas Sosial Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

2 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Dinas Sosial Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

4 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

5 PROGRAM PENATAAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemerintahan Desa 

6 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa 

7 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa 

8 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemerintahan Desa 

9 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja 

10 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 
KERJA 

Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, Transmigrasi dan Tenaga 
Kerja 

11 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja 

12 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIA Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah, Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja 

Tujuan 2.2 Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata 
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Sasaran 2.2.1 Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah 

„1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

2 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI 

PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN 
INTELEKTUAL 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Misi 3: Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berimbang Dengan Membangun Desa Menata 

Kota Secara Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. 

Tujuan 3.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah 

Sasaran 3.1.1 Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya 

1 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 

JALAN (LLAJ) 

Dinas Perhubungan 

3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Dinas Perhubungan 

Sasaran 3.1.2 Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman 

1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman 

2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PENYEDIAAN AIR MINUM 

Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman 

3 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN REGIONAL 

Dinas Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman 

4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR 

LIMBAH 

Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman 

5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM 
DRAINASE 

Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman  

6 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN 

TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 

Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman 

7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman 

8 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman 

9 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman 

10 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

UMUM (PSU) 

Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman 

11 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Dinas Koperasi Usaha Kecil 
Menengah, Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja 

Sasaran 3.1.3 Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Gedung Negara 

1 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman 

Sasaran 3.1.4 Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Dan Konservasi Sumber Daya Air 

1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

 Tujuan 3.2 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan 

   Sasaran 3.2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 

1 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN 

EKOSISTEMNYA 

Dinas Lingkungan Hidup 

2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup 

3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Dinas Lingkungan Hidup 

4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Dinas Lingkungan Hidup 

5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH 

B3) 

Dinas Lingkungan Hidup 

6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 

Dinas Lingkungan Hidup 

7 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN 

PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 

Dinas Lingkungan Hidup 

8 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT Dinas Lingkungan Hidup 

9 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup 

10 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Lingkungan Hidup 

11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Dinas Lingkungan Hidup 

12 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 
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13 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah 

14 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 

Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

Misi 4: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Tenteram Berlandaskan Adat 

Dan Budaya Serta Agama Yang Berbeda 

Tujuan 4.1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis 

Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama 

1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah 

2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER 

KEBANGSAAN 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA 
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN 

PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN 

EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN 

KONFLIK SOSIAL 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat 

1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran 

2 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Sekretariat Daerah 

3 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT Sekretariat Daerah 

4 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Sekretariat Daerah 

Sasaran 4.1.3 Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak 

1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

5 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

6 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

 Tujuan 4.2 Meningkatkan Pemajuan Budaya Daerah 

Sasaran 4.2.1 Meningkatnya Kebudayaan Daerah Yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Dan Pembinaan 

1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

2 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

3 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

4 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

5 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Efektif Melalui Pelayanan 

Publik Yang Terpercaya, Akuntabel Dan Transparan 

Tujuan 5.1 Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah Yang Tertib Hukum, 

Profesional Dan Akuntabel 

Sasaran 5.1.1 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi 

1 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN 
ASISTENSI 

Inspektorat 

2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan 

3 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan 

4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Sekretariat Daerah 

6 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah 

7 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Sekretariat Daerah 

8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Sekretariat DPRD 

9 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Sekretariat DPRD 

10 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Dinas Perpustakaan dan Arsip 

11 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Dinas Perpustakaan dan Arsip 

12 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Dinas Perpustakaan dan Arsip 
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13 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Dinas Komunikasi dan Informatika 

14 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN DAERAH 

Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

15 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

16 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

Sasaran 5.1.2 Meningkatnya Penerapan E-Government 

1 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Dinas Komunikasi dan Informatika 

2 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika 

3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 

PENGAMANAN INFORMASI 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Sasaran 5.1.3 Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Handal 

1 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK 

Kecamatan  

7 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan  

8 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan 

9 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan 

10 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DES Kecamatan 

Sasaran 5.1.4 Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah 

1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Inspektorat 

2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah 

3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah 

      Sumber : RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026 

 

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen 

Perencanaan Tahun 2022 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 

1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran tahun ke empat dari 

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 yang memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 

daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat.  

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara 

komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian 

target dan sasaran agenda nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh 



 

 

 

  

 

 

 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 

 68 

  

 

sebab itu, usulan program dan kegiatan perlu dilakukan secara 

terpadu dan terintegrasi baik secara lintas sektor, lintas Perangkat 

Daerah dan lintas kewilayahan. Merujuk kepada pendekatan 

pembangunan dalam menyusun RKP Tahun 2022, maka Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu juga menerapkan pendekatan tersebut 

didalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. 

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022 telah disinergikan dengan RKP Tahun 2022, yang terdiri dari 

prioritas pokok (dimensi pembangunan sektor unggulan), prioritas 

wajib (dimensi pembangunan manusia) dan prioritas pemerataan 

(dimensi pemerataan dan kewilayahan). Kabupaten Rokan Hulu 

sampai saat ini masih terus berkembang di berbagai sektor, namun 

demikian perkembangannya dinilai masih lamban terutama 

pembangunan infrastruktur, salah satu kendalanya antara lain 

menyangkut minimnya anggaran. Kalau hanya berharap dari 

Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, 

memang sangat berat, karena dana yang ada, tidak sebanding 

dengan kebutuhan. Sehingga butuh waktu lama untuk 

menyelesaikan suatu target pembangunan, sementara itu alokasi 

dana dari APBD Provinsi atau APBN masih dirasakan kurang. 

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022 yang merupakan tahun pertama periode pembangunan 

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 tetap 

menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan 

pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk 

pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung untuk menjaga 

konektivitas desa dan kota. Upaya yang dilakukan adalah 

pemenuhan infrastruktur wilayah perdesaan dan perkotaan, 

pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan 

sektor-sektor ekonomi dan pariwisata dan iklim investasi, 

meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan 

serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan budaya. 
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Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 mengacu pada program 

prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2021-2026. Adapun program dan kegiatan pembangunan daerah 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.18 Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022. 

NO PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN 
PERANGKAT 

DAERAH 

1 Peningkatan 
kualitas sumber 
daya manusia 
dengan pemenuhan 
dan peningkatan 
Kualitas Pendidikan 
dan kesehatan 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

DISDIKPORA 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DISDIKPORA 

   Administrasi Umum perangkat daerah DISDIKPORA 

   Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah 

DISDIKPORA 

   Penyediaaan jasa pennjang urusan pemerintahan 
daerah 

DISDIKPORA 

   Pemeliharaan barangh milik daerah penunjang 

urusan pemerintahan daerah 

DISDIKPORA 

  Program 

Penbgelolaan 

Pendidikan 

Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar DISDIKPORA 

   Pengelolaan Pendidikan sekolah menengah 

pertama 

DISDIKPORA 

   Pengelolaan Pendidikan anak usia dini (PAUD) DISDIKPORA 

   Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan DISDIKPORA 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 

   Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah 

Dinas Kesehatan 

   Administrasi kepegawaian perangkat daerah Dinas Kesehatan 

   Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Dinas Kesehatan 

   Pemeliharaan barangh milik daerah penunjang 

urusan pemerintahan daerah 

Dinas Kesehatan 

   Peningkatan Pelayanan BLUD Dinas Kesehatan 

  Program Pemenuhan 

Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan 

Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Dinas Kesehatan 

   Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten / Kota 

Dinas Kesehatan 

   Penyelenggaraan system informasi Kesehatan 

secara tgerintegrasi 

Dinas Kesehatan 

  Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan 

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di 

Wilayah Kabupaten/Kota 

Dinas Kesehatan 

   Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan 

sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan 

UKM di wilayah kabupaten / kota 

Dinas Kesehatan 

   Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis 

Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dinas Kesehatan 

  Program sediaan 

farmasi, alat 

Kesehatan ndan 

makanan minuman 

Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat 

Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat 

tradisional (UMOT) 

Dinas Kesehatan 
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   Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat 

Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa 

Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air 

Minum (DAM) 

Dinas Kesehatan 

   Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan 
jajanan dan setara makanan jajanan 

Dinas Kesehatan 

   Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Post Market pada Produksi dan Produk Makanan 

Minuman Industri Rumah Tangga 

Dinas Kesehatan 

  Program 

pemberdayaan 

masyarakat bidang 

Kesehatan 

Advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan 

peran serta masyarakat 

Dinas Kesehatan 

   Lintas sector tingkat daerah kabupaten / kota Dinas Kesehatan 

   Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Dinas Kesehatan 

  Program 

pengarusutamaan 

gender dan 

pemberdayaan 

perempuan 

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 
pada Lembaga Pemerintah Kewenangan 
Kabupaten /Kota 

DINSOS P3A 

  Program Pemenuhan 
Hak Anak (Pha) 

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 
Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan  
Kabupaten /Kota 

DINSOS P3A 

   Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

DINSOS P3A 

  Program 
Perlindungan 

Khusus Anak 

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi 
Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 

DINSOS P3A 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daer 

DPPKB 

   Administrasi keuangan perangkat daerah DPPKB 

   Admninistrasi umum perangkat daerah DPPKB 

   Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan 

daerah 

DPPKB 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

DPPKB 

  Program 
Pengendalian 
Penduduk 

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan pemerintah 
Daerah Provinsi Dengan pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian 
Kualitas Penduduk 

DPPKB 

  Program Pembinaan 

Keluarga Berencana 

(Kb) 

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas 
Lapangan KB (PKB/PLKB) 

DPPKB 

   Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat 

dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan 

pelayanan KB di daerah kabupoaten / kota 

DPPKB 

   Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta 
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan 

dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

DPPKB 

  Program 

Pemberdayaan dan 

dan peningkatan 

Keluarga Sejahtera 

(KS) 

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui 
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga  

DPPKB 

  Program 
pengembangan 

kapsitas daya saing 

kepemudaan 

Penyadaran, pemberdayaan dan Pengembangan 

Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda 

Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda 

Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 

DISDIKPORA 

   Pemberdayaan dan pengembangan organisasi 

kepemudaan tingkat  

DISDIKPORA 

  Program 
Pengembangan 
Kapasitas Daya Saing 
Keolahragaan 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 
Tingkat Daerah Provinsi 

DISDIKPORA 

   Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi DISDIKPORA 

  Program 
Pengembangan 

Kapasitas 

Kepramukaan 

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 
Kepramukaan 

DISDIKPORA 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Arsip 
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   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas 

Perpustakaan dan 

Arsip 

   Administrasi Umum perangkat daerah Dinas 

Perpustakaan dan 

Arsip 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Arsip 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah  

Dinas 

Perpustakaan dan 

Arsip 

  Program Pembinaan 

Perpustakaan 

Pembudayaan gemar Membaca Tingkat Daerah 

kabbupaten / Kota 

Dinas 

Perpustakaan dan 
Arsip 

2 Meweujudkan 

Kemandirian dengan 

Menggerakkan 

Sektor-Sektor 

Strategis Ekonomi 

Lokal untuk dapat 

bersaing dalam 

menurunkan angka 

kemiskinan 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

DINSOS P3A 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DINSOS P3A 

   Administrasi Umum perangkat daerah DINSOS P3A 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

DINSOS P3A 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

DINSOS P3A 

  Program 

Pemberdayaan Sosial 

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial Daerah Kabupaten /Kota 

DINSOS P3A 

  Program Rehabilitasi 

Sosial 

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 
Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 

DINSOS P3A 

   Rehabilitasi Sosial Penyandang masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial 

DINSOS P3A 

  Program 
Perlindungan 

Dan Jaminan Sosial 

Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar DINSOS P3A 

   Pengelolaan fakir miskin cakupan daerah 

kabupaten / kota 

DINSOS P3A 

  Program pelatihan 

kerja dan 

produktifitas tenaga 
kerja 

Pelatihan berdasarkan unit kompetensi DSISKOP UKM 

TRANSNAKER 

  Program Penempatan 

Tenaga Kerja 

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja DSISKOP UKM 

TRANSNAKER 

  Program Hubungan 
Industrial 

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan 
perusahaan di daerah Kabupaten /Kota 

DSISKOP UKM 

TRANSNAKER 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 
Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Perikanan 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan 
Pangan dan 

Perikanan 

   Administrasi Umum perangkat daerah Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Perikanan 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Perikanan 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Perikanan 

  Program pengelolaan  

Sumber daya 

ekonomi untuk 

kedaulatan dan 

kemandirian pangan 

Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung 

kemandirian pamngan sesuai kewenangan daerah 

kabupaten / kota 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Perikanan 

  Program Peningkatan 

Diversifikasi Dan 

Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 
Pangan Lainnya sesuai engan Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan 

Dinas Ketahanan 
Pangan dan 

Perikanan 

   Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 
Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka 
Kecukupan Gizi 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Perikanan 
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  Program 
Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum 
Adat 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang 
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan 
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang 
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 

DPMPD 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan 

   Administrasi Umum perangkat daerah Dinas Pariwisata 
dan 

Kebudayaan 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan 

  Program Peningkatan 

Daya Tarik Destinasi 

Pariwisata 

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan 

  Program Pemasaran 
Pariwisata 

Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya 

Tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata 

Kabupaten / Kota 

Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Holtikulktura 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Holtikulktura 

   Administrasi Umum perangkat daerah Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Holtikulktura 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Holtikulktura 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 
Holtikulktura 

  Program Penyediaan 
Dan Pengembangan 
Sarana ertanian 

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Dinas Tanaman 
Pangan dan 

Holtikulktura 

   Penyediaan benih / bibit ternak dan hijauan pakan 

ternak yang sumnbernya dalam (satu) daerah 

Kabupaten / Kota 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Holtikulktura 

  Program Penyediaan 
Dan Pengembangan 
Prasarana Pertanian 

Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Holtikulktura 

   Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Holtikulktura 

  Program 
Pengendalian 

Dan Penanggulangan 

Bencana Pertanian 

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 
Pertanian Kabupaten/Kota 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Holtikulktura 

  Program Penyuluhan 

Pertanian 

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman 
Pangan dan 

Holtikulktura 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Dinas Peternakan 
dan Perkebunan 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Peternakan 

dan Perkebunan 

   Administrasi Umum perangkat daerah Dinas Peternakan 

dan Perkebunan 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Dinas Peternakan 

dan Perkebunan 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Dinas Peternakan 

dan Perkebunan 

  Program penyediaan 
dan pengembnagan 
sarana pertanian 

Penyediaan bibit / benih ternak dan hijauan pakan 

ternak yang sumbernya dalam (satu) daerah 

Kabupaten / Kota lain 

Dinas Peternakan 

dan Perkebunan 

  Program penyediaan 
dan pengembangan 

Pembangunan prasarana pertanian Dinas Peternakan 

dan Perkebunan 
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Prasarana Pertanian 

  Program 
Pengendalian 
Kesehatan Hewan 

Dan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Veteriner 

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 
pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan 
Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Dinas Peternakan 

dan Perkebunan 

  Program Perizinan 
Usaha Pertanian 

Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan 
Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Dinas Peternakan 

dan Perkebunan 

  Program Peningkatan 
sarana distribusi 
perdagangan 

Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi 
perdagangan 

DISPERINDAG 

  Program Stabilisasi 
Harga Barang 
Kebutuhan Pokok 

Dan Barang Penting 

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar 
Kabupaten/Kota 

DISPERINDAG 

   Pengawas pupuk dan pestisida bersubsidi di 

tingkat daerah Kabupaten / Kota 

DISPERINDAG 

  Program 
Standardisasi 

Dan Perlindungan 

Konsumen 

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera 
Ulang, dan Pengawasan 

DISPERINDAG 

  Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

DISPERINDAG 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DISPERINDAG 

   Administrasi Umum perangkat daerah DISPERINDAG 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

DISPERINDAG 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
DISPERINDAG 

  Program Perencanaan 
Dan Pembangunan 
Industri 

Penyusunan dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Industri Kabupaten /Kota 
DISPERINDAG 

3 Pemenuhan 

Infrastruktur Dasar 

Pedesaan dan 

Peningkatan 

Kualitas 
Infrastruktur 

Perkotaan 

Program penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah kabupaten/ 

kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

PUPR 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PUPR 

   Administrasi Umum perangkat daerah PUPR 

   Administrasi kepegawaian perangkat daerah PUPR 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

PUPR 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

PUPR 

  Program Pengelolaan 

Sumber Daya Air 
(Sda) 

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai 
pada Wilayah Sungai (WS) dalam (satu) Daerah 
Kabupaten / Kota 

PUPR 

   Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 
Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang 
Luasnya dibawah Ha dalam (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

PUPR 

  Program Pengelolaan 
dan pengembangan 
sistem drainase 
 

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 

yang terhubung langsung dengan sungai dalam 
daerah kabupaten / kota 

PUPR 

  Program 
Penyelenggaraan 

Jalan 

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota PUPR 

  Program 

Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Tata 

Ruang Daerah Kabupaten / Kota 

PUPR 

   Koordinasi dan singkronisasi Pemanfaatan Ruang 

daerah Kabupaten / Kota 

PUPR 

   Koordinasi dan singkronisasi Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten / Kota 

PUPR 

  Program Pengelolaan 
dan pengembangan 
Sistem Penyediaan 
Air Minum 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SMAM) di Daerah 
Kabupaten/Kota 

PERKIM 

  Program Pengelolaan 
Dan Pengembangan 
Sistem Air Limbah 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 

PERKIM 

  Program pengelolaan 
dan pengembangan 
system drainase 

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 

yang terhubung langsung dengan sungai dalam 

daerah kabupaten / kota 

PERKIM 
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  Program Penataan 

Bangunan Gedung 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah 
Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik 
Fungsi Bangunan Gedung 

PERKIM 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

PERKIM 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PERKIM 

   Administrasi Umum perangkat daerah PERKIM 

   Administrasi kepegawaian perangkat daerah PERKIM 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

PERKIM 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

PERKIM 

  Program 
Pengembangan 

Perumahan 

Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan 

PERKIM 

  Program Kawasan 

Permukiman 

Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan 
permukiman kumuh dengan luas di bawah 
(sepuluh) Ha 

PERKIM 

  Program Peningkatan 

Prasarana, Sarana 

Dan 

Utilitas Umum (Psu) 

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan PERKIM 

  Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah kabupaten / 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Dinas Lingkungan 

Hidup 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan 

Hidup 

   Administrasi Umum perangkat daerah Dinas Lingkungan 

Hidup 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Dinas Lingkungan 

Hidup 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Dinas Lingkungan 

Hidup 

  Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 

Dinas Lingkungan 
Hidup 

  Program 
Pengendalian 
Pencemaran 
Dan/Atau 
Kerusakan 

Lingkungan 

Hidup 

Pencegahan pencemaran dan atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 

Dinas Lingkungan 
Hidup 

  Program Pengelolaan 

Keanekaragaman 

Hayati (Kehati) 

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 
Kabupaten/Kota 

Dinas Lingkungan 

Hidup 

  Program Penanganan 
Pengaduan 

Lingkungan Hidup 

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH) Kabupaten/Kota 

Dinas Lingkungan 

Hidup 

  Program Pengelolaan 
Persampahan 

Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan 

Hidup 

  Program 

penyelenggaraan lalu 

lintas dan angkutan 
jalan (LLAJ) 

Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten 

/ Kota 

Dinas 

Perhubungan 

   Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Dinas 

Perhubungan 

  Program Konservasi 
sumber daya alam 
hayati dan 
ekosistemnya 

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) 

Kabupaten / kota 

Dinas Lingkungan 

4 Peningkatan 

Kulaitas Kehidupan 

Keagamaan dan 

Kebudayaan Dalam 

Menciptakan 
Ketentraman dan 

Kondisifitas untuk 

peningkatan daya 

saing ekonomi 

Program penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah Kabupaten / 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

DSISKOP UKM 

TRANSNAKER 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DSISKOP UKM 

TRANSNAKER 

   Administrasi Umum perangkat daerah DSISKOP UKM 

TRANSNAKER 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

DSISKOP UKM 

TRANSNAKER 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang DSISKOP UKM 
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Urusan Pemerintahan Daerah TRANSNAKER 

  Program Pengawasan 

dan pemeriksaan 

Koperasi 

Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan 

pinjam / unit simpan pinjam koprasi yang wilayah 

keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota 

DSISKOP UKM 

TRANSNAKER 

  Program 
Pemberdayaan Usaha 
Menengah, Usaha 
Kecil, Dan Usaha 
Mikro (UMKM) 

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan 
melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan 
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 

DSISKOP UKM 

TRANSNAKER 

  Program Promosi 

Penanaman Modal 

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang 

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota 

DMPTSP 

  Program 
Pengembangan 
Kebudayaan 

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat 
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

  Program 

Pengembangan 

Kesenian tradisional 

Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya 

dalam daerah kabupaten / kota 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

  Program Pelestarian 
Dan Pengelolaan 
Cagar Budaya 

Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat 
Kabupaten/Kota 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

  Program Pengelolaan 

Perikanan Tangkap 

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, 
Danau Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya 
yang dapat Diusahakan dalam 
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota 

Dinas ketahanan 

pangan dan 

Perikanan 

  Program Pengelolaan 

Perikanan Budidaya 

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas ketahanan 

pangan dan 

Perikanan 

  Program Pengolahan 
Dan Pemasaran Hasil 
Perikanan 

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri 
Pengolahan Ikan dalam (satu) Daerah Kabupaten/ 
Kota 

Dinas ketahanan 

pangan dan 

Perikanan 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

   Administrasi Umum perangkat daerah Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

  Program Penguatan 

Ideologi Pancasila 

Dan 

Karakter Kebangsaan 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 
Politik 

  Program 
Pemberdayaan Dan 
Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

  Program Peningkatan 

Kewaspadaan 

Nasional Dan 
Peningkatan 

Kualitas Dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik 

Sosial 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik Sosial 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

5 Meningkatkan 
kualitas Pelayanan 
publik dan tata 
Kelola 
pemerintahan yang 
bersih dan efektif 
serta menjamin 
kehidupan politik 
dan penegakan 
hukum 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SATPO PP & 

DAMKAR 

   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SATPO PP & 

DAMKAR 

   Administrasi Umum perangkat daerah SATPO PP & 

DAMKAR 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

SATPO PP & 

DAMKAR 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

SATPO PP & 

DAMKAR 
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  Program Peningkatan 

Ketenteraman Dan 

Ketertiban Umum 

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten 
/Kota 

SATPO PP & 

DAMKAR 

   Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota 

dan Peraturan Bupati / Walikota 

SATPO PP & 

DAMKAR 

  Program Pencegahan, 

Penanggulangan, 

Penyelamatan 

Kebakaran Dan 

Penyelamatan Non 

Kebakaran 

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya 
dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten 
/Kota 

SATPO PP & 

DAMKAR 

   Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran SATPO PP & 

DAMKAR 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah kabupaten / 

Kota 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BPBD 

   Administrasi Umum perangkat daerah BPBD 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

BPBD 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

BPBD 

  Program 

penanggulangan 

Bencana 

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

BPBD 

   Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana 

BPBD 

  Program Pencegahan, 

Penanggulangan, 

Penyelamatan 

kebakaran dan 
penyeleamatan non 

kebakaran 

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya 
dan beracun kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

BPBD 

   Investigasi kejadian kebakaran BPBD 

   Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan 
Kebakaran 

BPBD 

  Program Penyelesaian 

Sengketa Tanah 

Garapan 

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 

Daerah Kabupaten /Kota 

Sekretariat 

Daerah 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

   Administrasi Umum perangkat daerah Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 
Sipil 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Dinas 
Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

  Program Pendaftaran 

Penduduk 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

BPMPD 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BPMPD 

   Administrasi Umum perangkat daerah BPMPD 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

BPMPD 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

BPMPD 

  Program Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Administrasi Pemerintahan Desa 

BPMPD 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Dinas 

Perhubungan 
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Kota 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas 

Perhubungan 

   Administrasi Umum perangkat daerah Dinas 

Perhubungan 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Dinas 

Perhubungan 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Dinas 

Perhubungan 

  Program 
Penyelenggaraan Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan (LLAJ) 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas 

Perhubungan 

   Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 

Dinas 

Perhubungan 

   Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan 

Orang dan/atau Barang antar Kota dalam (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

Dinas 

Perhubungan 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DISKOMINFO 

   Administrasi Umum perangkat daerah DISKOMINFO 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

DISKOMINFO 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah  

DISKOMINFO 

  Prohgram Informasi 

dan Komunikasi 

Publik 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pubnlik 

Pemerintah Derah kabupaten/ Kota 

DISKOMINFO 

  Program Aplikasi 

Informatika 

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di 
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota 

DISKOMINFO 

   Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

DISKOMINFO 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten 

/Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

DMPTSP 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DMPTSP 

   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah DMPTSP 

   Administrasi Umum perangkat daerah DMPTSP 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

DMPTSP 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

DMPTSP 

  Program 

Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten 
/Kota 

DMPTSP 

  Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara 
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal 
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ 
Kota 

DMPTSP 

  Program Pengelolaan 
Arsip 

Pengelolaan Simpul jaringan Inforemasi Kearsipan 

Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Arsip 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten 

/Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Sekretariat 

Daerah 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sekretariat 

Daerah 

   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sekretariat 

Daerah 

   Administrasi Umum perangkat daerah Sekretariat 

Daerah 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Sekretariat 

Daerah 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Sekretariat 

Daerah 

   Administrasi Barangh Milik Daerah Pada 

Perangkat Daerah 

Sekretariat 

Daerah 

   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangh 

Urusan pemeritah Daerah 

Sekretariat 

Daerah 

   Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Sekretariat 

Daerah 

   Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sekretariat 

Daerah 
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   Penataan Organisasi Sekretariat 

Daerah 

   Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat 

Daerah 

  Program 

Pemerintahan 

Dan Kesejahteraan 

Rakyat 

Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat 

Daerah 

   Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 

Daerah 

   Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sekretariat 

Daerah 

   Fasilitasi Kerjasama Daerah Sekretariat 

Daerah 

  Program 

Perekonomian 

Dan Pembangunan 

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sekretariat 

Daerah 

   Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sekretariat 

Daerah 

   Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 

Daerah 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Sekretariat DPRD 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 

   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 

   Administrasi Umum perangkat daerah Sekretariat DPRD 

   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Sekretariat DPRD 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Sekretariat DPRD 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Sekretariat DPRD 

   Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Sekretariat DPRD 

   Layanan Administrasi DPRD Sekretariat DPRD 

  Program Dukungan 

Pelaksanaan Tugas 

Dan Fungsi DPRD 

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan 

DPRD 

Sekretariat DPRD 

   Pembahasan Kebijakan Anggaran Sekretariat DPRD 

   Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat DPRD 

   Peningkata Kapasitas DPRD Sekretariat DPRD 

   Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat 

Sekretariat DPRD 

   Fasilitasi Tugas DPRD Sekretariat DPRD 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

BAPPEDA 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BAPPEDA 

   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah BAPPEDA 

   Administrasi Umum perangkat daerah BAPPEDA 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

BAPPEDA 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
BAPPEDA 

  Program 
Perencanaan, 

Pengendalian Dan 
Evaluasi 

Pembangunan 

Daerah 

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 
 

BAPPEDA 

   Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 

BAPPEDA 

   Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

BAPPEDA 

  Program Koordinasi 
Dan Sinkronisasi 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

BAPPEDA 

 

 

  Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian 
dan SDA (Sumber Daya Alam) 

BAPPEDA 

   Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

BAPPEDA 

  Program Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Satuan Kerja 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
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  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/ 
Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Badan 

Pendapatan 

Daerah 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Badan 

Pendapatan 

Daerah 

   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Badan 

Pendapatan 

Daerah 

   Administrasi Umum perangkat daerah Badan 

Pendapatan 

Daerah 

   Pengadaan barang Milik Daerah Penunjangn 
Urusan Pemerintah daerah 

Badan 

Pendapatan 

Daerah 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Badan 
Pendapatan 

Daerah 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Badan 

Pendapatan 

Daerah 

  Program Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

Kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah Badan 

Pendapatan 

Daerah 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

BPKAD 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BPKAD 

   Administrasi Umum perangkat daerah BPKAD 

   Pengadaan barang Milik Daerah Penunjangn 
Urusan Pemerintah daerah 

BPKAD 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

BPKAD 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

BPKAD 

  Program Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 
Daerah 

BPKAD 

   Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 
Daerah 

BPKAD 

   Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Daerah 

BPKAD 

   Pengelolaan Data dan Implementasi SIstem 
Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Kuangan 
Daerah 

BPKAD 

  Program Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten / 
Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

BKPP 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BKPP 

   Administrasi Kepegawaian Perengkat Daerah BKPP 

   Administrasi Umum perangkat daerah BKPP 

   Pengadaan barang Milik Daerah Penunjangn 
Urusan Pemerintah daerah 

BKPP 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

BKPP 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

BKPP 

  Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Pengadaan Pemberhentian dan Informasi 
Kepegawaian ASN 

BKPP 

   Mutasi dan Promosi BKPP 

   Pengembangan Kompetensi ASN BKPP 

   Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKPP 

  Program Penelitian 
Dan Pengembangan 
Daerah 

Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 
Peraturan 

BAPPEDA 

   Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 
Kependudukan 

BAPPEDA 

   Pengembangan Inovasi dan Teknologi BAPPEDA 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / 

Kota 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Inspektorat 

Daerah 

   Administrasi Kepegawaian PErengkat Daerah Inspektorat 

Daerah 

   Administrasi Umum perangkat daerah Inspektorat 

Daerah 
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   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Inspektorat 

Daerah 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Inspektorat 

Daerah 

  Program 

Penyelenggaraan 
Pengawasan 

Penyelenggaraan Pengawasan Internal Inspektorat 

Daerah 

   Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan 

Tertentu 
Inspektorat 

Daerah 

  Program Perumusan 
Kebijakan 
Pendampingan dan 
Asistensi 

Pendampingan dan Asistensi Inspektorat 

Daerah 

  Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Kecamatan 

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan 

   Administrasi Umum perangkat daerah Kecamatan 

   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Kecamatan 

   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

Kecamatan 

   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Kecamatan 

  Program 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
pelayanan Publik 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 

Kecamatan 

  Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Dan 

Kelurahan 

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kecamatan 

   Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 
Kecamatan 

Kecamatan 

  Program 

Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 
Umum 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan Kepala Daerah 

Kecamatan 

  Program Pembinaan 
Dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

 

  Program Peningkatan 

Peran Partai Politik 

Dan Lembaga 

Pendidikan Melalui 

Pendidikan Politik 

Dan Pengembangan 

Etika Serta Budaya 

Politik 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum 

Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

  Sumber  : RKPD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022. 

 

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal     
 

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan 

urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik 

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi 

jenis SPM terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial. 

Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah gan kebutuhan 

pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. 
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Keberadaan Pemerintah Daerah bisa teruji baik jika sudah 

menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal. Penyelenggaraan 

pelayanan publik bergandeng erat dengan urusan yang dijalankan oleh 

daerah. Kemampuan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam 

mengidentifikasi urusan daerah akan sangat mempengaruhi kemampuan 

menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai bidang-bidang 

kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan. SPM adalah ketentuan 

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib 

daerah, yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

Dengan mempertimbangkan keberadaan berbagai tingkatan pemerintahan 

di Indonesia, maka pihak yang sangat mendesak membutuhkan SPM 

adalah pihak pemerintah kabupaten/kota. Hal ini didasarkan pada 

beberapa pertimbangan. 

Pertama, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan otonomi daerah secara 

utuh pada daerah kabupaten/kota. Konsekuensinya, daerah 

kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk 

membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi 

masyarakatnya. 

Kedua, dibandingkan posisi provinsi maupun pusat, maka posisi 

kabupaten/kota paling dekat dengan masyarakat. Sehingga tuntutan 

pelayanan publik akan lebih diarahkan pada pemerintah kabupaten/kota. 

Ketiga, dengan tuntutan masyarakat yang bisa langsung 

disampaikan, maka pemerintah daerah kabupaten/kota dituntut pula 

untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan bagi masyarakat daerahnya 

masing-masing. Manfaat SPM bagi kinerja pemerintah daerah yaitu : 

a. Menjamin penyediaan pelayanan publik yang disediakan oleh 

pemerintah daerah kepada masyarakat; 

b. Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan 

pelayanan publik; 

c. Landasan dan dasar dalam menentukan anggaran kinerja dan alokasi 

dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan 

transparan; 
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d. Membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat dan 

terukur sehingga mengurangi kesewenang – wenangan dalam menilai 

kinerja pemerintah daerah; 

e. Alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah 

kepada masyarakat karena masyarakat dapat melihat keterkaitan 

antara pembiayaan dengan pelayanan publik. 

 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat 

wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan 

secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian SPM 

disusun dan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib 

Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah 

dan diberlakukan untuk seluruh daerah termasuk di dalamnya Kabupaten 

Rokan Hulu . Oleh karena itu, Pemerintah daerah wajib melakukan 

penerapan SPM sebagai dasar melayani masyarakat. Hal ini didukung oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 pasal 1 ayat (6) yang 

berbunyi“ Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah suatu ketentuan 

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib 

bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal”. Dengan 

demikian fungsi utama pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan 

bagi masyarakat daerah yang bersangkutan.  

Oleh sebab itu optimalisasi pelayanan dasar yang efisien dan 

efektif menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Rokan Hulu agar 

dapat menyajikan pelayanan dasar yang prima bagi masyarakat. Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk 

mendorong pemerintah melakukan pelayanan dasar yang tepat bagi 

masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan 

kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan dasar.  

Aturan hukum yang mendasari penerapan SPM antara lain adalah 

sebagai berikut:  

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal. 

5. Peraturan perundangan terkait Percepatan dan Penerapan SPM di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten. 

 

Selain beberapa peraturan perundangan di atas, Kementerian 

Dalam Negeri selaku kementerian yang bertanggung jawab dalam 

penerapan SPM telah membuat beberapa kebijakan yang merupakan 

operasionalisasi penetapan percepatan pelaksanaan SPM, yaitu : 

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/4979/SJ Tanggal 21 

Oktober 2010 perihal Percepatan Penyusunan Standar Pelayanan 

Minimal. 

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/675/SJ Tanggal 7 Maret 

2011 perihal Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah. 

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/676/SJ Tanggal 7 Maret 

2011 tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di 

Daerah. 

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2863/SJ Tanggal 21 Juli 

2011 perihal Percepatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal. 

5. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100/485/OTDA Tanggal 

24 Januari 2012 perihal Perkembangan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal. 

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tanggal 26 

Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal di Daerah. 

7. Surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor : 

100/2392/Bangda tanggal 24 Mei 2019 tentang permintaan Laporan 

Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2018. 
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Dalam hal penerapan SPM di masing-masing bidang, Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 

2018 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-

Departemen diwajibkan untuk menyusun SPM sesuai bidang masing-

masing yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan 

SPM. Dalam perkembangannya SPM difokuskan menjadi 6 bidang yang 

menjadi program prioritas nasional yaitu pendidikan; kesehatan; 

pekerjaan umum; perumahan rakyat: ketenteraman, ketertiban umum 

dan pelindungan masyarakat dan sosial. Peraturan Menteri terkait dengan 

penerapan 6 (enam) bidang SPM di daerah adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.19 Peraturan-Peraturan Menteri Terkait Ketentuan Standar 

Pelayanan Minimal 6 (enam) Bidang Kabupaten/Kota 
NO BIDANG SPM PERATURAN MENTERI 

1 2 3 

1 Pendidikan Permendikbud No 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Pendidikan 

2 Kesehatan Permenkes no 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan 

3 Pekerjaan Umum Permen PUPR no 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Stadar 

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

4 Perumahan 

Rakyat 

Permen PUPR no 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Stadar 

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

5 Ketentraman, 

Ktertiban Umum 

dan Perlindungan 

Masyarakat 

Permendagri no 121 tahun 2018 tentang Standar Tekni 

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Permendagri no 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub 
Urusan Bencana Kabupaten/Kota 

Permendagri no 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota 

6 Sosial Permensos no 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Dasar Bidang Sosial di 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Sumber : Laporan SPM Kab. Rokan Hulu, 2022. 

 

Pencapaian penerapan SPM tahun 2022 difokuskan pada urusan 

wajib dasar yang meliputi 6 (enam) bidang SPM. Menurut Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah berkewajiban 

memberikan pelayanan yang bersifat urusan wajib sesuai standar 

pelayanan minimal yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Sampai dengan 

tahun 2021 telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) bidang SPM di tingkat 

Kabupaten/Kota yang terdiri atas 12 (dua belas) jenis pelayanan dan 32 
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(tiga puluh dua) indikator, dengan batas waktu tiap tahun bersangkutan. 

Jenis bidang SPM beserta jumlah layanan, jumlah indikator, dan target 

waktu pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 1.20 Jenis Bidang SPM beserta Jumlah Layanan dan Jumlah Indikator 

NO BIDANG SPM 
TAHUN 

PENETAPAN 
JUMLAH 

LAYANAN 

JUMLAH 

INDIKATOR 

TARGET WAKTU 

PENCAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

1 Pendidikan Dasar 2018 1 4 Setiap tahun 100% 

2 Kesehatan 2019 1 12 Setiap tahun 100% 

3 Pekerjaan Umum 2018 2 4 Setiap tahun 100% 

4 Perumahan Rakyat 2018 1 2 Setiap tahun 100% 

5 

Ketenteraman, 

Ketertiban Umum, 

Dan Pelindungan 

Masyarakat 

2018 

5 5 

Setiap tahun 100% 

6 Sosial 2018 2 5 Setiap tahun 100% 

TOTAL  12 32  

Sumber : Laporan SPM Kab. Rokan Hulu, 2022. 

 

Pada tahun 2022 merupakan tahun keempat penerapan Standar 

Pelayanan Minimal berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 

dengan peraturan menteri terkait yang mengatur penerapan Standar 

Pelayanan Minimal di masing masing bidang yang terbit di tahun 2018, 

tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022.  

Jumlah Bidang SPM yang harus diterapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2022 adalah sebanyak 6 (enam) 

bidang yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Masing-masing 

bidang SPM memiliki jumlah indikator yang berbeda, berkisar antara 2–12 

indikator dengan total keseluruhan adalah 32 (tiga puluh dua) indikator. 

Sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah 

menerapkan indikator SPM, dengan jumlah indikator terlapor sebanyak 22 

(dua puluh dua) indikator (86%) dan indikator yang mencapai target 

nasional sebanyak 2 (dua) indikator (6,26%). Rincian jumlah indikator 

terlapor dan jumlah indikator yang mencapai target nasional di Kabupaten 

Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel berikut : 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 

 86 

  

 

Table 1.21 Jumlah Indikator Terlapor dan Indikator Mencapai Target 

Nasional 6 Bidang SPM di Kabupaten Rokan Hulu 

No Bidang SPM 
Jumlah 

Indikator 

Indikator 
Terlapor 

Indikator 
Mencapai Target 

Nasional 

Rata rata 
Capaian SPM 
Tahun 2022 

(%) Jumlah % Jumlah % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Pendidikan Dasar 4 4 100 0 0 42,87 

2 Kesehatan 12 12 100 0 0 60,18 

3 Pekerjaan Umum 4 2 50 0 0 23,15 

4 
Perumahan 
Rakyat 

2 0 0 0 0 0 

5 

Ketenteraman, 

Ketertiban 
Umum, Dan 
Pelindungan 
Masyarakat 

5 2 40 2 40 61,47 

6 Sosial 5 2 40 0 0 16,78 

TOTAL 32 22 68 2 6,25 34,06 

  Sumber : Laporan SPM Kab. Rokan Hulu, 2022 
 

SPM dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026 merupakan 

salah satu bagian dari prioritas dari  prioritas nasional, yaitu reformasi 

birokrasi dan tata kelola. Prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola 

menginginkan terjadinya pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih 

baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, 

akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal itu 

kemudian didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang 

ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, 

kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan 

yang baik. 

Dalam tahap ini, pemerintah  Kabupaten Rokan Hulu menentukan 

rencana pencapaian dan penerapan SPM dengan mempertimbangkan 

kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar; target pelayanan dasar 

yang akan dicapai; dan kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, 

prioritas daerah dan komitmen nasional. Untuk menentukan gambaran 

kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis 

database profil pelayanan dasar. Selanjutnya, rencana pencapaian SPM 

dan target tahunan menjadi dasar untuk dimasukkan ke dalam dokumen 

perencanaan (RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD). 
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Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun rencana 

pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target 

tahunan pencapaian SPM. Kemudian, rencana pencapaian SPM menjadi 

salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 

Prioritas Plafond Anggaran (PPA). Berdasarkan  Permendagri  Nomor  79  

Tahun  2007  tentang  Pedoman Penyusunan Rencana   Pencapaian   

Standar   Pelayanan   Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa 

pemerintah daerah dapat  menyusun   Rencana   Pencapaian   SPM   yaitu   

target pencapaian   SPM   di   daerah  mengacu  pada  batas  waktu  

pencapaian  SPM  secara  nasional  dan  memperhatikan kemampuan  

daerah.   

Guna meningkatkan capaian dalam penerapan 6 bidang SPM yang 

merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hulu membuat beberapa program dan kegiatan sebagai berikut : 

1. BIDANG PENDIDIKAN  

a. Memenuhi perlengkapan dasar Peserta Didik pada Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD). 

b. Memenuhi perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan 

Sekolah Dasar. 

c. Memenuhi perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama. 

d. Memenuhi perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan 

kesetaraan. 
 

2. BIDANG KESEHATAN 

a. Pendataan ibu hamil dan ibu melahirkan. 

b. Pemeriksaan antenatal. 

c. Pelayanan persalinan. 

d. Pendataan bayi baru lahir dan balita. 

e. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita. 

f. Skrining faktor risiko PTM. 

g. Konseling tentang faktor resiko PTM. 

h. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 
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i. Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM. 

j. Melakukan skrining penderita DM untuk seluruh pasien di Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama. 

k. Pendataan Orang Dengan Gangguan Jiwa DGJ. 

l. Penderita ODGJ berat menurut data estimasi wilayah kerja 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 

m. Melakukan diagnosis terduga ODGJ berat dan melakukan 

penatalaksanaan medis. 

n. Melakukan rujukan ke FKRTL atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ). 

 

3. PBIDANG EKERJAAN UMUM 

a. Pembangunan Unit Produksi SPAM baru sesuai perencanaan 

teknis. 

b. Pembangunan reservoir. 

c.  Pembangunan unit distribusi SPAM baru. 

d. Pembentukan organisasi pengelolaan SPAM. 

e. Sosialisasi rencana pelaksanaan pelayanan infrastruktur air 

limbah domestic melalui SPALD-S. 

f. Pembangunan Tangki Septik. 

g. Pencatatan dan Pelaporan. 

 

4. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 

b. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, 

Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan. 

c. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan 

Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa. 

d. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan 

Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia. 
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e. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota. 

f. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran 

dan Penyelamatan Non Kebakaran. 

g. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan 

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam 

Daerah Kabupaten/Kota. 

h. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota. 

5. BIDANG SOSIAL 

a. Penyediaan alat bantu kursi roda. 

b. Penyediaan sandang bagi Korban Bencana alam sosial yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap 

Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota. 

c. Penyediaan permakanan bagi Korban Bencana alam sosial yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap 

Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota. 

 

Gambar 2 

Skema Pelaksanaan SPM di Daerah 
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Rencana Pencapaian SPM lebih merupakan strategi Operasional 

dalam menerapkan SPM dan bukan dokumen perencanaan tersendiri,  

namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan   

pembangunan daerah terutama RPJMD. Rencana pencapaian SPM di  daerah 

menjadi „peta jalan‟ yang menjelaskan kondisi daerah saat ini dan target 

pencapaian SPM sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Sejauh ini 

belum banyak daerah menyusun rencana pencapaia SPM untuk 

memperjelas target pencapaian SPM di daerah. Pedoman yang ada belum 

menjelaskan secara rinci kedudukan, fungsi dan muatan rencana 

pencapaian SPM di daerah. 

 

Gambar 3 

Mekanisme Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal  

ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah 
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BAB II 
 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 
 

 
 

 
 

 

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO 

 

Kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. 

Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak 

swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. 

Disamping itu, Indikator kesejahteraan merupakan salah satu indikator 

penting yang digunakan untuk menilai/mengevaluasi keberhasilan 

pembangunan, dalam hal ini ketercapaian tujuan fiskal. Indikator 

kesejahteraan antara lain berupa indeks pembangunan manusia, tingkat 

kemiskinan, gini ratio, kondisi ketenagakerjaan (antara lain tingkat 

pengangguran). Disamping fungsinya sebagai alat penilaian 

keberhasilan pembangunan atau menganalisis tingkat keberhasilan 

suatu kebijakan fiskal, indikator ini juga dapat digunakan untuk 

membantu menggali dan memahami konteks regional dalam analisis 

perekonomian regional. 

Tabel 2.1 Capaian kinerja makro Kabupaten Rokan Hulu  

No Indikator Kinerja Makro 

Capaian Kinerja 

Tahun N-1 (Tahun 

2021) 

Capaian Kinerja 

Tahun N 

(Tahun 2022) 

1 2 3 4 

1 Indeks Pembangunan Manusia 69,67 70,3 

2 Angka Kemiskinan  10,40 9,95 

3 Angka Pengangguran 2,25 3,62 

4 Pertumbuhan Ekonomi 4,98 5,02 

5 Pendapatan Per kapita 1,49 (data belum rilis 

dari BPS) 

6 Ketimpangan Pendapatan (gini ratio) 0,296 0,268 

 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu, 2022 
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1. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development 

Index merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk 

mengukur tingkat kualitas hidup manusia. IPM mencakup 3 dimensi 

pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status 

kemampuan dasar manusia, yaitu (1) kesehatan yang diukur melalui 

Umur Harapan Hidup (UHH); (2) pengetahuan yang diukur dengan 

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); 

dan (3) standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran 

perkapita. IPM Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 sampai tahun 2019 

terus naik yaitu 69,36 mengalami kenaikan menjadi 69,93. Namun 

pada tahun 2020 terjadi penurunann menjadi 69,38 akibat 

penyebaran wabah covid-19 yang berdampak nyata pada 

penyelenggaraan pendidikan dengan pengalihan proses pembelajaran 

dari sekolah kerumah, melalui pembelajaran daring berbasis 

teknologi informasi. Seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Riau 

pada tahun 2022 maka mempengaruhi angka kenaikan IPM seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Riau. Hal ini utamanya disebabkan oleh 

peningkatan UHH, HLS, dan RLS. Pada tahun 2021 Indeks 

Pembangunan Manusia sebesar 69,67 point, naik menjadi sebesar 

70,31 point pada Akhir Tahun 2022. Ini menunjukkan pembangunan 

manusia di Kabupaten Rokan Hulu sudah lebih baik dari tahun 

sebelumnya. Kendati pada tahun 2022 wabah Covid-19 sudah selesai 

dengan kategori endemic namun penurunann kasus penyakit terus 

menurun artinya secara tidak langusng aktifitas masyarakat mulai 

membaik baik dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan. 

 

2. Angka Kemiskinan 

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten 

Rokan Hulu dari Tahun 2017 hingga 2022 cendrung berfluktuasi, 

persentase penduduk miskin tahun 2017 sebesar 10,91 persen, 

mengalami peningkatan menjadi 10,95 persen pada tahun 2018, 

kemudia mengalami penurunann menjadi 10,53 persen dan 10,31 
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pada tahun 2019, pada tahun 2020, pada tahun 2021, dan pada 

tahun 2022 persentase penduduk miskin menurun menjadi 9,95 

persen. Turunnya persentase penduduk miskin ini disebabkan karena 

aktifitas masyarakat mulai membaik baik dari sisi ekonomi, 

pendidikan dan kesehatan. 

Grafik 1 

Grafik Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2017 – 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022. 

 

Penurunann tingkat kemiskinan merupakan salah satu ukuran 

keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin 

pada penurunann angka kemiskinan saja, tetapi juga terjadi 

perbaikan kualitas hidup penduduk miskin. Untuk melakukan analisis 

indikator tingkat kemiskinan secara lebih rinci dapat digunakan 

persentase penduduk miskin dengan menggunakan Headcount Index 

of Poverty (HCI-Po). Persentase penduduk miskin yang tinggi 

menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. 

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lain dalam 

permasalahan kemiskinan yaitu tingkat kedalaman kemiskinan dan 

tingkat keparahan kemiskinan. 
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Tingkat Kemiskinan: Tahun 2021 sebesar 10,40 persen, turun 

menjadi 9,95% pada Akhir Tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa 

penduduk miskin berkurang di Daerah, yang tentunya menjadi 

perhatian serius kedepannya secara berkelanjutan dalam 

Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga jumlahnya kedepan 

dapat ditekan. Penurunann tersebut disebabkan karena adanya 

kebijakan penanggulangan kemiskinan, namun masih perlu terus 

dilakukan dengan memperkuat wilayah pembangunan ekonomi dan 

infrastruktur pedesaan khususnya ke sentra produksi. 

Penyebaran wabah covid-19 di yakini akan berimbas terhadap 

pencapaian tingkat kemiskinan, pembatasan sosial yang membatasi 

gerak dan mobilitas berpengaruh signifikan terhadap perekonomian 

yang menjadi penyebab utamanya, namun pemerintah Kabupaten 

Rokan Hulu terus berupaya menekan tingkat kemiskinan melalui 

pemberian fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan untuk 

masyarakat kurang mampu, paket sembako untuk masyarakat yang 

kurang mampu, Bantuan sosial tunai, Bantuan bibit ternak, 

pemberian pelatihan usaha dan pemanfaatan Dana Desa untuk 

mengurangi dampak sosial. Dengan bantuan tersebut diharapkan 

angka kemiskinan dapat ditekan. Pada tahun 2021 di yakini akan 

mengalami peningkatan persentase penduduk miskin yang target 

semula 8,34 % dikoreksi menjadi 10 s/d 11 %. Namun pada tahun 

2021 angka persentase penduduk miskin diprediksi akan kembali 

sedikit membaik. Secara rinci perkembangan dan proyeksi perentase 

penduduk miskin dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan tahun 2017 – 2021 dan 

Proyeksi Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu 

Indikator 

Makro 

Realisasi 2022 

2017 2018 2019 2020 2021 
Target 

RPJMD 
Penyesuaian 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin (ribu 

orang) 

69,24 72,28 72,21 73,35 74,73 72,86 67,76-72,86 

Persentase 

Penduduk 

Miskin  

10,91 10,95 10,53 10,31 10,40 10,14 10,14-10,30 

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022. 
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3. Angka Pengangguran 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator 

yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap 

oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya 

pasokan tenaga kerja. Persentase penduduk berkerja di Kabupaten 

Rokan Hulu sangat berfluktuasi. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan 

sebesar 3,62% dampak dari kenaikan ini dikarenakan pengangguran 

di daerah mengalami kenaikan akibat pasca pandemi covid 19 

sehingga mengakibatkan tingginya pekerja yang menghadapi 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Tingginya 

pekerja PHK tersebut, masuknya angkatan kerja baru kepasar kerja, 

dan keterbatasan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja 

berpotensi menambah pengangguran.  

Grafik 2 

Perkembangan TPT Tahun 2017 – 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 

Kebupaten Rokan Hulu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

 

Tingkat Pengangguran: Tahun 2021 sebesar 2,25 %, naik 

menjadi 3.62% pada Akhir Tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa 

Angkatan Kerja yang menganggur sedikit mengalami kenaikan  
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jumlahnya di Daerah. Kabupaten Rokan Hulu termasuk daerah yang 

memiliki posisi relatif tingkat kesempatan kerja yang keempat 

terendah di Provinsi Riau, dengan posisi relatif perkembangan tingkat 

kesempatan kerja. Pada tahun 2022 Proyeksi Tingkat penggangguran 

terbuka mengalami kenaikan menjadi 3,41%–4,33%, hal ini 

berkaitan dengan dampak pandemi covid 19 masih mungkin berlanjut 

hingga tahun 2022 yang menyebabkan perekonomian mengalami 

kontraksi, pengangguran terbuka dan kemiskinan mengalami 

peningkatan. 

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hulu pada 

tahun 2021 mencapai 2,25 persen, menurun 2,17 persen dibanding 

tahun 2020 yang mencapai 4,42 persen. Penurunann tersebut diduga 

karena adanya kenaikan tenaga kerja di bidang perkebunan sawit 

dimana komoditi tersebut merupakan komoditi unggulan di 

Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan data BPS tingkat partisipasi 

Angkatan Kerja atau TPAK mengalami peningkatan menjadi 66,50 

persen pada tahun 2021, dibandingkan dengan tahun 2020 tingkat 

partisipasi angkatan kerja sebesar 65,26 persen. 

Tabel 2.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017 

– 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 Kabupaten Rokan Hulu 

Indikator 

Makro 

Realisasi 2022 

2017 2018 2019 2020 2021 
Target 

RPJMD 
Penyesuaian 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (%) 

6,17 5,40 4,71 4,42 2,25 4,33 3,41-4,44 

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022. 

 

4. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro 

untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. 

Berdasarkan data yang disampaikan dalam tabel menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu cukup 

fluktuatif. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan 

Hulu sebesar 5,38%, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi 

mengalami perlambatan dari tahun 2017 menjadi 4,18%, akan tetapi 
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pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kebupaten Rokan Hulu 

kembali mengalami kenaikan menjadi 4,92%.  

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami 

perlambatan yang cukup signifikan menjadi 1,52%. Terakhir pada 

tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kebupaten Rokan Hulu meningkat 

kembali menjadi 4,98%. Pertumbuhan tersebut lebih baik jika 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang 

mencapai 1,52%. Pada tahun 2021 tercatat ada satu lapangan usaha 

yang pertumbuhannya mengalami kontraksi sedangkan sisanya 

mengalami pertumbuhan positif. Hal ini bisa dilihat dari kembali 

tumbuhnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,57%. Pada tahun sebelumnya, 

lapangan usaha tersebut mengalami kontraksi sebesar 12,75 persen. 

Selain itu, aktifitas usaha toko/tempat berjualan pada tahun 2021 

juga sudah mulai pulih dari tahun sebelumnya. 

Grafik 3  

Pertumbuhan Ekonomi (dalam %)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

 

Disamping itu, Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan yang mempunyai pengaruh terbesar dalam perekonomian 

Kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan positif walaupun 
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melambat jika dibanding tahun sebelumnya. Lapangan usaha 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi penyelamat 

perekonomian Kabupaten Rokan Hulu ditengah ketidakstabilan 

ekonomi selama pandemi Covid-19. 

Pada tahun 2021 tercatat lapangan usaha mengalami 

pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan 

perikanan yang mempunyai pengaruh terbesar dalam perekonomian 

kabupaten Rokan Hulu mengalami perlambatan pertumbuhan. 

Melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan 

dan perikanan turut berimbas terhadap pertumbuhan lapangan usaha 

industri pengolahan sehingga mengakibatkan lesunya perekonomian 

di Kabupaten Rokan Hulu. Lapangan usaha pertambangan dan 

penggalian menjadi penyelamat perekonomian kabupaten Rokan 

Hulu agar tidak terpuruk lebih dalam. Sementara itu, pada tahun 

2022 diproyeksikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,69-

3,04%, maka perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan 

sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di 

Kabupaten Rokan Hulu dengan tetap memperhatikan dampak dari 

Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih meningkat 

penyebarannya. Program dan kegiatan juga difokuskan pada 

penanganan Pandemi COVID-19 dan peningkatan peran dan 

sinergitas sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan 

terutama yang terkena dampak signifikan dari Pandemi COVID-19. 

 

5. Pendapatan Perkapita 

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga 

berlaku sejak tahun 2014 hingga 2021 senantiasa mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 44,59 

juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 

2021 mencapai 73,89 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita 

disebabkan semakin tingginya jumlah Pendapatan Domestik Regional 

Bruto Kabupaten Rokan Hulu, walaupun kenaikannya tidak signifikan 

akibat tingginya pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Rokan 
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Hulu. Pada tahun 2021, PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar 

33.909,55 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 

25.106,87 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 

atau tumbuh menjadi 1,49. Dilihat dari sisi lapangan usaha, 

pertumbuhan tertinggi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial (9,99 persen).  

Grafik 4 

Perkembangan PDRB Perkapita (dalam juta rupiah)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

 

Struktur perekonomian sebagian masyarakat di Kabupaten 

Rokan Hulu telah bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya 

peranan masing- masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB 

Kabupaten Rokan Hulu. Sumbangan terbesar pada tahun 2021 

dihasilkan oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, 

kemudian kategori industri pengolahan, perdagangan besar dan 

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, pertambangan dan 

penggalian, dan konstruksi. Sedangkan struktur perekonomian pada 

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar 
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Harga Konstan juga terlihat pergeseran dari kategori pertanian, 

kehutanan, dan perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat 

dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap 

pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Sumbangan terbesar 

pada tahun 2021 juga dihasilkan oleh kategori pertanian, kehutanan, 

dan perikanan sebesar 13.167,81 milyar rupiah, kemudian kategori 

industri pengolahan sebesar 6.992,43 milyar rupiah, perdagangan 

besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1.269,85 

milyar rupiah, serta pertambangan dan penggalian sebesar 1.002,45 

milyar rupiah. 

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga 

berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 48,33 

juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 

2021 mencapai 73,89 juta rupiah). Kenaikan angka PDRB per kapita 

yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor 

inflasi. disini dapat kita lihat besar kecilnya jumlah penduduk akan 

mempengaruhi nilai PDRB perkapita. 

 

6. Ketimpangan Pendapatan (gini rasio) 

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari 

sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 

perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan 

daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi 

pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan 

masalah-masalah sosial di masyarakat. Koefisien gini (Gini Ratio) 

merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai 

tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. 

Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi 

ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini 

ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, 

nilai gini ratio antara 0,30 -0,49 termasuk kategori ketimpangan 
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sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan 

rendah.   

Gini rasio Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam kategori 

ketimpangan sedang. pada tahun 2018 gini rasio Kabupaten Rokan 

Hulu sebesar 0,298 dan pada tahun 2019 gini rasio Kabupaten Rokan 

Hulu naik menjadi sebesar 0,306. Tahun 2020 gini rasio Kabupaten 

Rokan Hulu naik menjadi 0,314. Terakhir pada tahun 2022 gini rasio 

Kabupaten Rokan Hulu turun menjadi sebesar 0,268. Meskipun 

ketimpangan pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam 

kategori sedang, akan tetapi hal tersebut harus menjadi perhatian 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan 

pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga ketimpangan tersebut 

dapat ditekan dan diturunkan ke tingkat ketimpangan yang rendah. 
 

Grafik 5 
Indeks Gini Rasio Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

 

Indeks Gini Ratio: Tahun 2021 sebesar 0,296 point, turun 

menjadi 0,268 point pada Akhir Tahun 2022. Ini menunjukkan 

tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu sudah 

lebih baik dari tahun sebelumnya. Kondisi saat ini angka gini ratio 

Kabupten Rokan Hulu masih berada pada tahap sedang namun 
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diperlukan antisipasi dan upaya yang sungguh-sungguh pemerintah 

secara terus menerus untuk mengambil kebijakan yang tepat agar 

kesenjangan pendapatan masyarakat semakin dapat diturunkan. 

  

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN 

 

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari 

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan tentang pemerintahan daerah selama 1 tahun 

anggaran. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah 

memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai 

dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan 

penunjang. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Kabupaten Rokan Hulu pada tahun anggaran 2022 tergambar pada 3 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yaitu Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja 

Kunci Hasil serta Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang 

Urusan Pemerintahan. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kunci Keluaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

Anggaran 2022. 

No URUSAN No IKK OUTPUT 
CAPAIAN 

INERJA 
KETERANGAN SUMBER DATA 

1 2 3 4 5 6 7 

URUSAN WAJIB 

1 PENDIDIKAN 1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terkareditasi (negeri dan 

swasta) 
174   DISDIKPORA 

  2 Jumlah Peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yg menerima 

perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 
0   

 

  3 Jumlah peserta didik PAUD yg menerima pembebasan biaya 

pendidikan 
0   

 

  4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 0   
 

  5 Jumlah pendidik pada PAUD 701   
 

  

  

6 Jumlah pendidik PAUD yg memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV)  atau 

Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau 

psikologi dan setifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 

402 

  
 

    7 Jumlah kepala sekolah PAUD yg memiliki ijazah D-IV atau S1, 

sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan 
calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan 

pelatihakn kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah 

yg berwenang 

74 

  

 

    8 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 487   
 

  9 Jumlah peserta didik jenjang SD yg menerima perlengkapan dasar 

peserta didik dari Pemerintah Daerah 
0   

 

    

10 Jumlah peserta didik jenjang SMP yg menerima perlengkapan dasar 

perserta didik dari Pemerintah Daerah 
0   

 

11 Jumlah peserta didik pada jenjang SD yg menerima pembebasan 

biaya pendidikan  
0   

 

12 Jumlah peserta didik pada jenjang SMP yg menerima pembebasan 

biaya pendidikan  
0   

 

13 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SD 0   
 

    

14 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pd jenjang SMP 0   
 

15 Jumlah pendidik pada jenjang SD 4.523   
 

16 Jumlah pendidik pada jenjang SMP 725   
 

17 Jumlah Kebutuhan minimal tenaga kependidikan pd jenjang SD 0   
 

18 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pd jenjang SMP 0   
 

    19 Jumlah tenaga kependidikan pd jenjang SD 885   
 

    20 Jumlah tenaga kependidikan pd jenjang SMP 491   
 

    
21 Jumlah pendidik pd jenjang SD yg memiliki ijazah D-IV atau sarjana 

S1 dan sertifikat pendidik 
3.836   

 

    
22 Jumlah pendidik pd jenjang SMP yg memiliki ijazah D-IV atau S1 dan 

sertifikat pendidik 
615   

 

    23 Jumlah kepala sekolah pada jenjang SD yg memiliki ijazah D-IV atau 246   
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S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan 

calon kepala sekolah  

    

24 Jumlah kepala sekolah pada jenjang SMP yg memiliki ijazah D-IV atau 

S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan 

calon kepala sekolah  

133   
 

    
25 Jumlah tenaga penunjang lainnya pd jenjang SD yg memiliki ijazah 

SMA / sederajat 
711   

 

    
26 Jumlah tenaga penunjang lainnya pd jenjang SD yg memiliki ijazah 

SMA / sederajat 
253   

 

    
27 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan 

Swasta) 
14   

 

    
28 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yg menerima 

perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 
0   

 

    
29 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yg 

menerima pembebasan biaya pendidikan 
0   

 

    
30 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan 

kesetaraan (Negeri dan Swasta) 
0   

 

    
31 Jumlah pendidik pd satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan 

Swasta) 
139   

 

    
32 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan 

Swasta) yg memiliki ijazah D-IV atau Sarjana (S1) 
124 

   

    

33 Jumlah kepala sekolah pada jenjang SD yg memiliki ijazah D-IV atau 

S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan 

calon kepala sekolah 

0 

  
 

    
34 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri 

dan Swasta) yg memiliki ijazah D-IV atau S1 
12 

   

2 KESEHATAN 
1 Jumlah RS Rujukan Kabupaten yg memenuhi sarana, prasarana dan 

alat kesehatan (SPA) sesuai standar 
5  RSUD 

  

DINKES 

    2 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya 6   Rumah Sakit   

    
3 Jumlah dukung Logistik kesehatan tersedia (ibu hamil yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan) 
82.496 

  

    4 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal 292   

    
5 Jumlah dukung Logistik kesehatan tersedia (Ibu bersalin yang 

mendapatkan pelayanan persalinan) 
22.569 

  

    6 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sasuai standar 326   

    
7 Jumlah dukung Logistik kesehatan tersedia (bayi baru lahir yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) 
64.977 

  

    
8 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai 

standar 
333 

  

    
9 Jumlah dukung Logistik kesehatan tersedia ( balita yang mendapatkan 

layanan kesehatan sesuai standar) 
202.964 

  

    
10 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai 

standar 
2.688 

  

    
11 Jumlah dukung Logistik kesehatan tersedia ( anak usia pendidikan 

dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar) 
129.817 

  

    
12 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia 

pendidikan dasar sesuai standar 
4.034 
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13 Jumlah dukung Logistik kesehatan tersedia (orang Usia 15-59 tahun 

yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar  ) 
59.114  

  

    14 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan  sesuai standar 614   

    
15 Jumlah dukung Logistik kesehatan tersedia (warga negara usia 60 

tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) 
 48.359 

   

    16 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar  380   
 

    
17 Jumlah dukung Logistik kesehatan tersedia (penderita hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) 
 423 

   

    18 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar  483   
 

    
19 Jumlah dukung Logistik kesehatan tersedia (penderita DM yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ) 
 11.067 

   

    20 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar  422   
 

    
21 Jumlah dukung Logistik kesehatan tersedia (penderita ODGJ yang 

mendapatkan pelayanan sesuai standar ) 
 1.295 

   

    22 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar  43   
 

    
23 Jumlah dukung Logistik kesehatan tersedia (penderita TBC yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar) 
 53.667 

   

    24 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar  300   
 

    

25 Jumlah dukung Logistik kesehatan tersedia (orang dengan resiko 

terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai 

standar) 

 22.755 

  
 

    26 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar  396   
 

3 PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 

1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan 

Kabupaten (Ha) 
0   

PUPR 

  
2 Panjang sungai di kawasan permukiman yg rawan banjir di WS 

kewenangan Kabupaten (M) 
0   

  
3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yg rawan abrasi erosi 

dan akresi di WS kewenangan Kabpaten (Ha) 
0   

  
  4 Panjang Pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi 

di WS  kewenangan kabupaten (Ha) 
0   

  
  5 Rencana tata Pengaturan Air dan tata pengairan pengelolaan SD air 

WS kewenangan Kabupaten 
0   

  
  6 Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan tata pengairan / rencana 

pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten 
0   

  
  7 Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik 

pemerintah Kabupaten 
0   

    8 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer  kondisi baik 61,92%   

    9 Persentase Panjang Jaringan Irigasi Skunder kondisi baik 46,86%   

    10 Persentase Panjang Jaringan Irigasi tersier kondisi baik 25,02%   

    11 Penetapan dokumen RISPAM Kabupaten (Ada / Tida Ada)  Ada   PERKIM 

    12 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten Tidak Ada   PERKIM 

  
  13 Jumlah BUMD dan / atau UPTD Kabupaten penyelenggaran SPAM (Ada 

/ Tida Ada) 
Ada   

PERKIM 
  

  14 Jumlah izin yg diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan 

penyelenggaraan SPAM 
0   

    15 Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat 0   
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dan Pemerintah Daerah Lainnya 

  
  16 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan 

pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 
2.346 unit   

  

  17 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan 

pemenuhan pelayanan dasar menggunakan 

SPALD-T 

1.270 unit   

  

  18 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data 

jumlah rumah dengan akses sambungan rumah 

untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 

dan SPALD T 

3.616 unit   

  
  19 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan 

lumpur tinja 
0   

  
  20 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan 

lumput rinja 
0   

 
 21 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air 

limbah domestik 
0  

    22 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar 0   

    22 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman 0   

    23 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 0   

    24 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 0   

    25 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 0   

    26 Kinerja penyediaan  prasarana pengolahan lumpur tinja 0   

    27 Kinerja penyediaan sambungan rumah yg tersambung ke IPALD 0   

    28 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja 0   

    
29 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah 

deret sederhana yg laik fungsi 
0   

    
30 Jumlah IMB yg diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam 

tahun eksisting 
0   PUPR 

    31 Penetapan Perda tentang bangunan / Gedung  Ada    

PERKIM 

    32 Penatapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan / Gedung 0   

    
33 Jumlah bangunan gedung yg di tetapkan oleh Bupati untuk dilindungi 

dan dilestarikan 
0   

    
34 Jumlah bangunan gedung yg ditetapkan oleh Bupati untuk 

kepentingan strategis daerah Provinsi 
0   

    35 Jumlah Bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten 157 unit   

    
36 Jumlah Bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yg 

dipelihara / rawat 
157 unit   

    
37 Panjang jalan berdasarkan yg ditetapkan Kepala Daerah dalam SK 

Jalan Kewenangan Kabupaten 
2140,365 Km   

PUPR 

    38 Panjang jalan yg dibangun 2 Km   

    39 Panjang Jembatan yg dibangunan 13 unit   

    40 Panjang jalan yg ditingkatkan (struktur / Fungsi) 4,5 Km   

    41 Panjang Jembatan yg diganti / dilebarkan Tidak ada    

    42 Panjang Jalan yg direkonstruksi / direhabilitasi 99,51 Km   

    43 Panjang Jembatan yg direhabilitasi 35 M2   

    44 Panjang jalan yg dipelihara 385,41 Km   



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 107 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

    45 Panjang jembatan yg dipelihara 47 M2   

    46 Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah  kabupaten/kota 5   

    47 Jumlah tenaga kerja Konstruksi terlatih di wilayah kabupaten/kota 170   

    
48 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di 

wilayah kabupaten/kota 
5   

    
49 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan 

Kabupaten yg aktif dengan data termutakhir 
1   

    

50 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di 

wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yg bersumber dari APBD 

Kabupaten 

0   

    
51 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di 

wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yg bersumber dari APBN 
ADA   

    

52 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di 

wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yg bersumber dari 

pendanaan lainnya 

TIDAK ADA   

    

53 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai 

kewenangannya yg sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha 

jasa konstruksi yg termutakhir secara berkala 

TIDAK ADA   

    
54 Tersedianya data dan profil OPD seb-urusan jasa konstruksi 

Kabupaten 
1   

    

55 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi 

/ analis konstruksi di wilayah Kabupaten yg dilaksanakan sendiri atau 

melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja 

(LPPK) yg diregistrasi oleh menteri yg membidangi jasa konstruksi, 
asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.  

5   

    

56 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yg terlatih di 
wilayah Kabupaten yg dibuktikan dengansertifikat pelatihan operator 

dan teknisi / analis 

170   

    
57 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yg 

tersertifikasi operator / teknisi / analis di wilayah Kabupaten 
170   

    
58 Tersedianya data dan informasi badan usaha yg mendapatkan 

pembinaan di wilayah Kabupaten 
0   

    
59 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan 

IUJK badan usaha dan TDUP yg disetujui 
0   DMPTSP 

    

60 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian 

jenis, sifat, klasifikasi. Layanan usaha, bentuk dan / atau kualifikasi 

usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yg menjadi kewenangan 

pengawasannya 

0   

PUPR     
61 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yg 

menjadi kewenangan pengawasannya 
0   

    

62 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian 

jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan / atau kualifikasi 

usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yg menjadi 

kewenangan pengawasannya 

0   

    63 Jumlah badan usaha yg memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten 103   

DMPTSP     64 Jumlah usaha perseorangan yg memiliki TDUP di wilayah Kabupaten 276   

    65 Jumlah badan usaha yg memiliki IUJKN yg terlibat dalam proyek di 103   
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wilayah Kabupaten 

    
66 Jumlah badan usaha yg mendapatkan pembinaan di wilayah 

Kabupaten 
0   PUPR 

    
67 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJKN badan usaha dan 

TDUP yg disetujui 
0   DMPTSP 

    

68 Jumlah pengawasan terkait ketidasesuain jenis, sifat, kalsifikasi, 

layanan usaha, bentuk dan / atau kualifikasi usaha dengan kegiatan 

usaha jasa konstruksi yg menjadi kewenangan pengawasannya 

0   

PUPR     
69 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yg menjadi kewenangan 

pengawasannya 
0   

    

70 Jumlah pengawasan terkait ketidasesuain jenis, sifat, kalsifikasi, 

layanan usaha, bentuk dan / atau kualifikasi usaha dengan segmentasi 

pasar jasa konstruksi yg menjadi kewenangan pengawasannya 

0   

4 PERUMAHAN RAKYAT  1 Jumlah rumah yg berada pada kawasan rawan bencana dan rencana 

penangannya 
0   

PERKIM 

2 Jumlah rumah yg terkena bencana alam 0   

3 Jumlah RT, KK dan jiwa korban yg rumahnya terkena bencana alam 0   

    

4 Jumlah unit rumah korban bencana yg direhabilitasi sesuai dengan 

rencana aksi 
0   

5 Jumlah unit rumah korban bencana yg dibangun kembali sesuai 

dengan rencana aksi 
0   

6 Jumlah unit rumah korban bencana yg dibangun baru/ relokasi sesuai 

dengan rencana aksi 
0   

7 Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yg akan menjadi tempat ringgal 

sementara korban bencana 
0   

    8 Jumlah RT,KK dan Jiwa korban bencana yg terfasilitasi 0   

    9 Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan 0   

    

10 Jumlah rumah tangga penerima layanan yg telah mendapatkan 

fasiltasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan 

SPM 

0   

    

11 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yg belum 

mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan / atau 

bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM 

0   

    
12 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa 

berdasarkan renana pemenuhan SPM 
0   

    

13 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yg telah 

mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana 
pemenuhan SPM 

0   

    
14 Jumlah rumah tangga penerima layanan yg belum mendapatkan 

penyediaan rumah layak huni berdasarkan renana pemenuhan SPM 
0   

    15 Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah 0   

    16 Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 25,61 Ha   

    17 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 493 unit   

    18 Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh 15,08 Ha   

    19 Jumlah rumah di Kabupaten 98,336 unit   

    20 Jumlah unit Peningkatan kualitas RTLH 493 unit   

    21 Jumlah rumah tidak layak huni 9.975 unit   
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    22 Jumlah rumah yg tidak dihuni 0   

    23 Rasio rumah dan KK 612   

    24 Jumlah rumah pembangunan baru 519 unit   

    25 Jumlah perumahan yg terfasilitasi PSU 20   

    26 Jumlah unit rumah yg sudah difasiltasi air minum 5.466 unit   

    27 Jumlah unit rumah yg terfasilitasi jalan lingkungan 3.185   

    28 Jumlah unit rumah yg terfaslitasi akses sanitasi (on site / off site) 32.309 unit   

    29 Jumlah Perumahan ygterfasilitasi RTNH 0   

    30 Jumlah unit rumah yg terfasilitasi akses PJU 0   

    31 Jumlah pengembang yg tersertifikasi 0   

    32 Jumlah pengembang yg teregistrasi 0   

    33 Jumlah pengembang yg mendapatkan penyuluhan atau pelatihan 0   

5 KETENTRAMAN, 

KETERTIBAN UMUM DAN 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yg 

ditangani 
415   

SATPOL PP & DAMKAR 

2 Jumlah Satlinmas yg terlatih dan dikukuhkan 0 orang   

3 Jumlah Perda dan Perkada yg ditegakkan 2 perda   

4 Jumlah Polisi Pamong Praja yg memiliki kualifikasi sebagai PPNS  3 orang   

5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta 

penanganan gangguan trantibum 
4 dokumen   

6 Tersedianya sarana prasarana minimal 0   

    

7 Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah 

/ legal 
100%   

BPBD 

8 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yg 

memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 
100%   

9 Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah / legal 0%   

10 Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah / 

legal 
0%   

11 Persentase jumlah aparatur dan warga negara yg ikut pelatihan 100%   

    

15 Persentase warga negara yg ikut pelatihan 100%   

16 Persentase warga negara yg mendapatkan layanan pusdalops 

penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan 

bencana 

0%   

17 Persentase warga negara yg mendapatkan peralatan perlindungan 0%   

18 Persentase kecepatan respon kurang daru 24 jam untuk setiap status 

KLB 
0%   

19 Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status 

darurat bencana 
0%   

20 Persentase jumlah petugas yg aktif dalam penanganan darurat 

bencana 
25%   

21 Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi 

terhadap kejadian bencana 
0,31%   

22 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evauasi pada kondisi 

membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas 

Pemadam Kebakaran di Kabupaten 

25 Kali   

SATPOL PP & DAMKAR 

23 Tersedianya pos sektor Damkar yg dilengkapi sarana prasarana 

Damkar, sarana prasarana penyelamatan di Kantor Kecamatan 
3 Pos damkar   
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24 Tersedianya aparatur selama 24 jam yg dilaksanakan secara 

bergantian (shift) di Kantor Kecamatan 
74 orang   

25 Pos Damkar yg dilengkapi dengan sarana / prasarana damkar, sarana 

prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan / desa 
0   

26 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan 

evakuasi 
274 sarpras   

27 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yg memenuhi Stanar Kualifikasi 

Pemadam sebagaimana dimaksud Permendagri No 16 Tahun 2009 ttg 

Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 

38 orang   

28 Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam 

Kebakaran atau perangkat daerah yg menyelenggarakan sub urusan 

kebakaran 

666 orang   

29 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran 0   

6 SOSIAL 1 Jumlah layanan data dan pengaduan yg dimiliki 1 Puskesos   

DINSOS P3A 

2 Jumlah data penyandang disabilitas, terlantar, anak terlantar, lansia 

terlantar dan gepeng yg untuk masuk dalam data FM dan OTM 
3.264   

3 Jumlah Tim Reakis Cepat yg dibentuk 1   

4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia 

terlantar dan gepeng yg dijangkau 
1.076 anak   

5 Jumlah kendaraan roda empat yg akses khusus layanan kedaruratan 

yg dimiliki 
3 Unit   

6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia 

terlantar dan gepeng yg menerima paket permakanan sesuai standar 

gizi 

837   

7 Jumlah rumah singgah / shelter / tempat tinggal sementara yg dimiliki 

sesuai standar 
0   

8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia 
terlantar dan gepeng yg menerima paket sandang 

50   

    
9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia 

terlantar dan gepeng yg memanfaatkan alat bantu 
189 orang   

    10 Jumlah alat bantu yg tersedia dirumah singgah / shelter 0   

    11 Jumlah paket perbekalan kesehatan yg tersedia 0   

    
12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia 

terlantar dan gepeng yg memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 
0   

    13 Jumlah tenaga kesehatan yg disediakan di rumah singgah 0   

    
14 Jumlah pekerja sosial profesional dan / atau TKS dan / atau relawan 

sosial yg disediakan 
17 orang   

    

15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia 
terlantar dan gepeng yg mendapatkan bimbingan fisik, mental dan 

sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah 

Singgah / shelter dan / atau pusat kesejahteraan sosial 

0 anak terlantar   

    
16 Jumlah bimbingan sosial yg dilaksanakan kepada keluarga dan 

masyarakat 
0   

    

17 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia 

terlantar dan gepeng yg difasilitasi untuk mendapatkan dokumen 

kependudukan 

1 anak terlantar   

    18 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia 0   
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terlantar dan gepeng yg mendapatkan akses layanan pendidikan dan 

kesehatan dasar 

    
19 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia 

terlantar dan gepeng yg mendapatkan layanan penelusuran keluarga 
0 orang   

    
20 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia 

terlantar dan gepeng yg direunifikasi dengan keluarga 
6 orang   

    
21 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia 

terlantar dan gepeng yg dirujuk 
1 orang   

    22 Jumlah korban bencana yg mendapatkan makanan 783   

    23 Jumlah korban bencana yg menerima paket sandang 25   

    24 Jumlah tempat penampungan pengungsi yg dimiliki 0   

    25 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan  0   

    26 Jumlah korban bencana yg menerima pelayanan dukungan psikososial 0   

    
27 Jumlah pekerja sosial profesional  / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan / 

atau relawan sosial yg tersedia 
17 Orang   

7 TENAGA KERJA 1 Dokumen perencanaan tanag kerja Kabupaten 0   

DISKOP, UKM NAKERTRANS 

    2 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenag kerja 0%   

    3 Jumlah perusahaan yg menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten 0   

    

4 Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster 0%   

5 Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 0%   

6 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 0   

7 Persentase LPK yg terakreditasi 0   

8 Persentase LPK yg memiliki Perizinan  0%   

9 Jumlah penganggur yg dilatih 0   

10 Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 0%   

11 Persentase penyerapan lulusan 0%   

12 Lulusan bersertifikat kompetensi 0   

13 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja 

Indonesia (CTKI) yg diberikan pelatihan 
0   

14 Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) /  Calon 

Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 
0   

15 Persentase perusahaan yg menerapkan program peningkatan 

produktifitas 
0%   

16 Data tingkat produktivitas total 0   

17 Persentase perusahaan yg telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 3,52%   

18 Persentase perusahaan yg telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) 
2,01%   

19 Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yg tercapatat, federasi 

SP/SB yg tercatat, SP/SB diperusahaan yg tercatat, SP/SB di luar 

perusahaan yg tercataat dan anggota SP/SB di perusahaan  

114   

20 Persentase perusahaan yg sudah menyusun strukutr skala upah 0%   

21 Persentase perusahaan yg telah terdaftar sebatas peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 
0%   

22 Persentase jumlah perusahaan yg berselisih   7,54%   

23 Jumlah mogok kerja 1   

24 Jumlah  penutupan perusahaan 0   
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25 Jumlah  perselisihan kepentingan 7   

26 Jumlah perslelisihanantar Serikat Pekerja Serikat Buruh (SP/SB) 

dalam 1 (satu) perusahaan 
0   

27 Jumlah perselisihan PHK 8   

28 Jumlah pekerja / buruh yg ter-PHK 31   

29 Jumlah perselisihan yg diselesaikan melalui perundingan bipatrite 12   

30 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabpaten yg diberdayakan 0   

31 Persentase perselisihan hubungan industrial yg diselesaikan melalui 

Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial 
48%   

32 Jumlah lowongan kerja yg tersedia di Wilayah Kabupaten 0   

33 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten 1.201   

34 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kabupaten 3   

35 Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu Kabupaten 0   

36 Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 0   

37 Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar 

kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten 
0   

38 Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh Dinas Bidang 

Ketenagakerjaan Kabupaten 
0   

39 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) 
Online (SISNAKER) 

0   

40 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja 
Indonesia (CTKI)) yang mendaptkan sosialisasi 

45   

41 Jumlah Calon Pekerja Migran Indinesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja 

Indonesia(CTKI) yang terdata 
0   

42 Jumlah Calon Pekerja Migran Indinesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja 

Indonesia(CTKI)  yang mendapatkan fasilitas kepulangan 
0   

43 Jumlah Calon Pekerja Migran Indinesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja 

Indonesia(CTKI)  yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja 
0   

44 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) purna dan keluarga  
0   

45 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan 0   

8 PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLNDUNGAN ANAK 

1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten yang telah 

dilatih PUG 
0   

DINSOS P3A 

2 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah 

dievaluasi melalui analisis gender ditingkat Kabupaten 
12   

3 Jumlah media massa (cetak eloktronik) yang bekerjasama dengan 

pemKabupaten (dinas PPPa) untuk melakukan KIE pencegahan 

kekerasan terhadap anak 

1 MoU   

4 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan 

minimal 
1 UPT PPA   

5 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 100%   

6 Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan  0 UPT PPA   

7 Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan 

keuangan/fasilitas oleh pemKabupaten (APBD Kabupaten) 
1 UPT PPA   

8 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang 

perempuan tingkat Kabupaten yang mendapatkan pelatihan 
0   
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9 Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten yang sudah dilatih 0   

10 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang 

mendapatkan pelatihan 
0   

    11 Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang 

mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kabupaten 
0   

    12 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah 

dievaluasi 

2 SR TTPO   

    13 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan 

yang telah terstandardisasi 
1 UPT PPA   

    14 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani 100%   

9 PANGAN 1 Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya 

untuk penyimpanan cadangan pangan 
  12   

DKPP 

2 Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya   20   

3 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal   TIDAK ADA   

4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka 

pemenuhan komsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 
585   

5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 1   

6 Tertanganinya kerawanan pangan  7   

7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan  20   

8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar  4   

10 PERTANAHAN 1 SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati 0   

DMPTSP DAN SETDA 

(ADWIL) 

2 SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang 

bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan daftar 

subyek 

1   

3 SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti rugi Kepada Bekas 

Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee  
0   

    4 Dokumen Izin membuka tanah 1   

  5 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten 1   

11 LINGKUNGAN HIDUP 1 Hasil perhitungan propinsi terhadap Indeks Kualitas air (IKA)  62   

DINAS LINGKUNGAN HUDUP 

2 Hasil perhitungan propinsi terhadap  Indeks Kualitas Udara (IKU)  90,67  

3 Hasil perhitungan propinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH) 67,27  

  
4 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah diwilayah 

Kabupaten 
16,32   

  
5 Data izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan 

PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten 
0   

  

  6 Rasio pejabat pengawas LH di daerah Kabupaten terdapat usaha yang 
izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh 

pemerintah Kabupaten 

0    

    

7 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah 

Kabupaten 
0    

    

8 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan 

masyarakat hukum adat terkait PPLH  
0    

    9 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat  0   

    

10 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH 

dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten, 
 3    
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lokasi usaha dan dampaknya didaerah Kabupaten yang ditangani 

12 ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN 

CATATAN SIPIL 

1 Penerbitan akta perkawinan  308   

DISDUKCAPIL (Dokumen 

Menyusul) 

2 Penertiban akta perceraian 17   

3 Penertiban akta kematian 1.783   

  4 Penyajian data kependudukan 1   

13 PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa  136   

DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

  

2 Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan 
dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun 

sebelumnya 

139   

  

3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat didesa yang 

terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 
2   

  

4 Jumlah Peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga 

adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan 
139   

14 PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BERENCANA 

1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan (GDPK) yang 

diperdakan 
0   

DPPKB 

  

2 Median Usia Kawin pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 

25-49 tahun 
22 

  

  

3 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specipic Fertility 

Rate/ASFR 15-19 tahun) 
15   

  

4 Persentase masyrakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK 

(advokasi dan KIE) 
100% 

  

    

5 Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja(termasuk 

organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam 

pengelolaan program KKBPK 

100% 

  

    6 Persentase Fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 100%   

    

7 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP) 
16,55% 

  

    

8 Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK 

yang efektif 
0% 

  

    9 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan 47,70%   

    10 Persentase kesetaraan KB di Kabupaten dengan kesetaraan rendah 49,10%   

    11 Persentase kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)  21,59%   
 

15 PERHUBUNGAN 1 Persentase tersedianya fasilias penyelenggaraan terminal penumpang 

angkutan jalan Tipe C 
75% 

  

DISHUB 

    2 Terlaksananya pelayanan uji berkala 39,50   

    

3 Penetapan Tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta 

angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 
0   

    

4 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk 

jaringan jalan kabupaten atau kota 
100%   

16 KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

1 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dijaringan intra 

pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang 

disediakan oleh dinas Kominfo 

100%   

KOMINFO 
    2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang 

berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo 
100%   

    3 Tersedianya sistem eloktronik komunikasi intra pemerintah yang 

disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal 

lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah 

1 Audio Phone   
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    4 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik 

pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan 

memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggaraan 

Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 

80%   

    5 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs  web yang 

sesuai standar 
100%   

    6 persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan 

aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan 

55,17%   

    7 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi 

pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang 
telah diimplementasikan secara elektronik 

55,17%   

    8 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi 
pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik 

10,35%   

    9 Persentase sistim elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

55,17%   

    

10 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi 

dengan sistim penghubung layanan pemerintah 
25,53%   

    

11 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data 

pemerintah 
24,13%   

    

12 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data dipusat data 

pemerintah 
24,13%   

    13 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai 

siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) 
17,24%   

    14 Persentase data yang dapat berbagi pakai 17,24%   

    

15 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi 

yang mendukung smart city 
55,17%   

    

16 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah 

pengelolaan Dinas Kominfo 
21,73%   

    

17 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait 

implementasi e-government 
1   

    

18 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah 

Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah 

dan pemerintah Kabupaten 

5%   

    

19 persentase konten informasi terkait program dan kebijakan 

pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi 

komunikasi (STRAKOM) 

0%   

    

20 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan 

sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah 

ditetapkan 

0%   

17 KOPERASI, USAHA KECIL 

DAN MENENGAH 

1 Persentase fasilitasi penertiban ijin usaha simpan pinjam yang 

diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah 

Kabupaten 

0%   

DISKOP, UKM NAKERTRANS   2 Persentase fasilitasi penertiban izin pembukaan kantor cabang, cabang 

pembantu kantor usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah/kota 

0%   

  3 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk 16,85%   
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koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten 

  4 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai 

kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaaan dalam 

daerah Kabupaten 

1,12%   

  5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan 

wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten 
8,99%   

  6 Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan 

perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 

daerah Kabupaten 

0%   

  7 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 

dalam daerah Kabupaten 

0%   

  8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan 0%   

  
9 

Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten 
1,97%   

  
10 

Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan 

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten 
0%   

  
11 

Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten 
0%   

  

12 

Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan 

kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan 

dalam daerah Kabupaten 

0%   

  
13 

Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan 

untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten 
2,53%   

  14 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 0   

  
15 

Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem online 

data system (ODS) 
7,2%   

  16 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 0%   

  

  17 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi 

standarisasi dan sertifikat produk usaha 
0,04%   

  

  18 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi 

pemasaran 
0,09%   

    19 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 0   

    

20 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui 

lembaga pendampingan 
0% 

  

18 PENANAMAN MODAL 1 PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang 

menjadi kewenangan daerah Kabupaten 
0   

DPMPTSP 

2 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif 
penanaman modal 

0   

3 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman 
modal 

0   

4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 0   

5 Kegiatan pameran penanaman modal 1   

6 Kegiatan Penerimaan misi penanaman modal 0   

7 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 1   

8 Penerbitan  perizinan dan non perizinan penanaman modal 9.491   

9 Laporan Realisasi penanaman modal  ADA   
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10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten 1   

11 Pembinaan  penanaman modal PMA dan PMDN 156   

12 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan 

Kabupaten 
4   

19 KEPEMUDAAN DAN 

OLAHRAGA 

1 Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 5   

DISDIKPORA 

2 Jumlah pemuda yang mendapatkan bantuan kewirausahaan 0   

3 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan 
kepimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda 

25   

4 Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan 

manajemen organisasi kepemudaan 
0   

    

5 Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kopetensi disatuan2 

pendidikan 
0   

    6 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah 1   

20 STATISTIK 1 Tersedianya buku fropil daerah  ADA   KOMINFO 

    2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 0   KOMINFO 

    3 Jumlah kompilasi stastistik sektoral yang dilakukan 1 Buku   KOMINFO 

    4 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 0   KOMINFO 

    

5 Jumlah Kompilasi stastistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari 

BPS 
1 Buku   KOMINFO 

    6 Persentase Kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral 95%   KOMINFO 

    7 Persentase kelengkapan metedata varibel sektoral 95%   KOMINFO 

21 PERSANDIAN 1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan 

pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis 

yang harus diamankan 

0%   

DISKOMINFO 

    2 Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem 

manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan 
informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah 

sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah 

100%   

    3 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit 

dengan resiko kategori rendah 
8,82%   

    

4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh 

titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi 

sandi (PHKS) yang ditetapkan 

17,24%   

22 KEBUDAYAAN 

1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, 

pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)  
792   

DISPARBUD 

    

2 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan 

(penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) 
20   

    

3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun 

karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat) 

11   

    

4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan 

kompetensi, standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas 

tata kelola) 

154   

    

5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengiasian, penetapan, 

pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) 
0   

    

6 Perlindungan cagar budaya propinsi (penyelamatan, zonasi, 

pemeliharaan dan pemugaran) 
11   
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7 Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi keluar provinsi 

dengan dengan dukungan data 
 0   

    

8 Pengembangan cagar budaya provinsi  

(penelitian,revitalisasi,adaptasi) 
11   

    

9 Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, 

pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata) 
11   

    

10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi 

museum 
0   

    

11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan 

pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam 

pengelolaan sarana dan prasarana museum. 

0   

    

12 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi 

museum 
0   

    13 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya SK Bupati   

    14 Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi  0   

    15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya  0   

    16 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman  0   

    17 Penyediaan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman   0   

    

18 penyediaan sarana dan prasarana pendaftaraan cagar budaya dan 

permuseuman 
4   

    19 Penyelenggaran kegiatan museum yang melibatkan masyarakat  0   

23 PERPUSTAKAAN 1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 0,09   

DINAS PERPUSTAKAAN DAN 

ARSIP 

    2 Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat 2,31%   

    3 Rasio ketercukapan tenaga perpustakaan dengan penduduk 0,00012   

    4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 1,89%   

    5 Jumlah permasyarakatan gemar membaca di masyarakat 12.990   

    6 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media 

(digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 
0   

    7 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 0   

    

8 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau 

terdaftar yang ada diwilayah (item) 
0   

24 KEARSIPAN 1 Persantase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 90%   

DINAS PERPUSTAKAAN DAN 

ARSIP 

    2 Persantase arsip in-aktif yang telah dibuat daftar arsip 80%   

    3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 75%   

    4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 30%   

    5 Permusnahan arsip yang sesuai NSPK 0   

    6 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai 

NSPK 
0   

    

7 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan 

atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten yang sesuai NSPK 
di provinsi 

0   

8 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh 

lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK 
167   

9 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan 

daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar 

pencarian arsip yang sesuai NSPK 

0   
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10 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan 

dilembaga kearsipan daerah Kabupaten yang sesuai NSPK 
0   

 

URUSAN PILIHAN 

25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha 

(RTP) 
21   

DKPP 

2 Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional 0%   

3 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang 

usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan 
0   

4 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan 

(pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan 

usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan 

kelembagaan) 

248 Orang   

5 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi 11.211.944   

26 PARIWISATA 1 Jumlah entitas pengelolaan destinasi 8   

DISPARBUD 

    

2 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas 

pariwisata 
119   

    

3 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di 

Kabupaten 
1   

    4 Jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan 4   

    5 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana didalam negeri 0   

    6 Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten 0   

    

7 Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even 

promosi parawisata di dalam negeri 

0 
  

    8 Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 0%   

    9 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 0%   

    

10 Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan 

pembinaan kemitraan usaha masyarakat 
0   

27 PERTANIAN 1 Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan  59.814   

DISTANHOLTI 

    2 Prasarana pertanian yang digunakan 324    

    3 Penertiban izin usaha pertanian 4   

    4 Persentase prasarana yang digunakan  100%   

    5 Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten 100%   

    6 Persentase fasilitasi penanggulan bencana 100%   

  

  

  

  

KEHUTANAN 1 Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura Urusan Konkuren    
 

2 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga Urusan Konkuren   
 

3 Pemulihan ekosistem pada Tahura Urusan Konkuren   
 

4 Menurunnya gangguan kawasan TAHURA Urusan Konkuren   
 

28 ENERGI SUBER DAYA 

MINERAL 

1 Penerbitan Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah 

Kabupaten Urusan Konkuren   
DMPTSP 

29 PERDAGANGAN 1 Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk 

izin : a.Pusat perbelanjaan, b.toko swalayan 6%   

DISPERINDAG 

    2 Persentase penerbitan TDG 0%   

    3 Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG 0%   

    

4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu : a) Penerima waralaba 

dari waralaba dalam negeri, b) Penerima waralaba lanjutan dari 

waralaba dalam negeri, c) Penerima waralaba lanjutan daribwaralaba 0%   
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luar negeri 

    

5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan 

pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di 

tingkat daerah Kab/Kota 0%   

    6 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu 0%   

    

7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi 

perdagangan di wilayah kerjanya 61,45%   

    8 Persentase koofesiensi variasi harga antar waktu 85%   

    9 jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan 0   

    

10 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) 

yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 
20,77%   

    

11 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang 

berlaku 
70%   

30 PERINDUSTRIAN 1 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (UKI) dan 

izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya didaerah 

Kabupaten 

0%   DMPTSP 

  

  2 Persentase terselesaikannya dokumen RIPK sampai dengan 

ditetapkannya menjadi PERDA 
100%   DISPERINDAG 

  

  3 Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan 

IUI menengah yang diterbitkan 
0%   

DMPTSP 

  

  4 Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan 

menengah yang diterbitkan 
0%   

    5 Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan 

kawasan industri diKabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap 

total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan 

kawasan industri diKabupaten 

0%   DISPERINDAG 

31 TRANSMIGRASI 1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 3   

DISKOP, UKM TRANSNAKER 
  

  2 Jumlah satuan pemukiman tranmigrasi yang difasilitasi 

pembangunannnya 

0   

    3 Jumlah satuan pemukiman yang dibina 0   
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Tabel 2.5 Indikator Kinerja Kunci Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 

2022. 

No URUSAN 
No 

IKK OUT PUT RUMUS PERHITNGAN 
  CAPAIAN 

KINERJA 

SUMBER 

DATA   

1 2 3 4 5 6   7 8 

        URUSAN WAJIB 

1 PENDIDIKAN 1 Tingkat Partisipasi Warga 

Negara Usia 5 - 6 Tahun Yang 

Berpartisipasi dalam PAUD 

Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau 

sedang belajar di satuan PAUD 
    

8.294  
  

38,37% DISDIKPORA   ----------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  Jumlah Anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yg 

bersangkutan 

    

21.066  
  

  2 Tingkat Partisipasi Warga 

Negara Usia 7 - 12 TahunYang 

Berpartisipasi dalam 
Pendidikan Dasar 

Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau 

sedang belajar disekolah dasar 

    

64.567  
  

87,59% DISDIKPORA   ---------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang 

bersangkutan 

    

73.709  
  

  3 Tingkat Partisipasi warga 

Negara usia 13-15 tahun yang 

berpartisipasi dalam 

pendidikan menengah 

pertama 

Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau 

sedang belajar di sekolah menengah pertama 

    

18.943  
  

49,89% DISDIKPORA   ------------------------------------------------ x 100 ---------------- 100% 

  Jumlah anak usia 13-15 pada kabupaten yang 

bersangkutan 

                     37.969 
  

  4 Tingkat partisipasi warga 

negara usia 7-18 tahun yang 

belum menyelesaikan 

pendidikan dasar dan 
menengah yang berpartisipasi 

dalam pendidikan kesetaraan 

Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang 

sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan 

kesetaraan 

    

2.093  

  

622,91% DISDIKPORA 
----------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada 
kabupaten yang bersangkutan 

    

336    

2 KESEHATAN 5 Rasio daya tampung Rumah 
Sakit Rujukan 

Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan     
435  

  

0,08% 
DINAS 

KESEHATAN   ----------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  Jumlah penduduk di Kabupaten                     564.419    

  6 Persentase RS Rujukan 
Tingkat Kabupaten/Kota yang 

terakreditasi 

Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi     
4  

  

66,67% 
DINAS 

KESEHATAN   ----------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  Jumlah RS di Kabupaten                                      6    

    

7 Persentase Ibu Hamil 

mendapatkan pelayanan 
kesehatan Ibu hamil 

 Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan 

    

11.590  
  

91,38% 
DINAS 

KESEHATAN ---------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah ibu hamil di Kabupaten                      12.683    

8 Persentase Ibu bersalin Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan                     10.941    90,37% DINAS 
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mendapatkan pelayanan 

persalinan 

persalinan KESEHATAN 

--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten                     12.106    

9 Persentase bayi baru lahir 

mendapatkan Pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir 

 Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

    

10.941  
  

90,38% 
DINAS 

KESEHATAN --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten                      12.106    

10 Cakupan  pelayanan 

kesehatan Balita sesuai 

standar 

Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan 

sesuai standar 

    

36.903  
  

65,54% 
DINAS 

KESEHATAN --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah balita di Kabupaten                      56.310    

    
11 Persentase anak usia 

pendidikan dasar yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar    

 Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan 

layanan kesehatan sesuai standar   

    

15.935  
  

72,34% 
DINAS 

KESEHATAN     --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten                       22.027    

    
12 Persentase orang usia 15-59 

tahun mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

Jumlah orang Usia 15-59 tahun yang mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar 

    

160.821  
  

45,54% 
DINAS 

KESEHATAN     --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    jumlah orang usia 15-59 di kabupaten                     353.115    

    
13 Persentase warga negara usia 

60 tahun keatas mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai 

standar 

Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar 

    

28.364  
  

75.35% 
DINAS 

KESEHATAN 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    
Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di 

Kabupaten 

                      37.642  
  

    
14 Persentase penderita 

hipertensi yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai 

standar 

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar 

    

35.548  
  

33,44% 
DINAS 

KESEHATAN     --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah penderita Hipertensi di Kabupaten                     106.300    

    
15 Persentase penderita DM yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar  

Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar       

    

5.458  
  

116,38% 
DINAS 

KESEHATAN     --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah penderita DM di Kabupaten                          4.690    

    

16 Persentase ODGJ berat yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan jiwa sesuai standar 

Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan 

sesuai standar 

    

663  
  

78,83% 
DINAS 

KESEHATAN --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten                             841    

17 Persentase orang terduga TBC 

mendapatkan pelayanan 

TBCsesuai standar 

Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan standar 

    

856  
  

31,68% 
DINAS 

KESEHATAN --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah penderita TBC di Kabupaten                        2.702    

18 Persentase orang dengan 
resiko terinfeksi HIV 

mendapatkan pelayanan 

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang 
mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai 

standar 

    

8.335  

  40,63% 
DINAS 

KESEHATAN 
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deteksi dini HIV sesuai standar -------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di 

Kabupaten      

                      20.512  
  

3 PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN 

RUANG 

19 Rasio luas kawasan 

pemukiman rawan banjir yang 

terlindungi oleh infrastruktur 

pengendalian banjir di WS 

kewenangan Kabupaten  

 Luas kawasan permukiman rawan banjir yang 

terlindungi oleh insfratruktur pengendalian banjir di WS 

kewenangan Kabupaten (ha) 0 

  

0% PUPR 
--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS 

kewenangan Kabupaten (ha) 

0 
  

    

20 Rasio luas daerah irigasi 

kewenangan Kabupaten yang 

dilayani oleh jaringan irigasi 

Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh 

jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), 

direhabilitasi (ha) dioperasi dan dipelihara (ha 

    

727,65 

  

55,41% PUPR 

--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten                        1.313   

21 Rasio luas kawasan 

permukiman  sepanjang 

pantai rawan abrasi, erosi, 

dan akresi yang terlindungi 

oleh insfratruktur pengaman 

pantai di WS kewenangan 

Kabupaten  

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan 

abrasi yang terlindungi oleh insfratruktur pengaman 

pantai di WS kewenangan Kabupaten (m) 0 

  

0% PUPR --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan 

abrasi di WS kewenangan kabupaten (m) 

0 
  

    

22 Persentase jumlah rumah 
tangga yang mendapatkan 

akses terhadap air minum 

melalui SPAM jaringan 

perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi terhadap 

rumah tangga di seluruh 

kabupaten/kota 

Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang 
mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM 

jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan 

terlindungi di dalam sebuha kabupaten 5466 

  

3,32% PUPR 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    
Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh 

kabupaten 

164512 
  

    

23 Persentase jumlah rumah 

tangga yang memperoleh 

layanan pengolahan air limbah 

domestik 

Jumlah rumah yangmemiliki akses pengolahan berupa 

Cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah 

diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki 

sambungan rumah dan air limbahnya di olah IPALD 3616 

  

3,68% PUPR 

    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah rumah di Kabupaten 98336   

    

22 Persentase kapasitas yang 

dapat terlayani melalui 

penyaluran air minum curah 
lintas kabupaten/kota 

terhadap kebutuhan 

pemenuhan kapasitas yang 

memerlukan pelayanan air 

minum curah lintas 

kabupaten/kota 

Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani 

melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten 

    

0 
  

0% PERKIM 

--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlh komulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang 

memerlukan pelayanan air minum curah lintas 

kabupaten di provinsi bersangkutan 

0 

  

23 Rasio pelayanan pengolahan 

limbah domestik oleh SPAL 

Regional 

Total Volume limbah yang masuk dalam SPAL 

Domestik Regional 

    

0  
  

0% PERKIM 

--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 
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Total Kapasitas pengelolaan limbah SPAL domestik 

regional 

    

0  
  

  

  

24 Raio Kepatuhan IMB 

Kabupaten 

Jumlah Pemanfaatan persetujuan bangunan gedung 

yang sesuai peruntukannya 

    

0  
  

0% PUPR 
--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah persetujuan bangunan gedung yag berlaku                              0    

  

25 Tingkat Kemantapan Jalan 

Kabupaten 

Jumlah Panjang kewenangan Kabupaten yang Mantap 1.099.277    

51,35% PUPR --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Panjang Jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten                2.140.365    

    

26 Rasio Tenaga Operator / 

Teknis/ Analisis yang memiliki 

Sertifikat Kompetensi 

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Yang telatih di 

Wialayah kabupaten Yang dibuktikan dengan Sertifikasi 

Pelatihan Operator dan Teknis / Analis 

    

170  

  

0% PUPR 
--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah Kebutuhan Tenaga Operator dan Teknis / Analis 

di Wilayah Kabupaten 

                             1  
  

27 Rasio Proyek yang menjadi 

kewenangan pengawasannya 

tanpa kecelakaan konstruksi 

Jumlah Proyek yang menjadi kewenangan 

pengawasnya tanpa ecelakaan konstruksi 171 
  

100,00% PUPR --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah Total Proyek yang menjadi Kewenangan 

Pengawasannya 

171 
  

4 PERUMAHAN 

RAKYAT DAN 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

28 Penyediaan dan rehabilitasi 

rumah layak huni bagi korban 

bencana Kabupaten 

 Jumlah  unit rumah korban bencana yang ditangani 

pada tahun 2022 0 
  

0% PERKIM --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang 

akan ditangani pada tahun 2022 

0 
  

    

29 Fasilitasi penyediaan rumah 

layak huni bagi masyarakat 

terdampak relokasi program 

pemerintah Kabupaten 

Rumah tangga Penerima fasilitasi penggantian hak atas 

penguasaan tanah dan/atau bangunan+ rumah 

tanggga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga 

penerima penyediaan rumah layak huni 0 

  

0% PERKIM 
--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

jumlah total rumah tangga terkena relokasi program 

pemerintah daerah yg memenuhi kriteria penerima 

pelayanan 

0 

  

30 Persentase kawasan 

permukiman kumuh dibawah 

10 ha di Kabupaten yang 

ditangani 

luas  kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha 

yang ditangani (Ha)                            4,2  
  

36,45% 
PERKIM 

      --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

      luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha                       11,52      

    31 Berkurangnya jumlah unit 

RTLH (Rumah Tidak Layak 

Huni) 

Jumlah unit rumah tidak layak huni                       9.975    

10,14% PERKIM     --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah total unit rumah kabupaten                       98.336    

    
32 Jumlah Perumahan yang 

sudah dilengkapi PSU ( 

Prasarana dan Utilitas Umum) 

Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi 

PSU 

    

68.835  
  

70,00% PERKIM 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah unit rumah Kabupaten                       98.336    

5 KETENTRAMAN, 

KETERTIBAN 

33 Persentase gangguan 

Trantibum yang dapat 

Jumlah pengaduan yang ditangani                          0    
0% 

SATPOL PP 

DAN DAMKAR  --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 
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UMUM DAN 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

diselesaikan Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk                          0    

34 Persentase Perda dan Perkada 

yang ditegakkan 

Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang 

ditegakkan.                             2  
  

100,00% 

SETDA / 

BAGIAN 

HUKUM 

--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat 

sanksi 

                              2  
  

    

35 Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan informasi 

rawan bencana 

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

informasi rawan bencana 

    

5.755  
  

81,05% BPBD --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan 

                      7.100  
  

36 Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap 

bencana  

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

    

5.755  
  

2,06% BPBD --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah Warga negara yang berada di kawasan rawan 

bencana 

    

279.208  
  

37 Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi 

korban bencana 

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan evauasi korban bencana 

    

18  
  

0,31% BPBD --------------------------------------------------- x 101 ---------------- 100% 

Jumlah Warga negara yang menjadi korban bencana     

5.755  
  

    

38 Persentase pelayanan 

penyelamatan dan evakuasi 

korban bencana Kebakaran 

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan 

evakuasi korban dan terdampak kebakaran di 

kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat 

Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di 

kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan 

kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah 

pembinaan dinas Pemadaman Kebakaran dan 
Penyelamatan/Perangkat daerah. 

    
40  

  

100,00% 
SATPOL PP 

DAN DAMKAR 

--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten                             40    

39 Waktu tanggap ( response 
time) penanganan kebakaran 

Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, 

penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan 

kesiapan pemadaman kebakaran 

22 Menit  
  

22 Menit 
SATPOL PP 

DANDAMKAR 
  

6 SOSIAL 40 Persepenyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, 

lanjut usia terlantar dan 

gelandangan pengemis yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

di luar panti ( Indikator SPM 

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan 

pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar 

panti 1078 

  

32,02% DINSOS P3A 
--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Populasi penyadang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan 
pengemis 

    

3.264    

41 Persentase korban bencana 

alam dan sosial yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya 

pada saat dan setelah tanggap 

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran 

    

808  
  

100,00% DINSOS P3A 
      --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

      populasi korban bencana alam dan sosial di daerah       
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darurat bencana daerah 

Kabupaten 

kabupaten yg membutuhkan perlindungan dan jaminan 

sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 

daerah kabupaten 

808  

7 TENAGA KERJA 
42 Persentase kegiatan yang 

dilaksanakan yang mengacu 

ke rencana tenaga kerja 

Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang 

mengacu ke RTKD 0 
  

#DIV/0! 
DISKOP UKM 
TRANSNAKER 

    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    
Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di 

Kabupaten 

0 
  

  

  

  

43 Persentase Tenaga kerja 

bersertifikat Kompetensi 

Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat 

kompetensi 0 
  

0,00% 
DISKOP UKM 

TRANSNAKER --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah tenaga kerja keseluruhan 12752   

44 Tingkat produktivitas tenaga 

kerja 

PDRB tahun berjalan( atas dasar harga konstan) 0   

0,00% 
DISKOP UKM 

TRANSNAKER 
--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah tenaga kerja 12752   

  

45 Persentase Perusahaan yang 

menerapkan tata kelola kerja 

yang layak (PP/PKB,LKS 

Bipartit, Struktur Skala upah 

dan terdaftar peserta BPJS 

Ketenagakerjaan) 

Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja 

yang layak 19 
  

9,55% 
 DISKOP UKM 

TRANSNAKER  
--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah perusahaan                           199  
  

46 Persentase Tenaga Kerja yang 

ditempatkan ( dalam dan luar 

negeri) melalui mekanisme 
layanan antar kerja dalam 

layanan antar kerja dalam 

wilayah Kabupaten 

Jumlah pencaker( pencari kerja) yang ditempatkan     

116  
  

9,66% 
DISKOP UKM 
TRANSNAKER 

--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah pencari kerja yang terdaftar                        1.201  
  

8 PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

DAN 

PERLNDUNGAN 

ANAK 

47 Persentase ARG pada belanja 

langsung APBD 

Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD     

2.788.621.170  
  

0,20% DINSOS P3A 
--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah seluruh belanja Operasional dan Modal di APBD 1.352.938.942.164    

48 Persentase anak korban 

kekerasan yang ditangani 

instansi terkait kabupaten 

Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) 

korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat 

kabupaten yang didampingi 48 

  

0,025% DINSOS P3A 

--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah anak( penduduk usia kurang dari 18 tahun)                      193.512    

49 Rasio kekerasan terhadap 

perempuan, termasuk TPPO ( 

per 100.000 penduduk 

perempuan) 

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan                               2    

0,00072% 

DINSOS P3A 

--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100%   

Jumlah penduduk perempuan                     277.606  
    

9 PANGAN 50 Persentase ketersediaan 

pangan (tersedianya cadangan 

beras) 

Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten                        4.120    

103,00% 

DISNAKAN 

DAN 
PERIKANAN 

--------------------------------------------------- x 100  ----------------  100% 

Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten 

yang ditetapkan 

    

4.000  
  

10 PERTANAHAN 51 Persentase pemanfaatan 

tanah yang sesuai dengan 

peruntukan tanahnya diatas 

Luas tanah sesuai peruntukan keseuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang (KKPR)        61.518.164,35  
  

100,00% DMPTSP 

--------------------------------------------------- x 100  ----------------  100% 



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 127 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

izin lokasi dibandingkan 

dengan luas izin lokasi yang 

diterbitkan 

Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang (KKPR) 

         61.518.164,35  

  

    52 Peprsentase penetapan tanah 

untuk pembangunan fasilitas 

umum 

Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas 

umum  

    

161  
  

100% 
ADWIL / 

BAPPEDA 
  --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas 

umum 

    

161 
  

    53 Tersedianya lokasi 

pembangunan dalam rangka 

penanaman modal 

Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan 

peruntukannya diatas kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang (KKPR) 

    

450.000  

  

326,84% DMPTSP 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Luas tanah di atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang (KKPR) uang diterbitkan 

    

137.681  
  

    54 tersedianya tanah obyek 

landreform (TOL) yang siap 

diretribusikan yang berasal 

dari tanah kelebihan 

maksimum dan tanah 
Absentee 

Jumlah Penerima Tanah Objek Landreform dengan 

luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 Ha 

    

841  
  

100% 
SETDA / 

ADWIL 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah penerima tanah obyek landreform 841 
  

    55 Tersedianya tanah untuk 
masyarakat 

luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin 
membuka tanah 

    
137.681  

100% 100,00% DMPTSP 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 

    Luas Izin Membuka Tanah yg Diterbitkan                    137.681  

    56 Penanganan sengketa tanah 

garapan yang dilakukan 
mediasi 

Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani                                7   

233,3% 
SETDA / 

ADWIL 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan                              3    

11 LINGKUNGAN 

HIDUP 

57 Indeks kualitas lingkungan 

hidup( KLH) Kabupaten 

IKLH Kab/Kota = (IKA 0,376) + (IKU 0,405) + (ITH 

0,219). 67,27   67,27 

DINAS 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

    58 Terlaksananya pengelolaan 

sampah di wilayah Kabupaten 

Total Volume sampah yang dapat ditangani                   21.642,97  

100% 16,32% 

DINAS 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

    --------------------------------------------------- x 100  ----------------  

    Total volume timbunan sampah Kabupaten                132.613,80  

    

59 Ketaatan penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan 

terhadap izin lingkungan, izin 

PPLH dan PUU LH yang 
ditertibkan oleh Pemerintah 

daerah Kabupaten 

Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan 

yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH 

yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten 

    

3  
100% 100,00% 

DINAS 

LINGKUNGAN 

HIDUP 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 

    

Jumlah Usaha dan / atau kegiatan dilakukan 

pemeriksaan 

                              3  

12 ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

DAN CATATAN 

SIPIL 

60 Perekaman KTP Elektronik Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun ke atas yang 

memiliki KTP 

    

374.550  
100% 97,55% DISDUKCAPIL 

--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 

Jumlah Penduduk 17 Tahun ke atas                     383.976  

  61 Persentase Anak Usia 0-17 

Tahun kurang 1 (satu) hari 

yang memiiki KIA 

Jumlah Anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari 

yang sudah memiliki KIA                       75.760  
100% 41,38% DISDUKCAPIL 

  --------------------------------------------------- x 100  ----------------  

  Jumlah Anak usia 0-17 tahun                     183.073  
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  62 Kepemilikan Akte Kelahiran Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang sudah memiliki 

Akte Lahir 

    

186.111  
100% 96,18% DISDUKCAPIL 

  --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 

  Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun                    193.512  

  

63 Jumlah OPD yang telah 

memanfaatkan data 

kependudukan berdasarkan 

perjanjian kerja sama 

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data 

kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 

    

6  
100% 21,42% DISDUKCAPIL 

    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 

    Jumlah OPD                            28  

13 PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DAN DESA 

64 Persentase pengentasan desa 

tertinggal 

Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa 

berkembang per tahun berdasarkan indeks Desa 

Membangun pertahun  2 100% 25% DPMPD 

  --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 

  Jumlah desa tertinggal ( per-awal tahun 2022) 8 

  

65 Persentase peningkatan status 

desa mandiri 

Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa 

mandiri per tahun berdasarkan indeks Desa 

Membangun pertahun 91 100% 93,81% DPMPD 

    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 

    Jumlah desa berkembang ( per-awal tahun 2022) 97 

14 PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA 

BERENCANA 

66 TFR ( Angka Kelahiran Total) Total AFSR 15-49 Tahun x 5     

2135  

             

2135 
DPPKB 

  67 Persentase pemakaian 

kontrasepsi modern ( Modern 

Contraceptive Prevalence 

Rate/MCPR) 

Jumlah peserta KB aktif modern                        35.057    

48,02% DPPKB 
  --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  
Jumlah pasangan usia subur                      72.999  

  

  68 Persentase Kebutuhan ber-KB 

yg tidak terpenuhi (unmet 

need) 

Jumlah PUS yg ingin ber-KB tetapi tidak terlayani                       16.140    

22,11% DPPKB     --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah Pasangan Usia Subur                       72.999    

15 PERHUBUNGAN 69 Rasio konektivitas Kabupaten Rasio konektivitas Kabupaten = ( IK1 x bobot 

angkutan jalan) + ( IK2 x bobot sungai, danau dan 

penyebrangan)  

23,33   

  

DISHUB 

    

● IK 1 ( angkutan jalan) = ( jumlah trayek yang 
dilayani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah 

kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut. 

0,2333   

    

● IK 2 ( angkutan Sungai, danau dan Penyebrangan)= 

Jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi pada 

kabupaten tsb x bobot lintas)  dibagi (  jumlah 

kebutuhan lintas penyebrangan pada kabupaten 

tersebut)  

    

    Keterangan:     

    IK1 ( Angkutan Jalan)     

    

– Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek 

perintis ditambah trayek AKAP 
0   

    

– Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah jumlah 

kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu 

dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu 
tertentu 

    

    IK2 ( Angkutan Sungai, danau, penyebrangan)      
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– Jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi adalah 

jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil 
    

    

– Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan 

lintas penyebrangan baik lintas penyebrangan perintis 

maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah 

yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu 

    

    

Bobot angkutan jalan dan sungai, danau dan 

penyebrangan: 
    

    

Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan 

penyebrangan lebih tinggi dibandingkan dengan 

angkutan jalan ( bobot angkutan SDP  = 70, bobot 
angkutan jalan= 30) 

    

    

Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan 
penyebrangan sama dengan dibandingkan dengan 

angkutan jalan ( bobot angkutan SDP  = 50, bobot 

angkutan jalan= 50) 

    

    

Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan 

penyebrangan lebih rendah dibandingkan dengan 

angkutan jalan ( bobot angkutan SDP = 30( bobot  

angkutan jalan= 70)                                                       

    

    

wilayah yang tidka memiliki angkutan penyebrangan 

dan laut ( bobot angkutan SDP= 0, bobot angkutan 

jalan= 100)             

    

    Bobot trayek atau lintas:     

    

a. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi ( > 

5 x dalam seminggu), bobot=1 
1   

    

b. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang ( 

3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8 
0,8   

    

c. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah ( , 

< 3 dalam seminggu), = 0,5 
0,5   

    

70 Kinerja lalulintas 

Kabupaten/Kota 

V/C Ratio dijalan Kabupaten Tingkat Pelayanan A 

dengan batas V/C 

Ratio 0.19 

  0,19 DISHUB 

16 KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA 

71 Persentase Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD ) 
yang terhubung dengan akses 

Internet yang disediakan oleh 

Dinas Kominfo 

Jumlah OPDyang terhubung dengan akses internet 

yang disediakan oleh Dinas Kominfo  29 
  

100% DISKOMINFO   --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  
Jumlah Perangkat Daerah 29 

  

    

72 Persentase layanan Publik 

yang diselenggarakan secara 

online dan terintegrasi 

Jumlah layanan Publik yang diselenggarakan secara 

online dan terintegrasi  16 
  

55,17 DISKOMINFO 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah layanan Publik 29   

    

73 Persentase Masyarakat yang 

menjadi sasaran penyebaran 

informasi publik, mengetahui 

kebijakan dan program 

prioritas pemerintah dan 

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran 

informasi publik, mengetahui kebijakan dan program 

prioritas  pemerintah dan pemerintah derah Kabupaten 367.628 

  

65,49 DISKOMINFO 

    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah Penduduk 561.313   
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pemerintah kabupaten 

17 KOPERASI, 

USAHA KECIL 

DAN MENENGAH 

74 Meningkatnya Koperasi yang 

berkualitas 

Jumlah koperasi yang meningkat kualitas berdasarkan 

RAT , Volume usaha dan asset 60 
  

16,85% 

DISKOP UKM 

TRANSNAKER 

  --------------------------------------------------- x 100 --------------- 100%   

  Jumlah Seluruh Koperasi 356     

  75 Menigkatnya Usaha Mikro 

yang menjadi wirausaha 

Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha                       37.476    

100,00% 
DISKOP UKM 

TRANSNAKER 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah usaha mikro keseluruhan                       37.476    

18 PENANAMAN 

MODAL 

76 Persentase peningkatan 

investasi di kabupaten 

(Jumlah Investasi Tahun n - Jumlah Investasi Tahun n-

1) di Kabupaten 

 518.089.228.050 -

562.178.673.212  
  

-7,84% DPMPTSP 
--------------------------------------------------- x 100 ----------------------- 100% 

Jumlah Investasi tahun n-1 di Kabupaten 562.178.673.213   

19 KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA 

77 Tingkat partisipasi pemuda 
dalam kegiatan ekonomi 

mandiri 

Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) yang berwirausaha di 
Kabupaten 0 

  

0% 

DISKOPNAKER

TRANS 
--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah Pemuda (Umur 16-30 Tahun) di Kabupaten 0   DISDUKCAPIL 

78 Tingkat partisipasi pemuda 

dalam organisasi 
kePemerintah Daerahan dan 

organisasi sosial 

kemasyarakatan 

Jumlah Pemuda (16-30 Tahun) yg menjadi anggoa 

aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial 
kemasyarakatan di Kabupaten 

80   

0,05% 

DISDIKPORA 

(belum 
ditandatangani

) 

    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 
DISDUKCAPIL 

    Jumlah Pemuda (umur 16 - 30 Tahun) di Kabupaten 145.026   

    

79 Peningkatan prestasi olahraga Data Jumlah perolehan medali pada event olahraga 

nasional dan internasional di Kabupaten tersebut 
40   

  
DISDIKPORA 

20 STATISTIK 80 Presentase Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang 

menggunakan data statistik 

dalam menyusun perencanaan 

pembangunan daerah 

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yg 

menggunakan data statistik dalam menyusun 

perencanaan pembangunan daerah 29 

  

100% 
KOMINFO (data 

menyusul) 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 29   

    

81 Presentase Perangkat Daerah 

(PD) yang menggunakan data 

statistik dalam melakukan 

evaluasi pembangunan daerah 

Jumlah PD yg menggunakan data statistik dalam 

melakukan evaluasi pembangunan daerah 29 
  

100% 
KOMINFO (data 

menyusul)     --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah Perangkat Daerah (PD) 29   

21 PERSANDIAN 82 Tingkat keamanan informasi 

pemerintah 

Jumlah nilai per area keamanan informasi 3   

10,34% DISKOMINFO     --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah area penilaian 29   

22 KEBUDAYAAN 83 Terlestarikannya cagar budaya Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 20 

100% 5,25% DISPARBUD     --------------------------------------------------- x 100 ------------------- 

    Jumlah Cagar Budaya yg terdata 381 

23 PERPUSTAKAAN 84 Nilai Tingkat Kegemaran 

Membaca Masyarakat 

NTKMM = Nilai Tingkat Kegemaran Membaca 

Masyarakat yang diukur menggunakan survei / kajian 

kegemaran membaca masyarakat                                    

26,88   26,88% 

DINAS 

PERPUSTAKAA

N DAN ARSIP 

    

85 Indeks Pembangunan Literasi 

Masyarakat 

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang 

didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur 

sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat 
(UPLM) dan aspek masyarakat (AM) 

11,34   11,34% 

DINAS 

PERPUSTAKAA

N DAN ARSIP 
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24 KEARSIPAN 86 Tingkat ketersediaan arsip 

sebagai bahan akuntabilitas 

kinerja, alat bukti yang sah 

dan pertanggungjawaban 

nasional) Pasal 40 dan Pasal 

59 Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan 

T = (a + I + s + j) / 4   

  68,8% 

DINAS 

PERPUSTAKAA

N DAN ARSIP 

    T = Tingkat Ketersediaan Arsip 

  

    a = Persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar 

arsip 
68,75% 

    I = persentase arsip interaktif yg telah dibuatkan 

daftar arsip 
  

    s = persentase arsip statis yg telah dibuatkan sarana 

bantu temu balik 
  

    j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam 

SIKN melalui JIKN 
  

  

  

87 Tingkat keberadaan dan 

keutuhan arsipsebagai bahan 

pertanggungjawaban setiap 

aspek kehidupan berbangsa 

dan bernegara untuk 
kepentingan negara, 

pemerintah, pelayanan publik 

dan kesejahteraan rakyat 

T = (m + b + g + a + c + i) / 6   

  27,83 

DINAS 

PERPUSTAKAA

N DAN ARSIP 

T = Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsup sebagai 

bahan pertanggungjawaban 
  

m = Tingkat kesesuaian kegiatan perumusan arsip 

dengan NSPK 
  

b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan 

penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK 
  

g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyeleamatan arsip 

perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan/atau 

dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten dengan 

NSPK 

27,83 

a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentik arsip statis 

dan arsip alih media dengan NSPK 
  

  
c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis 
dengan NSPK 

  

    
  I = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin 

penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK 
  

  URUSAN PILIHAN 

25 KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

88 Jumlah total produksi 
perikanan (Tangkap dan 

Budidaya) Kabupaten 

(sumber data: one data KKP) 

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan 
Budidaya) kabupaten/kotaKabupaten  

    
9.306,73  

  

100,40% 

DISNAKAN 

DAN 
PERIKANAN 

--------------------------------------------------- x 100  ----------------  100% 

Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) 
yang ditetapkan 

    
9.268,86  

  

26 PARIWISATA 89 Persentase pertumbuhan 
jumlah wisatawan 

mancanegara per 

kebangsaan 

(Jumlah Wisatawan Tahun n   - Jumlah Wisatawan 
Tahun n-1 )  12 - 0   

  

0% DISPARBUD 
  --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  Jumlah Wisatawan Tahun n-1 0   

  
90 Persentase peningkatan 

perjalanan wisatawan 

nusantara yang datang ke 

Kabupaten 

(Jumlah Wisatawan Tahun n - Jumlah Wisatawan 
Tahun n-1 )  1.036.635-543.585  

  

90,70% DISPARBUD   --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100,00% 

  

Jumlah Wisatawan Tahun n-1 543.585    

    
  

  91 Tingkat hunian akomodasi Jumlah Kamar yg Terjual                       2.251    
305,84% DISPARBUD 

  --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 
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  Jumlah Kamar yg Tersedia                          736    

  92 Kontribusi sektor parawisata 

terhadap PDRB Harga 

Berlaku 

Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB                 67,905  

100% 0,24% DISPARBUD   --------------------------------------------------- x 100  ----------------  

  Total PDRB Berlaku           28.093.638  

  93 Kontribusi sektor parawisata 

terhadap PAD 

Total realisasi PAD dari sektor pariwisata           4.308.003.642  

100% 3,97 DISPARBUD 
  --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 

  
Total realisasi PAD     

108.322.526.723,15  

27 PERTANIAN 

94 Produktivitas pertanian per 

hektar per tahun 

Jumlah Produksi Pertanian Pangan Per Hektar Per 

Tahun 46,72 
  

0,99% DISTANHOLTI 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Luas Panen 4682,50   

    

95 Persentase penurunan 
kejadian dan jumlah kasus 

penyakit hewan menular 

Jumlah Kejadian Penyakit / Kasus Tahun Berjalan (t) - 
Jumlah Kejadian  Kasus Penyakit Hewan Menular 

Tahun sebelumnya (t-1) 31 - 28 

  

10,71% DISNAKBUN 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    

Jumlah Kejadian  Kasus Penyakit Hewan Menular 

Tahun sebelumnya (t-1) 

    

28  
  

28 ENERGI SUBER 

DAYA MINERAL 

96 Persentase perusahaan 

pemanfaatan panas bumi 

yang memiliki ijin di kab/kota 

Jumlah Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yg 

Memeiliki Izin 0 
  

#DIV/0! DPMPTSP  
--------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Jumlah Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi 0   

29 PERDAGANGAN 97 Persentase pelaku usaha 

yang memperoleh izin sesuai 

dengan ketentuan 

(IUPP/SIUP Pusat 

Perbelanjaan dan IUTM/IUTS 

/SIUP Toko Swalayan) 

Jumlah Pelaku Usaha yg telah memiliki ziin sesuai 

ketentuan 4.328 
  

5,95% DMPTSP 
  --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  

Jumlah Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten 72.648 
  

    98 Persentase kinerja realisasi 

pupuk 

Realisasi 12401,87   

96,52% DISTANHOLTI     --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    RDKK 12849,05   

    

99 Persentase alat-alat 

ukur,takar,timbang dan 

perlengkapannya (UTTP) 

bertanda tersah yang berlaku 

Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yg berlaku pada tahun 

berjalan 

    

761  
  

20,77% DISPERINDAG     --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    

Jumlah Potensi UTTP yg Wajib ditera dan tera ulang di 

Wilayah Kabupaten 3.664 
  

30 PERINDUSTRIAN 100 Pertambahan jumlah industri 

kecil dan menengah di 

Kabupaten 

(Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun n - Jumlah 

Industri Kecil dan Menengah Tahun n-1) 995-981  
  

1,42% DISPERINDAG 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun n-1                           981    

  

  

  

  

  

  

101 Persentase pencapaian 

sasaran pembangunan idustri 

termasuk turunan indikator 

pembangunan industri dalam 

RIPIN yang ditetapkan dalam 

RPIP 

Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam 

RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah 

(100/N)% 0 

  

100,00% DISPERINDAG  Untuk masing-masing penilaian indikator adalah 

persentase capaian indikator dibagi target dikali 

(100/N)% 

---------------- 100% 

Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut 0   
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  102 Persentase jumlah hasil 

pemantauan dan 

pengawasan dengan jumlah 

izin usaha industri (IUI) kecil 

dan Industri Menengah yang 

dikeluarkan oleh instansi 

terkait 

Jumlah Izin yg dipantau dan dianalisis dalam laporan 

hasil pemantauan 0 
  

0% DMPTSP 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  

  Jumlah Izin yg dikeluarkan 

0 

  

  

  103 Persentase jumlah hasil 

pemantauan dan 

pengawasan dengan jumlah 
izin perluasan industri (IPUI) 

Kecil  dan Industri Menengah 

yang di keluarkan oleh 

instansi terkait 

Jumlah Izin yg dipantau dan dianalisis dalam laporan 

hasil pemantauan 0 
  

0% DMPTSP 
    --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  

  Jumlah Izin yg dikeluarkan 0 

  

  

  104 Persentase jumlah hasil 

pemantauan dan 

pengawasan dengan jumlah 

izin usaha industri (IUKI) dan 

izin perluasan kawasan 

industri (IPKI) yang 

lokasinya di daerah 
kabupaten 

Jumlah Izin yg dipantau dan dianalisis dalam laporan 

hasil pemantauan 0 
  

0% DMPTSP  

      --------------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  

    Jumlah Izin yg dikeluarkan 0 

  

31 TRANSMIGRASI 105 

Jumlah kawasan transmigrasi 

yang difasilitasi 

penetapannya 

Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang 
memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha 

masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa 

wilayah pengembangan transmigrasi atau 

lokasi permukiman transmigrasi 

3 

  

DISKOP UKM, 

TRANSNAKER  Jumlah satuan pemukiman 

transmigrasi yang difasilitasi 

pembangunannya 

Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman 

atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan 

dengan daya tampung 300-500 keluarga 

0 

  

 Jumlah satuan pemukiman 

yang dibina 

 0 
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Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022. 

No 
FUNGSI 

PENUJANG 
No 

INDIKATOR 

KINERJA KUNCI 
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 PERHITNGAN 

  CAPAIAN 

KINERJA 
KETERANGAN 

  

1 2 3 4 5 6 
 

7 8 

1 PERENCANAAN 

DAN KEUANGAN 

1 Rasio Belanja 

Pegwai di Luar Guru 

dan Tenaga Teknis 

Kesehatan 

Jumlah Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga 

kesehatan 355.277.700.354 
  

20,64% BPKAD 
  --------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  Jumlah APBD              1.720.964.387.151    

    2 Rasio PAD Jumlah PAD 108.322.526.723,15    

6,87% BAPENDA     --------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah Pendapatan pada APBD            1.577.310.409.474,15    

    

3 Maturitas sistem 

pengendalian intern 

Pemerintah ( SPIP ) 

Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0) /level 1 / 

level 2/ level 3) Berdasarkan laporan Hasil Quality 

Assurance (QA) yg dikeluarkan oleh BPKP 

Penilaian Terhadap Lima Unsur 

SPIP terdiri dari : Lingkungan 

Pengendalian, Penilaian Resiko, 

Kegiatan Pengendalian, Informasi 

dan Komunikasi, Pemantauan 

  
Level 3 

(Terdefinisi) 
INSPEKTORAT 

    

4 Peningkatan 

Kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) 

Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0) /level 1 / 

level 2/ level 3) Berdasarkan laporan Hasil Quality 

Assurance (QA) yg dikeluarkan oleh BPKP 

Hasil Penilaian Terhadap 6(enam) 

Elemen KPA (Key Proces Area) 

Terdiri Dari : Peran dan Layanan, 
Pengelolaan dan sumber daya 

manusia, Praktik profesional, 

Akuntabilitas dan manajemen 

kinerja, Budaya dan Hubungan 

organisasi, Struktur tata kelola 

  
Level 3 

(Integrated) 
INSPEKTORAT 

    

5 Rasio Belanja Urusan 

Pemerintahan Umum 

(dikurangi transfer 

expenditures) 

Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan - Transfer 

Expenditures 1.714.234.904.152  
  

99,61% BPKAD 
    --------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Jumlah Belanja APBD              1.720.964.387.151     

    

6 Opini Laporan 

Keuangan 

Opini Laporan Keuangan  Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP)  
  WTP INSPEKTORAT- 

2 PENGADAAN 1 Persentase Jumlah 

Total Proyek 

Konstruksi yang 

dibawa ke Tahun 

berikutnya yang 

ditandatangani pada 
kuartal pertama 

Jumlah Kontrak Infrastruktur dengan Nilai Besar 

yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang 

ditandatangani pada kuartal pertama tahun n                                         0  

  

0% SETDA (BPBJ)     --------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    

Jumlah Kontrak Keseluruhan Tahun n 68.754.705.960  

  

    

2 Persentase Jumlah 

Pengadaan yang 

dilakukan dengan 

Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode 

kompetitif 79.781.373.853  
  

12,19% SETDA (BPBJ) 

    --------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 
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moetode kompetitif Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode 

kompetitif 

    

654.276.262.107    

    
3 Rasio nilai belanja 

yang dilakukan 

melalui pengadaan 

Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang 
melalui pengadaan                 734.058.000.000  

  

54,26% SETDA (BPBJ) 
    --------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    Total belanja modal dan operasional                    1.352.938.942.161    

  

4 Peningkatan 

penggunaan produk 
dalam negeri dan 

produk usaha mikro, 

usaha kecil dan 

koperasi pada 

pelaksanaan 

pengadaan 

barang/jasa 

pemerintah daerah 

umlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm 

Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 
Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang 

Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha 

Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)                 185.568.657.502  

  

0% SETDA (BPBJ) 
  --------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

  

Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm 

Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 

Koperasi Tahun (n-1) 

         Belum dapat ditentukan  

  

3 KEPEGAWAIAN 1 Rasio Kepegawaian 

Pendidikan Tinggi dan 

Menengah /Dasar )%) 
(PNS tidak termasuk 

Guru dan Tenaga 

Kesehatan) 

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan PT ke atas                                  1.066    

223,48% BKPP 

    --------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

    

Jumlah Pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah 477    

  

    

2 Rasio Pegwai 

Fungsional (%) (PNS) 

tidak termasuk guru 

dan tenaga 

kesehatan) 

Jumlah pegwai PNS Fungsional (diluar Guru dan 

Tenaga Kesehatan)                                    398 
  

24,30% BKPP 

  

  

  

  

--------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Seluruh Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak 

termasuk guru dan tenaga kesehatan) 

1.638  
  

    

3 Rasio Jabatan 

Fungsional 

bersertifikat 

Kompetensi (%) (PNS 

tidak termasuk guru 

dan tenaga 

kesehatan) 

Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertfitak 

kompetensi                                    113  
  

28,39% BKPP 
    --------------------------------------------- x 100  ----------------  100% 

    

Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak 

termasuk guru dan tenaga kesehatan) 

                                   398  

  

4 MANAJEMEN 

KEUANGAN 

1 Deviasi Realisasi 

Belanja Terhadap 
Total Belanja Total 

dalam APBD 

Nilai Absolut dari Total Belanja dalam Realisasi              1.616.759.335.400   

93,94% BPKAD 
--------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Total Belanja APBD      

1.720.964.387.151   
  

2 Deviasi Realisasi 

PAD terhadap 

anggaran PAD 
dalam APBD 

Nilai Absolut dari Total PAD dalam realisasi                   108.111.541.806    

82,36% BAPENDA 
--------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

total PAD dalam APBD 
131.269.816.522  

  

3 Manajemen Aset 1. Apakah ada daftar asset tetap ? (Ya / Tidak)  YA  

 

YA 

BPKAD 
2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar 
asset tetap ?  (Ya / Tidak) 

 YA  YA 

3. Apakah ada proses Inventarisasi Asset tahunan  YA  YA 
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?  (Ya / Tidak) 

4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan 

abffaran ? (Ya / Tidak) 
 YA  YA 

4 Rasio Anggaran sisa 

terhadap total 

belanja dalam APBD 

tahun sebelumnya 

Nilai Realisasi SILPA             46.739.018.579    

2,78% BPKAD 
--------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Total Belanja Anggaran Tahun Sebelumnnya              1.679.090.337.574  
  

5 TRANSPARANSI 

DAN 

PARTISIPASI 

PUBLIK 

1 Informasi tentang 

sumber daya yang 

tersedia untuk  

pelayanan 

Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat 

diakses di website Pemerintah Daerah 4.874.028.000 

---------------- 

4.808.307.000 

  

100% 

  

101,37% DISKOMINFO --------------------------------------------- x 100 

Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat 

diakses di website Pemerintah Daerah 

2 Akses Publik 

terhadap Informasi 

Keuangan Daerah 

Jumlah Dokumen yang dipublikasikan di Website 

Pemerintah Daerah 10 
  

100% DISKOMINFO 
--------------------------------------------- x 100 ---------------- 100% 

Total Jumlah Dokumen yang telah dirinci 10   
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2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 

 

Dalam rangka upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah 

yang baik dan bersih (good governance and clean government), diperlukan 

penerapan sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan 

akuntabilitas kinerja yang diimplementasikan melalui penerapan sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kinerja Instansi Pemerintah 

menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 

No:239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, 

misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas yang telah 

diperjanjikan dalam capaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja sebagai 

tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja 

aparatur pemerintah telah dilaksanakan dan bentuk pertanggungjawaban 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.  

Substansi hasil kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2022 ini disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran 

RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan 

yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian 

indikator sasaran. Dengan demikian akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah yang telah dilaksanakan merupakan kemajuan penyelenggaraan 

pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan 

dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi kinerja pemerintah 

daerah ini merupakan hasil kegiatan tahun anggaran 2022 yaitu tahun 

keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. 

Tujuan penyampaian hasil Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2022 adalah : 

1) Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; 
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2) Untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan perubahan-

perubahan kearah perbaikan dalam mencapai penghematan, efesiensi 

dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

3) Untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang akuntabel, 

sehingga dapat berperan secara efesien, efektif dan responsive 

terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan 

kondusif. 

 

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta 

memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan 

dan dirangkum. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan 

data kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diarahkan 

untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten 

mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam 

rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa 

meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta 

efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas. 

 

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 

Laporan kinerja dalam perjanjian kerja Tahun 2022 ini merupakan 

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 yang 

menggambarkan kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 

2022 sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dan untuk melihat 

sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan lima tahunan 

telah dicapai. 

1. INSPEKTORAT 

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran stategis yang telah ditetapkan. 

Karakteristik indikator kinerja Inspektorat Daerah bersifat positif, 

yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang 

semakin baik. Perjanjian kinerja menyajikan IKU yang 

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi seharusnya 

tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian 
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kinerja disusun setelah menerima  dokumen pelaksanaan Anggaran 

yang di sahkan. 

Kinerja disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas 

kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran 

strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga 

mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap 

tahunnya. Perjanjian kinerja menyajikan IKU yang menggambarkan 

hasil-hasil yang utama dan kondisi seharusnya tanpa 

mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja 

disusun setelah menerima  dokumen pelaksanaan Anggaran yang di 

sahkan. 

Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 disajikan sebagai berikut : 

Tabel 2.7 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA OPD 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

 1 2 3 

1 
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) 
Level 3 

2  Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan RB 29 PD 

3  
Jumlah PD / Unit  yang menerapkan Zona Integritas 

(ZI) 
69 PD/Unit 

4  

Jumlah PD  / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan 

pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan 

Melayani (WBBM) 

9 PD/Unit 

5  
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) 
Level 3 

6 
Persentase hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang di 

tindaklanjuti 
80% 

7 
Persentase penurunann jumlah rekomendasi hasil reviu 

dokumen perencanaan, keuangan dan Laporan kinerja 
60% 
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2. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

Target kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 

Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dalam Perjnajian Kinerja antara 

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Bupati Rokan 

Hulu adalah sebagai : 

Tabel 2.8 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA OPD 
TARGET KINERJA DALAM 

PENJA 

1 2 3 

1 Jumlah Gedung sekolah yang di bangun 1 Unit 

2 Jumlah ruang kelas seolah yang dibangun 19 Ruang 

3 
Jumlah Alat Praktek dan Peraga siswa yang 

tersedia 
214 paket 

4 
Angka partisipasi kasar seluruh jenjang 

pendidikan 
499 Satuan Pendidikan 

5 
Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang 

pendidikan 
2 Kegiatan 

6 

Jumlah kegiatan pembinaan paskibraka, 

kepemudaan dan  kepramukaan yang 

dilakukan 

90 orang 

   

 

Dalam Tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa target kinerja dengan 

telah diperjanjikan antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala 

Dearah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) 

program dengan 29 (dua puluh sembilan ) kegiatan. Adapun indikator 

kinerja yang diperjanjikan sebanyak 6 ( Indikator Kinerja) dengan 2 

(dua) Indikator Sasaran. 

 

3. DINAS KESEHATAN 

Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 disajikan sebagai berikut: 

Tabel 2.9 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1. Status Akreditasi RSUD Madya 

2. Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus ) pada 

balita 

2,45 Persen 
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3. Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran  

hidup 

2,5 Rasio 

4. Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran  hidup 45 Rasio 

5. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek ) 

pada Balita 

17 Persen 

6. Rasio dokter per satuan penduduk 0,0041 Persen 

7. Cakupan puskesmas ( per 30.000 penduduk ) 92,4 Persen 

8. Cakupan puskesmas Pembantu (seluruh desa) 92,4 Persen 

9. Persentase Penduduk ke persertaan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) 

72 Persen 

10. Persentase desa/ kelurahan yang stop 

melaksanakan BABS (desa ODF) di kabupaten 

Rokan Hulu 

60 Persen 

11. Cakupan Layanan Kesehatan ibu hamil 100 Persen 

12. Cakupan Layanan Kesehatan ibu bersalin 100 Persen 

13. Cakupan Layanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai 

standar 

100 Persen 

14. Cakupan Layanan Kesehatan Balita sesuai standar 100 Persen 

15. Cakupan Layanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan 

Dasar sesuai standar 

100 Persen 

16. Cakupan Layanan Orang Usia15 s.d 59 tahun yang 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 

standar 

100 Persen 

17. Cakupan Layanan Warga Negara Usia 60 tahun 

yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai  

standar 

100 Persen 

18. Cakupan Layanan Kesehatan penderita Hipertensi 

sesuai Standar 

100 Persen 

19. Cakupan Layanan Kesehatan penderita DM sesuai 

Standar 

100 Persen 

20. Cakupan Layanan Kesehatan penderita TBC sesuai 

Standar 

100 Persen 

21. Cakupan Layanan Kesehatan penderita OGDJ sesuai 

Standar 

100 Persen 

22. Cakupan Layanan Kesehatan Orang dengan Resiko 

Terinfeksi HIV sesuai Standar 

100 Persen 

23. Rasio dokter Daya Tampung RS terhadap jumlah 

Penduduk 

0,00147 Rasio 

 
 

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati 

Rokan Hulu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai 

dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah 

komitmen dan kesepakatan antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang dan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang 
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terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya 

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja 

yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk 

kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-

tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditandatangani 

pada tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.10 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 
Jumlah Dokumen DED Embung/Bangunan Penampung 

Air Lainnya yang disusun 
1 Dokumen 

2 Jumlah Panjang tanggul sungai yang di bangun 220 M 

3 Jumlah luas bendungan irigasi yang di normalisasi 15250 M 

4 

Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi 

dan Rawa 

2 Dokumen 

5 Jumlah cakupan saluran jaringan irigasi yang di Rehab 33 Ha 

6 Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara 500 Ha 

7 
Jumlah dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Sistem Draenase Perkotaan 
1 Dokumen 

8 Jumlah Drainase Perkotaan yang di bangun 1000 M 

9 Jumlah draenase yang di pelihara 0,1 Km 

10 

Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan 

Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta 

Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan 

Jembatan 

15 Dokumen 

11 Jumlah Kondisi Jalan/ Jembatan yang di Survey 2 Dokumen 

12 Jumlah panjang jalan yang di bangun 2 Km 

13 Jumlah Jalan yang di Tingkatkan 4,4 Km 

14 Jumlah panjang jalan yang di Rehabilitasi 90 Km 

15 Jumlah panjang jalan yang di Pelihara 246 Km 

16 Jumlah jembatan yang di bangun 13 Unit 

17 Jumlah jembatan yang di Rehabilitasi 31 M 

18 Jumlah jembatan yang di Pelihara 10 M 

19     6 Dokumen 

20 
Jumlah Tenaga Terampil yang memiliki sertifikat 

Kopetensi 
25 Sertifikat 

21 
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR 

Kabupaten / Kota 

1 Kegiatan 

22 
Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan 

Penataan Ruang 

1 Kegiatan 
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23 
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 

untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 

1 Kegiatan 

24 Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Kegiatan 

 

5. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Perjanjian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu 

kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk 

melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Rokan Hulu yang telah ditandatangani pada 

bulan Februari tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.11 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022 

NO INDOKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses 

terhadap pelayanan sumber air minum/bersih 

446 SR 

 16 Unit 

2 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses 

Terhadap Layanan Sanitasi Layak 
1 Unit 

3 Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU 

(Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum) 
3140 Meter 

4 Persentase Bangunan Gedung Negara Dalam Kondisi 

Baik 
4 Dokumen 

5 Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan 

Kinerja Evaluasi Internal Capaian Sasaran/Kinerja 

4 Dokumen  

826 Orang/bulan 

14 Paket 

1026 Laporan 

 

6 Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan 

Kinerja Evaluasi Internal Capaian Sasaran/ Kinerja 

52 Unit  

 

7 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU 

(Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum) 
100 % 

8 Persentase Luas Permukiman Kumuh  - 

9 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU 

(Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum) 
3210 Meter 
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6. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK  

Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022 sebagai berikut : 

Tabel 2.12 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial) yang aktif 
40 Persen 

2 Persentase tuna sosial terlantar (terutama 

gelandangan dan pengemis) diluar panti yang 

mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) 

100 Persen 

3 Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang 

mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) 
79 Persen 

4 Persentase korban bencana alam dan sosial yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah 

tangap darurat bencana (SPM) 

- 

5 Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang 

mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) 
97 Persen 

6 Persentase anak terlantar diluar panti yang 

mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) 
100 Persen 

7 Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial 

yang memperoleh bantuan sosial 
100 Persen 

8 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 5 Persen 

9 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk 

TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 
0,007 Rasio 

10 Persentase Korban KekerasanTerhadap Anak yang 

tertangani 
83 Persen 

11 Kategori Kabupaten Layak Anak Madya 

 

7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu 

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 

melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan 

kesepakatan antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang terukur berdasarkan 

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 
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Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan 

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja 

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya.  

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja 

sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih di fokuskan pada 

indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci 

capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2022 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.13 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas 

Kpendudukan dan Pencatatatn Sipil Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 0.95 

2 Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari 

yang memiliki KIA 

50 

3 Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 

Tahun 

95.61 

4 Cakupan kepemilikan akta kematian 100 

5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus 

dokumen kependudukan 

93 

6 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(KTP-el) 

97.92 

7 Rasio pasangan berakta nikah 0.36 

 
 

8. DINAS PERHUBUNGAN 

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan adalah lembar/dokumen yang 

berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu kepada Kepala Dinas 

Perhubungan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, 

terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala Dinas 

Perhubungan dan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang terukur 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang 

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja 

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 
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sebelumnya. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan 

Hulu yang telah ditandatangani pada bulan November tahun 2022 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.14 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas 

Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 67,95 

2. Persentase peningkatan pergerakan orang/barang 

melalui terminal/ dermaga/ bandara per tahun 

10 % 

3. Rasio Konektivitas Kabupaten 23,25 

4. Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola 25 Titik 

5. Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 9.800 Unit 
 

 

 

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan ini tertuang didalam Rencana 

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 

2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026, 

Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

Hal ini menyebabkan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan pada 

nomor satu (1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang menjadi dasar 

tolak ukur atau target pada tahun 2022 berdasarkan Nilai SAKIP 

Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu yang diperoleh pada 

tahun 2020. Sedangkan untuk pengukuran capaian pada tahun 2022 

adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten 

Rokan Hulu yang di capai pada tahun 2021 dan di keluarkan nilainya 

pada tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

 
 

9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, 

trasparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kepala 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu membuat pernyataan 

yang di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 

kepada atasan langsung yaitu Bapak Bupati Rokan Hulu. Hal ini telah 

tersedia dalam tabel sebagai berikut  : 
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Tabel 2.15 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH) 65,37 Point 

2 Peningkatan Indeks Kualitas Air 59,37 Point 

3 Peningkatan Indeks Kualitas Udara 87,34 Point 

4 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 35,06 Point 

5 Persentase jumlah sampah yang tertangani  18,87 Persen 

6 Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau 

kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin 

PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah 

100 Persen 

7 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya  

dugaan pencemaran dan/atau perusakan  

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 

100 Persen 

 
 

10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN 

DESA 

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian 

kinerja tahunan tahun 2022 meliputi 3 sasaran strategis, dengan 

pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 

6 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah 

ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari eselon II, eselon 

III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 2.16 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 1,55% 

2 Persentase Bumdesa yang Berkembang 55,14% 

3 Persentase PKK aktif 100% 

4 Persentase Posyandu Aktif 100% 

5 Persentase LPM Berprestasi 100% 

6 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 7,69% 
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11. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 

TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 

Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2022 meliputi 8 

sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran 

tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta 

targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang 

(cascading) melalui tabel berikut : 

Tabel 2.17 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil Dan Menengah, Transmigrasi Dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Persentase koperasi berkualitas 5,43% 

2 Persentase koperasi aktif 48,66% 

3 Jumlah UMKM yang dikembangkan 50 UMKM 

4 Jumlah UMKM yang dibina 5.000 UMKM 

5 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan ditempatkan 50 orng 

6 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan .78 orng 

7 
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian 

Bersama (PB) 
34,9 % 

8 
Jumlah wilayah transmigrasi yang dibina dan 

dikembangkan (UPT) 
0 UPT 

 
 

12. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Penetapan target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2022 

mengacu pada Renstra Tahun 2026-2022. Secara garis besar 

perjanjian kinerja tahunan tahun 2022 meliputi 1 sasaran strategis, 

dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan 

melalui 5 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian 

kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari 

eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 2.18 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

No INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan 

Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo 

100% 

2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) 

2.75 

3 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah 20% 
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Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka 

Pengamanan Informasi Milik Pemerintah 

4 Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan 

Secara Online Dan Terintegrasi 

50% 

5 Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan 

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 

50% 

6 Data/Informasi/ Statistik Yang Terintegrasi Ada 

7 Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan 

Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

100% 

8 Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan 

Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan 

Pembangunan Daerah Dalam Melakukan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

100% 

 
 

 

13. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA 

Perjanjian Kinerja DPPKB adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari Bupati Rokan Hulu kepada Kepala DPPKB untuk 

melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan 

kesepakatan antara Kepala DPPKB dan Bupati Rokan Hulu atas 

kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi 

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, 

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat 

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Penetapan kinerja DPPKB 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 yang telah ditandatangani pada  

Untuk Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.19 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

N

O 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Angka Harapan Hidup 70,55 

2 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 0,46% 

3 Total Fertility Rate (TFR) 2,47 Rasio 

4 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern 

Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 

67% 
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5 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 

(unmet need) 

17,50% 

6 Jumlah Klinik KB 28 Klinik 

7 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang 

berperan aktif dalam pembangunan  Daerah melalui 

Kampung KB 

13,79% 

8 Ratio Akseptor KB 74,33% 

9 Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya 

dibawah 20 tahun 

0,50 Rasio 

10 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, 

Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga 

melalui APBD danAPBDes 

0,18% 

 

 
 

14. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 

Penyusunan perjanjian kerja tahun 2022 mengacu pada Rencana 

Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026. 

Secara garis besar perjanjian kerja tahun 2022 meliputi 2 sasaran 

strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut 

dilakukan melalui 6 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. 

Perjanjian kerja tersebut juga telah ditetapkan secara berjenjang 

(cascading) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.20 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Ketahanan 

Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022 

NO. INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Indeks Ketahanan Pangan 58,03 (indeks) 

2 Tingkat Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 83,20 (skor) 

3 Persentase Desa Bebas dari Status Rawan Pangan 89,79 (%) 

4 
Jumlah total Produksi Perikanan (Tangkap dan 

Budidaya) 
9.268,86 (ton 

5 
Pendapatan Rata-rata Pembudidaya Ikan dan 

Nelayan 
41.200.000 (Rp) 

6 Cakupan Bina Kelompok Perikanan 8,10 (%) 
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15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU 

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Renstra 

DPMPTSP Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja 

tahunan tahun 2022 meliputi 2 sasaran strategis, dengan pengukuran 

pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator 

kinerja sasaran beserta 4 target kinerja sasaran. Perjanjian kinerja 

telah ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari eselon II, 

eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.21 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA  
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN (LKPM) 975.000.000.000 

2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi 4,21 

3 Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA 475.000.000.000 

4 PMDN/PMA 475.000.000.000 80,00 

 
 

16. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu 

kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk 

melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan 

kesepakatan antara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan 

Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, 

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja 

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas 

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) 

yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya. Target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2022 

mengacu dalam indikator kinerja utama di Rencana Strategis tahun 

2021-226 Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Rokan Hulu. 

Perubahan penetapan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
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Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 yang telah ditandatangani 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.22 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA  SATUAN 
TARGET 

KINERJA DALAM 

PENJA    

1 2 3 4 

1 PAD sektor pariwisata 
(dalam 

juta) 
2.722,63 

2 
Persentase destinasi wisata yang 

dikembangkan dan dikelola 
peren 6,45 

3 Jumlah kunjungan wisatawan Orang 876.535 

4 
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 

harga baku 
Peren 0,35 

5 

Persentase objek pemajuan kebudayaan 

daerah yang dilindungi, dikembangkan, 

dimanfaatakan dan dibina 

Peren 41 

6 
Jumlah penyelenggaraan kegiatan seni dan 

budaya 
Kali 20 

7 
Persentase cagar budaya ang dilestarakan dan 

dikelola 
Peren 5,25 

8 
Jumlah warisan budaya tak benda / karya 

budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 
Wbtb 3 

9 
Persentase koleksi cagar budaya benda yang 

dilindungi 
Peren 0 

10 
Terbangunnya cikal bakal museum (sarana dan 

prasarana) 
unit 35 

 
17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 

Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu 

kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk melaksanakan 

program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan 

antara Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Bupati Rokan Hulu 

atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang 

serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak 

dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya 

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. 
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Penetapan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.23 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 10 

2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 9,06 

3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 0,0003 

4 Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun 5.245 

5 Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah 49.319 

6 Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang 

bersertifikat 

0,0022 

7 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip 

secara baku 

40 

8 Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan 

Akuntabilitas Kinerja 

58 

8 

18. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. 

Karakteristik indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan dan 

Holtikultura bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi 

menggambarkan pencapaian yang semakin  baik.  Untuk  skala  

pengukuran  kinerja  dan  predikatnya  adalah  sebagai berikut : 

Tabel 2.24 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Tanaman 

Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022 

NO INDIKATOR KINERJA  
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1. Persentase Peningkatan SDM Petani dan 

Kelembagaan Petani 

40% 

2. Produktivitas Padi 42,39 KW/Ha 

3. Produksi Padi 26,325,06 Ton/Tahun 

4. Produksi Bawang 136 Ton/Tahun 

5. Produksi Cabai 380 Ton /Tahun 
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19. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. 

Karakteristik indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan 

pencapaian yang semakin  baik.  Untuk  skala  pengukuran  kinerja  

dan  predikatnya  adalah  sebagai berikut : 

Tabel 2.25 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Persentase pasar yang berkondisi baik 43 % 

2 
Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang 

Berlaku 

5,57% 

3 Pertumbuhan jumlah Industri Kecil dan Menengah 

(IKM) 
2,2% 

4 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 3,52% 

 
 

20. DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 

Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan adalah 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu 

kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk 

melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan 

kesepakatan antara Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan 

dengan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang terukur berdasarkan 

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan 

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja 

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya. Penetapan kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 yang telah ditandatangani pada 

bulan November 2022 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.26 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Dinas Peternakan 

dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

KINERJA DALAM 

PENJA 

1 2  

1 Jumlah Produksi Peternakan 68.438 Ekor 

2 Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat 775.620 Ton/Tahun 

3 Persentase penurunann kejadian dan jumlah kasus 

penyakit hewan menular 

4,75 Persen 

 

21. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Perjanjian kinerja Bappeda adalah lembaran/dokumen yang 

berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu kepada Kepala Bappeda 

untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Melalui Perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen 

dan kesepakatan antara Kepala Bappeda dan Bupati Rokan Hulu 

atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang 

serta sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja Bappeda 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 yang telah disepakati adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.27 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA  
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam 

RKPD 

97 

2 Persentase E-database Yang Dimanfaat Pemerintah 

Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah 

100 

3 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguan Daerah 

Kabupaten Yang Disusun Tepat waktu 

7 

4 Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan 

Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah 

75 

5 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan 

Pengembangan 

100 

6 Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di 

Daerah 

100 
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22. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu 

kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk 

melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan 

kesepakatan antara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan dan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang terukur 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. 

Penetapan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 2.28 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan Struktural dan Fungsional  

1,37% 

2 Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Formal 

2,97% 

3 Rasio PNS Berpendidikan Tinggi (PT) 1,65% 

4 Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi 

(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga 

kesehatan) 

3,79% 

5 Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan 

Kompetensi  

100% 

6 Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin 0,52% 

 
 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa data taget yang disajikan 

adalah target kinerja sub kegiatan yang mendukung pencapaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun sub kegiatan yang 

mendukung masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Struktural dan Fungsional diperoleh dari perhitungan 

Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural 

dibagi Jumlah total jabatan yang terisi dikali 100%. 

2. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

Formal diperoleh dari perhitungan Jumlah ASN yang mengikuti 

pendidikan dan pelatihan formal dibagi Total Jumlah  ASN dikali 

100%. 

3. Rasio PNS Berpendidikan Tinggi (PT) diperoleh dari perhitungan 

Jumlah PNS  berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) dibagi Total 

Jumlah PNS dikali 100%. 

4. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi diperoleh dari 

perhitungan Jumlah PNS Fungsional Bersertifikat dibagi Total 

Jumlah PNS Fungsional dikali 100% (PNS tidak termasuk guru 

dan tenaga kesehatan). 

5. Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi 

diperoleh dari perhitungan jumlah ASN yg ditempatkan sesuai 

dengan kompetensi dibagi total jumlah ASN dikali 100%. 

6. Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin diperoleh dari 

perhitungan jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS dibagi total 

jumlah PNS dikali 100%. 

 

23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Indikator kinerja utama pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah Tahun 2022 sebagai penyelenggaraan pemerintah 

daerah disusun untuk mengetahui capaian kinerja setiap aspek 

fokus menurut bidang urusan. Dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum dan 

meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi dan 

keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan 

akuntabel.  
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Untuk mencapai hasil yang maksimal, Badan Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus 

dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban 

berdasarkan asas‐asas kepemerintahan yang baik dan bersih, maka 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah wajib 

melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Target  ditetapkan  dengan  mengacu  kepada  pernyataan  visi  

dan  misi  sehingga  rumusannya harus  dapat  menunjukkan  

suatu  kondisi  yang  ingin  dicapai  di  masa  mendatang.  Untuk  

itu target kinerja  disusun  guna memperjelas  pencapaian  sasaran  

yang ingin diraih dari masing‐masing misi. 

Penetapan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 2.29 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA  

TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

SATUAN TARGET 

1 2 3 4 

1 Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(BMD).  
% 50 

2 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan. WTP WTP 

3 Penetapan APBD Tepat Waktu. Tepat 

Waktu/Tidak 

Tepat Waktu 

Tepat Waktu 

4 Persentase Realisasi Dana Mandatory dan 

Pembiayaan Daerah. 
% 100 

 

 

24. BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah lembar 

dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu kepada 

Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan program dan 

kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian 

kinerja terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Kepala 

Badan Pendapatan Daerah dan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang 
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terukur berdasarkan tugas , fungsi dan wewenang serta sumber 

daya yang tersedia. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja dalpat 

dilihat pada tabel dibawah ini. Indikator Kinerja Utama Badan 

Pendapatan Daerah ditetapkan satu Indikator Kinerja dan Berbeda 

pada tahun sebelumnya dimana indikator kinerja Badan Pendapatan 

Derah mempunyai 5 (lima) indikator kinerj. Perubahan ini 

didasarkan pada perubahan RPJMD dan Renstra tahun 2021 - 2026. 

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.30 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022  

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 
Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Total Pendapatan 
11,86% 

 

25. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja  badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tabel 2.31 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja  badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022  

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan 

Wawasan 

2 Kegiatan, 100 

Orang 

2. Jumlah Pembinaan Politik Daerah 10 Parpol /100% 

3. Jumlah Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS dan OKP 18 Ormas 

4. Jumlah Angka Konflik 100 Persen 

 
 

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Rokan Hulu 

kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen 

dan kesepakatan antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 
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Bencana Daerah dan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang terukur 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang 

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk 

kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-

tahun sebelumnya. 

Perubahan penetapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 yang telah 

ditandatangani pada bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.32 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA  
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan 

informasi rawan bencana 

100 orang 

2 Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan 

pencegahan dan keseiapsiagaan terhadap bencana 

100 orang 

3 Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi korban bencana 

100 orang 

4 Persentase pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan 

dan pencarian korban bencana kebakaran 

100 orang 

 
 

27. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 

Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.33 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 

Penduduk  

6,4% 

2 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat 

diselesaikan 

100% 

3 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100% 

4 Waktu tanggap (response time) penanganan 

kebakaran 

30-60 menit 

5 Tingkat Waktu Tanggap (respone time rate) Daerah 

Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 

100% 

6 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 18,06% 
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7 Persentase pelayanan 100% 

8 Rasio Relawan Terhadap Wilayah Manajemen 

Kebakaran (WMK) 

60% 

 
 

Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar mempunyai 8 (delapan) 

indikator yang harur dicapai pada tahun 2022. Untuk mendukung 

tercapaianya target indikator sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja, 

terdapat 2 (dua) program prioritas pendukung, yaitu: 1) Program 

peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan dukungan 

2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan; 2) Program 

pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan 

penyelamatan non kebakaran dengan dukungan 3 (tiga) kegiatan 

dan 4 (empat) sub kegiatan. 
 

 

28. SEKRETARIAT DPRD 

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran stategis yang telah ditetapkan. 

Karakteristik indikator kinerja Sekretariat DPRD bersifat positif, 

yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang 

semakin baik. Untuk skala pengukuran dan predikatnya adalah 

sebagai berikut : 

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan  indikator kinerja. Perumusan  

indikator kinerja  lebih di fokuskan pada indikator kinerja makro 

serta indikator kinerja strategis. Pada Sekretariat DPRD Indikator 

Kinerja Sasaran yang ada mencerminkan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

strategis yang memiliki nilai paling startegis dibandingkan indikator 

lainnya. Secara rinci target dan capaian masing-masing indikator 

kinerja sasaran tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.33 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022  

NO INDIKATOR KINERJA OPD 
TARGET KINERJA 

DALAM PENJA 

1 2 3 

1 
Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

DPRD 

85 

2 Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda 85 
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3 
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi 

perkantoran dan DPRD 

85 

4 Persentase layanan keuangan yang difasilitasi 95 

 
 

29. SEKRETARIAT DAERAH 

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban dan 

dilaksanakan secara periodik. Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu sudah melaksanakan penilaian kinerja yang berpedoman pada 

Perjanjian Kinerja. Penilaian Kinerja dimaksud baru sebatas 

penilaian kinerja Sekretaris Daerah, yang dihimpun dari laporan 

lisan dari masing-masing bagian dan telah dilakukan penilaian 

capaian kinerja secara priodik triwulanan dengan menggunakan 

formula keberhasilan yang terlebih dahulu ditetapkan oleh 

Sekretaris Daerah, beberapa kemajuan dalam proses pelaporan 

tahun 2022 sebagai implementasi dari Hasil Evaluasi Kementerian 

PAN RB dan Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu atas Pelaksanaan 

Pelaporan Tahun 2021. 

Sekrtetariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu memperoleh nilai 

sebesar 69,39 dengan kategori B (Baik). Nilai ini merupakan 

akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja 

yang dievaluasi. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah dan Staf 

Ahli Bupati Tahun 2021-2026 diharapkan dapat mendukung salah 

satu tujuan pembangunan daerah. Target Kinerja Sekretariat 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tabel 2.34 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja Sekretariat 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 
 

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA 
TARGET KINERJA  

DALAM PENJA 

1  2 3 

1 Persentase Penataan Kebijakan Pemerintah Bidang 

Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial 

90% 

2 Persentase Fasilitasi Penyelesaian Kasus Tanah 

Negara / Tanah Garapan 

90% 

3 Persentase Luas Lahan Bersertifikat 55,68% 



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 163 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA 
TARGET KINERJA  

DALAM PENJA 

4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) 

Prediket B 

5 Indeks Reformasi Birokrasi Prediket CC 

6 Skor LPPD Skor Sangat Tinggi 

(3,05) 

7 Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang 

dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani 

pada kuartal pertama 

100% 

8 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan 

dengan metode kompetitif 

15% 

9 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui 

pengadaan 

42% 

  
Tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 yang diukur berdasarkan indikator kinerja adalah 

sebagai berikut : 

a. Persentase Penataan Kebijakan Pemerintah Bidang Keagamaan 

dan Kesejahteraan Sosial. Indikator Kinerja dengan target 90 

persen dengan tingkat capaian 100 persen dilaksanakan dengan 

dukungan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

khususnya kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan 

Rakyat. 

b. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara /Tanah 

Garapan. Indikator Kinerja dengan target kinerja 90 persen dan 

tingkat capaian 100 persen dilaksanakan dengan dukungan 

program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan khususnya 

kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota. 

c. Persentase Luas Lahan Bersertifikat. Indikator kinerja dengan 

target kinerja 55,68 persen lahan telah bersertifikat, adapun 

pengukuran kinerja menggunakan data dari BPN Rokan Hulu. 

d. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator 

Kinerja dengan target BB dan tingkat capaian 100 persen adapun 

penilaian kinerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

birokrasi, dengan dukungan program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di laksanakan oleh 
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seluruh perangkat daerah dan secara khusus melalui kegiatan 

Penataan Organisasi. 

e. Indeks Reformasi Birokrasi. Indikator Kinerja dengan target CC 

dan tingkat capaian 100 persen adapun penilaian kinerja sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi, dengan dukungan 

program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota yang di laksanakan oleh seluruh perangkat 

daerah dan secara khusus melalui kegiatan Penataan Organisasi. 

f. Skor LPPD. Indikator Kinerja dengan target kinerja Skor sangat 

tinggi (3,05) dan tingkat capaian tidak diketahui karena untuk 

skor LPPD Kabupaten/Kota se Riau Tahun 2022 belum di 

keluarkan oleh Kemeterian Dalam Negeri dengan dukungan 

program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat khususnya 

kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan. 

g. Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke tahun 

berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama. Indikator 

Kinerja dengan target kinerja 100% dilaksanakan dengan 

dukungan program Perekonomian dan Pembangunan khususnya 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, namun pada tahun 

2022 tidak terdapat kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang 

perlu pembangunan dalam 3 kuartal sehingga capaian kinerja 

dianggap 100%. Namun melihat kondisi APBD maka indikator 

kinerja perlu dilakukan peninjauan ulang 

h. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode 

kompetitif. Indikator Kinerja dengan target kinerja 15% dan 

capaian kinerja 13% atau 87% dari yang direncanakan dengan 

dukungan program Perekonomian dan Pembangunan khususnya 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. 

i. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan. Indikator 

Kinerja dengan target kinerja 42% dan capaian kinerja 43% atau 

102% dari yang direncanakan dengan dukungan program 
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Perekonomian dan Pembangunan khususnya Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa. 

 
 

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target 

Perjanjian Kinerja 

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan atas capaian sasaran 

yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang 

dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator sasaran yang 

direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja 

(performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance 

result) yang dicapai Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Pengukuran 

capaian target kinerja dari sasaran strategis tahun 2022 yang telah 

ditetapkan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja 

dengan realisasi kinerja berdasarkan masing-masing misi pembangunan 

lima tahunan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. 

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah ini dilakukan untuk 

mengukur kinerja dan melakukan evaluasi serta mengungkapkan secara 

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan. 

Skala penilaian peringkat kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan penilaian terhadap evaluasi dokumen 

rencana pembangunan daerah dengan skala nilai peringkat kinerja 

sebagai berikut : 

1. INSPEKTORAT 

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran stategis yang telah ditetapkan. 

Karakteristik indikator kinerja Inspektorat Daerah bersifat positif, 

yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang 

semakin baik. Capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan 

antara target kinerja dengan realisasi capaian indikator kinerja 

setiap tahunnya. Dalam capaian indikator di atas seluruh indikator 

telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Secara rinci 
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capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja tahun 2022 

adalah sebagai berikut: 

Tebel 2.35 Pengukuran Capaian Kinerja Kerja Dinas Inspektorat 

Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET DALAM 

PENJA 
REALISASI 

PERSENTASE 
CAPAIAN(%) 

1 2 3 4 5 

1 
Maturitas Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) 

Level 3 Level 3 100.00  

2  
Jumlah Perangkat Daerah yang 
menerapkan RB 

29 PD 29 PD 100.00 

3  
Jumlah PD / Unit  yang 
menerapkan Zona Integritas (ZI) 

69 PD/Unit 69 PD/Unit 100.00 

4  

Jumlah PD  / Unit Kerja Pelayanan 

yang mendapatkan pendampingan 
menuju predikat Wilayah Bebas 
Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah 
Birokrasi yang Bersih dan Melayani 
(WBBM) 

9 PD/Unit 68 PD/Unit 755,56 

5  
Peningkatan Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) 

Level 3 Level 3 100.00 

6 
Persentase hasil pemeriksaan BPK 
RI dan APIP yang di tindaklanjuti 

80% 82.49% 103,11 

7 

Persentase penurunann jumlah 
rekomendasi hasil review dokumen 
perencanaan, keuangan dan 
Laporan kinerja 

60% 62% 103,33 

 

2. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

Target kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 

dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah untuk 

melihat  capaian Kinerja Dinas dengan target yang telah ditetapkan 

dalam perjanjian kinerja tahun 2022.  Data capaian kinerja 

dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2022  adalah sebagai 

berikut: 

Tebel 2.36 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan 

Target Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET DALAM 

PERJANJIAN 
KINERJA  

 
REALISASI 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 
Jumlah Gedung sekolah yang di 

bangun 
1 Unit 1 Unit 100 % 

2 
Jumlah ruang kelas sekolah yang 
dibangun 

19 Ruang 19 Ruang 100 % 
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3 
Jumlah Alat Praktek dan Peraga 
siswa yang tersedia 

214 paket 214 paket 100 % 

4 
Angka partisipasi kasar seluruh 
jenjang pendidikan 

499 Satuan 
Pendidikan 

411  Satuan 
Pendidikan 

82,36% 

5 
Angka partisipasi sekolah seluruh 
jenjang pendidikan 

2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 % 

6 

Jumlah kegiatan pembinaan 
paskibraka, kepemudaan dan  
kepramukaan yang dilakukan 
 

90 orang 90 orang 100 % 

 

Dari tabel  diatas dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 sudah sesuai dengan 

target yang telah ditatapkan dalam perjanjian kinerja dengan 

realisasi fisik 99,91 persen (Data RFK) Bulan Desember 2022 

sedangkan Realisasi keuangan sebesar 100% sedangkan realisasi 

keuangan masih belum 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

kegiatan tidak bisa dibayarkan karena terjadi defisit dan pandemi 

covid 19 sehingga beberapa kegiatan yang tunda bayar tahun 

anggaran 2022. 

 

3. DINAS KESEHATAN 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian 

kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai 

berikut : 

Tebel 2.37 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASI 

CAPAIAN 

 (%) 

1 2 3 4 5 

1. Status Akreditasi RSUD Madya Madya 100% 

2. Prevalensi Wasting (kurus dan 

sangat kurus ) pada balita 

2,45 Persen 2.41 Persen 

 

98.% 

 

3. Angka kematian Bayi (AKB) per 

1000 Kelahiran  hidup 

2,5 Rasio 2.47 Rasio 98.8 Rasio 

4. Angka kematian Ibu per 

100.000 Kelahiran  hidup 

45 Rasio 0.72 Rasio 1.6 Rasio 

5. Prevalensi Stunting (pendek 

dan sangat pendek) pada Balita 

17 Persen 13 Persen 76.47% 

6. Rasio dokter per satuan 

penduduk 

0,0041 Persen 0.0045 

Persen 

109.75% 

7. Cakupan puskesmas (per 92,4 Persen 1.18 Persen 1.27% 
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NO INDIKATOR KINERJA UTAMA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASI 

CAPAIAN 

 (%) 

1 2 3 4 5 

30.000 penduduk ) 

8. Cakupan puskesmas Pembantu 

(seluruh desa) 

92,4 Persen 91.7 Persen 99.24% 

9. Persentase Penduduk ke 

persertaan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) 

72 Persen 77.9 Persen 108.19% 

10. Persentase desa/ kelurahan 

yang stop melaksanakan BABS 

(desa ODF) di kabupaten Rokan 

Hulu 

60 Persen 62 Persen 103.33% 

11. Cakupan Layanan Kesehatan 

ibu hamil 

100 Persen 94 Persen 94% 

 

12. Cakupan Layanan Kesehatan 

ibu bersalin 

100 Persen 90 Persen 90% 

13. Cakupan Layanan Kesehatan 

Bayi Baru Lahir sesuai standar 

100 Persen 90 Persen 90% 

14. Cakupan Layanan Kesehatan 

Balita sesuai standar 

100 Persen 65 Persen 65% 

15. Cakupan Layanan Kesehatan 

Anak Usia Pendidikan Dasar 

sesuai standar 

100 Persen 55,3 Persen 55.3% 

16. Cakupan Layanan Orang Usia15 

s.d 59 tahun yang 

mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

standar 

100 Persen 45,54 

Persen 

45.54% 

17. Cakupan Layanan Warga 

Negara Usia 60 tahun yang 

mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai  standar 

100 Persen 59 Persen 59% 

18. Cakupan Layanan Kesehatan 

penderita Hipertensi sesuai 

Standar 

100 Persen 35 Persen 35% 

19. Cakupan Layanan Kesehatan 

penderita DM sesuai Standar 

100 Persen 100 Persen 100% 

20. Cakupan Layanan Kesehatan 

penderita TBC sesuai Standar 

100 Persen 33 Persen 33% 

21. Cakupan Layanan Kesehatan 

penderita OGDJ sesuai Standar 

100 Persen 78,7 Persen 78.7% 

22. Cakupan Layanan Kesehatan 

Orang dengan Resiko Terinfeksi 

HIV sesuai Standar 

100 Persen 40,63 

Persen 

40.63% 

23. Rasio dokter Daya Tampung RS 

terhadap jumlah Penduduk 

0,00147 Rasio 0,0045 

Rasio 

306.12 Rasio 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut : 

 Cakupan puskesmas Pembantu (seluruh desa) karena Dari 

jumlah total desa/kelurahan , masih ada 12 Desa yang belum 

memiliki Pustu, sudah 5 tahun terakhir tidak ada penambahan 

pembangunan gedung Pustu 

 Cakupan Layanan Kesehatan ibu hamil karena Standar 

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil terdiri dari berbagai indikator, 

apabila ada indikator yang belum di laksanakan dan diberikan 

pada seorang ibu hamil, maka tidak bisa di hitung dalam 

cakupan capaian pelayanan sampai pelayanan kesehatan pada 

Ibu hamil tersebut terpenuhi semua indikator. 

 Cakupan Layanan Kesehatan ibu bersalin karena Secara Kualitas 

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin oleh tenaga kesehatan sudah 

mencapai target riil, masih terdapat 8,9 % Ibu Hamil yang 

belum bersalin pada tahun 2022 yang perkiraan persalinan 

tahun 2023. 

 Cakupan Layanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar 

karena Secara Kualitas Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

sudah mencapai target riil, masih terdapat  9 % Ibu Hamil yang 

belum bersalin pada tahun 2022 yang perkiraan persalinan 

tahun 2023 

 Cakupan Layanan Kesehatan Balita sesuai standar karena 

Dampak Pandemi yang  mempengaruhi masyarakat untuk 

membawa Balita ke posyandu dan koordinas lintas sektor masih 

belum maksimal. 

 Cakupan Layanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar sesuai 

standar karena Proses belajar mengajar dimulai di pertengahan 

tahun ajaran baru, ada 11 puskesmas yang belum 

melaksanakan kegiatan penjaringan dan pemeriksaan kesehatan 

berkala ke sekolah pada tahun anggaran 2022. 

 Cakupan Layanan Orang Usia15 s.d 59 tahun yang 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar karena 

Kurangnya koordinasi dengan lintas program dan keterbatasan 
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BMHP untuk skrining kesehatan, seperti stik pemeriksaan gula 

darah, pemeriksaan kolesterol dan pemeriksaan asam urat 

 Cakupan Layanan Warga Negara Usia 60 tahun yang 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai  standar karena 

Koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor 

dalam upaya peningkatan  pemberdayaan kelompok usila belum 

maksimal 

 Cakupan Layanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai 

Standar karena Kurangnya koordinasi dengan lintas program 

dan masih kurangnya keterlibatan lintas sektor dalam upaya 

pemeriksaan/penjaringan dan pengobatan penderita hipertensi 

 Cakupan Layanan Kesehatan penderita TBC sesuai Standar 

karena Dukungan lintas program dan lintas sektor yang masih 

kurang, Tidak dilakukan pemeriksaan ulang TCM pada pasien yg 

tidak konvesi disaat pemeriksaan follow up, Petugas salah 

penginputan spesimen dan obat di aplikasi TB 

 Cakupan Layanan Kesehatan penderita OGDJ sesuai Standar 

karena Kurangnya kesadaran dan kepedulian dari pihak keluarga 

untuk melaporkan kasus ODGJ ke puskesmas dan keluarga tidak  

berperan aktif dalam upaya untuk pemantauan dan kesembuhan 

dari penderita ODGJ 

 Cakupan Layanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi 

HIV sesuai Standar karena Belum maksimalnya skrining 

terhadap penduduk yang beresiko terinfeksi HIV pada sasaran 

yang di tentukan seperti Ibu hamil, kelompok khusus , Sasaran 

Lelaki Suka Lelaki (LSL) yg sulit ditemukan dan  Ibu hamil 

menolak untuk dilakukan tes HIV. 

 

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian 

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 yang diperoleh dari 24 indikator kinerja 

sudah memenuhi target dengn keterangan sebagai berikut : 
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Tebel 2.38 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET DALAM 

PERJANJIAN 
KINERJA 

REALISASI 
PERSENTASE 

CAPAIAN  
(%) 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Dokumen DED 
Embung /Bangunan 
Penampung Air Lainnya yang 
disusu 

1 Dokumen 1 Dokumen 100 

2 Jumlah Panjang tanggul 
sungai yang di bangun 

220 M 473 M 100 

3 Jumlah luas bendungan irigasi 
yang di normalisasi 

15.250 M 19.984 M 100 

4 Jumlah Dokumen Penyusunan 
Rencana Teknis dan Dokumen 
Lingkungan Hidup untuk 
Konstruksi Irigasi dan Rawa 

2 Dokumen 2 Dokumen 100 

5 Jumlah cakupan saluran 
jaringan irigasi yang di Rehab 

33 Ha 65 Ha 100 

6 Jumlah jaringan irigasi yang 
dipelihara 

500 Ha 663 Ha 100 

7 Jumlah dokumen Penyusunan 
Rencana, Kebijakan  Strategi 
dan Teknis Sistem Draenase 
Perkotaan  

1 Dokumen 1 Dokumen 100 

8 Jumlah Drainase Perkotaan 
yang di bangun 

1000 M 1656 M 100 

9 Jumlah draenase yang di 
pelihara 

0,1 Km 2 Km 100 

10 Jumlah Dokumen Penyusunan 
Rencana, Kebijakan, dan 
Strategi Pengembangan 
Jaringan Jalan Serta 

Perencanaan Teknis 
Penyelenggaraan Jalan dan 
Jembatan 

15 Dokumen 15 
Dokumen 

100 

11 Jumlah Kondisi Jalan/ 
Jembatan yang di Survey 

2 Dokumen 2 Dokumen 100 

12 Jumlah panjang jalan yang di 
bangun 

2 Km 2 Km 100 

13 Jumlah Jalan yang di 
TingkatkaJumlah panjang 
jalan yang di Rehabilitasin 

4,4 Km 4,5 Km 100 

14 Jumlah panjang jalan yang di 
Pelihara 

90 Km 99,51 Km 100 

15 Jumlah jembatan yang di 

bangun 

246 Km 358,41 Km 100 

16 Jumlah jembatan yang di 
Rehabilitasi 

13 Unit 13 Unit 100 

17 Jumlah jembatan yang di 
Pelihara 

31 M 35 M 100 

18 Jumlah jembatan yang di 

Pelihara 

10 M 47 M 100 

19 Jumlah Dokumen Pengawasan 
Teknis Penyelenggaraan Jalan 

/ Jembatan 

6 Dokumen 7 Dokumen 100 

20 Jumlah Tenaga Terampil yang 
memiliki sertifikat 
Kopetensi 

25 Sertifikat 25 
Sertifikat 

100 
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21 Jumlah Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penyusunan 
RRTR Kabupaten / Kota 

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 

22 Jumlah Masyarakat yang 
terlibat dalam Perencanaan 
Penataan Ruang 

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 

23 Jumlah Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemanfaatan 
Ruang untuk Investasi dan 
Pembangunan Daerah 

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 

24 Jumlah Koordinasi 
Pelaksanaan Penataan Ruang 

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 

 

5. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan indikator kinerja perumusan 

indikator kinerja lebih difokuskan pada indikator kinerja utama. 

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja utama tahun 

2022 adalah sebagai berikut : 

Tebel 2.39 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTAS

E CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 

Persentase rumah tangga 
yang memiliki akses terhadap 
pelayanan sumber air minum 
/bersih 

446 SR, 16 Unit 446 SR, 16 Unit 100% 

2 

Persentase Rumah Tangga 
Yang Memiliki Akses 
Terhadap Layanan Sanitasi 
Layak 

1 Unit 1 Unit  100 % 

3 

Persentase Perumahan Yang 
Sudah Dilengkapi PSU 
(Prasarana Sarana Dan 
Utilitas Umum) 

3140 Meter 3140 Meter 100 % 

4 
Persentase Bangunan Gedung 
Negara Dalam Kondisi Baik 

58 Dokumen 40 kegiatan  69.23 % 

5 

Perencanaan Kinerja 
Pengukuran Kinerja Pelaporan 
Kinerja Evaluasi Internal 
Capaian Sasaran/Kinerja  

4 Dokumen  

826 Orang/bulan 
14 Paket 

1026 Laporan 
 

 4 Dokumen  

826 
Orang/bulan 

14 Paket 
1026 Laporan 

100 % 

6 

Perencanaan Kinerja 
Pengukuran Kinerja Pelaporan 
Kinerja Evaluasi Internal 
Capaian Sasaran/ Kinerja 

52 Unit  
 

52 Unit  100 % 

7 

Persentase perumahan yang 
sudah dilengkapi PSU 
(Prasarana Sarana Dan 
Utilitas Umum) 

1 Dokumen 1 Dokumen  100 % 

8 
Persentase Luas Permukiman 
Kumuh  

2 Dokumen 1 Dokumen  50% 
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9 

Persentase perumahan yang 
sudah dilengkapi PSU 
(Prasarana Sarana Dan 
Utilitas Umum) 

3210 Meter  3210 Meter 100 % 

 

Realisasi paket kegiatan Manajemen Konstruksi Stadion Sepak Bola 

Rokan Hulu sebesar 4.000.000.000  dan Lanjutan Probity Audit 

Pembangunan Stadion Seoak Bola Rokan Hulu (Swakelola) sebesar 

100.000.000, tidak dilaksanakan karena anggaran fisik stadion 

sepak bola belum dianggarkan di APBN 2022 jadi pengawasan/ MK 

yang dianggarkan oleh APBD tidak dapat dilaksanakan. 

 

6. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian 

kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai berikut :  

Tebel 2.40 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu 

Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET DALAM 

PERJANJIAN 
KINERJA 

REALISASI 
PERSENTASE 

CAPAIAN  
(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase PSKS (Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial) 
yang aktif 

40 Persen 
66.67 
Persen 

100 

2 Persentase tuna sosial 
terlantar (terutama 
gelandangan dan pengemis) 

diluar panti yang mendapat 
Rehabilitasi Sosial Dasar 
(SPM) 

100 Persen 100 Persen 

100 

3 Persentase lanjut usia 
terlantar diluar panti yang 
mendapat Rehabilitasi Sosial 
Dasar (SPM) 

79 Persen 
41.55 
Persen 

52,59 

4 Persentase korban bencana 
alam dan sosial yang 
terpenuhi kebutuhan 
dasarnya pada saat dan 
setelah tangap darurat 

bencana (SPM) 

- 
59.43 
Persen 

100 

5 Persentase disabilitas 
terlantar diluar panti yang 

mendapat Rehabilitasi Sosial 
Dasar (SPM) 

97 Persen 
18.99 

Persen 

19,57 

6 Persentase anak terlantar 
diluar panti yang mendapat 
Rehabilitasi Sosial Dasar 

100 Persen 9.43 Persen 
9.43  
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NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET DALAM 

PERJANJIAN 
KINERJA 

REALISASI 
PERSENTASE 

CAPAIAN  
(%) 

1 2 3 4 5 

(SPM) 

7 Persentase pemerlu 
pelayanan kesejahteraan 
sosial yang memperoleh 
bantuan sosial 

100 Persen 100 Persen 

100 

8 Persentase ARG pada belanja 
langsung APBD 

5 Persen 0.16 Persen 
3,2 

9 Rasio kekerasan terhadap 
perempuan, termasuk TPPO 
(per 100.000 penduduk 
perempuan) 

0,007 Rasio 0.002 Rasio 

28.57 

10 Persentase Korban 
KekerasanTerhadap Anak 
yang tertangani 

83 Persen 100 Persen 
100 

11 Kategori Kabupaten Layak 
Anak 

Madya Madya 
100 

 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keterangan 

terhadap capaian indikator yang tidak seratus (100) persen. 

1. Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat 

Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) capaiannya 52,59 persen 

disebabkan Subkegiatan yang mendukung IKU ini anggaran 

kegiatannya masih minim sehingga tidak mencapai target yang 

ditetapkan. 

2. Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat 

Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) capaiannya 19,57 persen 

dikarenakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM masih 

minim, yang menyebabkan capaian yang telah ditetapkan tidak 

terpenuhi sepenuhnya. 

3. Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat 

Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) capaiannya 9,43 persen 

dikarenakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM masih 

minim, yang menyebabkan capaian yang telah ditetapkan tidak 

terpenuhi sepenuhnya. 

4. Persentase ARG pada belanja langsung APBD capaiannya 3,2 

persen karena tidak semua OPD yang menganggarkan PPRG 

sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai, 
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5. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 

100.000 penduduk perempuan) capaian IKU nya 28.57 persen, 

secara persentase memang turun, namun rasion kekerasan 

terhadap perempuan TPPO turun dari 0,007 menjadi 0,002. 

 

7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Rokan Hulu merupakan lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari Bupati Rokan Hulu kepada kepala untuk 

melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan 

kesepakatan antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dan Bupati Rokan Hulu atas kinerja yang terukur berdasarkan 

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan indikator kinerja. Perumusan 

indikator kinerja lebih difokuskan pada indikator kinerja utama. 

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja utama tahun 

2022 adalah sebagai berikut:  

Tebel 2.41 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Rasio penduduk ber-KTP per 
satuan penduduk 

0.95 
 

374.550 
 

0.98 

2 Persentase anak usia 0 - 17 
tahun kurang 1(satu) hari yang 
memiliki KIA 

50 
 

75.760 
 

41.38 

3 Cakupan penerbitan akta 
kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun 

95.61 
 

186.111 
 

96.18 

4 Cakupan kepemilikan akta 
kematian 

100 
 

2.811 
 

100 

5 Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) dalam mengurus dokumen 
kependudukan 

93 
 

3.294 
 

82.35 

6 Cakupan penerbitan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (KTP-el) 
97.92 

 

374.550 

 

97.55 

7 Rasio pasangan berakta nikah 0.36 
 

125.800 
 

0.48 
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat tujuh Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari : 

1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, dimana rasio 

adalah Jumlah penduduk usia  17 Tahun keatas yang memiliki 

KTP dibagi dengan Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas.  

374.550 di bagi 383.976 dikali 100 hasilnya 97.55% dibagi 100 

hasilnya 0.98. Pada tahun 2022 targetnya adalah 0.95, 

sedangkan capaiannya 0.98. 

2. Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang 

memiliki KIA, adalah jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu 

hari yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah anak usia 0-17 

tahun, pada tahun 2022, jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 

satu hari yang memiliki KIA adalah 75.760, sedangkan anak usia 

0-17 tahun adalah 183.073. pada iku ini capaian nya masih 

kurang, kendalanya adalah, Kurangnya kesadaran para orang tua 

tentang kegunaan Kartu tersebut, padahal sudah diwajibkan. 

3. Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun , 

adalah jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta 

kelahiran dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun, pada Tahun 2022 

jumlah akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun adalah186.111, 

sedangkan jumlah anak usia 0-18 tahun 193.512. 

4. Cakupan kepemilikan akta kematian, adalah jumlah akta 

kematian yang didaftarkan di capil dibagi dengan yang sudah 

diterbitkan. 

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen 

kependudukan, (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat 

kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 

publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya. Pada tahun 2022 nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat adalah 82.35 dari 266 responden, ini di ambil dari 

penilaian masyarakat dengan mengisi kuesioner yang dimasukkan 
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kedalam kotak saran yang ada di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2022 nilainya 

3.294 dibagi 25 hasilnya82.35. 

6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), 

adalah jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki 

KTP dibagi dengan Jumlah Penduduk 17 Tahun keatas, pada 

Tahun 2022 , jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang 

memiliki KTP adalah, 374.550, dibagi dengan Jumlah Penduduk 

17 Tahun keatas, adalah 383.976, hasilnya 97.55%. 

7. Rasio pasangan berakta nikah adalah jumlah pasangan nikah 

berakta nikah dibagi jumlah keseluruhan pasangan nikah. 

125.800 dibagi 260.961 hasilnya 48.21 dibagi 100 menjadi 0.48. 

 

8. DINAS PERHUBUNGAN 

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan indikator kinerja perumusan 

indikator kinerja lebih difokuskan pada indikator kinerja utama. 

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja utama tahun 

2022 adalah sebagai berikut : 

Tebel 2.42 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah  67,95 69,39 102.12% 

2 Persentase peningkatan 

pergerakan orang/barang 

melalui terminal/ dermaga/ 

bandara per tahun 

10 14,73 147.30% 

3 Rasio Konektivitas Kabupaten 23,25 23,33 100.34% 

4 Jumlah titik parkir tepi jalan 

umum yang dikelola 
25 30 120,00%  

5 Jumlah Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor 
9,800 5,734 58.51% 

 

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 

melaksanakan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran. Dari 5 (lima) 

indikator tersebut sebanyak 4 (empat) indikator tercapai atau 
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melebihi dari target yang telah ditetapkan dan 1(satu) indikator 

Kinerja tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan. 

Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah di peroleh 

dari penilaian SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 

tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena Dinas 

Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu menetapkan target kinerja 

untuk tahun 2022 di tahun 2021 sehingga Nilai SAKIP tahun 2021 

sebesar 69,39 % menjadi realisasi indikator untuk tahun 2022. 

Indikator Kinerja : Persentase peningkatan pergerakan 

orang/barang melalui terminal / dermaga/ 

bandara per tahun. 

Dalam perhitungan persentase peningkatan pergerakan 

orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun 

dilakukan dengan membandingkan antara Total Penumpang 

Terminal 2022  + Total Penumpang Bandara 2022 terhadap Total 

Penumpang Terminal 2021  + Total Penumpang Bandara 2021. 

Total penumpang terminal dan Bandara tahun 2022 adalah 135.196 

jiwa sedangkan Total Penumpang terminal dan Bandara tahun 2021 

adalah 17.358 jiwa. 

Indikator Kinerja : Rasio Konektivitas Kabupaten 

Dalam menghitung rasio konektifitas kabupaten dilakukan dengan 

menghitung  (IK1 X BOBOT ANGKUTAN JALAN)+ (IK2 X BOBOT 

ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBRANGAN). Untuk 

perhitungannya dapat dilihat pada lampiran LPPD ini. 

Indikator Kinerja : Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang 

dikelola. 

Capaian indikator ini di dapat dari Jumlah titik parkir tepi jalan 

umum yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 

selama tahun 2022. 
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Indikator Kinerja : Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor. 

Capaian indikator ini di peroleh dengan menghitung jumlah 

kendaraan yang diuji pada tahun 2022 pada Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD PKB) Kabupaten Rokan 

Hulu. Adapun Indikator Kinerja yang tidak tercapai tersebut adalah 

Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang semula 

ditargetkan sebanyak 9.800 unit kendaraan yang di uji hanya 

terealisasi sebanyak 5.734 unit kendaraan yang lulus uji pada Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD PKB) 

Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini disebabkan oleh 

lemahnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan umum 

angkutan orang dan barang dalam memahami fungsi pentingnya. 

 

9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Dalam pengukuran capaian kinerja telah dijabarkan melalui rencana 

aksi yang dilakukan setiap tahun. Hal ini telah tersedia dalam tabel 

sebagai berikut ; 

Tebel 2.43 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

65,37 Point 
67,27 
Point 

102,91 

2 Peningkatan Indeks Kualitas Air 59,37 Point 62 Point 104,43 

3 Peningkatan Indeks Kualitas Udara 87,34 Point 90,67 Point 103,81 

4 Peningkatan Indeks Kualitas 
Tutupan Lahan 

35,06 Point 33,06 Point 94,30 

5 Persentase jumlah sampah yang 
tertangani  

18,87 Persen 
16,32 
Persen 

86,49 

6 Tingkat Ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan 
yang diawasi terhadap izin  
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH 
yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah 

100 Persen 
75,71 
Persen 

75,71 

7 Persentase pengaduan masyarakat 
akibat adanya dugaan pencemaran 

dan /atau perusakan lingkungan 
hidup yang ditindaklanjuti 

100 Persen 
100 

Persen 
100,00 
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Sesuai Target adalah 3 kasus, namun ada 3 kasus yang 

ditindaklanjuti dan sudah selesai sesuai SOP Pengaduan. Dengan 

tiga kasus secara otomatis menurun menandakan pemantauan dan 

pengawasan sudah berjalan sesuai yang diharapkan. 

 

10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN 

DESA 

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan 

kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis 

ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan 

realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator 

kinerja input, Output, dan Outcome. Analisis pencapain kinerja juga 

diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).  

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan 

dengan 3 Program serta 3 kegiatan (16 Sub kegiatan rutin dan 10 

Sub kegiatan strategis). Semua kegiatan dalam Renstra belum 

tertampung dalam Dokumen Pelaksana Anggraan dan Dokumen 

Pelaksana Anggraan tahun 2022. 

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. 

Karakteristik indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi 

menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala 

pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :  

Tebel 2.44 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu 

Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

KET 

1 2 3 4 5 6 

1 Persentase Peningkatan 

Status Desa Mandiri 
1,55% 3,60% 100% 

Sangat 

Berhasil 

2 Persentase Bumdesa 
yang Berkembang 

55,14% 39,60 72.72 Berhasil 

3 Persentase PKK aktif 100% 100% 100% Sangat 
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Berhasil 

4 Persentase Posyandu 

Aktif 
100% 100% 100% 

Sangat 

Berhasil 

5 Persentase LPM 
Berprestasi 

100% 0,72% 1% 
Kurang 
Berhasil 

6 Persentase 
Pengentasan Desa 
Tertinggal 

7,69% 0,99% 13% 
Kurang 
Berhasil 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk Capaian IKU Persentase 

temuan pemeriksaan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada 

tahun 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan baik Inspektorat 

Kabupaten maupun BPK, dan telah menyampaikan data-data yang 

diperlukan sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 75.86 %  dari 

yang ditargetkan sebesar 100%. Dengan demikian capaian 

kinerjanya diperoleh nilai sebesar 75.86 %. 

 

11. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 

TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 

Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan antara 

neraca tingkat capaian ( target ) dengan realisasi capaian dari setiap 

kegiatan untuk mencapai sasaran Hasil pengukuran kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat 

pada Tabel Pengukuran Capaian Kinerja sebagai berikut : 

Tebel 2.45 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu Tahun 

2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase koperasi berkualitas 15,43 % 16,85 % 109,23 

2 Persentase koperasi aktif 48,66 % 53,65 % 110,26 

3 Jumlah UMKM yang dikembangkan 50 UMKM 632 UMKM 1264 

4 
Jumlah UMKM yang dibina 5.000 UMKM 

37.476 

UMKM 
749,52 

5 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan 
ditempatkan 

50 Orang 
116 

Orang 
232 

6 Jumlah tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan 

178 Orang 
976 

Orang 
548,31 

7 Besaran kasus yang diselesaikan 

dengan Perjanjian Bersama (PB) 
34,29% 52% 151 

8 Jumlah wilayah transmigrasi yang 
dibina dan dikembangkan (UPT) 

0 UPT 0 UPT 0 
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa Jumlah 

wilayah transmigrasi yang dibina dan dikembangkan (UPT) Dari IKU 

yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah 0 Persen dan realisasinya 

0 Persen, disebabkan tidak ada pembinaan karena Desa 

Transmigrasi di Kabupaten Rokan Hulu sudah menjadi Desa 

Defenitif. 

 

12. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Setelah menyusun dan menetapkan target kinerja dalam perjanjian 

kinerja selanjutnya perlu dilakukan pengukuran tingkat pencapaian 

sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan 

antara neraca tingkat capaian (target) dengan realisasi capaian dari 

setiap kegiatan untuk mencapai sasaran Hasil pengukuran kinerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu dapat 

dilihat pada Tabel Pengukuran Capaian Kinerja sebagai berikut: 

Tebel 2.46 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET DALAM 

PERJANJIAN 
KINERJA 

REALISASI 
PERSENTASE 

CAPAIAN 
(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase Perangkat Daerah Yang 
Terhubung Dengan Akses Internet 
Yang Disediakan Oleh Dinas 
Kominfo 

100% 100% 100% 

2 Indeks Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) 

2.75 Dalam 
proses 

penilaian 

Belum 
Diketahui 

3 Persentase Perangkat Daerah Yang 
Telah Menggunakan Layanan 
Persandian Dalam Rangka 
Pengamanan Informasi Milik 
Pemerintah 

20% 10.34% 51.7% 

4 Persentase Layanan Publik Yang 
Diselenggarakan Secara Online 
Dan Terintegrasi 

50% 55.85% 111.7% 

5 Cakupan Pengembangan Dan 
Pemberdayaan Kelompok 
Informasi Masyarakat (KIM) 

50% 50% 100% 

6 Data/Informasi/ Statistik Yang 
Terintegrasi 

Ada Ada Ada 

7 Persentase Perangkat Daerah (PD) 

Yang Menggunakan Data Statistik 
Dalam Menyusun Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

100% 100% 100% 

8 Persentase Perangkat Daerah (PD) 100% 100% 100% 
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Yang Menggunakan Data Statistik 
Dalam Menyusun Perencanaan 
Pembangunan Daerah Dalam 
Melakukan Evaluasi Pembangunan 

Daerah 

 

Berdasarkan tebel diatas dapat dijelaskan bahwa : 

 Untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

Nilai untuk tahun 2022 belum diketahui di kerenakan masih 

dalam proses penilaian (dimeja Presiden) 

 Selanjutnya Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan 

Secara Online Dan Terintegrasi, penyebabnya penetapan target 

yang terlalu rendah sehingga realisasi melebihi dari target yang 

ditetapkan. Dari 29 OPD sudah 17 OPD yang telah 

menyelenggarakan Layanan secara Online dan terintegrasi.  

 Sedangkan Persentase Perangkat Daerah Yang Telah 

Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan 

Informasi Milik Pemerintah, penyebabnya Dari 29 OPD hanya 3 

OPD yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam 

Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah. 

 

13. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA 

capaian kinerja sasaran dilakukan atas capaian sasaran yang 

dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang 

dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator sasaran 

yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara 

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi 

kinerja (performance result) yang dicapai DPPKB Kabupaten Rokan 

Hulu. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya 

celah kinerja (performance gap) yang diakibatkan oleh realisasi 

yang berbeda dengan yang direncanakan. 

DPPKB Kabupaten Rokan Hulu merupakan satuan kerja perangkat 

daerah yang mendukung terwujudnya misi pertama pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu Melanjutkan 

Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah, meliputi 
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Pelayanan Publik, Good Governance dan Clean Government dan 

juga melaksanakan sasaran gambaran yang ingin dicapai melalui 

tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu (1) satu tahun 

atau (3) tiga tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan 

untuk (5) lima tahun  ke depan. 

Capaian sasaran ini diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja 

utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut : 

Tebel 2.47 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu 

Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Angka Harapan Hidup 70,55% 70,51% 99,94% 

2 Laju pertumbuhan penduduk (LPP 0,46% 2,28% 495% 

3 Total Fertility Rate (TFR) 2,47 Rasio  2.135 Rasio 121% 

4 Persentase pemakaian kontrasepsi 
Modern (Modern Contraceptive 
Prevalence Rate/mCPR) 

67% 48,02% 71,67% 

5 Persentase kebutuhan ber-KB yang 
tidak 
terpenuhi (unmet need) 

17,50% 22,11% 126% 

6 Jumlah Klinik KB 28 Klinik 30 Klinik 135% 

7 Persentase Perangkat Daerah 
(Dinas/Badan) yang berperan aktif 

dalam pembangunan Daerah 
melalui Kampung KB 

13,79% 42,80% 310% 

8 Ratio Akseptor KB 74,33% 48,08% 64,63% 

9 Cakupan Pasangan Usia Subur PUS 
yang istrinya dibawah 20 tahun 

0,50 Rasio 0,08 Rasio 16% 

10 Persentase Pembiayaan Program 

Kependudukan, Keluarga Bencana 
dan Pembangunan Keluarga 
melalui APBD dan APBDes 

0,18% 0,18% 100% 

9 

 

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive 

Prevalence Rate/mCPR hanya mencapai 71,67 % dikarenakan Pada 

tahun 2022, pencatatan dan pelaporan beralih menggunakan 

aplikasi Newsiga. Sehingga menyebabkan proses Penginputan data 

belum berjalan secara optimal yang berdampak pada hasil capaian 

pencatatan dan pelaporan tersebut. Capaian Ratio Akseptor KB 

hanya mencapai 64,63% dikarenakan tidak tercapainya target 

Akseptor KB Medis Operasi Pria ( MOP) yang di targetkan. Cakupan 
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Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 tahun mencapai 

16 % dikatakan berhasil karena PUS yang istrinya dibawah 20 tahun 

untuk tahun 2022 sangat menurun, karena Pembinaan Ketahanan 

Keluarga dijalan kan dengan maksimal. 

 

14. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 

Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan 

membandingkan indikator-indikator sasaran yang direncanakan 

(diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja 

(performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja 

(performance result).  

Adapun bahan yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan 

dan kegagalan capaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan 

dan Perikanan Tahun 2022 adalah 6 (enam) Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, 

karena Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan 

dari tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai 

paling strategis dibandingkan indikator lainnya. Pencapain target 

kinerja sasaran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tebel 2.48 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Indeks Ketahanan Pangan 58,03 (Indeks) 54,92 
(Indeks) 

94,64 

2 Tingkat Capaian skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) 

83,20 (Skor) 82 (skor) 98,55 

3 Persentase Desa Bebas dari Status 
Rawan Pangan 

89,79 (%) 64,82 (%) 72,19 

4 Jumlah total Produksi Perikanan 
(Tangkap dan Budidaya) 

9.268,86 (ton) 9.306,73 
(ton) 

100,40 

5 Pendapatan Rata-rata 
Pembudidaya Ikan dan Nelayan 

41.200.000 (Rp) 22.500.00
0 (Rp) 

54,61 

6 Cakupan Bina Kelompok Perikanan 8,10 (%) 18,22 (%) 224,93 
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Dari tabel tersebut dapat diketahui  bahwa capaian kinerja pada 

perjanjian kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 terhadap 6 (enam) target Indikator Kinerja 

Utama (IKU), untuk Persentase Desa bebas dari status rawan 

pangan tidak mencapai target karena kegiatan tersebut belum 

terakomodir untuk penganggarannya, sedangkan untuk pendapatan 

rata-rata pembudidaya dan nelayan juga tidak tercapai karena 

terjadinya inflasi atau gejolak dari kenaikan BBM. Namun untuk 

capaian rata-rata DKPP adalah sebesar 107,55 %. 

 

15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU 

Pencapaian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja 

strategis DPMPTSP sebagaimana yang tercantum pada Renstra 

Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja tahun keempat Renstra 

untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun 

dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian 

kinerja Tahun 2022 dengan Target Perjanjian Kinerja adalah sebagai 

berikut dibandingkan dengan capaian kinerja tahun kelima periode 

Renstra: 

Tebel 2.49 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rokan Hulu Tahun 

2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Realisasi Investasi PMA/ 

PMDN ( LKPM) 
975.000.000.000 

3.184.955.205.0

00 
326,66 % 

2 Persentase Peningkatan Nilai 

Investasi 
4,21 (- 7,8 ) (-1.86 %) 

3 Jumlah Nilai Investasi PMDN/ 

PMA 
475.000.000.000 518.089.228.050 109 % 

4 Indek Kepuasan Masyarakat 80,00 89,10 111 % 
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16. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian 

kerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan hulu 

pada tahun 2022

Tebel 2.50 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 
PAD sektor pariwisata 

2.722,63 (dalam 
juta) 

4.308 158% 

2 Persentase destinasi wisata yang 
dikembangkan dan dikelola 

6,45% 6,45% 100% 

3 
Jumlah kunjungan wisatawan 876.535 orang 

1.036.635 
orang 

118% 

4 Kontribusi sektor pariwisata 
terhadap PDRB harga baku 

0,35% 0,27% 77% 

5 Persentase objek pemajuan 
kebudayaan daerah yang 

dilindungi, dikembangkan, 
dimanfaatakan dan dibina 

41% 41% 100% 

6 Jumlah penyelenggaraan kegiatan 
seni dan budaya 

20 Kali 35 Kali 175% 

7 Persentase cagar budaya ang 
dilestarakan dan dikelola 

5,25% 5,25% 100% 

8 Jumlah warisan budaya tak benda 
/ karya budaya yang direvitalisasi 
dan inventarisasi 

3 Wbtb 5 Wbtb 166% 

9 Persentase koleksi cagar budaya 

benda yang dilindungi 
0 % 0% 0% 

10 Terbangunnya cikal bakal 
museum (sarana dan prasarana) 

35 Unit 0 Unit 0% 

 

 

pada tahun 2022 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Rokan Hulu dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator 

kinerja utama sudah terlaksana dengan baik yaitu 7 (tujuh) IKU 

mencapai 100%. IKU kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 

harga berlaku 77% data yang diperoleh dari BPS Rokan Hulu masih 

tahun 2021 dikarenakan tahun 2022 belum rilis, sedangkan 2 (dua) 

IKU masih 0% yaitu Persentase koleksi cagar budaya benda yang 

dilindungi dan terbangunnya Cikal Bakal Museum (saran dan 

prasarana) dikarenakan belum terbangunya museum di Kabupaten 

Rokan Hulu. 
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17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan atas capaian sasaran 

yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang 

dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator sasaran 

yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara 

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi 

kinerja (performance result) yang dicapai Dinas Perpustakaan dan 

Arsip  Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian dilakukan analisis terhadap 

penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang 

diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan. 

Tebel 2.51 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan 

Arsip Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Tingkat Kegemaran Membaca 
Masyarakat 

10% 26,88% 268,8% 

2 Indeks Pembangunan Literasi 
Masyarakat 

9,06 Poin 11,34 Poin 125,17% 

3 Rasio perpustakaan persatuan 
penduduk 

0,0003 Rasio 0,0004 
Rasio 

133,3% 

4 Jumlah pengunjung perpustakaan 
pertahun 

5.245 Orang 12.990 

Orang 

247,66%  

5 Koleksi buku yang tersedia 
diperpustakaan daerah 

49.319 Eksemplar 48318 
Eksemplar 

97,97% 

6 Rasio pustakawan, tenaga teknis 
dan penilai yang bersertifikat 

0,0022 Rasio 0,0001 
Rasio 

5,45% 

7 Persentase Perangkat Daerah yang 

mengelola arsip secara baku 

40% 2,22% 5,56% 

8 Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai 
Bahan Akuntabilitas Kinerja 

58% 68,75% 118,53% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa : 

1. Pada Indikator Kinerja Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat  

dengan Target kinerja pada tahun 2022 adalah  10 Persen. 

Sampai dengan Desember 2022 Tingkat Kegemaran Membaca 

Masyarakat adalah 26,88 Persen. Dengan tingkat  capaian 

kinerja 268,8 % dengan kategori Sangat berhasil. Tercapainya 

capaian kinerja sebesar lebih dari 100% disebabkan pada tahun 
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2022 dikarenakan naiknya jumlah pengunjung perpustakaan 

dikarenakan beroperasinya mobil Perpustakaan keliling yang 

pada tahun lalu tidak beroperasi karena mengantisipasi 

penyebaran virus Covid-19. Pelayanan perpustakaan Umum 

yang tahun sebelumnya sering tutup disebabkan mengantisipasi 

penyebaran virus Covid-19, hal ini dampak dari virus Covid-19 

yang melanda Indonesia dan Rokan Hulu khususnya tahun ini 

sudah dibuka, akan tetapi dampaknya masih terasa sehingga 

Pelayanan perpustakaan Umum masih belum maksimal.  

2. Pada Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi 

Masyarakat, dengan Target kinerja pada tahun 2022 adalah  

9,06 Poin. Sampai dengan Desember 2022 Indeks 

Pembangunan Literasi Masyarakat adalah 11,34 Poin. Dengan 

tingkat  capaian kinerja 125,18 % dengan kategori Sangat 

berhasil.  Tercapai nya capaian kinerja sebesar lebih 100% 

disebabkan dikarenakan naiknya jumlah pengunjung 

perpustakaan dikarenakan beroperasinya mobil Perpustakaan 

keliling, jumlah buku di perpustakaan umum masih memadai, 

naiknya perpustakaan yang dibangun dan bertambahnya jumlah 

tenaga perpustakaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.  

3. Pada Indikator Rasio perpustakaan persatuan penduduk, dengan 

Target kinerja pada tahun 2022 adalah  0,0003. Sampai dengan 

Desember 2022 Rasio perpustakaan persatuan penduduk adalah 

0,0004. Dengan tingkat capaian kinerja 103,33% dengan 

kategori Sangat berhasil. Tercapainya capaian kinerja sebesar 

lebih 100% disebabkan  dikarenakan Telah dibangunnya Gedung 

Fasilitas Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan 

Arsip Kabupaten Rokan Hulu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 

pada tahun 2022 serta naiknya jumlah perpustakaan sekolah 

yang dibangun dan di perbaiki.  

4. Pada Indikator Kinerja Jumlah Pengunjung Perpustakaan 

Pertahun, dengan Target kinerja pada tahun 2022 adalah  5.245 

Orang. Sampai dengan Desember 2022 Jumlah Pengunjung 
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Perpustakaan adalah 12.990 Orang. Dengan tingkat  capaian 

kinerja 247,66 % dengan kategori Sangat berhasil. Tercapainya 

capaian kinerja lebih besar 100% disebabkan pada tahun 2022 

pengunjung perpustakaan keliling cukup banyak, karena sudah 

diijinkannya anak- anak sekolah untuk pelajaran tatap muka. 

sehingga dengan banyaknya pengunjung perpustakaan keliling 

ini melebihi target yang diinginkan.  

5. Pada Indikator Kinerja Koleksi buku yang tersedia 

diperpustakaan daerah, dengan Target kinerja pada tahun 2022 

adalah  49.319 Eksemplar. Sampai dengan Desember 2022 

Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah adalah 

48.318 Eksemplar. Dengan tingkat  capaian kinerja 97,97 % 

dengan kategori Sangat berhasil. Tidak tercapai nya capaian 

kinerja sebesar 100% disebabkan  dikarenakan dampak dari 

virus Covid-19 yang melanda Indonesia dan Rokan Hulu 

khususnya sehingga kegiatan ini terkendala.  

6. Pada Indikator Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai 

yang bersertifikat, dengan Target kinerja pada tahun 2022 

adalah 0,0022. Sampai dengan Desember 2022 Rasio 

pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat adalah 

0,0001. Dengan tingkat  capaian kinerja 4,45% dengan kategori 

Kurang berhasil. Pada APBD Tahun 2022 kegiatan dan 

SubKegiatan yang menyangkut dengan Indikator Kinerja 

tersebut diatas tidak di anggarkan, dikarenakan devisit 

anggaran pada awal perencanaannya. Namun pemenuhan target 

tetap dilakukan. Pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Kabupaten Rokan melaksanakan kegiatan magang untuk 16 

pengurus perpustakaan desa dan sekolah yang ada di 

Kabupaten Rokan Hulu yang bertempat di Dinas Perpustakaan 

dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu.  
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7. Pada Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang 

mengelola arsip secara baku, dengan Target kinerja pada tahun 

2022 adalah 40 Persen. Sampai dengan Desember 2022 

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 

adalah 2,22 Persen. Dengan tingkat  capaian kinerja 5,56% 

dengan kategori Kurang berhasil. Tidak tercapai nya capaian 

kinerja sebesar 100% disebabkan  dikarenakan masih adanya 

dampak dari virus Covid-19 yang melanda Indonesia dan Rokan 

Hulu khususnya sehingga kegiatan ini terkendala. Pada APBD  

Tahun 2022 kegiatan tersebut diatas tidak di anggarkan, 

dikarenakan devisit anggaran pada awal perencanaannya. 

Namun pemenuhan target tetap dilakukan, tetapi akibat 

pandemi covid -19 belum berakhir sehingga tidak bisa 

penambahan anggaran pada anggaran perubahan, Sehingga 

realisasi keuangan 0%. Namun pemenuhan target tetap 

dilakukan.  

8. Pada Indikator Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan 

Akuntabilitas Kinerja, dengan Target kinerja pada tahun 2022 

adalah  58 Persen. Sampai dengan Desember 2022 Indikator 

Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja 

terealisasi sebesar 68,75 Persen. Dengan tingkat  capaian 

kinerja 118,53% dengan kategori Sangat  berhasil. Tercapai nya 

capaian kinerja sebesar lebih dari 100% disebabkan dikarenakan 

adanya Audit Internal dari Provinsi Riau, sehingga Dinas 

Perpustakaan dan Arsip khususnya Bidang Kearsipan berusaha 

memenuhi semua catatan yang diberikan oleh Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. 

 

18. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target Perjanjian 

Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Rokan Hulu 

Tahun 2022 sebagai berikut : 
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Tebel 2.52 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan 

Holtikultura Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase peningkatan SDM 
Petani dan Kelembagaan Petani 

40% 30,33% 75,83% 

2 
Produktivitas Petani 42,39 KW/Ha 

46,72 

KW/Ha 
110,21% 

3 
Produksi Padi 

26,325,06 Ton / 
Tahun 

21.877,37 
Ton/ Tahun 

83,10% 

4 
Produksi Bawang 136 Ton / Tahun 

11,00 Ton/ 
Tahun 

8,09% 

5 
Produksi Cabai 380 Ton / Tahun 

615,30 Ton/ 
Tahun 

161,92% 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja 

yang tidak terpenuhi 100% adlah jumlah produksi padi (ton/tahun) 

dan produksi bawang (ton/tahun). Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya dukungan anggaran tahun 2022 sedangkan 2 indikator 

yang melebihi target adalah produktifitas padi dan produksi cabai. 

 
19. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target Perjanjian 

Kinerja Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kab. Rokan Hulu Tahun 

2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.53 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan 

Pedagangan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase Pasar yang berkondisi 
baik 

43% 43,75% 101,7% 

2 Persentase Alat-alat Ukur, Takar, 
Timbang dan Perlengkapannya 
(UTTP) Bertanda Tera Sah yang 
Berlaku 

5,57% 20,77% 133,3% 

3 Pertumbuhan jumlah Industri Kecil 
dan Menengah (IKM) 

2,2% 1,43% 65% 

4 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 3,52% 2,81% 79,8% 
 

   
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa : 

1. Persentase Pasar yang berkondisi baik. Dari IKU yang 

ditargetkan pada tahun 2022 adalah 43 persen dapat 
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direalisasikan 43,75 Persen ini mencapai target yang ditetapkan 

karena pada tahun ini Jumlah Pasar yang dibangun sebanyak 21 

Pasar (15 Unit Pembangunan Los pasar dan 6 Unit Semenisasi 

Pasar). 

2. Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya 

(UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku. Dari IKU yang 

ditargetkan pada tahun 2022 adalah 15,57 Persen dapat 

direalisasikan 20,77 Persen dengan pencapaian 133,3 Persen ini 

mencapai target yang ditetapkan karena banyaknya pemilik alat 

UTTP yang sudah menera/tera ulang alat UTTP nya. 

3. Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dari 

IKU yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah 2,2 Persen dan 

dapat direalisasikan 1,43 Persen Persen dengan pencapaian 65 

Persen ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena pada 

tahun ini pertumbuhan jumlah industri hanya 14 IKM. 

4. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin. Dari IKU yang ditargetkan 

pada tahun 2022 adalah 3,52 Persen dapat direalisasikan 2,81 

Persen dengan Persentasi Capaian 79,8 Persen ini tidak 

mencapai target yang ditetapkan karena sedikitnya Cakupan 

Bina Kelompok Pengrajin yaitu 3 IKM. 

 

20. DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 

Pengukuran capaian target kinerja sasaran dilakukan dengan 

membandingkan indikator-indikator sasaran yang direncanakan 

(diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja 

(performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja 

(performance result). Kemudian dilakukan analisis terhadap 

penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang 

diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan. 

Adapun bahan yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan 

dan kegagalan capaian kinerja sasaran Dinas Peternakan dan 

Perkebunan Tahun 2022 adalah 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, karena 
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Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari 

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai paling 

strategis dibandingkan indikator lainnya. Pencapain target kinerja 

sasaran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tebel 2.54 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan 

Perkebunan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 
Jumlah Produksi Peternakan 68.438 Ekor 

68.241 
Ekor 

99,71% 

2 
Jumlah Produksi Perkebunan 
Rakyat 

775.620 
Ton/Tahun 

777.390 
Ton/Tahu

n 
100,22% 

3 Persentase penurunann kejadian 
dan jumlah kasus penyakit hewan 
menular 

4,75% -10,71% 225,47% 

 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada 

perjanjian kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 terhadap 2 (dua) target Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang persentase capaian realisasi belum mencapai 

100%, disebabkan pada tahun 2022 kabupaten Rokan Hulu terjadi 

peningkatan jumlah kasus penyakit hewan menular yang 

mengakibatkan tidak tercapainya jumlah produksi peternakan pada 

tahun 2022. 

21. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target Perjanjian 

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Rokan Hulu 

Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.55 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Penjabaran konsistensi Program 
RPJMD kedalam RKPD 

97  97 100% 

2 Persentase E-database Yang 100% 100% 100% 
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Dimanfaat Pemerintah Daerah dalam 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

3 Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembanguan Daerah Kabupaten 
Yang Disusun Tepat waktu 

7 Dokumen  7 Dokumen 100% 

4 Persentase Konsistensi Pelaksanaan 
Pembangunan Terhadap Dokumen 
Perencanaan Daerah 

75% 75% 100% 

5 Persentase Pemanfaatan Hasil 
Penelitian dan Pengembangan 

100% 100% 100% 

6 Persentase Kebijakan Inovasi Yang 
Diterapkan di Daerah 

100 100 100% 

 
 

22. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Perbandingan capaian kinerja dengan target perjanjian kinerja 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

Tebel 2.56 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Badan kepegawaian, 

Pendidikan dan pelatihan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase Pejabat ASN yang 
mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Struktural dan 
Fungsional  

1,37 % 13,14 % 959.12 % 

2 Persentase ASN yang mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan Formal 

2,97 % 6,13 % 206,39 % 

3 Rasio PNS Berpendidikan Tinggi 
(PT) 

 

1,65 % 

 

70,43 % 

 

 4268,48% 

4 Rasio Jabatan Fungsional 
Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS 
tidak termasuk guru dan tenaga 

kesehatan) 

3,79 % 28,39  749,07 % 

5 Persentase Penempatan ASN 
Sesuai Dengan Kompetensi  

100 % 100 % 100 % 

6 Persentase Kasus Pelanggaran 
Disiplin 

0,52 % 0,31 % 59,61 % 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa : 

1. Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

Struktural dan Fungsional, relisasinya mencapai 13,14%, 

persentase ini diperoleh dari perhitungan Jumlah pejabat ASN 

yang telah mengikuti diklat struktural sebanyak 59 orang dibagi 

Jumlah total jabatan yang terisi sebanyak 499 jabatan dikali 

100%. 
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2. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal, 

relisasinya mencapai 6,13%, persentase ini diperoleh dari 

perhitungan Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan formal yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan 

Fungsional sebanyak 183 orang dan pendidikan dan pelatihan 

Struktural sebanyak 151 orang, sehingga totalnya sebanyak 334 

orang dibagi Total Jumlah  ASN sebanyak 5.452 orang dikali 

100%. 

3. Rasio PNS Berpendidikan Tinggi (PT), relisasinya mencapai 

70,43%, persentase ini diperoleh dari perhitungan Jumlah PNS  

berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) sebanyak 3.840 orang dibagi 

Total Jumlah PNS sebanyak 5.452 orang dikali 100%. 

4. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi, relisasinya 

mencapai 28,39%, persentase ini diperoleh dari perhitungan 

Jumlah PNS Fungsional Bersertifikat sebanyak 113 orang dibagi 

Total Jumlah PNS Fungsional sebanyak 398 orang dikali 100% 

(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). 

5. Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi, 

relisasinya mencapai 100%, persentase ini diperoleh dari 

perhitungan jumlah ASN yg ditempatkan sesuai dengan 

kompetensi sebanyak 5.452 orang dibagi total jumlah ASN 

sebanyak 5.452 orang dikali 100%. 

6. Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin, relisasinya mencapai 

100%, persentase ini diperoleh dari perhitungan jumlah kasus 

pelanggaran disiplin PNS sebanyak 17 laporan dibagi total jumlah 

PNS sebanyak 5.452 orang dikali 100%. 

Untuk kolom persentase capaian diperoleh dari persentase 

realisasi dibagi target kinerja dalam penja dikali 100%. Khusus 

untuk Indikator Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin dapat 

dijelaskan bahwa semakin rendah persentase realisasi kasus 

pelanggaran disiplin maka semakin baik. maksudnya semakin 

sedikit laporan pelanggaran disiplin yang ditangani berarti 

semakin tinggi tingkat kedisiplinan PNS. 
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23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target Perjanjian 

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rokan 

Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.57 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (BMD). 

50 % 50 % 100 

2 Opini BPK Terhadap Laporan 
Keuangan. 

WTP WTP 100 

3 Penetapan APBD Tepat Waktu. Tepat Waktu 

/Tidak Tepat 
Waktu 

Tepat 

Waktu 
100 

4 Persentase Realisasi Dana 
Mandatory dan Pembiayaan 
Daerah. 

% 100 100 

 
 

24. BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target Perjanjian 

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

sebagai berikut : 

Tebel 2.58 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah 

Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) terhadap Total Pendapatan 

11,86% 6,75% 56,91% 

 

Capaian belum menacapai target yang sudah ditetapkan 

dikararenakan  realisasi secara total Pajak Daerah secara Khusus 

dan Pendapatan Asli Daerah secara Umum mengalami penurunan 

yang artinya Kontribusinya terhadap setiap capaian indikator 

pembanding dalam indikator kinerja utamanya tidak mencapai 

target yang sudah ditetapkan.  
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25. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target Perjanjian 

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rokan Hulu Tahun 

2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.59 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 
Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

2 kegiatan 2 
kegiatan 

100% 

2 Jumlah Pembinaan Politik Daerah 10 Parpol 10 
Parpol 

100% 

3 Jumlah Pembinaan Terhadap LSM, 
ORMAS dan OKP 

18 Ormas 16 
Ormas 

80 % 

4 Jumlah Angka Konflik 100 Persen 100 
Persen 

100% 
 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa dalam tahun 2022 terdapat satu 

indicator kinerja yang tidak mencapai 100% dari target yang telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu jumlah Pembinaan 

terhadap ormas, dimana dari target Penja sebanyak 18 Ormas, 

yang terealisasi hanya 16 Ormas. Ada 2 Ormas yang tidak 

melaksanakan kegiatan Pembinaan Ormas, karena tidak memenuhi 

persyaratan dalam penerima bantuan Hibah pembinaan Ormas Pada 

APBD murni tahun 2022 dan pada APBD Perubahan 2022, telah 

dianggarkan sesuai dengan target dalam Perjanjian Kinerja dengan 

capaian Realisasi Fisik 99.2% dan realisasi capaian kinerja 95%.  

 

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan atas capaian sasaran 

yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang 

dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator sasaran 

yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara 

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi 

kinerja (performance result) yang dicapai Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian dilakukan 
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analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance 

gap) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang 

direncanakan. 

Tebel 2.60 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan informasi 
rawan bencana 

100 orang 100 
orang 100% 

2 Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan pencegahan 
dan keseiapsiagaan terhadap 
bencana 

100 orang 100 
orang 

100% 

3 Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

100 orang 100 
orang 

100% 

4 Persentase pencegahan kebakaran 
hutan, penyelamatan dan 

pencarian korban bencana 
kebakaran 

100 orang 100 
orang 

100% 

 

27. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target Perjanjian 

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. 

Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.61 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 
 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja 

Per 10.000 Penduduk  

6,4% 
6,95 % 108,59% 

2 Persentase Gangguan Trantibum 

yang dapat diselesaikan 

100% 
100% 100% 

3 Persentase Perda dan Perkada 

yang ditegakkan 

100% 
100% 100% 

4 Waktu tanggap (response time) 

penanganan kebakaran 

30-60 menit 
22 Menit  36,36% 

5 Tingkat Waktu Tanggap (respone 

time rate) Daerah Layanan 

Wilayah Manajemen Kebakaran 

(WMK) 

100% 

100% 100% 
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6 Cakupan pelayanan bencana 

kebakaran kabupaten 

18,06% 
8,06% 100% 

7 Persentase pelayanan 

penyelamatan dan evakuasi 

korban kebakaran 

100% 

100% 100% 

8 Rasio Relawan Terhadap Wilayah 

Manajemen Kebakaran (WMK) 

60% 
36,88% 61,47% 

 

Berdasarkan tabel Pengukuran capaian kinerja terhadap indikator 

perangkat daerah terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian 

61,47%, yaitu Rasio relawan terhadap wilayah manajemen 

kebakaran. Tidak tercapainya target indikator tersebut dikarenakan 

sedikit masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan 

pemadam kebakaran serta tidak adanya perekrutan relawan 

pemadam kebakaran pada tahun 2022. 

 

28. SEKRETARIAT DPRD 

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target Perjanjian 

Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai 

berikut : 

Tebel 2.62 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

target Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi DPRD 

85 98.16 115.48% 

2 Persentase Ranperda yang 
disetujui menjadi Perda 

85 80.00 94.12% 

3 Persentase pemenuhan kebutuhan 

administrasi perkantoran dan 
DPRD 

85 94.46 111.13% 

4 Persentase layanan keuangan yang 
difasilitasi 

95 100.00 105.26% 

 
 

Dari tabel diatas hanya Indikator Kinerja yang kedua yaitu 

“Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda” yang tidak 

tercapai (dari target 85,00% tercapai 80,00% dengan tingkat 

capaian 94,12%) sedangkan yang lainnya tercapai (bahkan melebihi 

100%). 
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Pada Tahun 2022, terdapat 10 Ranperda yang dibahas oleh 

DPRD dan seluruhnya telah selesai dilakukan pembahasan oleh 

Pansus DPRD (sebanyak 7 buah) dan oleh Badan Anggaran DPRD 

(sebanyak 3 buah).  Namun hingga akhir Desember 2022 hanya 8 

buah Ranperda yang berhasil diparipurnakan dan disetujui menjadi 

Perda, sedangkan 2 buah Ranperda lagi tidak dapat diparipurnakan 

dan disetujui menjadi Perda karena hingga akhir Desember 2022 

belum diterimanya hasil Fasilitasi Ranperda tersebut dari Gubernur 

Riau, sehingga Ranperda tersebut tidak dapat diparipurnakan untuk 

diambil keputusan menjadi Perda. 

Adapun 8 buah Ranperda yang disetujui menjadi Perda pada 

Tahun 2022 adalah sebagai berikut:  

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Industri Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2041 disetujui 

menjadi Peraturan Daerah;  

2.  Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah 

Menjadi Peraturan Daerah;  

3.  Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahaan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 

Tentang Ketertiban Umum  disetujui menjadi Peraturan Daerah; 

4.  Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Persetujuan 

Bangunan Gedung disetujui menjadi Peraturan Daerah;  

5.  Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelengaraan 

Perumahan Dan Kawasan Pemukiman disetujui menjadi 

Peraturan Daerah; 

6. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggunjawaban  

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

2021 disetujui menjadi Peraturan Daerah;  

7.  Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rokanhulu Tahun 

Anggaran 2022 disetujui menjadi Peraturan Daerah;  



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 202 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

8.  Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 

2023 disetujui menjadi  Peraturan Daerah;  

 

Sedangkan 2 buah Ranperda yang belum diparipurnakan dan 

disetujui menjadi Perda adalah sebagai berikut: 

1. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2. Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa 

 

29. SEKRETARIAT DAERAH 

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan atas capaian 

sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Adapun cara 

yang dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator 

sasaran yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau 

antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan 

realisasi kinerja (performance result) yang dicapai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian dilakukan analisis terhadap 

penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang 

diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan. 

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan 

organisasi perangkat daerah yang mendukung terwujudnya misi 

keempat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,bersih dan beribawa 

melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif,partisipatif,dan 

transparan. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target 

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

sebagai berikut : 

Tebel 2.63 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target 

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Rokan Hulu 

Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

TARGET DALAM 

PERJANJIAN 

KINERJA 

REALISASI 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1. Persentase Penataan Kebijakan 

Pemerintah Bidang Keagamaan 

dan Kesejahteraan Sosial 

90% 90% 100 % 

2. Persentase Fasilitasi 90% 90% 100 % 
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Penyelesaian Kasus Tanah 

Negara / Tanah Garapan 

3 Persentase Luas Lahan 

Bersertifikat 

55,68% 0 0 % 

4 Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Prediket B Prediket B  100 % 

5 Indeks Reformasi Birokrasi Prediket CC Prediket 

CC 

100 % 

6 Skor LPPD Skor Sangat 

Tinggi (3,05) 
Dalam 
proses 

 

 

0% 
 

7 Persentase Jumlah Total Proyek 

Konstruksi yang dibawa ke 

Tahun berikutnya yang 

ditandatangani pada kuartal 

pertama 

100% 100 % 100 % 

8 Persentase jumlah pengadaan 

yang dilakukan dengan metode 

kompetitif 

15% 13% 87% 

9 Rasio nilai belanja yang 

dilakukan melalui pengadaan 

42% 43% 102% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap realisasi 

indikator kinerja yng belum sesui dengan target dalam perjanjian 

kerja sebagai berikut: 

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat. Indikator kinerja dengan 

target kinerja 55,68 persen lahan telah bersertifikat, adapun 

pengukuran kinerja menggunakan data dari BPN Rokan Hulu. 

2. Skor LPPD. Indikator Kinerja dengan target kinerja Skor sangat 

tinggi (3,05) dan tingkat capaian tidak diketahui karena untuk 

skor LPPD Kabupaten/Kota se Riau Tahun 2022 belum di 

keluarkan oleh Kemeterian Dalam Negeri dengan dukungan 

program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat khususnya 

kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan. 
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c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun 

Sebelumnya 

Laporan kinerja Tahun 2022 ini merupakan tahun keempat 

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 yang 

menggambarkan kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 

2022 sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dan untuk melihat 

sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan lima tahunan 

telah dicapai. Berikut keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan 

arah kebijakan untuk lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran adalah 

sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam 

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya 

akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah 

secara keseluruhan. Di sini, visi dan misi sangat penting agar proses 

penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan 

sasaran pokok RPJPD. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah 

satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal 

poin dalam penyusunan RPJMD. 

Evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2022 akan menjelaskan 

sejauh mana pencapaian kinerja secara umum dan disajikan per sasaran 

strategis. Berikut ini pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu pada Tahun 2022 sebagai berikut : 

1. INSPEKTORAT 

Pencapaian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja 

strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang 

merupakan perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 

2022 dengan Tahun 2021. Namun dikarenakan penyusunan 

perencanaan tahun 2022 menggunakan dokumen rencana strategis 

baru tahun 2021-2026 dan merupakan tahun pertama renstra 

sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun 

sebelumnya. 
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2. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan 

capaian kinerja tahun 2021 adalah untuk melihat kinerja Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menggunakan Indikator Kinerja 

Utama yang telah ditatapkan dalam rencana strategis tahun 2021-

2026. Data capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja 

Tahun 2022  adalah sebagai beriku : 

Tebel 2.64 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Gedung sekolah yang di 
bangun 

1 Unit 0 unit 100 % 

2 Jumlah riuang kelas sekolah yang 
dibangun 

19 Ruang 19 ruang 100 % 

3 Jumlah Alat Praktek dan Peraga 

siswa yang tersedia 
214 Ruang 11 Ruang 85 % 

4 Angka partisipasi kasar seluruh 
jenjang pendidikan 

499 Satuan 
Pendidikan 

411  Satuan 
Pendidikan 

82,36% 

5 Angka partisipasi sekolah seluruh 
jenjang pendidikan 

2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 % 

6 Jumlah kegiatan pembinaan 
paskibraka, kepemudaan dan  
kepramukaan yang dilakukan 

90 orang 27 orang 100 % 

 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang 

ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hulu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olah raga tahun 2022 dengan 3 (tiga) tahun sebelumnya 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi 

masing-masing indikator kinerja sasaran.  Rincian tingkat capaian 

kinerja masing-masing indikator dibandingkan dengan Target  dengan 

target dan capaian kinerja. 
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3. DINAS KESEHATAN 

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun 

Sebelumnya pada Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

sebagai berikut : 

Tebel 2.65 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Kesehatan Kab. Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 
TAHUN 2022 

CAPAIAN 

KINERJA 
TAHUN 2021 

PERSENTASI   
(%) 

1. Status Akreditasi RSUD Madya -  

2. Prevalensi Wasting (kurus dan sangat 
kurus ) pada balita 

2.41 % 

 

-  

3. Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 
Kelahiran  hidup 

2.47 Rasio -  

4. Angka kematian Ibu per 100.000 
Kelahiran  hidup 

0.72 Rasio -  

5. Prevalensi Stunting (pendek dan 

sangat pendek ) pada Balita 
13 % -  

6. Rasio dokter per satuan penduduk 0.0045 Persen -  

7. Cakupan puskesmas ( per 30.000 
penduduk ) 

1.18 % -  

8. Cakupan puskesmas Pembantu 
(seluruh desa) 

91.7 % -  

9. Persentase Penduduk ke persertaan 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

77.9 % -  

10. Persentase desa/ kelurahan yang stop 
melaksanakan BABS (desa ODF) di 
kabupaten Rokan Hulu 

62 % -  

11. Cakupan Layanan Kesehatan ibu hamil 94 % -  

12. Cakupan Layanan Kesehatan ibu 
bersalin 

90 % -  

13. Cakupan Layanan Kesehatan Bayi Baru 
Lahir sesuai standar 

90 % -  

14. Cakupan Layanan Kesehatan Balita 
sesuai standar 

65 % -  

15. Cakupan Layanan Kesehatan Anak Usia 
Pendidikan Dasar sesuai standar 

55,3 % -  

16. Cakupan Layanan Orang Usia15 s.d 59 
tahun yang mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar standar 

45,54 % -  

17. Cakupan Layanan Warga Negara Usia 
60 tahun yang mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai  standar 

59 % -  

18. Cakupan Layanan Kesehatan penderita 
Hipertensi sesuai Standar 

35 % -  

19. Cakupan Layanan Kesehatan penderita 
DM sesuai Standar 

100 % -  

20. Cakupan Layanan Kesehatan penderita 
TBC sesuai Standar 

33 % -  

21. Cakupan Layanan Kesehatan penderita 
OGDJ sesuai Standar 

78,7 % -  

22. Cakupan Layanan Kesehatan Orang 
dengan Resiko Terinfeksi HIV sesuai 
Standar 

40,63 % -  

23. Rasio dokter Daya Tampung RS 
terhadap jumlah Penduduk 

0,0045 Rasio -  
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Sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2022 

tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2021-2026. Dinas Kesehatan kabupaten Rokan hulu belum 

dapat menampilkan pencapaian IKU sebelumnya dikarenakan pada 

tahun 2022 ini Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan 

Kabupaten Rokan hulu mengacu pada Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026 dan Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 yang 

mengalami perubahan IKU dari tahun-tahun sebelumnya.  

 

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Pencapaian kinerja tahun ketiga Renstra dibandingkan dengan 

capaian kinerja tahun keempat periode Renstra untuk mengetahui 

kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun 

sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 

2022 dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

Tebel 2.66 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Dokumen DED 

Embung/Bangunan Penampung Air 

Lainnya yang disusun 

1 Dokumen 

N/A 100% 

2 Jumlah Panjang tanggul sungai yang 

di bangun 

473 M 
279,5 M 

100% 

3 Jumlah luas bendungan irigasi yang 

di normalisasi 

19984 M 
1 Kegiatan 

100% 

4 Jumlah Dokumen Penyusunan 
Rencana Teknis dan Dokumen 
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi 
Irigasi dan Rawa 

2 Dokumen 

N/A 

100% 

5 Jumlah cakupan saluran jaringan 

irigasi yang di Rehab 

65 Ha 
N/A 

100% 

6 Jumlah jaringan irigasi yang 

dipelihara 

663 Ha 660 Ha 100% 

7 Jumlah dokumen Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Sistem Draenase Perkotaan 

1 Dokumen N/A 100% 

8 Jumlah Drainase Perkotaan yang di 

bangun 

1656 M 1264,5 M 100% 

9 Jumlah draenase yang di pelihara 2 Km N/A 100% 

10 Jumlah Dokumen Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, dan Strategi 

15 Dokumen N/A 100% 
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Pengembangan Jaringan Jalan Serta 

Perencanaan Teknis Penyelenggaraan 

Jalan dan Jembatan 

11 Jumlah Kondisi Jalan/ Jembatan yang 

di Survey 

2 Dokumen 
N/A 

100% 

12 Jumlah panjang jalan yang di bangun 2 Km 16,20 Km 12,5% 

13 Jumlah Jalan yang di Tingkatkan 4,5 Km  8,6 Km 52,33% 

14 Jumlah panjang jalan yang di 

Rehabilitasi 

99,51 Km 
N/A 

100% 

15 Jumlah panjang jalan yang di 

Pelihara 

358,41 Km 
258,3 Km 

100% 

16 Jumlah jembatan yang di bangun 13 Unit 5 Dokumen 100% 

17 Jumlah jembatan yang di Rehabilitasi 35 M N/A 100% 

18 Jumlah jembatan yang di Pelihara 47 M  46,53% 

19 Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis 

Penyelenggaraan Jalan/Jembatan  

7 Dokumen N/A 100% 

20 Jumlah Tenaga Terampil yang 

memiliki sertifikat Kopetensi 

25 Sertifikat N/A 100% 

21 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota 

1 Kegiatan N/A 100% 

22 Jumlah Masyarakat yang terlibat 

dalam perencanaan Penataan Ruang 

1 Kegiatan N/A 100% 

23 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemanfaatan Ruang untuk Investasi 

dan Pembangunan Daerah 

1 Kegiatan N/A 100% 

24 Jumlah Koordinasi Pelaksanaan 

Penataan Ruang 

1 Kegiatan N/A 100% 

Presentasi perbandingan capain kinerja beberapa kegiatan pada 

tahun 2022 menurun dari tahun 2021 dikarenakan target DPA 

maupun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 tidak sama dengan tahun 

sebelumnya. 

 

5. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Pencapaian kinerja tahun keempat Renstra dibandingkan dengan 

capaian kinerja tahun kelima periode Renstra untuk mengetahui 

kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun 

sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 

2022 dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

Tebel 2.67 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun 

Sebelumnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2021 
% KET 

1 2 3 4 5 6 

1 Persentase rumah 

tangga yang memiliki 

akses terhadap 

16 Kecamatan 

 

-  
 

100 
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pelayanan sumber air 

minum/bersih 

2 Persentase Rumah 

Tangga Yang Memiliki 

Akses Terhadap 

Layanan Sanitasi Layak 

1 Unit  

-  

100 

 

3 Persentase Perumahan 

Yang Sudah Dilengkapi 

PSU (Prasarana Sarana 

Dan Utilitas Umum) 

36 Kegiatan 

-  

100 

 

4 Persentase Bangunan 

Gedung Negara Dalam 

Kondisi Baik 

40 kegiatan - 89.76% Ada paket 

kegiatan yang 

tidak 

dilaksanakan 

yaitu Manajemen 

Konstruksi 

Stadion Sepak 

Bola Rokan Hulu 

dan Lanjutan 

Probity Audit 

Pembangunan 

Stadion Seoak 

Bola Rokan Hulu 

(Swakelola) 

sebesar 

4.100.000.000  

dan selisih pagu 

dengan nilai 

kontrak sebesar 

262.736.000 

 

5 Perencanaan Kinerja 

Pengukuran Kinerja 

Pelaporan Kinerja 

Evaluasi Internal 

Capaian Sasaran 

/Kinerja 

1 Dokumen 

12 Bulan 

150 Laporan 

- 90% Ada sub kegiatan 

penyedian bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perUndang-

Undangan tidak 

dilaksanakan, 

Karena tidak 

dianggarkan 

dalam APBD TA 

2022 

6 Perencanaan Kinerja 

Pengukuran Kinerja 

Pelaporan Kinerja 

Evaluasi Internal 

Capaian Sasaran/ 

Kinerja 

52 Unit - 100%  

7 Persentase perumahan 

yang sudah dilengkapi 

PSU (Prasarana Sarana 

Dan Utilitas Umum) 

1 Dokumen  

-  

100% 

 

8 Persentase Luas 

Permukiman Kumuh  
1 Dokumen  

-  
100% 

 

9 Persentase perumahan 

yang sudah dilengkapi 

PSU (Prasarana Sarana 

Dan Utilitas Umum) 

107 Lokasi 

-  

100% 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa  Indikator Kinerja 

Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Tahun 2022 tidak sama, Karena 

menyesuaikan dengan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Rokan Hulu TA 2021 sampai 2026. Serta 

menyesuaikan dengan permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan dan 

Keuangan Daerah. 

 

6. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.68 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu 

Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

 (%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase PSKS (Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial) yang aktif 

66.67 % - - 

2 Persentase tuna sosial terlantar 
(terutama gelandangan dan 
pengemis) diluar panti yang 
mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar 
(SPM) 

100 % - - 

3 Persentase lanjut usia terlantar diluar 

panti yang mendapat Rehabilitasi 
Sosial Dasar (SPM) 

41.55 % - - 

4 Persentase korban bencana alam dan 
sosial yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya pada saat dan setelah 
tangap darurat bencana (SPM) 

59.43 % - - 

5 Persentase disabilitas terlantar diluar 

panti yang mendapat Rehabilitasi 
Sosial Dasar (SPM) 

18.99 % - - 

6 Persentase anak terlantar diluar panti 
yang mendapat Rehabilitasi Sosial 
Dasar (SPM) 

9.43 % - - 

7 Persentase pemerlu pelayanan 
kesejahteraan sosial yang 
memperoleh bantuan sosial 

100 % - - 

8 Persentase ARG pada belanja 
langsung APBD 

0.16 % - - 

9 Rasio kekerasan terhadap 
perempuan, termasuk TPPO (per 
100.000 penduduk perempuan) 

0.002 Rasio - - 
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10 Persentase Korban 
KekerasanTerhadap Anak yang 
tertangani 

100 % - - 

11 Kategori Kabupaten Layak Anak Madya - - 

 

Karena Perbedaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak pada Tahun 2021 dengan Tahun 2022 dan 

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 dan 2022, Indikator 

Kinerja Utama nya berbeda sehingga capaian Tahun 2021 dengan 

Capaian Tahun 2022 persentasenya 0 (Nol), oleh sebab itu 

pengukuran capaian kinerjanya tidak dapat di ukur. 

 

7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Pencapaian kinerja tahun pada tahun 2021 tidak ada, karena 

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 

tahun 2022 tidak sama dengan tahun 2021, jadi tidak ada 

perbandingannya. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut : 

Tebel 2.69 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA  

CAPAIAN 

KINERJA 
TAHUN 
2022 

CAPAIAN 

KINERJA 
TAHUN 
2021 

PERSENTASE 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Rasio penduduk ber-KTP per 
satuan penduduk 

0.98 - 0.98 

2 Persentase anak usia 0 - 17 tahun 
kurang 1(satu) hari yang memiliki 
KIA 

41.38 - 41.38 

3 Cakupan penerbitan akta kelahiran 

anak usia 0 - 18 Tahun 

96.18 - 96.18 

4 Cakupan kepemilikan akta 
kematian 

100 - 100 

5 Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) dalam mengurus dokumen 
kependudukan 

82.35 - 82.35 

6 Cakupan penerbitan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik (KTP-el) 

97.55 - 97.55 

7 Rasio pasangan berakta nikah 0.48 - 0.48 
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8. DINAS PERHUBUNGAN 

Pencapaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan capaian 

kinerja tahun 2021 untuk mengetahui kecenderungan/trend 

meningkat atau menurunnya Kinerja Perangkat Daerah Dinas 

Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dari tahun sebelumnya. 

Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dengan 

Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

Tebel 2.70 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Perhubungan Kab. 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 
2022 

CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 
2021 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

1 Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

69,39 67,76 102.41% Meningka
t 

2 Persentase peningkatan 
pergerakan 

orang/barang melalui 

terminal/ dermaga/ 
bandara per tahun 

14,73 11,24 131.05% Meningka
t 

3. Rasio Konektivitas 
Kabupaten 

23,33 22,73 102.64% Meningka
t 

4. Jumlah titik parkir tepi 
jalan umum yang 
dikelola 

30 27 111,11% Meningka
t 

5. Jumlah Pengujian 
Berkala Kendaraan 
Bermotor 

5,734 5,756 99.62% Menurun 

 

Kinerja melebihi capaiannya dari tahun 2020 dan lima indikator 

kinerjanya pada tabel tersebut capaian kinerja pada tahun 2021 

sama dengan capaian kinerja pada tahun 2020 Secara keseluruhan 

capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 

Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 tercapai dan meningkat 

apabila dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Perangkat 

Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 

2021. Dari 5 indikator hanya 1 indikator yang tidak tercapai yaitu 

indikator Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dimana 

pada tahun 2022 sebanyak 5.734 unit kendaraan bermotor yang di 

uji dan tahun 2021 sebanyak 5.756 unit kendaraan bermotor yang 

teruji sehingga terdapat selisih sebanyak 22 unit atau 0,38%. 
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9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Pencapaian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja 

strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu 

merupakan perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 

2022 dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

Tebel 2.71 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA  
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2021 

PRESENTASE 
CAPAIAN (%) 

1 
Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup(IKLH) 

67,27 - - 

2 Peningkatan Indeks Kualitas Air 62 - - 

3 
Peningkatan Indeks Kualitas 
Udara 

90,67 - - 

4 
Peningkatan Indeks Kualitas 
Tutupan Lahan 

33,06 - - 

5 
Persentase jumlah sampah yang 

tertangani  
16,32 - - 

6 

Tingkat Ketaatan penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan 
yang diawasi terhadap izin 
lingkungan, izin PPLH dan PUU 
LH yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 

75,71 - - 

7 

Persentase pengaduan 

masyarakat akibat adanya  
dugaan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup yang 
ditindaklanjuti 

100 Persen - - 

 
 

berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja 

Perangkat daerah tidak sama antara tahun 2021 dan 2022 karena 

Renstra dan Nomenklatur Terbaru. 

 

 

10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN 

DESA 

Pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran yang telah 

dicapai pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam renstra 

2021-2026. Pencapaian kinerja tahun keempat Renstra 

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun kelima untuk 

mengetahui kecenderungan meningkat atau menurun dari tahun 

sebelumnya. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian kinerja 

Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 
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Tebel 2.72 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Rokan Hulu 

Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase Peningkatan Status 
Desa Mandiri 

3,60% 0% - 

2 Persentase Bumdesa yang 

Berkembang 
39,60 44.83 88,33% 

3 Persentase PKK aktif 100% 100% 100% 

4 Persentase Posyandu Aktif 100% 100% 100% 

5 Persentase LPM Berprestasi 0,72% 0% - 

6 Persentase Pengentasan Desa 

Tertinggal 
0,99% 6% 6,5% 

 
 

11. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 

TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 

Setelah diperoleh data hasil pengukuran capaian indikator kinerja 

pada tahun berjalan, maka dilakukan pengukuran tingkat 

pencapaian sasaran dibandingkan dengan capaian tahun 

sebelumnya. Pengukuran ini dilakukan dengan metode 

perbandingan antara neraca tingkat capaian (target) dengan 

realisasi capaian dari setiap kegiatan tahun berjalan dibandingkan 

dengan capaian di tahun sebelumnya, sebagaimana tertera pada 

tabel berikut : 

Tebel 2.73 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Koperasi, UKM dan 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu Tahun 

2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase koperasi berkualitas 16,85 % 0 0% 

2 Persentase koperasi aktif 53,65 % 69,21% 77,5% 

3 Jumlah UMKM yang dikembangkan 632 UMKM 0 0% 

4 Jumlah UMKM yang dibina 37.476 UMKM 0 0% 

5 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan 
ditempatkan 

116 Orang 0 
0% 

6 Jumlah tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan 

976 Orang 212 Orang 
460% 

7 Besaran kasus yang diselesaikan 
dengan Perjanjian Bersama (PB) 

52 % 0 
0% 

8 Jumlah wilayah transmigrasi yang 
dibina dan dikembangkan (UPT) 

0 UPT 18 UPT 
0% 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator 

Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2022 capaiannya mengalami 

penurunann dibandingkan tahun sebelumnya karena jumlah 

koperasi yang tidak aktif bertambah. Selanjutnya dari IKU yang 

ditargetkan tahun 2022 mengalami penurunann dibandingkan dari 

tahun sebelumnya disebabkan tidak ada pembinaan Karena Desa 

Transmigrasi di Kabupaten Rokan Hulu sudah menjadi Desa 

Defenitif. sedangkan IKU yang pada tahun 2021 tidak sama antara 

dengan IKU 2022 karena Renstra dan Nomenklatur terbaru. 

sehingga tidak bias ditampikan capaian kinerjanya. 

 

12. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Setelah diperoleh data hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja 

pada tahun berjalan, maka dilakukan pengukuran tingkat 

pencapaian sasaran dibandingkan dengan capaian tahun 

sebelumnya. Pengukuran ini dilakukan dengan metode 

perbandingan antara neraca tingkat capaian ( target ) dengan 

realisasi capaian dari setiap kegiatan tahun berjalan dibandingkan 

dengan capaian di tahun sebelumnya, sebagaimana tertera pada 

tabel berikut: 

Tebel 2.74 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase Perangkat Daerah Yang 
Terhubung Dengan Akses Internet 
Yang Disediakan Oleh Dinas 
Kominfo 

100% 100% 100% 

2 Indeks Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) 

Dalam proses 
penilaian 

1.78 Belum 
Diketahui 

3 Persentase Perangkat Daerah Yang 
Telah Menggunakan Layanan 
Persandian Dalam Rangka 
Pengamanan Informasi Milik 
Pemerintah 

10.34% 20% 51.7% 

4 Persentase Layanan Publik Yang 

Diselenggarakan Secara Online 
Dan Terintegrasi 

55.85% 55.17% 110.34% 

5 Cakupan Pengembangan Dan 
Pemberdayaan Kelompok 

50% 50% 100% 
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Informasi Masyarakat (KIM) 
6 Data/Informasi/ Statistik Yang 

Terintegrasi 

Ada Ada Ada 

7 Persentase Perangkat Daerah (PD) 
Yang Menggunakan Data Statistik 
Dalam Menyusun Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

100% 100% 100% 

8 Persentase Perangkat Daerah (PD) 
Yang Menggunakan Data Statistik 
Dalam Menyusun Perencanaan 

Pembangunan Daerah Dalam 
Melakukan Evaluasi Pembangunan 

Daerah 

100% 100% 100% 

 

 

13. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA 

Capaian kinerja sasaran dilakukan atas capaian sasaran yang 

dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang 

dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator sasaran 

yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara 

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi 

kinerja (performance result) yang dicapai DPPKB Kabupaten Rokan 

Hulu. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya 

celah kinerja (performance gap) yang diakibatkan oleh realisasi 

yang berbeda dengan yang direncanakan. DPPKB Kabupaten Rokan 

Hulu merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mendukung 

terwujudnya misi pertama pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah yaitu Melanjutkan Terwujudnya Peningkatan Kinerja 

Aparatur Pemerintah, meliputi Pelayanan Publik, Good Governance 

dan Clean Government dan juga melaksanakan sasaran gambaran 

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam 

kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) tahun guna mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun  ke depan. 

Capaian sasaran ini diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja 

utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut: 
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Tebel 2.75 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Angka Harapan Hidup 70,51% 70,18% 99,53% 

2 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 2,28% 2,28% 100% 

3 Total Fertility Rate (TFR) 2,135 Rasio 2.555 Rasio 119% 

4 Persentase pemakaian kontrasepsi 
Modern (Modern Contraceptive 

Prevalence Rate/mCPR) 

48,02% 74,33% 154% 

5 Persentase kebutuhan ber-KB yang 
tidak terpenuhi (unmet need) 

22,11% 15,43% 69,78% 

6 Jumlah Klinik KB 38 Klinik 28 Klinik 73,68% 

7 Persentase Perangkat Daerah 
(Dinas/Badan) yang berperan aktif 

dalam pembangunan Daerah 
melalui 
Kampung KB 

42,80% 0% 0% 

8 Ratio Akseptor KB 48, 04% 74,87% 154% 

9 Cakupan Pasangan Usia Subur PUS 
yang istrinya dibawah 20 tahun 

0,08 Rasio 2,35 Rasio 2,93 

10 Persentase Pembiayaan Program 
Kependudukan, Keluarga Bencana 

dan Pembangunan Keluarga 
melalui APBD dan APBDes 

0,18 % 0 % 0% 

 

Untuk Tahun 2021 Indikator Persentase Pembiayaan Program 

Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga 

melalui APBD dan APBDes dengan capain 0 % dikarenakan covid 19, 

sehingga dana di alokasikan untuk penanggulangan Covid 19. 

 

14. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 

Perbandingan capaian kinerja berdasarkan perjanjian kerja tahun 

2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini, dimana 

ada beberapa peningkatan tajam terhadap pencapaian beberapa 

target kinerja: 

Tebel 2.76 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA  

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 

2022 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 

2021 

PERSENTASE 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Indeks Ketahanan Pangan (indeks) 54,92 53,24 103% 

2 Tingkat Capaian skor Pola Pangan 

Harapan (PPH) (Skor) 
82 83,2 98,55% 
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3 Persentase Desa Bebas dari Status Rawan 

Pangan (Persen) 
64,82 86,79 74,68% 

4 Jumlah total Produksi Perikanan (Tangkap 

dan Budidaya) (Ton) 
9.306,73 9.020,03 103% 

5 Pendapatan Rata-rata Pembudidaya Ikan 

dan Nelayan (Rp) 
22.500.000 37.200.000 60,48% 

6 Cakupan Bina Kelompok Perikanan 

(Persen) 
18,22 15,88 114% 

 
 

Dari tabel diatas untuk Indikator kinerja persentase Desa Bebas 

Rawan pangan mengalami penurunann persentase capaian, karena 

tidak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan 

dalam mencapai target, sedangkan untuk indikator pendapatan 

rata-rata pembudidaya ikan dan nelayan tidak mencapai target 

karena dampak dari inflasi untuk Budidaya dan untuk nelayan 

karena Potensi Perairan umum yang semakin berkurang dan sarana 

alat penangkapan yang kurang memadai. 

 

15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU 

Pencapaian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja 

strategis DPMPTSP sebagaimana yang tercantum pada Renstra 

Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja tahun keempat Renstra 

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun kelima periode Renstra 

untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun 

dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian 

kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

Tebel 2.77 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Penanaman  Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rokan Hulu Tahun 

2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN KINERJA 

TAHUN 2022 
CAPAIAN KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTAS
E CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Realisasi Investasi 
PMA/PMDN (LKPM) 

3.184.955.205.000 1.994.786.140.000 159 % 

2 Persentase Peningkatan Nilai 
Investasi 

(-7,8 %) 24 %  (-32 %) 

3 Jumlah Nilai Investasi 
PMDN/PMA 

518.089.228.050 582.178.673.212 (- 7.8 %) 

4 Indek Kepuasan Masyarakat 89.10 83.56 6,62 % 
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16. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

Pencapaian kinerja tahun kelima Renstra Dibandingkan dengan 

capaian kinerja tahun kelima Renstra untuk mengetahui 

kecenderungan / trend meningkat atau menurun dari tahun 

sebelumnnya. Perbandingan capaian kinerja / realisasi tahun 2021 

dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut  : 

Tebel 2.78 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 PAD sektor pariwisata 2.722,63 

(dalam juta) 
- 0% 

2 Persentase destinasi wisata yang 

dikembangkan dan dikelola 
6,45% 8% 80,62% 

3 Jumlah kunjungan wisatawan 876.535 orang - 0% 

4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap 

PDRB harga baku 
0,35% - 0% 

5 Persentase objek pemajuan 

kebudayaan daerah yang dilindungi, 

dikembangkan, dimanfaatakan dan 

dibina 

41% 4  

6 Jumlah penyelenggaraan kegiatan 

seni dan budaya 
20 Kali 27  

7 Persentase cagar budaya ang 

dilestarakan dan dikelola 
5,25% - 0% 

8 Jumlah warisan budaya tak benda / 

karya budaya yang direvitalisasi dan 

inventarisasi 

3 Wbtb - 0% 

9 Persentase koleksi cagar budaya 

benda yang dilindungi 
0 % - 0% 

10 Terbangunnya cikal bakal museum 

(sarana dan prasarana) 
35 Unit - 0% 

 
 

Perbandingan tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) IKU 

yang baru tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 

tahun 2021-2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Rokan Hulu. Sedangkan 3 (tiga) IKU yang sama pada tahun 2021 

dan 2022 di IKU persentase destinasi wisata yang dikembangkan 

dan dikelola dan persentase objek pemajuan kabudayaan daerah 

yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dan dibina satuan 

pada tahun 2022 berupa persen sedangkan satuan pada tahun 2021 

berupa angka. 
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17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan atas capaian sasaran 

yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang 

dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator sasaran 

yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara 

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi 

kinerja (performance result) yang dicapai Dinas Perpustakaan dan 

Arsip  Kabupaten Rokan Hulu. 

Tebel 2.79 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun 

Sebelumnya pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Rokan 

Hulu Tahun 2022 

No 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 
TAHUN 
2022 

CAPAIAN 

KINERJA 
TAHUN 
2021 

PERSENTASI 
CAPAIAN  

(%) 

KET 

1 2 3 4 5 6 

1 Jumlah instansi yang 
menyerahkan dokumen/ arsip 
in aktif ke lembaga kearsipan 

0 2 - 
Tidak dihitung lagi 
pada tahun 2022 

2 Jumlah SDM pengelola arsip di 
SKPD yang mengikuti 
diklat/bimtek kearsipan 

0 0 - 
Tidak dihitung lagi 
pada tahun 2022 

3 Persentase Perangkat Daerah 
yang mengelola arsip secara 
baku 

2,2 0 - 
IKU baru pada 

tahun 2022 

4 Tingkat Ketersediaan Arsip 
Sebagai Bahan Akuntabilitas 
Kinerja 

68,75 0 - 
 

IKU baru pada 
tahun 2022 

5 Jumlah pengunjung 
perpustakaan 

0 3.092 - 
Tidak dihitung lagi 
pada tahun 2022 

6 Jumlah koleksi buku 
perpustakaan 

0 49.400 - 
Tidak dihitung lagi 
pada tahun 2022 

7 Jumlah tenaga pengelola 
perpustakaan yang dibina 

0 8 - 
Tidak dihitung lagi 
pada tahun 2022 

8 Tingkat Kegemaran Membaca 

Masyarakat 
26,88 0 - 

IKU baru pada 

tahun 2022 

9 Indeks Pembangunan Literasi 
Masyarakat 

11,34 0 - 
IKU baru pada 

tahun 2022 

10 Rasio perpustakaan persatuan 
penduduk 

0,0004 0 - 
IKU baru pada 

tahun 2022 

11 Jumlah pengunjung 
perpustakaan pertahun 

12.990 0 - 
IKU baru pada 

tahun 2022 

12 Koleksi buku yang tersedia 
diperpustakaan daerah 
 

48.318 0 - 
IKU baru pada 

tahun 2022 

13 Rasio pustakawan, tenaga 
teknis dan penilai yang 
bersertifikat 

0,0022 0  
IKU baru pada 

tahun 2022 
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Pada 5 (Lima) IKU Yaitu  Jumlah instansi yang menyerahkan 

dokumen/ arsip in aktif ke lembaga kearsipan, Jumlah SDM 

pengelola arsip di SKPD yang mengiluti diklat/ bimtek kearsipan, 

Jumlah pengunjung perpustakaan, Jumlah koleksi buku 

perpustakaan dan Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang 

dibina, mulai tahun 2022 tidak lagi masuk dalam IKU Dinas 

Perpustakaan dan Arsip. Hal ini akibat telah diterbitkannya RPJMD 

tahun 2022- 2026 yang didalamnya terdapat IKU pada Dinas 

Perpustakaan dan Arsip untuk 2022- 2026. Sehingga perbandingan 

5 IKU yang ada pada tahun 2021 tersebut tidak lagi dihitung 

dikarenakan IKU pada tahun 2022 berbeda dengan sebelumnya. 

Mulai tahun 2022- 2026 ada 8 ( Delapan ) IKU dinas Perpustakaan 

dan Arsip yang akan dihitung yaitu Tingkat Kegemaran Membaca 

Masyarakat, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Rasio 

perpustakaan persatuan penduduk, Jumlah pengunjung 

perpustakaan pertahun, Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan 

daerah, Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang 

bersertifikat, Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip 

secara baku dan Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan 

Akuntabilitas Kinerja. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 

dengan tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan, Hal ini akibat 

telah diterbitkannya RPJMD tahun 2022- 2026 yang didalamnya 

terdapat IKU pada Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk 2022- 2026. 

Sehingga ini mengakibatkan berbedanya target capaian kinerja 

tahun 2022 dengan tahun sebelumnya. 

 

18. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 
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Tebel 2.80 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun 

Sebelumnya pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 

Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR  

KINERJA 

CAPIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 
(%) 

KET 

1 2 3 4 5 6 

1 Persentase Peningkatan 

SDM  Petani dan 

Kelembagaan Petani 

40  % 0 0 Tidak ada Indikator 

Kinerja OPD Tahun 

2021 

2. Produktivitas  Padi 46.72 KW/Ha 42,34 KW/Ha 90.63 Terjadi  selisih 

realisasi antara tahun 

2021 dengan 2022 

sebesar 9.37 % 

3. Produksi Padi 21,877.37 

Ton/Tahun 

33,040.35 

Ton/Tahun 

151.03 Terjadi  selisih 

realisasi antara tahun 

2021 dengan 2022 

sebesar -51.03 % 

4. Produksi Bawang 11.00 Ton/Tahun 0 0 Tidak ada Indikator 

Kinerja OPD Tahun 

2021 

5. Produksi Cabai 615.30 

Ton/Tahun 

0 0 Tidak ada Indikator 

Kinerja OPD Tahun 

2021 

 

Dari Tabel diatas dapat kami jelaskan capaian target 2022 dari 

capaian target tahun 2021 pada indikator produksi padi terjadi 

selisih -51,03 % karena dukungan anggaran Tahun 2022 sangat 

minim. 

 

19. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.81 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 
1 Persentase Pasar yangberkondisi 

baik 

43,75% 46,39% 106% 

2 Persentase Alat-alat Ukur, Takar, 

Timbang dan Perlengkapannya 

(UTTP) Bertanda Tera Sah yang 

20,77% 46,8% 225% 
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Berlaku 
3 Pertumbuhan jumlah Industri Kecil 

dan Menengah (IKM) 

1,43% - - 

4 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 2,81% - - 
 

 
Berdasarkan tebel diatas dapat dijelaskan bahwa jika dilihat capaian 

kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada 

semua indikator ini mengalami peningkatan pada beberapa indikator 

namun juga mengalami penurunann pada indikator yang lain dan 

ada indikator yang masih kosong yaitu Pertumbuhan jumlah Industri 

Kecil dan Menengah (IKM) dan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 

dikarenakan indikatornya baru ditetapkan pada tahun 2022.  

 

20. DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 

Perbandingan capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 

2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini, dimana 

ada beberapa peningkatan terhadap pencapaian beberapa target 

kinerja : 

Tebel 2.82 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Peternakan dan 

Perkebunan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTAS

E CAPAIAN  

(%) 

KET 

 1 2 3 4 5 6 
 

1 Jumlah Produks Peternakan 68.241 Ekor 68.072 

 Ekor 

100% naikan 0,2 

%  

2 Jumlah Produksi 

Perkebunan Rakyat 

777.390 

Ton/Tahun 

- 100% Tidak ada 

tahun 

sebelumnya 
 

3 Persentase penurunann 

kejadian dan jumlah kasus 

penyakit hewan menular 

-10,71 15,15% 100% turun  

25,86 % 
 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian salah satu 

indikator yaitu Persentase penurunann kejadian dan jumlah kasus 

penyakit hewan menular mengalami penurunann jika dibandingkan 

dengan pencapaian tahun 2021. Walaupun target pada indikator 

Jumlah Produksi Peternakan meningkat 0,2 %, jika dibandingkan 

dengan tahun 2021. Peningkatan Jumlah Produksi Peternakan 

dibandingkan tahun 2021 tersebut tetap tercapai meskipun terjadi 
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meningkatnya jumlah kasus penyakit hewan menular pada tahun 

2022. 

 

21. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

pada Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.83 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Badan Perencanan 

Pembangunan Daerah Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR  KINERJA  

CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN  
2022 

CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 
2021 

PERSENTASI 
(%) 

KET 

1 2 3 4 5 6 

1 
Penjabaran konsistensi 
Program RPJMD kedalam 
RKPD 

97 
 

- - 

Perubahan 
RPJMD 

2022-2026 

2 

Persentase E-database Yang 
Dimanfaat Pemerintah 
Daerah dalam Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

100 - - 

Perubahan 
RPJMD 

2022-2026 

3 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Pembanguan 
Daerah Kabupaten Yang 
Disusun Tepat waktu 

7 48 - 

Capaian 
2022 100% 
dan capaian 
2021 85% 

4 

Persentase Konsistensi 
Pelaksanaan Pembangunan 
Terhadap Dokumen 
Perencanaan Daerah 

75 - - 

Perubahan 
RPJMD 

2022-2026 

5 
Persentase Pemanfaatan 
Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 

100 - - 
Perubahan 

RPJMD 
2022-2026 

6 
Persentase Kebijakan 
Inovasi Yang Diterapkan di 
Daerah 

100 - - 
Perubahan 

RPJMD 
2022-2026 

 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun 

sebelumnya tidak bisa dibandingkan, Hal ini akibat telah 

diterbitkannya RPJMD tahun 2022- 2026 yang didalamnya terdapat 

IKU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 2022- 

2026. Sehingga ini mengakibatkan berbedanya target capaian 

kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya. 

 

22. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Perbandingan capaian kinerja dalam perjanjian kinerja Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2022 dengan capaian kinerja dalam perjanjian kinerja Badan 



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 225 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :  

Tebel 2.84 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Dinas Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase Pejabat ASN yang 

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

Struktural dan Fungsional  

13,14 % - - 

2 Persentase ASN yang mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan Formal 

6,13 % - - 

3 Rasio PNS Berpendidikan Tinggi (PT) 70,43 % - - 

4 Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat 

Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk 

guru dan tenaga kesehatan) 

28,39 - - 

5 Persentase Penempatan ASN Sesuai 

Dengan Kompetensi  

100 % - - 

6 Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin 0,31 % - - 

 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan data capaian 

kinerja dalam penja antara tahun 2021 dan tahun 2022 tidak dapat 

dilakukan karena adanya perbedaan antara indikator kinerja yang 

ada pada penja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

tahun 2021 dengan indikator kinerja yang ada pada penja Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2022. Hal ini 

dikarenakan indikator kinerja yang ada pada penja Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021 berpedoman 

kepada Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Tahun 2016 – 2021. Sedangkan indikator kinerja yang ada 

pada penja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 

2022 berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 – 2026. 
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23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Diketahui perbandingan capaian kinerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

dengan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Tahun 2021  dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

Tebel 2.85 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun 

Sebelumnya pada Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset 

Daerah Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 
2021 

CAPAIAN 
KINERJA TAHUN 

2022 

PERSENTASI 
% 

KET 

1 2 3 4 5 6 

1 

Penyusunan/Pen
etapan APBD 
tepat waktu. 

Koordinasi dan 
Penyusunan KUA 
dan PPAS. 

2 
Dokumen 

Tepat 
Waktu/Ti
dak Tepat 
Waktu 

  

Tepat 
Waktu 

100 Selesai 

 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan KUA dan 
Perubahan PPAS. 

2  
Dokumen 

100 Selesai 

  Koordinasi, 
Penyusunan dan 
Verifikasi DPA-
SKPD. 

4 
Dokumen 

100 Selesai 

 

 Koordinasi, 
Penyusunan dan 
Verifikasi Perubahan 
DPA-SKPD. 

6 
Dokumen 

100 

Selesai 

  Koordinasi dan 
Penyusunan 
Peraturan Daerah 
tentang APBD dan 
Peraturan Kepala 
Daerah tentang 

Penjabaran APBD. 

8 
Dokumen 

100 Selesai 
 
 
 
 
 

  Koordinasi dan 
Penyusunan 
Peraturan Daerah 
tentang Perubahan 
APBD dan Peraturan 
Kepala Daerah 
tentang Penjabaran 
Perubahan APBD. 

4  
Dokumen 

100 Selesai 

  Koordinasi dan 
Penyusunan 
Regulasi serta 
Kebijakan Bidang 
Anggaran 

1  
Dokumen 

100 Selesai 

  Pembinaan 
Penganggaran 
Daerah Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

200  
Orang 

100 Selesai 
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  Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Realisasi 
Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas 
Daerah, Laporan 
Aliran Kas, dan 
Pelaksanaan 
Pemungutan/Pemot
ongan dan 
Penyetoran 
Perhitungan Fihak 
Ketiga (PFK). 

6  
Dokumen 

100 Selesai 

  Rekonsiliasi dan 
Verifikasi Aset, 
Kewajiban, Ekuitas, 
Pendapatan, 
Belanja, 
Pembiayaan, 
Pendapatan-LO dan 
Beban 

2 
Dokumen 

100 Selesai 

  Koordinasi dan 
Penyusunan 
Rancangan 
Peraturan Daerah 
tentang 
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan 
APBD Provinsi dan 
Rancangan 
Peraturan Kepala 
Daerah tentang 
Penjabaran 
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan 
APBD 
Kabupaten/Kota. 

2  
Dokumen 

100 Selesai 

  Penyusunan 

Kebijakan dan 
Panduan Teknis 
Operasional 
Penyelenggaraan 
Akuntansi 
Pemerintah Daerah. 

1  

Dokumen 

100 Selesai 

  Pembinaan 
Akuntansi, 

Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

50  
Peserta 

100 Selesai 

  Implementasi dan 
Pemeliharaan Sistem 
Informasi 
Pemerintah Daerah 
Bidang Keuangan 
Daerah. 

1  
Aplikasi 

100 Selesai 
 
 

2 Jumlah dokumen 
standar belanja 
sebagai 
pedoman 
penyusunan 

anggaran. 

Penyusunan 
Standar Harga 

1  
Dokumen   

100 Selesai 

 Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah. 

1  
Dokumen  

 100 Selesai 

 Optimalisasi 
Penggunaan, 
Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan
, Pemusnahan, dan 

16 
Kecamatan. 

  100 Selesai 
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Penghapusan 
Barang Milik 
Daerah. 

  Penyusunan 
Laporan Barang 
Milik Daerah 

4 
Dokumen   

  

  Pembinaan 
Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

60 
Peserta 

  

  

2 Persentase 
Pengelolaan 

Barang Milik 
Daerah (BMD). 

  

50 % 50 % 100 Selesai 

3 Opini BPK 
Terhadap 
Laporan 
Keuangan. 

  

WTP WTP 100 Selesai 

4 Persentase 
Realisasi Dana 
Mandatory dan 
Pembiayaan 

Daerah. 

  

% 100 100 Selesai 

 
 

24. BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Pencapaian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja 

strategis Bapenda Kabupaten Rokan Hulu merupakan perbandingan 

antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dengan 2021 adalah 

sebagai berikut : 

Tebel 2.86 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Badan Pendapatan Daerah 

Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%)  

KET 

1 2 3 4 5 6 

1 

Persentase 

Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
terhadap Total 
Pendapatan 

6,75% 9,6% 70,31% 

Pendapatan 

Asli Daerah 
(PAD) 
terhadap Total 
Pendapatan 

 
 

25. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2022 sebagai berikut : 
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Tebel 2.87 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 
2022 

CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 
2021 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 
Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

2 Kegiatan 100 % 100 % 

2 Jumlah Pembinaan Politik 
Daerah 

10 Parpol 100 % 100 % 

3 Jumlah Pembinaan Terhadap 
LSM, ORMAS dan OKP 

16 Ormas 100 % 
 

64 % 

4 Jumlah Angka Konflik 100% 100 % 100 % 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dibandingkan antara 

capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022  dimana pada tahun 

2022 terdapat satu indikator kinerja yang tidak mencapai 100 % 

yaitu 64% .Hal ini terjadi karena ada dua ormas yang tidak dapat 

memanfaatkan  dana hibah karena ada persyaratan yang tidak 

dapat dipenuhi dan satu ormas tidak menerima karena tidak sesuai 

dengan prooposal yang diajukan. 

 

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Pencapaian  Kinerja  Tahun  2022  merupakan  bagian  dari  kinerja  

strategis  BPBD sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode 

Tahun 2021-2026. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja 

Tahun 2022 dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

Tebel 2.88 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

(%) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

1. Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 
layanan informasi 
rawan bencana 

100 orang 0 0 
Terdapat 

Perubahan  
pada 

Indikator 
Kinerja pada 
tahun 2022 

sesuai dengan 
Permendagari, 

sehingga  

2 Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 
layanan pencegahan 
dan keseiapsiagaan 
terhadap bencana 

100 orang 0 0 

3 Jumlah warga Negara 
yang memperoleh 

100 orang 0 0 
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layanan penyelamatan 
dan evakuasi korban 
bencana 

4 Persentase 
pencegahan 
kebakaran hutan, 
penyelamatan dan 
pencarian korban 
bencana kebakaran 

100 orang 0 0 

5 Jumlah lembaga 
pemerintah, dunia 
usaha, masyarakat 
dalam 

penanggulangan 
bencana 

0 0 0 

 

Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021 

telah terrealisasi sesuai target. 

 

27. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.89 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2021 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja 
Per 10.000 Penduduk  

6,4% 7,10% 7,03% 

2 Persentase Gangguan Trantibum 
yang dapat diselesaikan 

100% - - 

3 Persentase Perda dan Perkada 
yang ditegakkan 

100% - - 

4 Waktu tanggap (response time) 

penanganan kebakaran 

30-60 menit - - 

5 Tingkat Waktu Tanggap (respone 
time rate) Daerah Layanan 
Wilayah Manajemen Kebakaran 
(WMK) 

100% - - 

6 Cakupan pelayanan bencana 
kebakaran kabupaten 

18,06% - - 

7 Persentase pelayanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban kebakaran 

100% - - 

 
Pada Renstra Satpol PP dan Damkar tahun 2021 s/d 2022, terdapat 

beberapa perubahan Indikator kinerja perangkat daerah. Perubahan 

indikator ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan tugas dan pokok 

yang diamanatkan pada Satpol PP dan Damkar, dimana indikatornya 
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lebih spesifik. Di dalam Renstra tahun 2021 s/d 2022, indikator 

yang masih tetap dilaksanakan yaitu, yaitu Rasio Jumlah Polisi 

Pamong Praja Per 10.000 Penduduk. Perbandingan capaian kinerja 

antara tahun 2022 dengan 2021 terhadap indikator tersebut adalah 

7,03%.  

 

28. SEKRETARIAT DPRD 

Perbandingan pengukuran capaian kinerja antara Tahun 2022 

dengan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut : 

Tebel 2.90 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Sekretariat DPRD Kab. Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 
TAHUN 2022 

CAPAIAN 

KINERJA 
TAHUN 2021 

PERSENTASE 

CAPAIAN  
(%) 

KET 

1 2 3 4 5 6 

1 
Persentase Fasilitasi 
Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi DPRD 

98.16 N/A - 
Berbeda 
Indikator 

2 

Persentase Ranperda 

yang disetujui menjadi 
Perda 

80.00 100.00 80.00 - 

3 
Persentase pemenuhan 
kebutuhan administrasi 
perkantoran dan DPRD 

94.46 N/A - 
Berbeda 
Indikator 

4 
Persentase layanan 
keuangan yang 
difasilitasi 

100.00 N/A - 
Berbeda 
Indikator 

 
 

Dari tabel diatas hanya Indikator Kinerja kedua yaitu “Persentase 

Ranperda yang disetujui menjadi Perda”  yang dapat dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, hal ini karena setelah adanya Renstra 

Sekretariat DPRD Tahun 2022-2026 terdapat perubahan Indikator 

Kinerja. Dan Tahun 2022 secara kinerja lebih rendah dari Tahun 

2021.  Pada Tahun 2022 ditargetkan 10 buah Ranperda dapat 

disetujui menjadi Perda dan terdapat 10 buah Ranperda yang 

dibahas dan sudah difinalisasi, tetapi hanya 8 buah Ranperda yang 

berhasil diparipurnakan dan disetujui menjadi Perda (capaian 

kinerjanya 80%), sedangkan pada Tahun 2021 ditargetkan 10 buah 

Ranperda dapat disetujui menjadi Perda dan terdapat 10 buah  

Ranperda yang dibahas dan semuanya dapat diparipurnakan dan 

disetujui menjadi Perda (100%). 
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29. SEKRETARIAT DAERAH 

Perbandingan pengukuran capaian kinerja antara Tahun 2022 

dengan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut : 

Tebel 2.91 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Tahun Sebelumnya pada Sekretariat Daerah Kab. 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA 

CAPAIN 

KINERJA 

TAHUN 
2021 

CAPAIN 

KINERJA 

TAHUN 
2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1. Persentase Penataan Kebijakan 

Pemerintah Bidang Keagamaan dan 

Kesejahteraan Sosial 

n/a 90% 0% 

2. Persentase Fasilitasi Penyelesaian 

Kasus Tanah Negara / Tanah 

Garapan 

n/a 90% 0% 

3 Persentase Luas Lahan Bersertifikat 46,40 0 0% 

4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) 

Prediket B Prediket B  100% 

5 Indeks Reformasi Birokrasi Prediket C Prediket CC 100% 

6 Skor LPPD 3,05 Dalam 

proses 

 

 

0% 

7 Persentase Jumlah Total Proyek 

Konstruksi yang dibawa ke Tahun 

berikutnya yang ditandatangani 

pada kuartal pertama 

n/a 100 % 0% 

8 Persentase jumlah pengadaan yang 

dilakukan dengan metode kompetitif 

n/a 13% 0% 

9 Rasio nilai belanja yang dilakukan 

melalui pengadaan 

n/a 43% 0% 

 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan data 

capaian kinerja dalam penja antara tahun 2021 dan tahun 2022 

tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan antara indikator 

kinerja yang ada pada penja Sekretaraiat Daerah tahun 2021 

dengan indikator kinerja yang ada pada penja Sekretaraiat Daerah 

tahun 2022. Hal ini dikarenakan indikator kinerja yang ada pada 

penja Sekretaraiat Daerah tahun 2021 berpedoman kepada 

Rencana Strategis Sekretaraiat Daerah Tahun 2016 – 2021. 

Sedangkan indikator kinerja yang ada pada penja Sekretaraiat 

Daerah tahun 2022 berpedoman kepada Rencana Strategis Badan 

Sekretaraiat Daerah Tahun 2021 – 2026.  
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d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam 

Pembangunan Jangka Menengah 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, maka perlu 

menetapkan indikator kinerja utama yang merupakan alat ukur 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi. 

Berdasarkan hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah 

menetapkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Indikator 

Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Indikator kinerja pada 

tingkat pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil 

(outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-

masing. 

Rencana kinerja pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

menjabarkan 2 (dua) hal pokok, yaitu: 

1. Formulasi indikator kinerja yang bersifat makro, strategis, dan mikro. 

Indikator kinerja makro merujuk pada kinerja keseluruhan 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama-sama dengan seluruh 

komponen masyarakat yang mencakup bidang ekonomi dan bidang 

kesejahteraan rakyat. Indikator kinerja pada tingkat sasaran 

strategis Kabupaten Rokan Hulu merepresentasikan kinerja lintas 

bidang sebagai hasil kontribusi implementasi program dan kegiatan 

seluruh unit kerja yang ada tanpa dapat diatribusikan sebagai 

kontribusi unit kerja tertentu secara individual. Sementara itu, 

indikator kinerja mikro merepresentasikan langsung kinerja dari tiap 

unit kerja yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu. 

2. Penetapan target kinerja untuk Tahun 2022 akan menjadi dasar 

penilaian atas capaian kinerja pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

beserta jajarannya selama Tahun 2022. Di samping itu, target kinerja 

ini merupakan perwujudan komitmen bersama bagi pencapaian 

kinerja yang optimal. 

 



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 234 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta 

memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan 

dan dirangkum. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan 

data kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diarahkan 

untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten 

mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam 

rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa 

meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta 

efisiensi dan efektivitas. 

1. INSPEKTORAT 

Indikator kinerja sasaran tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif 

dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan dan Renstra Periode 2021-2026. 

Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dan 

Renstra Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

Tebel 2.92 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Inspektorat Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 

RPJMD TAHUN 

2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 
Maturitas Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) 

Level 3 Level 3 100.00 

2 
Jumlah Perangkat Daerah yang 
menerapkan RB 

29 PD 29 PD 100.00 

3 
Jumlah PD / Unit  yang menerapkan 
Zona Integritas (ZI) 

69 PD/Unit 69 PD/Unit 100.00 

4 

Jumlah PD  / Unit Kerja Pelayanan 
yang mendapatkan pendampingan 
menuju predikat Wilayah Bebas 
Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah 
Birokrasi yang Bersih dan Melayani 
(WBBM) 

68 PD/Unit 9 PD/Unit 755,56 

5 
Peningkatan Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) 

Level 3 Level 3 100.00 

6 
Persentase hasil pemeriksaan BPK 
RI dan APIP yang di tindaklanjuti 

82.49% 80% 103,11 

7 

Persentase penurunann jumlah 
rekomendasi hasil review dokumen 
perencanaan, keuangan dan 
Laporan kinerja 

62% 60% 103,33 
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2. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran 

yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2022 dengan tahun 

sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan antara target 

dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.  Rincian 

tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dibandingkan 

dengan target dan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam 

RPJMD/RENSTRA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 

2021-2026. Tabel perbandingan capaian kinerja dibandingkan 

dengan Target dalam RPJMD/Renstra : 

Tebel 2.93 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 
RPJMD TAHUN 

2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Gedung sekolah yang di 
bangun 

1 unit 1 unit 
100  % 

2 Jumlah riuang kelas seolah yang 
dibangun 

19 ruang 19 ruang 
100  % 

3 Jumlah Alat Praktek dan Peraga 
siswa yang tersedia 

11 Ruang 11 Ruang 
100  % 

4 Angka partisipasi kasar seluruh 
jenjang pendidikan 

499 Satuan 
Pendidikan 

411  Satuan 
Pendidikan 

82,36% 

5 Angka partisipasi sekolah seluruh 

jenjang pendidikan 
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 % 

6 Jumlah kegiatan pembinaan 
paskibraka, kepemudaan dan  
kepramukaan yang dilakukan 

90 orang 90 orang 
 

100  % 

 

 

 

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran 

berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat 

beberapa sasaran yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2022, 

ini terhadap sasaran maupun target indikator kinerja, baik yang 

berhasil maupun tidak berhasil beberapa analisis dan evaluasi 

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing 

bagian agar terdapat perbaikan dan penangan di masa mendatang. 
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Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran 

ini dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) 

dan formulir Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan 

untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah 

Indikator Kinerja Utama. 

 

3. DINAS KESEHATAN 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.94 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

KINERJA TAHUN 
2022 

TARGET RPJMD 
TAHUN 2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1. Status Akreditasi RSUD Madya Madya 100% 

2. Prevalensi Wasting (kurus dan 
sangat kurus ) pada balita 

2.41 Persen 

 

2,45 Persen 98.% 

 

3. Angka kematian Bayi (AKB) per 
1000 Kelahiran  hidup 

2.47 Rasio 2,5 Rasio 98.8 Rasio 

4. Angka kematian Ibu per 100.000 
Kelahiran  hidup 

0.72 Rasio 45 Rasio 1.6 Rasio 

5. Prevalensi Stunting (pendek dan 
sangat pendek ) pada Balita 

13 Persen 17 Persen 76.47% 

6. Rasio dokter per satuan penduduk 0.0045 Persen 0,0041 Persen 109.75% 

7. Cakupan puskesmas ( per 30.000 
penduduk ) 

1.18 Persen 92,4 Persen 1.27% 

8. Cakupan puskesmas Pembantu 
(seluruh desa) 

91.7 Persen 92,4 Persen 99.24% 

9. Persentase Penduduk ke 
persertaan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) 

77.9 Persen 72 Persen 108.19% 

10. Persentase desa/ kelurahan yang 
stop melaksanakan BABS (desa 
ODF) di kabupaten Rokan Hulu 

62 Persen 60 Persen 103.33% 

11. Cakupan Layanan Kesehatan ibu 
hamil 

94 Persen 100 Persen 94% 
 

12. Cakupan Layanan Kesehatan ibu 
bersalin 

90 Persen 100 Persen 90% 

13. Cakupan Layanan Kesehatan Bayi 
Baru Lahir sesuai standar 

90 Persen 100 Persen 90% 

14. Cakupan Layanan Kesehatan 
Balita sesuai standar 

65 Persen 100 Persen 65% 

15. Cakupan Layanan Kesehatan Anak 
Usia Pendidikan Dasar sesuai 
standar 

55,3 Persen 100 Persen 55.3% 

16. Cakupan Layanan Orang Usia15 
s.d 59 tahun yang mendapatkan 
skrining kesehatan sesuai standar 
standar 

45,54 Persen 100 Persen 45.54% 

17. Cakupan Layanan Warga Negara 59 Persen 100 Persen 59% 
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NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

KINERJA TAHUN 
2022 

TARGET RPJMD 
TAHUN 2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

Usia 60 tahun yang mendapatkan 
skrining kesehatan sesuai  
standar 

18. Cakupan Layanan Kesehatan 
penderita Hipertensi sesuai 
Standar 

35 Persen 100 Persen 35% 

19. Cakupan Layanan Kesehatan 
penderita DM sesuai Standar 

100 Persen 100 Persen 100% 

20. Cakupan Layanan Kesehatan 
penderita TBC sesuai Standar 

33 Persen 100 Persen 33% 

21. Cakupan Layanan Kesehatan 
penderita OGDJ sesuai Standar 

78,7 Persen 100 Persen 78.7% 

22. Cakupan Layanan Kesehatan 
Orang dengan Resiko Terinfeksi 
HIV sesuai Standar 

40,63 Persen 100 Persen 40.63% 

23. Rasio dokter Daya Tampung RS 
terhadap jumlah Penduduk 

0,0045 Rasio 0,00147 Rasio 306.12 Rasio 

 
 

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai 

berikut: 

Tebel 2.95 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 
RPJMD TAHUN 

2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Dokumen DED 

Embung/Bangunan Penampung Air 
Lainnya yang disusun 

1 Dokumen 

1 Dokumen 100% 

2 Jumlah Panjang tanggul sungai yang 
di bangun 

473 M 
150 M 

100% 

3 Jumlah luas bendungan irigasi yang 
di normalisasi 

19984 M 
12.500 M 

100% 

4 Jumlah Dokumen Penyusunan 
Rencana Teknis dan Dokumen 
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi 
Irigasi dan Rawa 

2 Dokumen 

2 Dokumen 

100% 

5 Jumlah cakupan saluran jaringan 
irigasi yang di Rehab 

65 Ha 
33 Ha 

100% 

6 Jumlah jaringan irigasi yang 
dipelihara 

663 Ha 4 Ha 100% 

7 Jumlah dokumen Penyusunan 
Rencana, Kebijakan, Strategi dan 
Teknis Sistem Draenase Perkotaan 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

8 Jumlah Drainase Perkotaan yang di 
bangun 

1656 M 1000 M 100% 

9 Jumlah draenase yang di pelihara 2 Km 1 Kegiatan 100% 

10 Jumlah Dokumen Penyusunan 15 Dokumen 7 Dokumen 100% 
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Rencana, Kebijakan, dan Strategi 
Pengembangan Jaringan Jalan Serta 
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan 
Jalan dan Jembatan 

11 Jumlah Kondisi Jalan/ Jembatan yang 
di Survey 

2 Dokumen 
2 Dokumen 

100% 

12 Jumlah panjang jalan yang di bangun 2 Km 20 Km 10% 

13 Jumlah Jalan yang di Tingkatkan 4,5 Km  10 Km 45% 

14 Jumlah panjang jalan yang di 
Rehabilitasi 

99,51 Km 
30 Km 

100% 

15 Jumlah panjang jalan yang di 
Pelihara 

358,41 Km 
400 Km 

89,60% 

16 Jumlah jembatan yang di bangun 13 Unit 32 Km 100% 

17 Jumlah jembatan yang di Rehabilitasi 35 M 1 Unit 100% 

18 Jumlah jembatan yang di Pelihara 47 M 1 Unit 100% 

19 Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis 
Penyelenggaraan Jalan/Jembatan  

7 Dokumen 10 Dokumen 70% 

20 Jumlah Tenaga Terampil yang 
memiliki sertifikat Kopetensi 

25 Sertifikat 1 Dokumen 100% 

21 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota 

1 Kegiatan 1 Kali 100% 

22 Jumlah Masyarakat yang terlibat 
dalam perencanaan Penataan Ruang 

1 Kegiatan 1 Kali 100% 

23 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemanfaatan Ruang untuk Investasi 
dan Pembangunan Daerah 

1 Kegiatan 1 Kali 100% 

24 Jumlah Koordinasi Pelaksanaan 
Penataan Ruang 

1 Kegiatan 1 Kali 100% 

 

 

Dalam beberapa kegiatan pada tahun 2022 tidak sesuai dengan 

target Renstra dikarenakan : 

1. Jumlah panjang jalan yang di bangun. Dikarenakan hanya 

terdapat 2 km kondisi jalan yang layak untuk dilakukan 

pembangunan jalan. 

2. Jumlah Jalan yang di Tingkatkan. Jumlah Jalan yang 

ditingkatkan hanya 4,5 Km dikarenakan kegiatan lebih 

difokuskan pada rehabilitasi jalan sesuai anggaran yang tersedia 

dikabupaten Rokan Hulu. 

3. Jumlah panjang jalan yang di Pelihara. Jumlah Jalan yang di 

Pelihara hanya 89,60% dikarenakan kegiatan lebih difokuskan 

pada rehabilitasi jalan sesuai anggaran yang tersedia di 

Kabupaten Rokan Hulu. 

4. Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan 

Jalan/Jembatan. Dikarenakan dalam program penyelenggaraan 

jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 hanya terdapat beberapa 
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kegiatan saja sehingga pengawasan teknis Penyelenggaraan 

Jalan dan Jembatan hanya terealisasi sebanyak 7 Dokumen. 

 

5. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah pada Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai 

berikut : 

Tebel 2.96 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 
RPJMD 

TAHUN 2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase rumah tangga yang 
memiliki akses terhadap pelayanan 
sumber air minum/bersih 

 - 
 

16 
Kecamatan 60,52 Persen 

2 Persentase Rumah Tangga Yang 
Memiliki Akses Terhadap Layanan 
Sanitasi Layak 

 -  
 

1 Unit 
76,20 Persen 

3 Persentase Perumahan Yang Sudah 
Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana 
Dan Utilitas Umum) 

 -  
 

36 Kegiatan 
51 Persen 

4 Persentase Bangunan Gedung 
Negara Dalam Kondisi Baik 

 -  
40 kegiatan 

71.4 Persen 

5 Perencanaan Kinerja Pengukuran 
Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi 
Internal Capaian Sasaran/Kinerja  

 - 1 Dokumen 
12 Bulan 

150 Laporan 

- 

6 Perencanaan Kinerja Pengukuran 
Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi 
Internal Capaian Sasaran/ Kinerja 

 
- 

52 Unit - 

7 Persentase perumahan yang sudah 
dilengkapi PSU (Prasarana Sarana 
Dan Utilitas Umum) 

 

- 

1 Dokumen - 

8 Persentase Luas Permukiman 

Kumuh  

 -  

1 Dokumen 
- 

9 Persentase perumahan yang sudah 
dilengkapi PSU (Prasarana Sarana 
Dan Utilitas Umum) 

 
 

-  
 

107 Lokasi 
- 

 

Berdasarkan tebel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja 

Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Tahun 2022 tidak sama, Karena 

menyesuaikan dengan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Rokan Hulu TA 2021 sampai 2026. Serta 

menyesuaikan dengan permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 
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Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan dan 

Keuangan Daerah. 

 

6. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.97 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 
RPJMD 

TAHUN 2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase PSKS (Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial) yang aktif 
66.67 % 

90 % 
74.07  % 

2 Persentase tuna sosial terlantar 

(terutama gelandangan dan 

pengemis) diluar panti yang 

mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar 

(SPM) 

100 % 
100 % 

100 % 

3 Persentase lanjut usia terlantar 

diluar panti yang mendapat 

Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) 

41.55% 
100 % 

41.55 % 

4 Persentase korban bencana alam 

dan sosial yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya pada saat dan 

setelah tangap darurat bencana 

(SPM) 

59.43 % 
100 % 

59.43 % 

5 Persentase disabilitas terlantar 

diluar panti yang mendapat 

Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) 

18.99 % 
100 % 

18.99 % 

6 Persentase anak terlantar diluar 

panti yang mendapat Rehabilitasi 

Sosial Dasar (SPM) 

9.43 % 
100 % 

9.43 % 

7 Persentase pemerlu pelayanan 

kesejahteraan sosial yang 
memperoleh bantuan sosial 

100% 100 % 100 % 

8 Persentase ARG pada belanja 
langsung APBD 

0.16 % 6 % 2,66 % 

9 Rasio kekerasan terhadap 
perempuan, termasuk TPPO (per 
100.000 penduduk perempuan) 

0.002 Rasio 0,002 Rasio 100 % 

10 Persentase Korban Kekerasan 
Terhadap Anak yang tertangani 

100 % 95,7 % 100% 

11 Kategori Kabupaten Layak Anak Madya Utama - 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa  sebagai berikut : 

1. Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) Yang 

Aktif. Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah 90 

persen dan dapat direalisasikan 66,67 Persen dengan 

pencapaian 74,07 % ini tidak mencapai target yang ditetapkan 

disebabkan karena masih adanya PSKS dari 12 Jenis yang belum 

Aktif sepenuhnya. 

2. Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan 

pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar 

(SPM). Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah 100 

persen dan dapat direalisasikan 100 Persen dengan pencapaian 

100 persen ini mencapai target yang ditetapkan. 

3. Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat 

Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM). Dari IKU yang ditargetkan pada 

tahun 2022 adalah 100 persen dan dapat direalisasikan 41,55 

persen dengan pencapaian 41, 55 persen ini tidak mencapai 

target yang ditetapkan disebabkan karena anggaran untuk 

pelaksanaan kegiatannya tidak mencukupi, sehingga target yang 

ditetapkan tidak percapai. 

4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat 

bencana (SPM). Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2022 

adalah 100 persen dan dapat direalisasikan 59,43 persen 

dengan pencapaian 59,43 persen ini tidak mencapai target yang 

ditetapkan disebabkan karena tidak semua korban becana alam 

dan sosial terpehuni semua kebutuhannya. 

5. Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat 

Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM). Dari IKU yang ditargetkan pada 

tahun 2022 adalah 100 persen dan dapat direalisasikan 18,99 

persen dengan pencapaian 18,99 persen ini tidak mencapai 

target yang ditetapkan disebabkan karena anggaran  tidak 

semua penyandang disabilitas mendapatkan bantuan alat bantu 

cacat. 
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6. Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat 

Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM). Dari IKU yang ditargetkan pada 

tahun 2022 adalah 100 persen dan dapat direalisasikan 9,43 

persen dengan pencapaian 9.43 persen ini tidak mencapai target 

yang ditetapkan disebabkan anggaran untuk kegiatan 

pendukung ini masih terbatas, sehingga capaianya tidak 

mencapai target. 

7. Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang 

memperoleh bantuan sosial. Dari IKU yang ditargetkan pada 

tahun 2022 adalah 100 persen dan dapat direalisasikan 100 

persen dengan pencapaian 100 persen ini  sudah mencapai 

target yang ditetapkan. 

8. Persentase ARG pada belanja langsung APBD. Dari IKU yang 

ditargetkan pada tahun 2022 adalah 6 persen dan dapat 

direalisasikan 0,16 persen dengan pencapaian 2,66 persen ini 

tidak mencapai target yang ditetapkan karena tidak semua OPD 

yang menganalisa PPRG nya. 

9. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 

100.000 penduduk perempuan). Dari IKU yang ditargetkan pada 

tahun 2022 adalah 0,002 persen dan dapat direalisasikan 0,002 

rasio dengan pencapaian 100 persen ini  sudah mencapai target 

yang ditetapkan. 

10. Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani. 

IKU ini sudah mencapai target yang ditetapkan. 

11. Kategori Kabupaten Layak Anak. IKU ini tidak mencapai target 

yang ditetapkan karena KLA Rokan Hulu masih ditahap madya 

 

7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif 

dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2022-

2026. Pencapaian kinerja tahun pertama (2022) Renstra 

dibandingkan dengan target kinerja tahun terakhir periode Renstra 
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(2026) untuk mengetahui kemampuan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai 

target akhir periode. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja 

Tahun 2022 dan target Tahun 2026 adalah sebagai berikut : 

Tebel 2.98 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 
RPJMD 

TAHUN 2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Rasio penduduk ber-KTP per 
satuan penduduk 

0.98 1 1 

2 Persentase anak usia 0 - 17 
tahun kurang 1(satu) hari yang 

memiliki KIA 

41.38 90 90 

3 Cakupan penerbitan akta 
kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun 

96.18 98.09 98.09 

4 Cakupan kepemilikan akta 
kematian 

100 100 100 

5 Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) dalam mengurus dokumen 
kependudukan 

82.35 98 98 

6 Cakupan penerbitan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik (KTP-el) 

97.55 100 100 

7 Rasio pasangan berakta nikah 
0.48 0.36 0.36 

 

 

8. DINAS PERHUBUNGAN 

Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif 

dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran 

yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2022-2026. 

Pencapaian kinerja tahun pertama (2022) Renstra dibandingkan 

dengan target kinerja tahun terakhir periode Renstra (2026) untuk 

mengetahui kemampuan Dinas Perhubungan selama 1 (satu) tahun 

pertama dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara 

realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dan target akhir RPJMD atau 

Tahun 2026 tergambar dalam tabel sebagai berikut : 
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Tebel 2.99 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target 

dalam Pembangunan Jangka Menengah pada Dinas 

Perhubungan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 

RPJMD TAHUN 

2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

Nilai  69,39 69,40 99.99% 

2. Persentase peningkatan 

pergerakan orang/barang 
melalui terminal/ dermaga/ 
bandara per tahun 

Persen 14,73 12,00 122.75% 

3. Rasio Konektivitas 
Kabupaten 

Indeks 23,33 24,00 97.21% 

4. Jumlah titik parkir tepi 
jalan umum yang dikelola 

Titik 30 25.00 120,00%  

5. Jumlah Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor 

Unit 5.734 10.400 55.13% 

 
 

9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan  indikator kinerja 

sasaran. Perumusan  indikator kinerja sasaran  lebih di fokuskan 

pada indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing 

indikator kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

Tebel 2.100 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 

RPJMD 

TAHUN 2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH) 
67,27 67,29 99,97% 

2 Peningkatan Indeks Kualitas Air 62 59,77 103,73 

3 Peningkatan Indeks Kualitas Udara 90,67 87,74 103,34 

4 
Peningkatan Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan 
33,06 42,38 78,01 

5 
Persentase jumlah sampah yang 

tertangani  
16,32 19,18 85,09 

6 

Tingkat Ketaatan enanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan yang  
diawasi terhadap izin lingkungan, 
izin PPLH dan PUU LH yang 
diterbitkan oleh Pemerintah DaeraH 

75,71 100 75,71 

7 

Persentase pengaduan masyarakat 
akibat adanya dugaan pencemaran  
dan/atau perusakan lingkungan 
hidup yang ditindaklanjuti 

100 100 100,00 
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10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN 

DESA 

Indikator kinerja sasaran Tahun 2020 merupakan ukuran kuantitatif 

dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2016-

2021. Pencapaian kinerja tahun kelima (2020) Renstra dibandingkan 

dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2021) untuk 

mengetahui kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai 

target akhir periode. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja 

Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut : Indikator 

kinerja sasaran Tahun 2021 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2021-2026. 

Pencapaian kinerja tahun Pertama (2021) Renstra dibandingkan 

dengan capaian kinerja tahun kedua periode Renstra (2022) untuk 

mengetahui kemampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai 

target akhir periode. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja 

Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

Tebel 2.101 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 

RPJMD 

TAHUN 2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 
Persentase Peningkatan Status Desa 

Mandiri 
3,60% 1,55% 232,2% 

2 
Persentase Bumdesa yang 

Berkembang 
39,60 55,14% 71,81% 

3 Persentase PKK aktif 100% 100% 100% 

4 Persentase Posyandu Aktif 100% 100% 100% 

5 Persentase LPM Berprestasi 0,72% 100% 72% 

6 
Persentase Pengentasan Desa 
Tertinggal 

0,99% 7,69% 12,87% 
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11. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 

TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 

Indikator  kinerja  sasaran  Tahun  2022  merupakan  ukuran  

kuantitatif  dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode 

Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja Renstra dibandingkan dengan 

capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2022) untuk 

mengetahui kemampuan Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan 

antara realisasi/capaian kinerja sebagai berikut : 

Tebel 2.102 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, 

Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Rokan Hulu 

Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 

RPJMD 

TAHUN 2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase koperasi berkualitas 16,85 % 19,30% 87,30% 
2 Persentase koperasi aktif 53,65 % 58,04% 92,43% 
3 Jumlah UMKM yang dikembangkan 632 UMKM 280 UMKM 225,71% 
4 Jumlah UMKM yang dibina 37.476 UMKM 25.000 UMKM 149,90 
5 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan 

ditempatkan 
116 Orang 

510 Orang 22,74% 

6 Jumlah tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan 

976 Orang 
1.026 Orang 95,12% 

7 Besaran kasus yang diselesaikan 
dengan Perjanjian Bersama (PB) 

52 % 
36,36 % 144m44% 

8 Jumlah wilayah transmigrasi yang 

dibina dan dikembangkan (UPT) 
0 UPT 

3 UPTD 0 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut :   

1. Persentase koperasi berkualitas. Dari IKU yang ditargetkan pada 

tahun 2022 adalah 19,30 Persen dan dapat direalisasikan 16,85 

Persen dengan pencapaian 87,30 % ini tidak mencapai target 

yang ditetapkan disebabkan masih banyak koperasi yang belum 

melaksanakan RAT. 

2. Persentase Koperasi aktif. Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 

2022 adalah 58,04 Persen dan dapat direalisasikan 53,65 Persen 

dengan pencapaian 92,43 %, ini tidak mencapai target yang 
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ditetapkan disebabkan karena banyak koperasi yang tidak 

menjalankan usahanya. 

3. Jumlah UMKM yang dikembangkan. Dari IKU yang ditargetkan 

pada tahun 2022 adalah 280 UMKM dan dapat direalisasikan 632 

UMKM dengan pencapaian 225,71%, ini melebihi target yang 

ditetapkan disebabkan adanya Bantuan DID dan Inflasi Tahun 

Anggaran 2022. 

4. Jumlah UMKM yang dibina. Dari IKU yang ditargetkan pada 

tahun 2022 adalah 25.000 UMKM dapat direalisasikan 37.476 

UMKM dengan pencapaian 149% ini target yang ditetapkan 

disebabkan adanya kegiatan pendataan lengkap koperasi dan 

UKM melalui sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) dari 

Kementerian Koperasi dan UKM RI. 

5. Jumlah Pencari Kerja terdaftar dan ditempatkan. Dari IKU yang 

ditargetkan pada tahun 2022 510 Orang dan realisasinya 116 

Orang dengan pencapaian 22,74% ini tidak mencapai target 

yang ditetapkan disebabkan Para Pencari yang mengurus AK.1 

tidak melapor ke Dinas setelah diterima bekerja. 

6. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatakan pelatihan. Dari IKU 

yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah 1.026 Orang dan 

realisasinya 976 Orang, dengan pencapaian 95,12% ini tidak 

mencapai target yang ditetapkan disebabkan keterbatasan 

anggaran dari APBD untuk kegiatan pelatihan bagi tenaga kerja. 

7. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama. 

Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah 36,36 Persen 

dan realisasinya 52 Persen, dengan pencapaian 114,44% ini 

melebihi target yang ditetapkan disebabkan Banyaknya kasus 

yang masuk ke Dinas. 

8. Jumlah wilayah transmigrasi yang dibina dan dikembangkan 

(UPT). Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah 3 UPT 

dan realisasinya 0 UPT, ini tidak mencapai target yang 

ditetapkan disebabkan tidak ada pembinaan Karena Desa 
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Transmigrasi di Kabupaten Rokan Hulu sudah menjadi Desa 

Defenitif. 

 

12. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.103 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Komunikasi dan Infoematika Kab. Rokan Hulu 

Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 
RPJMD 

TAHUN 2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase Perangkat Daerah Yang 

Terhubung Dengan Akses Internet 
Yang Disediakan Oleh Dinas 
Kominfo 

100% 100% 100% 

2 Indeks Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) 

Dalam proses 

penilaian 

4 Belum 

Diketahui 

3 Persentase Perangkat Daerah Yang 
Telah Menggunakan Layanan 
Persandian Dalam Rangka 

Pengamanan Informasi Milik 
Pemerintah 

10.34% 60% 49.66% 

4 Persentase Layanan Publik Yang 
Diselenggarakan Secara Online 
Dan Terintegrasi 

55.85% 90% 34.15% 

5 Cakupan Pengembangan Dan 
Pemberdayaan Kelompok 

Informasi Masyarakat (KIM) 

50% 100% 50% 

6 Data/Informasi/ Statistik Yang 
Terintegrasi 

Ada Ada Ada 

7 Persentase Perangkat Daerah (PD) 
Yang Menggunakan Data Statistik 

Dalam Menyusun Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

100% 100% 100% 

8 Persentase Perangkat Daerah (PD) 
Yang Menggunakan Data Statistik 
Dalam Menyusun Perencanaan 
Pembangunan Daerah Dalam 
Melakukan Evaluasi Pembangunan 
Daerah 

100% 100% 100% 
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13. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah pada Dinas Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.104 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 

RPJMD 

TAHUN 2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Angka Harapan Hidup 70,51% 72,42% 97,36% 

2 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 2,28% 0,2% 8,77% 

3 Total Fertility Rate (TFR) 2,135 Rasio 2,41 Rasio 1,140% 

4 Persentase pemakaian kontrasepsi 

Modern (Modern Contraceptive 

Prevalence Rate/mCPR) 

48,02% 70% 68,6% 

5 Persentase kebutuhan ber-KB yang 
tidak terpenuhi (unmet need) 

22,11% 14,5% 152% 

6 Jumlah Klinik KB 38 Klinik 40 Klinik 95% 

7 Persentase Perangkat Daerah 
(Dinas /Badan) yang berperan aktif 
dalam pembangunan 
Daerah melalui Kampung KB 

42,80% 13,79% 310% 

8 Ratio Akseptor KB 40,04% 75% 64,05% 

9 Cakupan Pasangan Usia Subur PUS 
yang istrinya dibawah 20 tahun 

0,08 Rasio 0,08 Rasio 53,33 

10 Persentase Pembiayaan Program 
Kependudukan, Keluarga Bencana 
dan Pembangunan Keluarga 
melalui APBD dan APBDes 

0,18% 0,40% 45 

 
 

14. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU 

Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif 

dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2021-

2026. Pencapaian kinerja tahun kedua (2022) Renstra dibandingkan 

dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2026) untuk 

mengetahui kemampuan DPMPTSP selama 2 (dua) tahun kedepan 

dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara 
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realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dan Target Tahun 2026 adalah 

sebagai berikut: 

Tebel 2.105 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kab. Rokan Hulu Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN KINERJA 

TAHUN 2022 
TARGET RPJMD 

TAHUN 2022 

PERSENTAS
E CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah Realisasi Investasi 
PMA/PMDN (LKPM) 

3.184.955.205.000 1.160.000.000.000 274,56% 

2 Persentase Peningkatan 
Nilai Investasi 

-7,8 6.09 -128,07% 

3 Jumlah Nilai Investasi 

PMDN/PMA 

518.089.228.050 588.500.000.000 88,03% 

4 Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

89.10 83.50 106,70% 

 
 

15. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

RPJMD/Renstra di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Rokan Hulu pada tahun 2022 : 

Tebel 2.106 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Rokan Hulu 

Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 
RPJMD TAHUN 

2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 PAD sektor pariwisata 4.308,00 
(dalam juta) 

2.722,63 
(dalam juta) 

158% 

2 Persentase destinasi wisata yang 

dikembangkan dan dikelola 
6,45% 6,45% 100% 

3 Jumlah kunjungan wisatawan 1.036.635 
Orang 

876.535 
orang 

118% 

4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap 
PDRB harga baku 

0,27% 0,35% 77% 

5 Persentase objek pemajuan 
kebudayaan daerah yang dilindungi, 
dikembangkan, dimanfaatakan dan 
dibina 

41% 41% 100% 

6 Jumlah penyelenggaraan kegiatan 
seni dan budaya 

35 Kali 20 Kali 175% 

7 Persentase cagar budaya ang 
dilestarakan dan dikelola 

5,25% 5,25% 100% 

8 Jumlah warisan budaya tak benda / 
karya budaya yang direvitalisasi dan 
inventarisasi 

5 3 Wbtb 166% 

9 Persentase koleksi cagar budaya 
benda yang dilindungi 

0% 0 % 0% 

10 Terbangunnya cikal bakal museum 
(sarana dan prasarana) 

0 Unit 35 Unit 0% 
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Pada tahun 2022 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebupaten 

Rokan Hulu dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator 

kinerja utama sudah dapat terlaksana dengan baik yaitu 7 (tujuh) 

IKU mencapai 100%, IKU kontribusi sektor pariwisata terhadap 

PDRB harga berlaku 77% data yang diperoleh dari BPS Rokan Hulu 

masih tahun 2021 dikarenakan tahun 2022 belum rilis. Sedangkan 2 

(dua) IKU masih 0% yaitu Persentase koleksi cagar budaya benda 

yangdilindungi dan terbangunnya cikal bakal museum (sarana dan 

prasarana) dikarenakan belum terbangunnya museum di Kabupaten 

Rokan Hulu. 

 

16. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ASRIP 

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan atas capaian sasaran 

yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang 

dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator sasaran 

yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara 

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi 

kinerja (performance result) yang dicapai Dinas Perpustakaan dan 

Arsip  Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian dilakukan analisis terhadap 

penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang 

diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan. 

Tebel 2.107 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target 

dalam Pembangunan Jangka Menengah pada Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 
RPJMD TAHUN 

2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 Tingkat Kegemaran 
Membaca Masyarakat 

Persen 26,88 50 53,76 

2 Indeks Pembangunan 
Literasi Masyarakat 

Poin 9,79 9,46 103,49 

3 Rasio perpustakaan 
persatuan penduduk 

Rasio 0,0004 0,0005 80 

4 Jumlah pengunjung 
perpustakaan pertahun 

Orang 12.990 16.540 78,54 

5 Koleksi buku yang 
tersedia diperpustakaan 
daerah 

Eksemplar 48.318 52.405 92,20 

6 Rasio pustakawan, 
tenaga teknis dan penilai 
yang bersertifikat 

Rasio 0,0001 0,0041 2,24 

7 Persentase Perangkat 
Daerah yang mengelola 
arsip secara baku 

Persen 2,22 60 3,70 
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8 Tingkat Ketersediaan 
Arsip Sebagai Bahan 
Akuntabilitas Kinerja 

Persen 68,75 65 105,77 

 

 
17. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah pada Dinas Tanaman Pangan Dan 

Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.108 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target 

dalam Pembangunan Jangka Menengah pada Dinas 

Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab. Rokan Hulu Tahun 

2022 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET RPJMD 
TAHUN 2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

1. Persentase 
Peningkatan SDM  
Petani dan 
Kelembagaan Petani 

30.33  % 40% 75.83% Karena 
kenaikan kelas 
kelompok tani 
dari pemula 

kekelas lanjut 

2. Produktivitas  Padi 46.72 KW/Ha 42.39 KW/Ha 110.21  % Terjadi  selisih 
sebesar 
10.21% 

3. Produksi Padi 21,877.37 
Ton/Tahun 

26,375.06 
Ton/Tahun 

82.95 % Terjadi  selisih 
sebesar 
17.05% 

4 Produksi Bawang 11.00 
Ton/Tahun 

136 Ton/Tahun 8.09 Terjadi  selisih 
sebesar 
91.91% 

5 Produksi Cabai 615.30 
Ton/Tahun 

380 Ton/Tahun 161.92% Terjadi  selisih 
sebesar 
61.92% 

 

18. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah pada Dinas Perindustrian Dan 

Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 
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Tebel 2.109 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 

RPJMD TAHUN 

2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Persentase Pasar yang berkondisi 

baik 

43,75 % 

 

43 % 101% 

2 Persentase Alat-alat Ukur, Takar, 

Timbang dan Perlengkapannya 

(UTTP) Bertanda Tera Sah yang 

Berlaku 

20,77 % 15,57% 133,39% 

3 Pertumbuhan jumlah Industri Kecil 

dan Menengah (IKM) 

1,43 % 2,2 % 65% 

4 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 2,81 % 3,52 % 79,82% 
 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa : 

1. Persentase Pasar yang berkondisi baik. Dari IKU yang  

ditargetkan pada tahun 2022 adalah 43 persen dapat 

direalisasikan 43,75 Persen ini mencapai target yang ditetapkan 

karena pada tahun ini Jumlah Pasar yang dibangun sebanyak 21 

Pasar (15 Unit  Pembangunan Los pasar dan 6 Unit Semenisasi 

Pasar ). 

2. Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya 

(UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku. Dari IKU yang  

ditargetkan pada tahun 2022 adalah 15,57 Persen dapat 

direalisasikan  20,77 Persen dengan pencapaian 133,3 Persen  ini 

mencapai target yang ditetapkan karena banyaknya pemilik alat 

UTTP yang sudah menera/tera ulang alat UTTPnya. 

3. Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dari 

IKU yang  ditargetkan pada tahun 2022 adalah 2,2 Persen dan 

dapat direalisasikan 1,43 Persen Persen  dengan pencapaian 65 

Persen ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena pada 

tahun ini pertumbuhan jumlah industri hanya 14 IKM. 
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4. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin. Dari IKU yang  ditargetkan 

pada tahun 2022 adalah 3,52 Persen dapat direalisasikan 2,81 

Persen dengan  Persentasi Capaian 79,8 Persen ini tidak 

mencapai target yang ditetapkan karena sedikitnya Cakupan Bina 

Kelompok Pengrajin yaitu 3 IKM. 

 

19. DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target 

akhir dalam pembangunan jangka menengah 2022-2026 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini, dimana ada capaian kinerja yang 

belum tercapai pada tahun 2022 dibandingkan target akhir RPJMD 

2022-2026 dikarenakan tahun 2022 merupakan tahun target 1 

(pertama) pada target akhir RPJMD 2022-2026, sehingga 

diharapkan pada tahun berikutnya akan dapat meningkatkan 

capaian target hingga akhir RPJMD 2022-2026: 

Tebel 2.110 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target 

dalam Pembangunan Jangka Menengah pada Dinas 

Peternakan dan Perkebunan Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET RPJMD 
TAHUN 2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

1. Jumlah Produksi 
Peternaka 

68.241 Ekor 71.185 Ekor 95,86% Tercapai 

2. Jumlah Produksi 
Perkebunan Rakyat 

777.390 
Ton/Tahun 

778.727 
Ton/Tahun 

99,83% Tercapai 

3. Persentase 

penurunann kejadian 
dan jumlah kasus 
penyakit hewan 
menular 

-10,71 % 

 

3,87% 

 

-277% Belum 

Tercapai 

 
 

20. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Indikator kinerja sasaran tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif 

dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan dan Renstra Periode 2021-2026. 

Pencapaian kinerja Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja 

tahun terakhir Renstra (2022) untuk mengetahui kemampuan 

Bappeda Kabupaten Rokan hulu Selama 1 (satu) tahun kedepan 
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dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan 

realisasi/capaian kinerja sebagai berikut : 

Tebel 2.111 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 

RPJMD TAHUN 

2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 
Penjabaran konsistensi Program 
RPJMD kedalam RKPD 

100 100 100 

2 

Persentase E-database Yang 
Dimanfaat Pemerintah Daerah 
dalam Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

100 100 100 

3 
Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembanguan Daerah Kabupaten 
Yang Disusun Tepat waktu 

7 7 100 

4 
Persentase Konsistensi Pelaksanaan 
Pembangunan Terhadap Dokumen 
Perencanaan Daerah 

75 72 96 

5 
Persentase Pemanfaatan Hasil 
Penelitian dan Pengembangan 

100 99 99 

6 
Persentase Kebijakan Inovasi Yang 
Diterapkan di Daerah 

100 100 100 

 
 

21. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Perbandingan target kinerja dalam RPJMD / Renstra Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu dan 

capaian kinerja dalam perjanjian kinerja Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dapat 

dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

Tebel 2.112 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 
RPJMD TAHUN 

2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 

Persentase Pejabat ASN yang 
mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan Struktural dan 
Fungsional  

13,14 % 1,37 % 959.12 % 

2 
Persentase ASN yang mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan Formal 

6,13 % 2,97 % 206,39 % 

3 
Rasio PNS Berpendidikan Tinggi 
(PT) 

70,43 % 1,65 %  4268,48% 

4 
Rasio Jabatan Fungsional 
Bersertifikat Kompetensi (%) 

28,39 3,79 % 749,07 % 
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NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 
RPJMD TAHUN 

2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

(PNS tidak termasuk guru dan 
tenaga kesehatan) 

5 
Persentase Penempatan ASN 
Sesuai Dengan Kompetensi  

100 % 100 % 100 % 

6 
Persentase Kasus Pelanggaran 
Disiplin 

0,31 % 0,52 % 59,61 % 

 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk besaran 

persentase capaian diperoleh dari perhitungan persentase realisasi 

dibagi target kinerja dalam penja dikali 100%.  

Dalam tabel diatas terlihat bahwa persentase capaian kinerja 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2022 untuk 3 

(tiga) indikator yaitu Persentase Pejabat ASN yang mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional, Persentase ASN 

yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal, dan Rasio PNS 

Berpendidikan Tinggi (PT), mendapat persentase yg tinggi dan 

melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tingginya 

realisasi capain kinerja pada tahun 2022 dibandingkan dengan 

target yang terdapat dalam RPJMD. Untuk kedepan akan dilakukan 

evaluasi terhadapa target kinerja dalam RPJMD tersebut, dan jika 

dibutuhkan akan diusulkan penyesuaian target kinerja melalui 

usulan didalam suplemen Renstra. 

Untuk indikator Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan 

Kompetensi dapat mencapai target 100%. Penempatan ASN harus 

benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga akan 

dapat meningkatkan kinerja ASN yang ada di lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Untuk Indikator Persentase 

Kasus Pelanggaran Disiplin capaian kinerjanya sebesar 0,31 %. 

Khusus untuk indikator Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin, 

dapat dijelaskan bahwa semakin rendah persentase realisasi kasus 

pelanggaran disiplin maka semakin baik. maksudnya semakin 

sedikit laporan pelanggaran disiplin yang ditangani berarti semakin 

tinggi tingkat kedisiplinan PNS. 
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22. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Melihat pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target 

dalam RPJMD/Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 dapat ditampilkan tabel 

capaian kinerja sebagai berikut : 

Tebel 2.113 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kab. 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 
RPJMD TAHUN 

2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 
Persentase Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (BMD). 
50 % 50 100% 

2 
Opini BPK Terhadap Laporan 

Keuangan. 
WTP WTP 100% 

3 Penetapan APBD Tepat Waktu. Tepat Waktu Tepat Waktu 100% 

4 

Persentase Realisasi Dana 

Mandatory dan Pembiayaan 

Daerah. 

100% 100 100% 

 

23. BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Pencapaian Kinerja merupakan bagian dari kinerja strategis 

Bapenda Kabupaten Rokan Hulu merupakan Rincian Program 

Kegiatan Penunjang untuk Kebrhasilan pada setiap tahunnya adalah 

sebagai berikut : 

Tebel 2.114 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target 

dalam Pembangunan Jangka Menengah pada Badan 

Pendapatan Daerah Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 
KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 
RPJMD 
TAHUN 
2022 

PERSENTASE 
CAPAIAN  

(%) 
KET 

1 2 3 4 5 6 

1 
Persentase Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) terhadap 
Total Pendapatan 

6,75 % 11,86% 56,91 

Pendapatan 

Asli Daerah 
(PAD) terhadap 
Total 
Pendapatan 
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24. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah pada Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.115 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Rokan Hulu 

Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 2022 

TARGET 

RPJMD TAHUN 

2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 

Pengembangan Wawasan 

2 Kegiatan 160 Orang 100% 

2. Jumlah Pembinaan Politik Daerah 10 Parpol 10 Parpol 100% 

3. Jumlah Pembinaan Terhadap 

LSM, ORMAS dan OKP 

16 Ormas 25 Ormas 64% 

4. Jumlah Angka Konflik 100% 100% 100% 
 
 

 

Berdasarkan tabel diatas tentang Pengukuran Capaian Kinerja 

dibandingkan dengan Target dalam RPJMD /Renstra dapat dilihat 

bahwa pada tahun 2022 ada indicator kinerja yang tidak terlaksana 

100%, karena adanya instruksi dari Kemendagri agar dilaksanakan 

kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan bagi organisasi 

kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan 

wawasan kebangsaan. Sedangkan untuk pembinaan ormas, hanya 

64% dari target 100 Ormas yang telah ditetapkan dalam 

RPJM/Renstra Bakesbangpol. Hal ini karena adanya Ormas yang 

tidak dapat memanfaat kan anggaran pembinaan ormas karena ada 

persyaratan yang tidak fmemenuhi persyaratan dalam pencairan 

dana bantuan pembinaan ormas, terhadap ormas. 

 

25. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif 

dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2021-

2026. Pencapaian kinerja Renstra dibandingkan dengan target 

kinerja tahun terakhir Renstra (2022) untuk mengetahui 

kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 1 
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(satu) tahun. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 

2022 dan target RPJMD Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

Tebel 2.116 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA TAHUN 

2022 

TARGET 

RPJMD 

TAHUN 

2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan informasi 
rawan bencana 

100 orang 100 
orang 100% 

2 Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan pencegahan 
dan keseiapsiagaan terhadap 

bencana 

100 orang 100 
orang 

100% 

3 Jumlah warga Negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

100 orang 100 
orang 

100% 

4 Persentase pencegahan kebakaran 

hutan, penyelamatan dan 
pencarian korban bencana 

kebakaran 

100 orang 100 

orang 

100% 

 

26. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah pada Satuan Polisi Pamong Praja 

Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

sebagai berikut : 

Tebel 2.117 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 

Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA TAHUN 

2022 

TARGET 

RPJMD 

TAHUN 

2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja 

Per 10.000 Penduduk  
6,97% 6,4% 107,81% 

2 Persentase Gangguan Trantibum 

yang dapat diselesaikan 
100% 100% 100% 

3 Persentase Perda dan Perkada 

yang ditegakkan 
100% 100% 100% 

4 Waktu tanggap (response time) 

penanganan kebakaran 
22 menit 

30-60 

menit 
136,36% 
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5 Tingkat Waktu Tanggap (respone 

time rate) Daerah Layanan 

Wilayah Manajemen Kebakaran 

(WMK) 

100% 100% 100% 

6 Cakupan pelayanan bencana 

kebakaran kabupaten 
18,06% 89,70% 20,13% 

7 Persentase pelayanan 

penyelamatan dan evakuasi 

korban kebakaran 

100% 100% 100% 

8 Rasio Relawan Terhadap Wilayah 

Manajemen Kebakaran (WMK) 
36,88% 75% 49,17% 

 

Dari tabel pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target 

RPJMD/ Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat persentase capaian 

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten sebesar 20,13%, 

dikarenakan tidak adanya pembentukan pos damkar di lokasi yang 

telah ditentukan dan cpaian Rasio Relawan Terhadap Wilayah 

Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 49,17%, dikarenakan tidak 

adanya pengukuhan Relawan kebakaran pada tahun 2022. 

 

27. SEKRETARIAT DPRD 

Perbandingan pencapaian kinerja tahun 2022 dengan target capaian 

kinerja tahun 2022 (tahun terakhir periode Renstra 2021-2026) 

diperlukan untuk mengetahui kemampuan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Rokan Hulu selama 1 (satu) tahun kedepan dalam 

mencapai target diakhir periodesebagai berikut : 

Tebel 2.118 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA TAHUN 

2022 

TARGET 

RPJMD 

TAHUN 

2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 
Persentase Fasilitasi Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi DPRD 

98.16 85 115.48% 

2 
Persentase Ranperda yang disetujui 

menjadi Perda 

80.00 85 94.12 

3 
Persentase pemenuhan kebutuhan 

administrasi perkantoran dan DPRD 

94.46 85 111.13 

4 
Persentase layanan keuangan yang 

difasilitasi 

100.00 95 105.26 
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Tabel diatas adalah perbandingan antara capaian kinerja Tahun 

2022 dengan target capaian kinerja yang tercantum dalam 

Renstra/RPJMD untuk Tahun 2022.  Dari tabel tersebut 

menggambarkan bahwa seluruh capaian kinerja pada Tahun 2022 

jika dibandingkan dengan target capaian kinerja dalam 

Renstra/RPJMD hanya 1 yang tidak tercapai 100% (yaitu Persentase 

Ranperda yang disetujui menjadi Perda) sedangkan yang lainnya 

tercapai, bahkan melebihi 100%. Target Capaian Kinerja Sekretariat 

DPRD dalam RPJMD/Renstra diatas, untuk Tahun 2022 sama dengan 

Target Capaian Kinerja Sekretariat DPRD dalam Perjanjian Kinerja 

(Penja) antara Sekretaris DPRD dengan Bupati Rokan Hulu pada 

awal Tahun 2022. 

 

28. SEKRETARIAT DAERAH 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.119 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Sekretariat Daerah Kab. Rokan Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA TAHUN 

2022 

TARGET 

RPJMD 

TAHUN 

2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1. Persentase Penataan Kebijakan 

Pemerintah Bidang Keagamaan 

dan Kesejahteraan Sosial 

90% 95% 94,73% 

2. Persentase Fasilitasi 

Penyelesaian Kasus Tanah 

Negara / Tanah Garapan 

90% 95% 94,73% 

3 Persentase Luas Lahan 

Bersertifikat 
0 0 0% 

4 Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Prediket B  

(sangat Tinggi) 

Prediket 

BB 
(sangat 
Tinggi) 

100% 

5 Indeks Reformasi Birokrasi Prediket CC Prediket 
BB 

0% 

6 Skor LPPD Dalam proses 

 

 

3,20 0% 

7 Persentase Jumlah Total Proyek 

Konstruksi yang dibawa ke 
100 % 100% 100% 
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Tahun berikutnya yang 

ditandatangani pada kuartal 

pertama 

8 Persentase jumlah pengadaan 

yang dilakukan dengan metode 

kompetitif 

13% 19 68,42% 

9 Rasio nilai belanja yang 

dilakukan melalui pengadaan 
43% 46 93,47% 

 
 

29. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi pecapaian target 

kinerja sasaran. Untuk itu diperlukan analisis terhadap faktor-faktor 

tersebut, apa saja penyebab terhadap keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunann kinerja serta solusi yang telah dilakukan. 

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah pada Dinas Ketahanan Pangan Dan 

Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sebagai berikut : 

Tebel 2.120 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan 

Target dalam Pembangunan Jangka Menengah pada 

Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA TAHUN 

2022 

TARGET 

RPJMD 

TAHUN 

2022 

PERSENTASE 

CAPAIAN  

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Indeks Ketahanan Pangan 
(indeks) 

54,92 58,03 94,64 

2 Tingkat Capaian skor Pola 
Pangan Harapan (PPH) (Skor) 

82 83,20 98,55 

3 Persentase Desa Bebas dari 

Status Rawan Pangan (Persen) 
64,82 89,79 72,19 

4 Jumlah total Produksi Perikanan 
(Tangkap dan Budidaya) (Ton) 

9.306,73 9.268,86 100,40 

5 Pendapatan Rata-rata 
Pembudidaya Ikan dan Nelayan 
(Rp) 

22.500.000 
41.200.00

0 
54,61 

6 
Cakupan Bina Kelompok 
Perikanan (Persen) 

18,22 8,10 224,93 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja 

dibandingkan dengan target RPJMD/Renstra Tahun 2022 terhadap 6 

(enam) target Indikator Kinerja Utama (IKU), IKK Persentase Desa 

bebas dari status rawan pangan tidak mencapai target karena 

kegiatan tersebut belum terakomodir untuk penggangarannya, 
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sedangkan untuk pendapatan rata-rata pembudidaya dan nelayan 

juga tidak tercapai karena terjadinya inflasi atau gejolak dari 

kenaikan BBM, serta potensi perairan umum semakin berkurang, 

sedangkan untuk indikator kinerja utama cakupan bina kelompok 

perikanan pencapaian sangat tinggi dikarenakan kita mendapat 

anggaran dari sumber Dana Insentif Daerah dan Inflasi dalam 

mendukung IKU tersebut. 

 

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan 

Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 

Substansi hasil kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 ini disajikan berupa informasi mengenai pencapaian 

sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai 

dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan 

pembandingan capaian indikator sasaran. Realisasi kinerja 

pemerintah daerah ini merupakan hasil kegiatan tahun anggaran 

2022 yaitu tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2021-2026. 

Berikut ini deskripsi terhadap analisis efisiensi penggunaan 

sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai pada 

tahun 2022 menurut pencapaain kinerja orgabisasi perangkat daerah 

Kabupaten Rokan Hulu sebagai berkut : 

1. INSPEKTORAT 

Analisa efisiensi dalam penggunaan anggaran dicapai melalui: 

a. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran 

dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran melalui pembanding 

antara persentase anggaran sebagai berikut : 

 Efisiensi, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran 

mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan 

anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja 

sasaran 
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 Tidak Efisiensi, jika persentase rata-rata capaian kinerja 

sasaran kurang dari 100%  dan persentase penyerapan 

anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian 

kinerja sasaran. 

Berdasarkan penjelasan capaian kinerja sasaran dan indikator 

kinerja sasaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan hulu 

telah melakukan efisiensi pada sasaran 1 “Meningkatnya 

kualitas Pengawasan dalam rangka penataan dan reformasi 

birokrasi” dan sasaran 2 “Meningkatnya Pengawasan Laporan 

Keuangan dan aset daerah yang transparan dan Akuntabel”. 

Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 2.121 Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis 

No SASARAN 

RATA-RATA 
TINGKAT 
CAPAIAN 

KINERJA 

(%) 

ANGGARAN  
(Rp) 

REALISASI 
(Rp) 

(%) 
 

 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Meningkat nya 
kualitas 
Pengawasan dalam 
rangka penataan 
dan reformasi 

birokrasi 

100% 143.162.700 143.162.700 100% Efisien 

 

2 Meningkat nya 
Pengawasan 
Laporan Keuangan 
dan aset daerah 
yang transparan 
dan Akuntabel 

100% 1.256.838.000 1.251.238.000 99.55% Efisien 

 

b. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 

Sesuai dengan formasi jabatan, ketersediaan SDM di 

Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu masih kurang namun untuk 

melaksanakan kegiatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu mengoptimalkan SDM yang ada disesuaikan dengan 

kompetensi yang dimiliki. Sesuai analisis jabatan, dan 

rekomendasi kebutuhan JFA yang dikeluarkan BPKP melalui 

surat Nomor S-780/K/JF/2020 tanggal 29 Mei 2020 kebutuhan 

yang seharusnya yaitu :  

- Jabatan Auditor sebanyak 52 orang;  
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yang telah terpenuhi yaitu : 

- Jabatan Auditor /P2UPD/Auditor Kepegawaian 32 orang,  

Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu mampu mencapai target 

kinerja 100%. Jumlah ketersediaan Auditor, P2UPD dan Auditor  

Kepegawaian adalah : 

Tabel 2.122 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia 

NO 
NAMA JABATAN 

FUNGSIONAL 
FORMASI KETERSEDIAAN KEKURANGAN 

1. Auditor/ P2UPD/ 

Auditor Kepegawaian 

52 32 20 

 

 

c. Total pagu anggaran pengadaan barang/jasa yang 

dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah pada Tahun 2022 adalah 

Rp. 3.432.408.493,00 dengan realisasi pengadaan barang/ 

jasa sebesar Rp. 3.273.603.520,00 terdapat efisiensi anggaran 

dalam pengadaan barang dan jasa sebesar Rp.158.804.973,00 

atau sebesar 4,65% dari total pagu anggaran pengadaan 

barang/ jasa. 

 

2. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan 

Hasil Kerja yang dicapai pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga dilakukan dengan melihat keberhasilan pencapaian 

indikator kinerja dengan membandingkan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam rencana strategis. Jumlah anggaran kegiatan 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 

adalah sebanyak Rp. 567,620,364,646,00- dengan realisasi 

sebanyak Rp, 450,260,251,152,00- dengan persentase realisasi 

fisik sebesar 99,99%. ( RFK Desember 2022). 

 

3. DINAS KESEHATAN 

Capaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Kesehatan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 tidak terlepas dari adanya 

dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka 
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pelaksanaan urusan pengawasan tahun 2022 di lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu. Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 205.320.464.529,- dan 

dalam pelaksanaannya menyerap dana sebesar Rp. 

187.729.044.416,- atau 91,43%. 

   

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Untuk saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Rokan Hulu memiliki ketersediaan SDM sebanyak 295 

Orang, yang terdiri dari ASN 86 Orang dan Pegawai Honorer 209 

Orang. Dengan ketersediaan SDM ini Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu sudah mencukupi untuk 

melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. 

5. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan 

program / kegiatan terdiri atas dua jenis sumber daya yaitu 

sumber daya biaya dan sumber daya manusia (SDM). Persentase 

efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : 

Persentase efisiensi Biaya = [Target biaya 𝑥 100%] 

                 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 
Sedangkan pengukuran efisiensi dapat dilihat dari penjelasan 

berikut : 

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien. 

2. Apabila hasilnya antara 21% sampai dengan 85% berarti 

efisien. 

3. Apabila hasilnya > 85% berarti tidak efisien. 

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 

73,472,543,865.00 sementara target biaya untuk semua program 

yaitu Rp. 76,669,781,291.00 Dengan rumus efisiensi diatas, 

diperoleh persentase efisiensi biaya sebesar 104,35  % 

Persentase efisiensi ini secara teori termasuk dalam kategori tidak 
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efisien. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 

secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari 

penggunaan sumber daya biaya. 

Pada capaian kinerja nampak juga kurangnya efektivitas 

pengunaan sumber daya, dimana hal ini terjadi akibat dua 

kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, Ada paket kegiatan yang 

tidak dilaksanakan yaitu Manajemen Konstruksi Stadion Sepak 

Bola Rokan Hulu dan Lanjutan Probity Audit Pembangunan 

Stadion Seoak Bola Rokan Hulu (Swakelola) sebesar 

4.100.000.000  dan selisih pagu dengan nilai kontrak sebesar 

262.736.000. Upaya Pengefektifan penggunaan sumber daya 

manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan banyak pihak dalam 

pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

 

6. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja 

utama adalah sebagai Sumber daya manusia di lingkungan Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   masih 

dapat dikatakan sangat  kurang sehingga terjadi penumpukan 

pekerjaan di beberapa ASN, selain itu di setiap Sub Koordinator 

Jabatan Fungsional masih kurang staf yang dapat membantu  

dalam menjalankan tupoksinya. disamping sumber daya manusia 

yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga 

merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, belum lengkapnya sarana 

dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsinya.  
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Program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sifatnya adalah 

rutin sehingga ini yang menjadi penghambat untuk dapat 

mewujudkan penetapan kinerja. Sebagus apapun penetapan 

kinerja jika tidak ditunjang dengan program/kegiatan yang 

ditunjang dengan terpenuhinya anggaran maka penetapan kinerja 

tidak akan bisa berjalan, hal ini dikarenakan sering terjadinya 

optimalisasi anggaran. 

 

7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran dicapai melalui: 

a. Perbandingan persentase rata – rata capaian kinerja sasaran 

dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. 

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembanding 

antara persentase rata –rata capaian kinerja sasaran dengan 

persentase penyerapan anggaran sebagai berikut: 

 Efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja sasaran 

mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan 

anggaran kurang dari persentase rata – rata capaian kinerja 

sasaran. 

 Tidak efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja 

sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan 

anggaran lebih besar dari persentase rata – rata capaian 

kinerja sasaran. 

Hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Rokan Hulu dari 

rencana pembiayaan dalam pencapaian 1 sasaran strategis 

dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama tahun 2022 sebesar 

Rp.10,995,068,246,00 dengan realisasi anggaran                       

Rp.9,903,403,855,00 atau 90.07% untuk mencapai sasaran 

dengan rata-rata capaian sebesar 57,25%, masuk kategori 

Sudah  Efisien. 
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b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dicapai 

melalui perbandingan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil 

analisa kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan 

Hulu. Berdasarkan hasil analisa efisiensi penggunaan sumber 

daya aparatur bahwa sesuai dengan analisa kebutuhan 

pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kebutuhan 

pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 

sebanyak 110 Pegawai, namun kinerja pegawai tersebut dapat 

ditangani oleh 70 orang pegawai ditambah dengan 40 orang 

tenaga honorer.  

Tenaga honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil merupakan pegawai yang telah memperoleh rekomendasi 

dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Rokan Hulu sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi 

dengan ketugasan melaksanakan pengadministrasian umum, 

sehingga terjadi efisiensi dalam penggunaan sumber daya 

sebanyak 48 orang. Namun efisiensi ini berimplikasi pada 

pemaksimalan SDM untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi 

jam kerja. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam menyusun 

kebijakan pendistribusian pegawai. Selain itu Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dibantu dengan 

Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dalam melaksanakan pelayanan. 

 

8. DINAS PERHUBUNGAN 

Analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran dicapai melalui :  

1. Perbandingan persentase rata – rata capaian kinerja sasaran 

dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. 

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembanding 

antara persentase rata –rata capaian kinerja sasaran dengan 

persentase penyerapan anggaran sebagai berikut: 
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a.  Efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja sasaran 

mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan 

anggaran kurang dari persentase rata – rata capaian 

kinerja sasaran. 

b.  Tidak efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja 

sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan 

anggaran lebih besar dari persentase rata – rata capaian 

kinerja sasaran. 

 

Hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas  

Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dari rencana  pembiayaan 

dalam  pencapaian  1  sasaran  strategis  dengan  2 indikator 

kinerja sasaran tahun 2022 sebesar  Rp.15.694.309.557,00 

dengan serapan anggaran Rp.15.065.790.960,-  atau  96,00%  

untuk  mencapai sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 

105,65%, masuk kategori Efisien. 

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dicapai melalui  

perbandingan  kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil analisa 

kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang ada di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu. 

Berdasarkan hasil analisa efisiensi penggunaan sumber daya 

aparatur bahwa sesuai dengan analisa  kebutuhan  pegawai  

Dinas Perhubungan, kebutuhan pegawai di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 125 Pegawai, namun kinerja 

pegawai tersebut dapat ditangani oleh 28 orang pegawai negeri 

sipil ditambah dengan 73 orang tenaga honorer. Tenaga  

honorer  Dinas  Perhuhungan merupakan pegawai yang telah 

memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian,  

Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Rokan  Hulu sesuai  

dengan  kualifikasi  kebutuhan  organisasi  dengan  ketugasan 

melaksanakan pengadministrasian umum,  sehingga  terjadi  

efisiensi dalam  penggunaan  sumber  daya  sebanyak  24  
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orang.  Namun efisiensi  ini  berimplikasi  pada  pemaksimalan  

SDM untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi jam kerja.  

Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam menyusun kebijakan  

pendistribusian pegawai.  . 

 

9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Dalam penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung 

pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi 

sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase 

efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : 

 

        realisasi biaya     
Persentase efisiensi 
Biaya  = 100% - ----------------- X 100% 

        Target biaya     
 

Secara keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran Dinas 

Lingkungan Hidup tahun 2022 adalah sebesar Rp. 

15,267,020,448,- (91.83%) dari pagu total Belanja Langsung : 

Rp. 16,626,063,085,-. Dengan formula efisiensi diatas, diperoleh 

persentase efisiensi biaya pada level program adalah 8,17%.  

        Rp. 15,267,020,448,00     

Persentase efisiensi Biaya  = 100% - ----------------- X 100% 

  
   

Rp. 16,626,063,085,00 
 

  

  = 100% - 91,83% 

 

  

  = 8,17%         
 

sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara 

umum Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan efisiensi yang 

cukup signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.  

 

10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

PEMERINTAHAN DESA 

Efesiensi penggunaan sumber daya manusia dicapai melalui 

perbandingan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil analisa 

kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang ada di Dinas 
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Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 

Rokan Hulu. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, kebutuhan 

pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa sebanyak 40, namun kinerja 40 pegawai tersebut dapat 

ditangani oleh 22 orang pegawai ditambah dengan 13 tenaga 

teknis honorer Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa merupakan tenaga teknis yang telah 

memporoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian, pendidikan 

dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kualifikasi 

kebutuhan kebutuhan organisasi dengan ketugasan 

melaksanakan pengadministrasian umum, sehingga terjadi 

efisiensi dalam penggunaan sumber daya sebanyak 18 orang. 

Namun efisiensi ini berimplikasi pada pemaksimalan SDM untuk 

menyelesaikan pekerjaan melebihi jam kerja. Kondisi ini perlu 

menjadi perhatian dalam menyusun kebijakan pendistribusian 

pegawai. 

 

11. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, 

TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 

Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Koperasi UKM, 

Trasmigrasi dan Tenaga Kerja masih dapat dikatakan sangat 

kurang sehingga terjadi penumpukan pekerjaan di beberapa ASN, 

selain itu di setiap seksi kurang memiliki staf yang dapat 

membantu kepala seksi dalam menjalankan tupoksinya. 

disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan 

sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Koperasi UKM, Trasmigrasi dan Tenaga, belum lengkapnya sarana 

dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsinya. Program dan kegiatan yang ada Koperasi 

UKM, Trasmigrasi dan Tenaga sifatnya adalah rutin sehingga ini 

yang menjadi penghambat untuk dapat mewujudkan penetapan 
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kinerja. Sebagus apapun penetapan kinerja jika tidak ditunjang 

dengan program/kegiatan yang ditunjang dengan terpenuhinya 

anggaran maka penetapan kinerja tidak akan bisa berjalan, hal 

ini dikarenakan sering terjadinya optimalisasi anggaran. 

Grafik 

Kebutuhan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung 

pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi 

sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase 

efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus: 

.        realisasi biaya     

Persentase efisiensi Biaya  = 100% - ----------------- X 100% 

        Target biaya     

 

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah 

Rp. 9.847.639.242,00, sementara target biaya untuk semua 

program yaitu Rp. 10.248.232.111,00. Dengan formula efisiensi 

diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program 

adalah 3,91%. 
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        Rp. 9.847.639.242,00     

Persentase efisiensi Biaya  = 100% - ----------------- X 100% 

  
   

Rp. 10.248.232.111,00 
 

  

  = 100% - 96,09% 
 

  

  = 3,91%         

 

sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara 

umum Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melakukan 

efisiensi yang cukup signifikan dari penggunaan sumber daya 

biaya. 

 

13. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA 

Analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran dicapai melalui : 

b. Perbandingan persentase rata – rata capaian kinerja sasaran 

dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. 

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembanding 

antara persentase rata –rata capaian kinerja sasaran dengan 

persentase penyerapan anggaran sebagai berikut: 

 Efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja sasaran 

mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan 

anggaran kurang dari persentase rata – rata capaian 

kinerja sasaran. 

 Tidak efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja 

sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan 

anggaran lebih besar dari persentase rata – rata capaian 

kinerja sasaran. 

 

Hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten 

Rokan Hulu dari rencana pembiayaan dalam pencapaian 1 

sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja utama tahun 

2022 dengan dana APBD Sebesar 4.348.467.747,00 dan 

mendapat Dana Alokasi Khusus ( DAK) Sebesar 7.116.597.800 

dengan total Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk 
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Kabupaten Rokan Hulu 11.465.065.547,00 dan telah 

direalisasikan sebesar 9.391.457.648,00 dengan persentase 

81,91% masuk kategori Efisien. 

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. 

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dicapai melalui 

perbandingan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil analisa 

kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang di Dinas 

Pengendalian pendududuk dan keluarga berencana Kabupaten 

Rokan Hulu. 

Berdasarkan hasil analisa efisiensi penggunaan sumber daya 

aparatur bahwa sesuai dengan analisa kebutuhan pegawai 

Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

kebutuhan pegawai di Dinas Pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 70 

Pegawai, namun kinerja pegawai tersebut dapat ditangani oleh 

33 orang pegawai ditambah dengan 18 orang tenaga honorer. 

Tenaga honorer Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana merupakan pegawai yang telah memperoleh 

rekomendasi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kualifikasi 

kebutuhan organisasi dengan ketugasan melaksanakan 

pengadministrasian umum, sehingga terjadi efisiensi dalam 

penggunaan sumber daya sebanyak 51 orang. Namun efisiensi 

ini berimplikasi pada pemaksimalan SDM untuk menyelesaikan 

pekerjaan melebihi jam kerja. Kondisi ini perlu menjadi 

perhatian dalam menyusun kebijakan pendistribusian pegawai. 

14. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya, sangat kekurangan sumber daya 

manusia. Beratnya tugas dan tanggungjawab yang diemban salah 

satu cambuk agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Salah 

satu kekurangan yang sangat dirasakan adalah tenaga penyuluh 
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lapangan, yang mana pada saat ini hanya tersedia 3 (tiga) orang 

penyuluh lapangan yang disediakan (gaji dan honorer) oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, sedangkan kondisi ideal 

adalah 16 orang penyuluh perikanan dimana tersedia 1 orang 

setiap kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. 

Jumlah anggaran yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan Tahun 2022 adalah sebesar Rp.8.623.810.584,00 

Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja 

gaji, tunjangan dan pembiayaan Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Rokan Hulu. 

Realisasi Keuangan Belanja Operasi adalah 92,99% dengan 

penyerapan dana sebesar Rp. 8.019.681.512,00. Adapun sisa dari 

realisasi keuangan tersebut ada pada 2 Sub Kegiatan yang tidak 

dilaksanakan dan ada kegiatan ril cost untuk SPPD serta sisa 

kontrak lelang dan kontrak pengadaan langsung.  

Berdasarkan Realisasi fisik Belanja Operasi yang digunakan untuk 

pembiayaan 22 Sub Kegiatan dari 7 Kegiatan dan 7 Program pada 

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022, sedangkan 

realisasi keuangan adalah 92,99% sehingga dinilai efisien. 

 

15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU 

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor 

penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunann 

kinerja serta solusi yang telah dilakukan. Sesuai PAPBD tahun 

anggaran 2022 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu mengelola 

anggaran sebesar Rp 9.136.425.903,00 yang terdiri dari Belanja 

Tidak Langsung sebesar Rp. 4.722.411.688,00 dan Belanja 

Langsung sebesar Rp. 4.027.017.521,00 Belanja Tidak Langsung 

digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan 

tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan membiayai 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten 
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Rokan Hulu. Realisasi keuangan belanja langsung sebesar 

96,25% dengan penyerapan dana sebesar Rp 8.794.110.956,00. 

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, DPMPTSP 

melaksanakan 5 program 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. 

Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir 

bulan Desember tahun 2021 adalah realisasi fisik sebesar 

96.25%. 

a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, 

DPMPTSP masih mengalami hambatan terutama pada sumber 

daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya 

manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) masih terbatas jumlahnya termasuk 

kapasitas. maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan 

sistem pelayanan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya 

manusia untuk pelayanan yang tanggap dengan melaksanakan 

pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 

masih belum mencukupi. Sumber daya Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hulu 

Kabupaten Rokan Hulu terlihat pada jumlah pegawai, latar 

belakang pendidikan dan pangkat dan golongan pegawai. 

Pegawai DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 91 orang, 

yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 44 orang dan Pegawai 

Honorer 47 orang. 

 

b. Efisiensi anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa 

Total pagu anggaran pengadaan barang/jasa yang 

dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022 sebesar Rp.9.136.425.903,00 dan realisasi pengadaan 

barang dan jasa sebesar Rp.8.794.110.956,00 sehingga 

terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa 

sebesar Rp. 342.314.947,00 atau sebesar 97,95 % dari total 

pagu anggaran pengadaan barang/jasa. 
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16. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan 

program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya 

biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber 

daya biaya dapat dihitung dengan rumus :   

 

Persentase efisiensi Biaya =100% - [ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 :  𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑥 100%].  

 

Pada tahun 2022 anggaran untuk semua program adalah 

Rp.6.885.957.617. Realisasi semua program yaitu Rp 

6.728.762.793,- dengan rumus efisiensi diatas diperoleh 

persentase biaya pada level program adalah 97,62%. Persentase 

efisiensi ini secara teori termasuk kedalam tidak efsien. Sehingga 

dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum tidak 

terdapat efisiensi yag signifikandari penggunaan sumber daya. 

 

17. DINAS PERPUSTAKANA DAN ARIP 

Capaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Perpustakaan dan 

Arsip Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 tidak terlepas dari 

adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka 

pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan tahun 2022 di 

lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara 

implementatif dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip. 

Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip mengalokasikan anggaran 

sebesar Rp.12.525.976.755,00 dan dalam pelaksanaannya 

menyerap dana sebesar 12.347.364.644,00 atau 98,57%. 

 

18. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil 

(kinerja) yang telah dicapai Dinas Tanaman Pangan Dan 

Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 bahwa 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan didukung APBD 

Kabupaten Rokan Hulu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBN 
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melalui dana tugas Pembantuan Kementerian Pertanian RI  yang 

melalui tugas pembantuan Provinsi merupakan salah satu upaya 

pencapaian Visi Kabupaten Rokon Hulu yang dilaksanakan oleh 

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  Kabupaten Rokan Hulu. 

Berbagai terobosan dalam peningkatan produksi, ketahanan 

pangan daerah serta peningkatan kesejahteraan petani sangat  

diperlukan, mengingat  perkembangan kebutuhan pangan 

masyarakat yang selalu meningkat dan disisi lain tingkat 

kesejahtraan petani sebagai pelaku utama  bidang pertanian 

tanaman pangan perlu untuk ditingkatkan. Disamping itu Dari 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan cukup memberi dampak 

baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan 

produksi menuju swasembada beras serta berdampak dalam 

peningkatan  sumberdaya manusia (pengetahuan, keterampilan 

dan sikap) dalam sektor pertanian keseluruhannya berdampak 

terhadap meningkatnya kesejahtraan petani.  

 

19. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan masih dapat dikatakan kurang sehingga terjadi 

penumpukan pekerjaan di beberapa ASN, selain itu di setiap seksi 

kurang memiliki staf yang dapat membantu kepala seksi dalam 

menjalankan tupoksinya. disamping sumber daya manusia yang 

profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan 

unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, belum 

lengkapnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Program dan 

kegiatan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

sifatnya adalah rutin sehingga ini yang menjadi penghambat 

untuk dapat mewujudkan penetapan kinerja. Sebagus apapun 

penetapan kinerja jika tidak ditunjang dengan program/kegiatan 

yang ditunjang dengan terpenuhinya anggaran maka penetapan 
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kinerja tidak akan bisa berjalan, hal ini dikarenakan sering 

terjadinya optimalisasi anggaran. 
 

20.  DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 

Hasil Kerja Yang Telah Dicapai Dinas Peternakan dan Perkebunan 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sangat 

kekurangan sumber daya manusia. Beratnya tugas dan 

tanggungjawab yang diemban salah satu cambuk agar dapat 

melaksanakan tugas dengan baik. Dinas Peternakan dan 

Perkebunan melaksanakan dua bidang teknis yang sangat 

melekat pada masyarakan yaitu bidang Peternakan dan bidang 

Perkebunan. Total pagu anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas 

Peternakan dan Perkebunan Tahun 2022 sebesar Rp. 

17.658.646.326,- dan realisasi sebesar Rp. 16.907.045.634,- 

sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 751.600.692,- 

atau sebesar 4,26% dari total pagu anggaran dengan realiasi fisik 

sebesar 99,93 %. 

21. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah penggunaan seluruh 

sumber daya yang ada harus di pergunakan secara efektif dan 

efisien hal ini bertujuan untuk peningkatan hasil kerja atau 

kinerja khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu, sumber daya yang ada di lingkungan 

Bappeda Kabupaten Rokan Hulu antara lain : 1. Sumber Daya 

Manusia (SDM), 2. Sumber daya pendukung lainnya dan 3. 

Sumber daya keuangan. 

Sesuai dengan fungsinya Bappeda Kabupaten Rokan Hulu 

merupakan kordinator terkait pelaksanaan perencanaan 

(Koordinator perencanaan) yang out put nya adalah dokumen 

perencanaan baik dokumen perencanaan jangka pendek (RKPD), 

dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan penelitian 

pengembangan yang out put nya merupakan koordinator kajian 
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dan memberikan rekomendasi terhadap peneilitian yang 

dilaksanakan. 

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) BAPPEDA Kabupaten Rokan 

Hulu telah memiliki ketersediaan SDM sesuai dengan struktur 

organisasi yang telah ditetapkan akan tetapi ada beberapa posisi 

yang masih dijabat melalui mekanisme pelaksana teknis (Plt) dan 

hal ini tidak menjadi permasalahan dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi dalam pencapaian hasil kerja yang telah ditentukan, 

selain dari itu Bappeda juga memiliki pelaksana (staf) dalam 

membantu pelaksananaan tugas sesuai dengan bidang ilmu yang 

dibutuhkan. Terkait fungsi Bappeda selaku koordinator 

perencanaan dalam pemenuhan SDM Bappeda juga telah memiliki 

fungsional Perencana ( Perencana Ahli Muda ) dan beberapa ASN 

yang telah memegang sertifikat perencana. Sampai dengan saat 

ini masing-masing SDM tersebut dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ) yang 

telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2021 

tentang Tugas pokok dan Fungsi Perankat Daerah.  

Untuk sumber daya pendukung lainnya yakni berupa sarana dan 

prasarana dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan Bappeda, 

secara umum telah memiliki fasilitas atau sarana yang layak 

untuk melayani PD dalam rangka pelaksanaan fungsi kordinasi 

perencanaan. Khusus untuk sumberdaya keuangan untuk tahun 

2022 Bappeda mendapat alokasi sebesar Rp. 10.699.533.209.- 

dengan Realisasi sebesar Rp. 9.335.947.934,- dengan komposisi 

Belanja Operasi  sebesar Rp. 9.370.477.209,- dan Belanja  Modal 

sebesar Rp. 1.329.056.000,-.  

Secara besaran Anggaran Belanja Modal tersebut yang 

dialokasikan tidak dapat memenuhi seluruh pelaksanaan program 

dan kegiatan secara keseluruhan, hal ini secara otomatis 

berpengaruh terhadap pencapaian hasil kerja Bappeda Kabupaten 

Rokan Hulu pada tahun berjalan.  
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Kesimpulan dari analisis penggunaan sumber daya terhadap hasil 

kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut adalah 

memaksimalkan dan mengefisiensikan fungsi seluruh sumber 

daya yang dimiliki dengan menggunakan strategi-startegi dan 

kebijakan-kebijakan sehingga target yang menjadi kinerja dari 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat  terlaksana dan 

dipertanggung jawabkan  dengan baik sesuai dengan aturan yang 

berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Evaluasi 

Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga. 

 

22. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Pada 

BAB II pasal (2) disebutkan BKPP adalah unsur pelaksana urusan 

Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang 

Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.   

Pada pasal (3) disebutkan  Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati melakasanakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.  

Untuk melaksanakan tugas tersebut secara maksimal, dibutuhkan 

sumber daya yang memadai. Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan memiliki 3 (tiga) sumber daya utama, yaitu : 

Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Biaya, dan Sumber Daya 

Pendukung lainnya (sarana dan prasarana).   

Untuk mengetahui persentase efisiensi sumber daya biaya dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : 
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                         Realisasi Biaya 
    Persentase efisiensi biaya =  100% -   --------------------       X  100% 

                    Total Biaya 
  

Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

telah melaksanakan 2 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan 

adalah sebesar Rp. 8.884.998.795,- (Delapan Milyar Delapan 

Tarus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh 

DElapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). Dari 

anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 7.296.485.147.,- 

(Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus 

Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), 

atau 82,12%.  

Dengan formula diatas maka besaran persentase efisiensi biaya 

yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan telah dapat 

melakukan efisensi anggaran sebesar 17,88 %. 

23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Salah satu untuk mengetahui besaran/persentase dalam hal 

mengefektifitas/efisiensi sumber daya yang digunakan pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Rokan 

Hulu yaitu, sumber daya penganggaran yang di guanakan dapat 

diketahui dengan melihat tabel di bawah ini. ini. 
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Tabel 2.123  Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan 

Dengan Hasil Kerja Yang Telah Dicapai. 

NO 
NAMA 

KEGIATAN 
PAGU DANA 

(JUMLAH DANA) 
REALISASI  

CAPAIAN 
(%) 

RUMUS PERHITUNGAN 

EFESIENSI 
BIAYA 

(%) 

1 Belanja Tidak 
Langsung (BTL) 

24.132.942.350 22.788.861.941 94,43 

 

Realisasi 

             X 100 – 100  
Pagu Dana 

 

22.788.861.941  

                       X 100 - 100 

24.132.942.350 

5,56 

2 Belanja Langsung 
(BL) 

10.174.336.238 9.131.688.275 89,75 

 

Realisasi 

             X 100 - 100 

Pagu Dana 

 

9.131.688.275 

                       X 100 - 100 

10.174.336.238 

10,24 

3 
BTL + BL 
Belanja 
keseluruhan  

34.307.278.588 31.920.550.216 93,04 

 

Realisasi 

               X 100-100 

Pagu Dana 

 

31.920.550.216 

                        X 100 - 100 

34.307.278.588 

6,95 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui pada tahun 2022 Pagu Dana 

atau Jumlah Dana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

secara umum yakni : Belanja Tidak Langsung (BTL)+Belanja 

Langsung (BL) sebesar Rp.34.307.278.588,00 sedangkan 

Realisasinya hanya sebesar Rp.31.920.550.216,00 dengan 

capaian persentase sebesar 93,04%, dalam hal ini terjadi 

efesiensi biaya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

sebesar 6,95%. Melihat pagu dana pada Belanja Tidak Langsung 

(BTL) sebesar Rp.24.132.942.350,00 sedangkan Realisasinya 

hanya sebesar Rp.22.788.861.941,00 dengan capaian persentase 

sebesar 94,43 %, dalam hal ini terjadi efesiensi biaya sebesar 

5,56%. Sedangkan pagu dana pada Belanja Langsung (BL) 

sebesar Rp.10.174.336.238,00 sedangkan Realisasinya hanya 

sebesar Rp 9.131.688.275,00 dengan capaian persentase sebesar 

89,75%, dalam hal ini terjadi efesiensi biaya sebesar 10,24 %.     

 

24. BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Efisiensi untuk penggunaan sumber daya biaya dalam rangka 

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan  terdiri atas dua 

yaitu efisiensi daya manusia dan biaya. 
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 Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dicapai melalui 

perbandingan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil analisa 

kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang ada di 

Bapenda Rokan Hulu. Berdasarkan Keputusan Bupati Rokan 

Hulu Nomor : Kpts. 800/BAPENDA-SET/960/2020 tentang 

Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

 Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan 

rumus : 
 

           Realisasi  Biaya 

Persentase efisiensi Biaya = 100 % -                     x 100 % 

                                                                                         Target Biaya 

 

Secara keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran Badan 

Pendapatan Daerah tahun 2022 adalah sebesar 

Rp.16.508.829.131 dari total Belanja  Rp. 18.117.733.400. 

Dengan formula diatas dapat diperoleh efisiensi biaya pada level 

program.  

16.508.829.131 
Persentase efisiensi Biaya = 100 % -  x 100 % 
                                                                                          18.117.733.400 
 

          = 100% - 91.1 % = 8.9 %  

 

Sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2022 secara 

umum Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan efisiensi yang 

cukup signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. 

 

25. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Berdasarkan capaian kinerja yang ada di Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan mencapai  

dari target yang telah ditetapkan, namun ada juga target 

indikator kinerja yang berada pada 0 %. Untuk Tahun 

selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan 

Hulu akan memanfaatkan Anggaran yang ada,lebih difokuskan 

pada target-target yang berada dibawah 50%. Untuk 

Sumberdaya manusia yang ada di Bakesbangpol, sesuai dengan 
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tabel yang telah disampaikan pada BAB I , dapat dilihat bahwa 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih sangat minim, baik 

terhadap Sumberdaya maupun sarana dan prasaran pendukung. 

Untuk mencapai target Kinerja yang telah ditetapkan, selain 

membutuhkan dukungan anggara, dukungan sarana dan 

prasaran, yang paling penting adalah dukungan Sumberdaya 

manusis.Untuk itu kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Rokan Hulu membutuhkan tambahan Sumberdaya 

manusia sebagai berikut: 

1. Analis Organisasi masyarakat 

2. Pengelola organisasi politik dan orkemas. 

3. Pranata Pemilu 

4. Analis wawasan kebangsaan 

5. Pengelola Pemantauan 

6. Analis Rehabilitasi masalah sosial 

Dengan adanya tambahan sumberdaya manusia tesebut 

diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih baik. 

 

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran dicapai melalui : 

a. Perbandingan persentase rata – rata capaian kinerja sasaran 

dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. 

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembanding 

antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan 

persentase penyerapan anggaran sebagai berikut : 

❖ Efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja sasaran 

mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan 

anggaran kurang dari persentase rata – rata capaian 

kinerja sasaran. 

❖ Tidak efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja 

sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan 
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anggaran lebih besar dari persentase rata – rata capaian 

kinerja sasaran. 

Hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari 

rencana pembiayaan dalam APBD Murni Rp.187.200.000,- dan 

setelah perubahan menjadi Rp.359.278.400,- atau 100% dan 

dikategorikan efisien karena persentase rata – rata capaian 

kinerja sasaran kurang dari 100%. 

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. 

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dicapai melalui 

perbandingan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil analisa 

kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

Berdasarkan hasil analisa efisiensi penggunaan sumber daya 

aparatur bahwa sesuai dengan analisa kebutuhan pegawai 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kebutuhan pegawai di 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu sebanyak 14 Pegawai, namun kinerja pegawai tersebut 

dapat ditangani oleh 14 orang pegawai ditambah dengan 37 

orang tenaga honorer. Tenaga honorer atau yang disebut Tim 

Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

merupakan pegawai yang telah memperoleh rekomendasi dari 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Rokan Hulu sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi 

dengan ketugasan sebagai garda terdepan apabila ada 

bencana. Namun efisiensi ini berimplikasi pada pemaksimalan 

SDM untuk menyelesaikan pekerjaan dalam penanggulangan 

bencana apabila ada bencana yang bukan di jam kerja karena 

bencana tidak dapat kita prediksi kapan datangnya. Kondisi ini 

perlu menjadi perhatian dalam menyusun kebijakan 

pendistribusian pegawai di Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah. 
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27. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 

KEBAKARAN 

Sesuai formasi jabatan ketersediaan Sumber daya 

manusia (SDM) ketersediaan SDM Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honorer. Jabatan Satuan Polisi 

Pamong Praja terdiri dari 16 Jabatan dan yang terpenuhi 13 

jabatan. Jumlah keseluruhan sumber daya pada Satpol PP dan 

Damkar pada tahun 2022 adalah 46 orang PNS dan 441 orang 

honorer. Dari 46 orang PNS terdapat 7 orang jabatan fungsional 

Polisi Pamong Praja untuk pelaksanaan tugas dilapangan yang 

dibantu dengan 347 orang tenaga honorer Satpol PP dan untuk 

petugas kebersihan kantor 9 orang. Pada bidang pemadam 

kebakaran sebanyak 22 orang, yang terdiri dari personil 

pemadam kebakaran 14 orang dengan jabatan fungsional pranata 

pemadam kebakaran dibantu dengan 67 orang tenaga honorer 

pemadam kebakaran dengan 3 pos Pemadam kebakaran 

melingkupi luas wilayah kerja dengan 16 kecamatan, namun 

pelayanan masih kurang maksimal dikarenakan luasnya cakupan 

wilayah dan jarak tempuh dari Pos Pemadam Kebakaran Satpol 

PP dan Damkar. 

Sesuai formasi jabatan, ketersediaan sumber daya 

manusia (SDM) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Honorer. Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri 

dari 17 Jabatan yang sudah terpenuhi. Berdasarkan analisis 

jabatan kebutuhan sub bagian umum dan perlengkapan dan 

keuangan dibutuhkan sebanyak 14 orang, sub bagian 

perencanaan evaluasi dan pelaporan dibutuhkan sebanyak 3 

orang, bidang penegakan perda dibutuhkan sebanyak 12 orang, 

bidang operasional dan pengamanan sebanyak 12 orang dan 

bidang pemadam kebakaran dan linmas sebanyak 16 orang. 
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28. SEKRETARIAT DPRD 

Efisiensi sumber daya adalah membandingkan selisih antara 

pengeluaran seharusnya (anggaran) dengan pengeluaran 

sebenarnya (realisasi) dengan pengeluaran seharusnya 

(anggaran). Efisiensi penggunaan Sumber Daya untuk kegiatan-

kegiatan di Sekretariat DPRD pada Tahun 2022 yang telah 

melampaui target capaian kinerjanya.  

Tabel 2.123 Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya dikaitkan 

dengan hasil kerja yang telah dicapai Sekretarait 

DPRD Kabupaten Rokan HuluTahun 2022 

No Kegiatan  
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Anggaran Realisasi 

Efisiensi 
Sumber 

Daya 

1 2 3 4 5 6 

1 
Pembahasan 
Kebijakan Anggaran 

100 4.933.959.176 4.215.697.761 14,56% 

2 

Penyerapan dan 
Penghimpunan 
Aspirasi Masyarakat 

100 2.953.387.000 1.933.181.499 34,54% 

3 
Fasilitasi Tugas 
DPRD 

100 16.515.793.808 16.227.739.072 1,74% 

 

Efisiensi terbesar yaitu 34,54% terjadi pada Kegiatan Penyerapan 

dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang didalamnya 

terdapat sub kegiatan Pelaksanaan Reses, dimana pada Tahun 

2022 Pelaksanaan Reses dianggarkan sebanyak 3 kali Reses 

(masing-masing 3 lokus/Desa setiap kali Reses) dan setiap 

lokus/desa tempat dilaksanakannya Reses menghadirkan 

konstituen sebanyak 50 orang (untuk Reses 1 dan Reses 2) dan 

150 orang (untuk Reses 3), sedangkan realisasinya setiap 

lokus/desa tempat dilaksanakannya Reses hanya menghadirkan 

sekitar 25 sampi 30 konstituen.  Kondisi tersebut dikarenakan 

pada Tahun 2022 di Kabupaten Rokan Hulu disinyalir masih 

belum terbebas dari pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan 

banyak Anggota DPRD yang melaksanakan Reses tidak 

mengundang banyak konstituen. 
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29. SEKRETARIAT DAERAH 

Efisiensi sumber daya diukur berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran 

dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Pencapaian sasaran dan 

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tidak terlepas dari 

adanya dukungan, yaitu: sumber daya manusia, sarana dan 

prasara serta anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya 

untuk kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

pada Tahun 2022 yang telah melampaui target capaian 

kinerjanya.  

a. Sumber daya Manusia 

Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pertanahan dan unsur pendukung 

urusan pemerintahan didukung sumber daya manusia 

Aparatur Sipil Negara baik PNS sejumlah 96 orang maupun 

tenaga kontrak 209 orang. Berdasarkan analisa jabatan 

yang dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu sesuai Permenpan Nomor 7 Tahun 2022 terkait 

penyederhaan birokrasi, bahwa pegawai Sekretariat Daerah 

masih terdapat sejumlah kekurangan formasi jabatan. 

 

b. Anggaran 

Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu didukung oleh pencapaian kinerja sisi keuangan. 

Sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan 

tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hulu 

sebesar Rp13.422.764.256,00 di luar anggaran Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

Anggaran ini dimanfaatkan guna pencapain sasaran strategis 

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dengan rincian : 

o Program Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 

sebesar Rp322.801.000,00. 
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o Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 

Rp 11.934.803.545,00. 

o Program Perekonomian dan Pembangunan 

Rp.1.165.159.711,00. 

o Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota khususnya kegiatan Penataan Organisasi 

sebesar Rp 428.835.600,00. 

 

c. Sarana dan Prasarana 

Faktor pendukung pencapaian kinerja yang lain adalah 

sarana dan prasarana yang dimiliki yang dipergunakan 

secara maksimal pada pencapaian kinerja, antara lain : 

kendaraan roda 4 ( unit), kendaraan roda 2 (unit), PC (unit), 

Laptop (unit). 

 

f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian 

Target Kinerja 

Dalam rangka upaya mendorong terwujudnya tata kelola 

pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean 

government), diperlukan penerapan sistem manajemen pemerintah 

yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas kinerja yang 

diimplementasikan melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. Akuntabilitas yang telah diperjanjikan dalam 

capaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja sebagai 

tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja 

aparatur pemerintah telah dilaksanakan dan bentuk 

pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 

Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target 

Kinerja Kabupaten Rokan Hulu pada tahun anggaran 2022 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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1. INSPEKTORAT 

Tabel 2.124 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Inspektorat Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA  

CATATAN TERHADAP PROGRAM DAN 
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM 
RANGKA MENDUKUNG CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG TELAH DI TETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Maturitas Sistem 
Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) 

Level 3 Level 3 Program Perumusan 
Kebijakan, 

Pendampingan Dan 
Asistensi 

Kegiatan Pendampingan dan 
Asistensi 

Maturitas Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) 

2 
Jumlah Perangkat 
Daerah yang 
menerapkan RB 

29 PD 29 PD 
Program Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampingan Dan 
Asistensi 

Kegiatan Pendampingan dan 
Asistensi 
- Pendampingan, Asistensi, 
Verifikasi, dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

Program dan Kegiatan pendukung pencapaian 
indikator telah terlaksana dan mampu 
mendukung tercapainya indikator kinerja 

3 
Jumlah PD / Unit  yang 
menerapkan Zona 

Integritas (ZI) 

69 
PD/Unit 

68 
PD/Unit 

4 Jumlah PD  / Unit Kerja 
Pelayanan yang 
mendapatkan 
pendampingan menuju 
predikat Wilayah Bebas 
Korupsi (WBK) dan/ 
atau Wilayah Birokrasi 
yang Bersih dan 
Melayani (WBBM) 

5 PD/Unit 68 
PD/Unit 

Program Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampingan Dan 
Asistensi 

Kegiatan Pendampingan dan 
Asistensi 
- Koordinasi, Monitoring, 

dan Evaluasi Serta 
Verifikasi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 

Program dan Kegiatan pendukung pencapaian 
indikator telah terlaksana dan mampu 
mendukung tercapainya indikator kinerja 

5 Peningkatan Kapabilitas 
Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah 
(APIP) 

Level 3 Level 3 Program 
Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Kegiatan Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal 

- Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 
- Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
- Pengawasan Desa 

Program dan Kegiatan pendukung pencapaian 
indikator telah terlaksana dan mampu 

mendukung tercapainya indikator kinerja 
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NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA  

CATATAN TERHADAP PROGRAM DAN 
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM 
RANGKA MENDUKUNG CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG TELAH DI TETAPKAN 

     Kegiatan Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan Tujuan 
Tertentu 
- Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu 

 

6 Persentase hasil 

pemeriksaan BPK RI 
dan APIP yang di 
tindaklanjuti 

80% 82.49% Program 

Penyelenggaraan 
Pengawasan 

Kegiatan Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal 
- Monitoring dan Evaluasi 

Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

Program dan Kegiatan pendukung pencapaian 

indikator telah terlaksana dan mampu 
mendukung tercapainya indikator kinerja 

7 Persentase penurunan 
jumlah rekomendasi 
hasil review dokumen 

perencanaan, 
keuangan dan Laporan 

kinerja 

60% 62% 
Program 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 

Kegiatan Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal 
- Reviu Laporan Kinerja 

- Reviu Laporan Keuangan 

Program dan Kegiatan pendukung pencapaian 
indikator telah terlaksana dan mampu 
mendukung tercapainya indikator kinerja 
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2.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  

Tabel 2.125 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA DALAM 

PENJA 

TARGET 

KINERJA 

 
CAPAIAN 

KINERJA 

 
NAMA PROGRAM 

PENDUDKUNG 

CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

 
NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN DALAM 

RANGKA MENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA YANG TELAH 

DITERAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Jumlah Gedung 
sekolah yang di 
bangun 

1 unit 0 unit 1. Program Pengelolaan 
Pendidikan 

2. Program Pengembangan 
Penyusunan Kurikulum 

3. Program Pengembangan 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah 
Dasar (SD) 
1.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 

SD 

Sub Kegiatan yang terkait 
dengan indicator Kiinerja 
Belum dapat terlaksana 
disebabkan oleh Lembaga 
Sekolah tersebut belum 
berdiri/ada. Sedangkan 
Kegiatan dalam Program 

Kurikulum dan Program 
Tenaga Kependidikan belum 
tersedia Anggaran sehingga 
tidak bias dilaksanakan. 

2 Jumlah ruang kelas 
seolah yang 
dibangun 

19 ruang 19 ruang 1. Program Pengelolaan 
Pendidikan 

2. Program 
Pengembangan 
Penyusunan Kurikulum 

3. Program 
Pengembangan 
Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah 
Dasar (SD dan SMP ) 
1. Penambahan Ruang Kelas Baru SD 
2. Penambahan Ruang Kelas Baru SMP 
3.  Pembangunan Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru PAUD 

 

3 Jumlah Alat Praktek 
dan Peraga siswa 
yang tersedia 

11 Ruang 11 
Ruang 

1. Program Pengelolaan 
Pendidikan 

2. Program 
Pengembangan 
Penyusunan Kurikulum 

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan (PAUD ,SD 
dan SMP ) 
1. Pegadaan Alat Praktek dan Peraga yang 

tersedia 
2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 
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3. Program 
Pengembangan 

Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

SMP 
3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 

PAUD 
 

4 Angka partisipasi 
kasar seluruh 
jenjang pendidikan 

499 Satuan 
Pendidikan 

411  
Satuan 

Pendidikan 

1. Program Pengelolaan 
Pendidikan 

2. Program 
Pengembangan 
Penyusunan Kurikulum 

3. Program 
Pengembangan 
Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

1.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD 
2. Penambahan Ruang Kelas Baru SD 
3. Pembangunan Ruang Guru /Kepala Sekolah 

/TU 
4.Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD 

5.Pembangunan Sarana, Prasarana dan 
Utilitas Sekolah SD 

6.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD 

7.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 
Guru/Kepala Sekolah/TU 

8.Pengadaan Mebel Sekolah SD 
9.Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian 

bagi Peserta Didik 
10 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 
11.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 

SMP 
12.Penambahan Ruang Kelas Baru SMP 
13.Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

Utilitas Sekolah SMP 
14.Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 

15.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 
Sekolah 

16.Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama 
17.Pengadaan Mebel Sekolah SMP 
18.Pengadaan Perlengkapan Sekolah 
19.Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 

Sekolah Menengah Pertama 
20.Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 

SMP 
21.Penyediaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama 
22.Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Pertama 
23.Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang 

Guru PAUD 
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24.Pembangunan Sarana, Prasarana dan 
Utilitas PAUD 

25.Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 
PAUD 

26. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan pada Satuan Pendidikan 
PAUD 

27.Rehabilitasi sedang/berat Gedung/ Ruang 
Kelas/Ruang Guru PAUD 

28. Pengelolaan Dana BOP PAUD 
29.Pemeliharaan Mebel Sekolah Paud 
30.Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal 

/Kesetaraan 
31.Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 

SD 
32.Pemeliharaan Mebel Sekolah SD 
33.Pembangunan Perpustakaan sekolah SMP 
34.Pembangunan Laboratorium 
35.Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan 

Sekolah 
36.Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana 

Prasarana Utilitas Sekolah 

37.Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala 
Sekolah 

38.Pengadaan Perlengkapan siswa PAUD 
39.Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 

40.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor 
dan bangunan lainnya 

5 Angka partisipasi 
sekolah seluruh 
jenjang pendidikan 

2 Kegiatan 2 Kegiatan 1. Program Pengelolaan 
Pendidikan 

2. Program 
Pengembangan 
Penyusunan Kurikulum 

3. Program 

Pengembangan 

Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

1.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD 
2.Penambahan Ruang Kelas Baru SD 
3.Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU 
4.Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD 
5.Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

Utilitas Sekolah SD 

6.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD 
7.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Guru/Kepala Sekolah/TU 
8. Pengadaan Mebel Sekolah SD 
9.Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian 
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bagi Peserta Didik 
10Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 

11.Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 
SMP 

12.Penambahan Ruang Kelas Baru SMP 
13.Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

Utilitas Sekolah SMP 
14.Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 

Sekolah 

15.Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 
Sekolah 

16.Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama 
17.Pengadaan Mebel Sekolah SMP 
18.Pengadaan Perlengkapan Sekolah 

19.Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 
Sekolah Menengah Pertama 

20.Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 
SMP 

21.Penyediaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama 

22.Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

Menengah Pertama 
23.Pembangunan Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru PAUD 
24.Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

Utilitas PAUD 
25.Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 

PAUD 
26.Pengembangan Karir Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan pada Satuan 
Pendidikan PAUD 

27.Rehabilitasi sedang/berat Gedung/ Ruang 
Kelas/Ruang Guru PAUD 

28.Pengelolaan Dana BOP PAUD 
29.Pemeliharaan Mebel Sekolah Paud 
30.Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non 

Formal /Kesetaraan 
31.Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 

SD 
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32. Pemeliharaan Mebel Sekolah SD 
33.Pembangunan Perpustakaan sekolah SMP 

34. Pembangunan Laboratorium 
35.Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan 

Sekolah 
36.Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana 

Prasarana Utilitas Sekolah 
37.Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala 

Sekolah 

38.Pengadaan Perlengkapan siswa PAUD 
39.Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 
40.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor 

dan bangunan lainnya 

6 Jumlah kegiatan 
pembinaan 
paskibraka, 
kepemudaan dan  
kepramukaan yang 
dilakukan 

90 orang 90 orang Program Pengembangan 
Kapasitas Daya Saing 
Kepemudaan 

1.Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan 
Pasukan Pengibar Bendera 

2.Pembinaan dan Pengembangan Atlet  
Berprestasi Kabupaten/Kota 

3.Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan 
dan Petualangan 

4.Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan 
Tingkat Daerah 
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3.DINAS KESEHATAN 

Tabel 2.126 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 

PENDUKUNG 
CAPAIN TARGET 

KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

YANG DILAKSANAKAN DALAM 
RANGKA MENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET KINERJA 

YANG TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Status Akreditasi RSUD Madya Madya Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 

upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota 

Pelaksanaan akreditasi fasilitas 
kesehatn dikab/kota 

 

2. Prevalensi Wasting 
(kurus dan sangat kurus 
) pada balita 

2,45 
Persen 

2.41 
Persen 

 

Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan 
balita 

 

3. Angka kematian Bayi 

(AKB) per 1000 
Kelahiran  hidup 

2,5 Rasio 2.47 Rasio Program pemenuhan 

upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi 
baru lahir 

 

4. Angka kematian Ibu per 
100.000 Kelahiran  hidup 

45 Rasio 0.72 Rasio Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu 
bersalin 

 

5. Prevalensi Stunting 
(pendek dan sangat 
pendek ) pada Balita 

17 Persen 13 Persen Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 

upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 

Pengelolaan pelayanan kesehatan 
balita 

 

6. Rasio dokter per satuan 
penduduk 

0,0041 
Persen 

0.0045 
Persen 

   

7. Cakupan puskesmas ( 92,4 1.18    
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NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 

TARGET 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

YANG DILAKSANAKAN DALAM 

RANGKA MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET KINERJA 
YANG TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

per 30.000 penduduk ) Persen Persen 

8. Cakupan puskesmas 

Pembantu (seluruh desa) 

92,4 

Persen 

91.7 
Persen 

   

9. Persentase Penduduk ke 
persertaan Jaminan 
Kesehatan Nasional 
(JKN) 

72 Persen 77.9 
Persen 

Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 

masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan jaminan kesehatan 

masyarakat 

 

10. Persentase desa/ 
kelurahan yang stop 
melaksanakan BABS 
(desa ODF) di kabupaten 
Rokan Hulu 

60 Persen 62 Persen Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan 
lingkungan 

 

11. Cakupan Layanan 

Kesehatan ibu hamil 

100 

Persen 

94 Persen Program pemenuhan 

upaya kesehatan 

perorangan dan 
upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk UKM dan UKP 

kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu 
hamil 

 

12. Cakupan Layanan 
Kesehatan ibu bersalin 

100 
Persen 

90 Persen Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu 
bersalin 

 

13. Cakupan Layanan 
Kesehatan Bayi Baru 
Lahir sesuai standar 

100 
Persen 

90 Persen Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 

upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 

Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi 
baru lahir 

 

14. Cakupan Layanan 
Kesehatan Balita sesuai 
standar 

100 
Persen 

65 Persen Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan 
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NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 

TARGET 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

YANG DILAKSANAKAN DALAM 

RANGKA MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET KINERJA 
YANG TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

masyarakat balita 

15. Cakupan Layanan 
Kesehatan Anak Usia 
Pendidikan Dasar sesuai 
standar 

100 
Persen 

55,3 
Persen 

Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan 
pada usia pendidikan dasar 

 

16. Cakupan Layanan Orang 
Usia15 s.d 59 tahun 
yang mendapatkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar standar 

100 
Persen 

45,54 
Persen 

Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan 
pada usia produktif 

 

17. Cakupan Layanan Warga 

Negara Usia 60 tahun 
yang mendapatkan 

skrining kesehatan 
sesuai  standar 

100 

Persen 

59 Persen Program pemenuhan 

upaya kesehatan 
perorangan dan 

upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 

Pengelolaan pelayanan kesehatan 
pada usia lanjut 

 

18. Cakupan Layanan 
Kesehatan penderita 
Hipertensi sesuai Standar 

100 
Persen 

35 Persen Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan 
penderita hipertensi 

 

19. Cakupan Layanan 

Kesehatan penderita DM 
sesuai Standar 

100 

Persen 

100 
Persen 

Program pemenuhan 

upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 

masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan 

penderita diabetes melitus 

 

20. Cakupan Layanan 
Kesehatan penderita TBC 
sesuai Standar 

100 
Persen 

33 Persen Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan 
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NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 

TARGET 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

YANG DILAKSANAKAN DALAM 

RANGKA MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET KINERJA 
YANG TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

masyarakat orang terduga tuberkolosis  

21. Cakupan Layanan 

Kesehatan penderita 
OGDJ sesuai Standar 

100 

Persen 

78,7 
Persen 

Program pemenuhan 

upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan 
orang dengan gangguan jiwa berat  

 

22. Cakupan Layanan 
Kesehatan Orang dengan 
Resiko Terinfeksi HIV 
sesuai Standar 

100 
Persen 

40,63 
Persen 

Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 
masyarakat 

Penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk UKM dan UKP 
kewenangan daerah kabupaten/kota / 
Pengelolaan pelayanan kesehatan 
orang dengan risiko terinfeksi HIV  

 

23. Rasio dokter Daya 
Tampung RS terhadap 
jumlah Penduduk 

0,00147 
Rasio 

0,0045 
Rasio 
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1. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Tabel 2.127 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 

TARGET 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN/ SUB 
KEGIATAN PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG 
TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Persentase rumah tangga 
yang memiliki akses 
terhadap pelayanan 
sumber air minum/bersih 

446 SR 
16 Unit 

446 SR 
16 Unit 

Program Pengelolaan Dan 
Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum 

Kegiatan : Pengeloaan dan Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 
Daerah Kebupaten/ Kota 

 Sub Kegiatan : Pembangunan SPAM 

Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 

 Sub Kegiatan : Peningkatan SPAM 
Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 

 Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan 

Perpipaan di Kawasan Perkotaan 

 Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan 
SPAM di Kawasan Perkotaan 

 

 

2 Persentase Rumah 

Tangga Yang Memiliki 
Akses Terhadap Layanan 
Sanitasi Layak 

1 Unit 1 Unit Program Pengelolaan Dan 

Pengembangan Sistem Air 
Limbah 

Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 
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3 Persentase Perumahan 
Yang Sudah Dilengkapi 
PSU (Prasarana Sarana 

Dan Utilitas Umum) 

3140 Meter 3140 Meter Program Pengelolaan Dan 
Pengembangan Sistem 

Drainase 

Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan 
Sistem Drainase yang Terhubung Langsung 
dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 

 Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem 
Drainase Lingkungan 

 

4 Persentase Bangunan 
Gedung Negara Dalam 
Kondisi Baik 

58 Dokumen 40 kegiatan Program Penataan 
Bangunan Gedung 

Kegiatan: 'Penyelenggaraan Bangunan Gedung 
di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung 

 Sub Kegiatan : Perencanaan, 
Pembangunan, Pengawasan, dan 
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

5 Perencanaan Kinerja 
Pengukuran Kinerja 

Pelaporan Kinerja 
Evaluasi Internal Capaian 
Sasaran/Kinerja  

4 Dokumen 
826 Orang/bulan 

14 Paket 
1026 Laporan 

 

1 Dokumen 
12 Bulan 

150 Laporan 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-undangan 

 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
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 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

 Sub Kegiatan : Penyedian Jasa 
Komunikasi, Sumber Sub Kegiatan : Daya 
Air Dan Listrik 

 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

 

2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Tabel 2.128 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 

TARGET 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

NAMA PROGRAM 

PENDUKUNG 

CAPAIAN 

TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN 

PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET KINERJA 

NAMA SUB 

KEGIATAN PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN TERHADAP 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 

DILAKSANAKAN DALAM 

RANGKA MENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET KINERJA 

YANG TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Jumlah Dokumen DED 

Embung/Bangunan 

Penampung Air Lainnya yang 

disusun 

1 Dokumen 1 Dokumen Program 

Pengelolaan 

Sumber daya air 

(SDA) 

1. Kegiatan Pengelolaan SDA 

dan Bangunan Pengaman 

Pantai pada Wilayah Sungai 

( WS ) dalam 1 Daerah 

Kabupaten / Kota 

Penyusunan Rencana Teknis 

dan Dokumen Lingkungan 

Hidup ubtuk Konstruksi 

Bendungan, Embung, dan 

Bangunan Penampung air 

lainnya. 

 

2 Jumlah Panjang tanggul 

sungai yang di bangun 

220 M 473 M Pembangunan Bangunan 

Perkuatan Tebing 

 

3 Jumlah Sungai yang di 

Normalisasi / Restorasi 

Pemeliharaan 

15250 M 19984 M Normalisasi/Restorasi Sungai  

4 Jumlah Dokumen Penyusunan 

Rencana Teknis dan Dokumen 

2 Dokumen 2 Dokumen 1. Kegiatan Pengembangan 

Pengelolaan Sistim Irigasi 

Penyusunan Rencana Teknis 

dan Dokumen Lingkungan 
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Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Irigasi dan Rawa 

Primer dan Skunder pada 

Daerah Irigasi yang Luasnya 

di bawah 1000 Ha dalam 1 

Daerah Kabupaten/kota 

Hidup untuk Konstruksi Irigasi 

dan Rawa 

5 Jumlah cakupan saluran 

jaringan irigasi yang diRehab 

33 Ha 65 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi 

Permukaan 

 

6 Jumlah jaringan irigasi yang 

dipelihara 

500 Ha 663 Ha Operasi dan Pemeliharaan 

Jaringan Irigasi Permukaan 

 

7 Jumlah dokumen Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem Draenase 

Perkotaan 

1 Dokumen 1 Dokumen Program 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem drainase 

Kegiatan Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistim Drainase 

yang Terhubung Langsung 

dengan Sungai dalam Daerah 

Kabupaten / Kota 

Penyusunan Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Drainase Perkotaan 

 

8 Jumlah Drainase Perkotaan 

yang di bangun 

1000 M 1656 M Pembangunan Sistem Drainase 

Perkotaan 

 

9 Jumlah draenase yang di 

pelihara 

0,1 Km 2 Km Operasi dan Pemeliharaan 

Sistem Drainase 

 

10 Jumlah Dokumen Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, dan 

Strategi Pengembangan 

Jaringan Jalan Serta 

Perencanaan Teknis 

Penyelenggaraan Jalan dan 

Jembatan 

15 Dokumen 15 Dokumen Program 

Penyelenggaraan 

Jalan 

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten / Kota 

Penyusunan Rencana, 

Kebijakan, dan Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan 

Serta Perencanaan Teknis 

Penyelenggaraan Jalan dan 

Jembatan 

 

11 Jumlah Kondisi Jalan/ 

Jembatan yang di Survey 

2 Dokumen 2 Dokumen   Survey Kondisi Jalan / 

Jembatan 

 

12 Jumlah panjang jalan yang di 

bangun 

2 Km 2 Km   Pembangunan Jalan  

13 Jumlah Jalan yang di 

Tingkatkan 

4,4 Km 4,5 Km   Rekonstruksi Jalan  

14 Jumlah panjang jalan yang di 

Rehabilitasi 

90 Km 99,51 Km   Rehabilitasi Jalan  

15 Jumlah panjang jalan yang di 

Pelihara 

246 Km 358,41 Km   Pemeliharaan Rutin Jalan  

16 Jumlah jembatan yang di 

bangun 

13 Unit 13 Unit   Pembangunan Jembatan  



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 307 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

17 Jumlah jembatan yang di 

Rehabilitasi 

31 M 35 M   Rehabilitasi Jembatan  

18 Jumlah jembatan yang di 

Pelihara 

10 M 47 M   Pemeliharaan Rutin 

Jembatan 

 

19 Jumlah Dokumen Pengawasan 

Teknis Penyelenggaraan Jalan 

/Jembatan 

6 Dokumen 7 Dokumen   Pengawasan Teknis 

Penyelenggaraan Jalan / 

Jembatan 

 

20 Jumlah Tenaga Terampil yang 

memiliki sertifikat Kopetensi 

25 Sertifikat 25 Sertifikat Program 

Pengembangan 

Jasa konstruksi 

Penyelenggaraan Pelatihan 

Tenaga Terampil Konstruksi 

Pelaksanaan Pelatihan 

Tenaga Terampil Konstruksi 

 

21 Jumlah Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penyusunan 

RRTR Kabupaten / Kota 

1 Kegiatan 1 Kegiatan Program 

Penyelenggaraan 

Penataan ruang 

1. Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Tata Ruang 

Daerah Kabupaten / Kota. 

 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penyusunan 

RRTR Kabupaten / Kota 

 

22 Jumlah Masyarakat yang 

terlibat dalam perencanaan 

Penataan Ruang 

1 Kegiatan 1 Kegiatan Peningkatan Peran 

Masyarakat dalam Penataan 

Ruang 

 

 

23 Jumlah Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pemanfaatan 

Ruang untuk Investasi dan 

Pembangunan Daerah 

1 Kegiatan 1 Kegiatan 2. Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pemanfaatan 

Ruang Daerah Kabupaten / 

Kota. 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pemanfaatan 

Ruang untuk Investasi dan 

Pembangunan Daerah 

 

24 Jumlah Koordinasi 

Pelaksanaan Penataan Ruang 

1 Kegiatan 1 Kegiatan  3. Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang Daerah Kabupaten / 

Kota 

Koordinasi Pelaksanaan 

Penataan Ruang 
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3. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Tabel 2.129 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 

PENDUKUNG  
CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN 
TERHADAP 

PROGRAM DAN 
KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 

DALAM RANGKA 
MENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA YANG 

TELAH DI 
TETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Penjabaran Konsistensi 
Program RPJMD kedalam 
RKPD 

  Program Perencanaan , 
Pengendalian dan 
Evaluasi Pengembangan 
Daerah 

  

  
  

 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  

   
1 Dokumen 1 Dokumen 

 Koordinasi Penelaahan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 
Dokumen Kebijakan Lainnya 

 

  1 Berita 
Acara 

1 Berita 
Acara 

 Pelaksanaan Konsultasi Publik  

   
1  Dokumen 1  Dokumen 

 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas 
SKPD 

 

  1 Berita 
Acara 

1 Berita 
Acara 

 
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 

 

  854 Usulan 168 Usulan  Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang 

Kecamatan 

 

2 Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Kabupaten yang di Susun 
Tepat Waktu 

4  Dokumen 4  Dokumen 

 
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten/Kota 
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NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG  

CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN 
TERHADAP 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG 

TELAH DI 
TETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Persentase E-database 

yang dimanfaatkan 
Pemerintah Daerah 
dalam Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

   Analisis Data dan Informasi Pemerintahan 

Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

 

  42 Masukan 42 Masukan  Analisis Data dan Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

 

  1 Buku 1 Buku  Penyusunan Profil Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

4 Persentase Konsistensi 
Pelaksanaan 
Pembangunan Terhadap 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

   Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

 

 
 

2 Laporan 2 Laporan  Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 
Kabupaten /Kota 

 

 
 

3 Laporan 2 Laporan  Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan 
Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah  

 

 
 

  Program Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

  

 
 

   Koordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
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NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG  

CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN 
TERHADAP 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG 

TELAH DI 
TETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

   

1 Dokumen 1 Dokumen 

 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

 

   
22 Perangkat 

Daerah 
22 Perangkat 

Daerah 

 Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

 

   

6 Laporan 6 Laporan 

 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penysunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pemerintahan 

 

  
1 Laporan 1 Laporan 

 Koordinasi Pelaksanaan Sinegitas dan 
Harmonis Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pemerintahan 

 

  

1 Dokumen 1 Dokumen 

 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

 

  
11 Perangkat 

Daerah 
11 Perangkat 

Daerah 

 Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

 

  
11 Perangkat 

Daerah 
11 Perangkat 

Daerah 

 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

 

  
3 Laporan 3 Laporan 

 Koordinasi Pelaksanaan Sinegitas dan 
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 
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NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG  

CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN 
TERHADAP 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG 

TELAH DI 
TETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Daerah Bidang Pembangunan manusia 

 
 

   Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya 
Alam) 

 

   
2 Dokumen 2 Dokumen 

 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

 

   
4 Perangkat 

Daerah 

4 Perangkat 

Daerah 

 Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

 

  
4 Perangkat 

Daerah 
4 Perangkat 

Daerah 

 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penysunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

 

  

1 Laporan 1 Laporan 

 Koordinasi Pelaksanaan Sinegitas dan 

Harmonis Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Perekonomian 

 

  

2 Dokumen 2 Dokumen 

 Koordinasi Pelaksanaan Sinegitas dan 
Harmonis Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA ( RPJPD,RPJMD dan 

RKPD ) 

 

  3 Perangkat 
Daerah 

3 Perangkat 
Daerah 

 Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 
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NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG  

CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN 
TERHADAP 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG 

TELAH DI 
TETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

  
3 Perangkat 

Daerah 

3 Perangkat 

Daerah 

 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 

 

  1 Laporan 1 Laporan  Koordinasi Pelaksanaan sinegitas dan 
Harmonisasi   Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang SDA 

 

 
 

 
 

 Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan 

 

  
2 Dokumen 2 Dokumen 

 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

 

  
3 Perangkat 

Daerah 
3 Perangkat 

Daerah 

 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

 

  

3 Perangkat 
Daerah 

3 Perangkat 
Daerah 

 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penysunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

 

  
4 Laporan 3 Laporan 

 Koordinasi Pelaksanaan Sinegitas dan 
Harmonis Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Infrastruktur 

 

   
2 Dokumen 2 Dokumen 

 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 

Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

 

   3 Perangkat 
Daerah 

3 Perangkat 
Daerah 

 Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
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NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG  

CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN 
TERHADAP 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG 

TELAH DI 
TETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Kewilayahan 

   
3 Perangkat 

Daerah 
3 Perangkat 

Daerah 

 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Kewilayahan 

 

   
4 Laporan 4 Laporan 

 Koordinasi Pelaksanaan sinegitas dan 
Harmonisasi   Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Kewilayahan 

 

5 Persentase Pemanfaatan 
Hasil Penelitian dan 
Pengembangan 

  
Program Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 
 

  

   
  

 Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

 

  

4 Laporan 2 Laporan 

 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 

Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Pemerintahan Umum 

 

  
  

 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial 
dan Kependudukan 

 

  
 1 Dokumen 

 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-

aspek Sosial 

 

6 Persentase Kebijakan 
Inovasi yang diterapkan 
di Daerah 

  
 

Pengembangan Inovasi dan Teknologi 
 

  
2 Dokumen 2 Dokumen 

 Penelitian, Pengembangan, dan 
Perekayasaan di Bidang Teknologi dan 
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NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG  

CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN 
TERHADAP 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG 

TELAH DI 
TETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

Inovasi 

  
4 Laporan 4 Laporan 

 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil 
Kelitbangan 

 

 

4. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 

Tabel 2.130 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Peraja dan 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 

TARGET 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN/ SUB 
KEGIATAN PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG CAPAIAN 
TARGET KINERJA 

YANG TELAH 
DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

I 
Persentase Gangguan 
trantibum yang dapat 
diselesaikan 

100 Persen 100 Persen 
Program Peningkatan 

Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

 
 

A 
Persentase Penanganan 
Gangguan Ketenteraman 

100 Persen 100 Persen 
 

Penanganan Gangguan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)  
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dan Ketertiban Umum 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Daerah Kabupaten/Kota 

1. 

Jumlah Kasus Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum yang 
Dicegah Melalui Deteksi 
Dini dan Cegah Dini, 
Pembinaan dan 

Penyuluhan, Pelaksanaan 
Patroli, Pengamanan, dan 
Pengawalan 

46 Kasus 64 Kasus 

 

Pencegahan Gangguan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum melalui Deteksi 
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, 
Pengamanan, dan Pengawalan  

2. 

Jumlah Kasus Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
berdasarkan Perda dan 
Perkada Melalui Penertiban 
dan Penanganan Unjuk 
Rasa dan Kerusuhan 
Massa yang Dilakukan 
Penindakan 

20 Kasus 20 Kasus 

 

Penindakan Atas Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
berdasarkan Perda dan Perkada Melalui 
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa 
dan Kerusuhan Massa  

3. 

Peningkatan Kapasitas 
SDM Satuan Polisi 
Pamongpraja dan Satuan 
Perlindungan Masyarakat 
termasuk dalam 
Pelaksanaan Tugas yang 
Bernuansa Hak Asasi 
Manusia 

347 Orang 347 Orang 

 

Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja 
dan Satuan Perlindungan Masyarakat 
yang Ditingkatkan Kapasitasnya 

 

B. 

Persentase Penegakan 

Peraturan Daerah 
Kabupaten dan Peraturan 
Bupati 

100 Persen 100 Persen 

 

Penegakan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

 

1 

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Sosialisasi 
Penegakan Perda/Perkada 
kepada 
Masyarakat/Kelompok 
Masyarakat/Pelaku Usaha 

16 Laporan 16 Laporan 

 

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati/Wali Kota 
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2 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Pengawasan 
yang Dilakukan Terhadap 

Kepatuhan Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan 
Daerah dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

28 Laporan 28 Laporan 

 

Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati/Wali Kota 

 

3 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Penanganan 

Atas Pelanggaran 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Gubernur yang 

Dapat Ditangani Sesuai 
SOP 

180 Laporan 180 Laporan 

 

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 

 

II 

Tingkat Waktu Tanggap 
(respone time rate) 
Daerah Layanan Wilayah 
Manajemen Kebakaran 
(WMK) 

100 Persen 100 Persen Program Pencegahan, 
Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran 
Dan Penyelamatan Non 

Kebakaran 

 

 

 

Cakupan pelayanan 

bencana kebakaran 

kabupaten 

18,06 Persen 18,06 Persen 

 

 

 

 

Persentase pelayanan 
penyelamatan dan 
evakuasi 
korban kebakaran 

100 Persen 100 Persen 

 

 

 

A 

Persentase Pencegahan, 
Pengendalian, 

Pemadaman, 
Penyelamatan, dan 
Penanganan Bahan 
Berbahaya dan Beracun 
Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten 

100 Persen 100 Persen 

 

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan 

Berbahaya dan Beracun Kebakaran 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 

 

1 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 
Kesiapsiagaan Petugas 
Piket dan Pemadaman 

Kebakaran dalam Daerah 

24 Laporan 24 Laporan 

 

Pemadaman dan Pengendalian 
Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten/Kota  
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Kabupaten/Kota 

2 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Untuk 
Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Kebakaran dan Alat 
Pelindung Diri yang Sah 

dan Legal Sesuai Standar 

Teknis Terkait 

58 Unit 58 Unit 

 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran 
dan Alat Pelindung Diri 

 

3 
Persentase Inspeksi 
Peralatan Proteksi 
Kebakaran 

100 Persen 100 Persen 
 

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 
 

4 

Jumlah Dokumen yang 
Memuat Data 

Bangunan/Gedung/Lingku
ngan yang Dipersyaratkan 
Harus Memiliki Sistem 
Proteksi Kebakaran 

16 Dokumen 16 Dokumen 

 

Pendataan Sarana Prasarana Proteksi 
Kebakaran 

 

 
Pada tahun 2022 Satpol PP dan Damkar untuk mencapai target kinerja didukung sebanyak 2 program strategis, yaitu 

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran. Untuk hasil capaian masing-masing program sudah menenuhi target, 

termasuk capaian kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. 
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5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Tabel 2.131 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

NAMA PROGRAM 

PENDUKUNG CAPAIAN 
TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN PENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 

DILAKSANAKAN DALAM 
RANGKA MENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET KINERJA 
YANG TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Jumlah warga negara 
yang memperoleh 
layanan informasi rawan 
bencana 

100 100 Program Penanggulangan 
Bencana 

 

 

Sosialisasi, Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana Kabupaten/Kota 
(Per Jenis Bencana) 

 

 Jumlah warga negara 

yang memperoleh 
layanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

100 100 Program Penanggulangan 

Bencana 
 

 

Sosialisasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana Kabupaten/Kota 
(Per Jenis Bencana) 

 

 Jumlah warga negara 
yang memperoleh 
layanan penyelamatan 
dan evakuasi korban 
bencana 

100 100 Program Penanggulangan 
Bencana 

 

Pencarian, Pertolongan dan 
Evakuasi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

 

 Persentase pencegahan 
kebakaran hutan, 

penyelamatan dan 
pencarian korban 
Bencana Kebakaran 

100 100 Program Pencegahan, 

Penanggulangan,Penyela

matan Kebakaran Dan 

Penyelamatan Non 

Kebakaran 

Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Pencegahan dan Penanggulangan 

Kebakaran melalui Sosialisasi dan 
Edukasi Masyarakat 
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6. SEKRETARIAT DPRD 

Tabel 2.132 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 

INDIKATOR 

KINERJA DALAM 
PENJA 

TARGET 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

YANG DILAKSANAKAN 

DALAM RANGKA 
MENDUKUNG CAPAIAN 
TARGET KINERJA YANG 

TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Persentase fasilitasi 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi DPRD 

85,00 80,50 Program Dukungan 
Pelaksanaan TUgas dan 
Fungsi DPRD 

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 
Pemerintahan dan Hukum 

  

  

  
  
    

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 
infrastruktur 

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 
kesejahteraan Rakyat 

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perekonomian 

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang 
Sumber daya alam 

Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan 
laporan keuangan oleh Badan Pemeriknsa 
Keuangan 

Pengawasan penggunaan anggaran 

Pendalaman tugas DPRD 

Publikasi dan dokumentasi dewan 

Penyediaan kelompok pakar dan Tim Ahli 

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 

Kunjungan kerja dalam daerah 

Pelaksanan Reses 

Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas 
DPRD 

2 Persentase Ranperda 85,00 79,90 Program Dukungan Pembahasan rancangan Peraturan Daerah   
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yang disetujui 
menjadi Perda 

Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi DPRD 

Fasilitasi penyusunan penjelasan / 
keterangan dan / atau Naskah Akademik 

 

Pembahasan KUA dan PPAS 

Pembahasan APBD 

Pembahasan APBD Perubahan 

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 

3 Persentase 
Pemenuhan 
Kebutuhan 

Administrasi 
Perkantoran dan 
DPRD 

85,00 94,46 Progrm Penunjang 
Uursan Pemerintahan 
Daerah Kabupatenb/ 

Kota 

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat 
daerah 

 

Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian 
KInerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 

Pegadaan pakaian dinas beserta atribut 
kelengkapannya 

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 

Bimbingan teknis implementasi peraturan 
perundang-undangan 

Penyediaan komponen instalasi listrik / 
penerangan bangunan kantor 

Penyediaan peralatan rumah tangga 

Penyediaan bahan logistic kantor 

Penyediaan barang cetak dan penggandaan  

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

Penyediaan jasa surat menyurat 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 
dan listrik 

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

Penyediaan pakiaan dinas dan atribut DPRD 

Pelaksanaan medichan Check Up DPRD 

Fasilitasi raoat koordinsi dan konsultasi DPRD 

4 Persentase Layanan 

Keuangan yang 
Difasilitasi 

95,00 100 Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten 
/Kota 

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan 

DPRD 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 321 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

 

7. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Tabel 2.133 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA DALAM 

PENJA 

TARGET 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIAN 

TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

YANG DILAKSANAKAN DALAM 

RANGKA MENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET KINERJA 
YANG TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Persentase pemerlu 
pelayanan 
kesejahteraan sosial 
yang memperoleh 

bantuan sosial 

100 persen 100 persen PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 

 

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan 
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan 
Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 

Bantuan BBR bagi PPKS 16 Unit 

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan 

Potensi Pekerja Sosial Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Bantuan Sembako dan Bantuan 

Sosial Uang untuk 27 Orang HUT 

RI, 1 Orang Hari Pahlawan  

Keiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial 

 

Persentase tuna 
sosial terlantar 
(terutama 

gelandangan dan 
pengemis) diluar 
panti yang 

mendapat 
Rehabilitasi Sosial 
Dasar (SPM) 

100 persen 100 persen PROGRAM 
REHABILITASI 
SOSIAL 

Sub Kegiatan Penyediaan Sandang 
 

Sandang bagi ODGJ terlantar 10 
Orang 

Sub KegiatanPenyediaan Alat Bantu  Alat bantu penyandang cacat 82 
Orang terdiri dari Kaki Palsu, 
Kursi roda, Alat bantu dengar 

dan Tongkat penyangga 
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8. DINAS KOPERASI, UKM , TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 

Tabel 2.134 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi 

dan Tenaga Kerja  Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA DALAM 
PENJA 

TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIAN 
TARGET 

KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN TERHADAP PROGRAM 
DAN KEGIATAN YANG 

DILAKSANAKAN DALAM 
RANGKA MENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET KINERJA 

YANG TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Jumlah tenaga kerja 
yang mendapatkan 
pelatihan 

  Program 
Pelatihan Kerja Dan 
Produktivitas Tenaga 

Kerja 

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan 
Unit Kompetensi 

 

  0 Unit 0 Unit  Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan 
Kerja Kabupaten/Kota 

Tidak terlaksana karena adanya 
optimalisasi anggaran 

  32 Orang 32 Orang  Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 

berdasarkan Klaster Kompetensi 

 

2 Besaran kasus yang 
diselesaikan dengan 
Perjanjian Bersama 
(PB) 

  PROGRAM 
HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 

Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja 
dan Penutupan Perusahaan di Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

  30 Perkara 30 Perkara  Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan 

Penutupan Perusahaan yang 
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk 
mendukung penyelesaian kasus yang 

dilakukan oleh Mediator HI 

  199 Lembaga 199 Lembaga  Sub Kegiatan Pelaksanaan Opersional Lembaga 
Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 

- Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 36 
Tahun 2021 tentang 

Pengupahan. 
- Penetapan UMK Kabupaten 

Rokan Hulu  

3 Persentase koperasi   PROGRAM 
PENGAWASAN DAN 

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan 
Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit 
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aktif PEMERIKSAAN 
KOPERASI 

Simpan Pinjam 

  60 Unit Usaha 60 Unit Usaha   Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, 
Kesehatan Kemandirian, Ketangguhan, serta 
Akuntablitas Koperasi Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pengawasan terhadap kepatuhan 
peraturan perundang-undangan dan 
penilaian kesehatan koperasi 

4 Jumlah UMKM yang 

dikembangkan 

  PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
UMKM 

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan 
Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi 
Usaha Kecil 

 

  636 Unit 
Usaha 

636 Unit 
Usaha 

 Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi 
Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi, 
dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain 
dan Teknologi 

Kegiatan ini sangat berguna untuk 
pengembangan Usaha pelaku UMKM 

 

 
9. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Tabel 2.135 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA DALAM 
PENJA 

TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIAN 
TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN TERHADAP PROGRAM 

DAN KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN DALAM 
RANGKA MENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET KINERJA 

YANG TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Jumlah Pelaksanaan 
Kegiatan 
Pengembangan 
Wawasan 

 2 Kegiatan  2 Kegiatan Program 
Pemberdayaan 
Dan Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

  

 
A 

 
 
 

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 
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b Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

  

2 Jumlah Pembinaan 
Politik Daerah 

10 Partai 
Politik  

10 Partai 
Politik  

Program 
Peningkatan Peran 
Partai Politik Dan 
Lembaga 

Pendidikan Melalui 
Pendidikan Politik 
Dan 
Pengembangan 
Etika Serta 
Budaya Politik 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 

  

  Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, 
serta Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 

  

3 Jumlah Pembinaan 
Terhadap LSM, 
ORMAS dan OKP 

 25 ORMAS  16 ORMAS Program 
Pemberdayaan 
Dan Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

  

  Penyusunan Program Kerja dibidang 
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah 

  

Pelaksanaan Kebijakan dibidang 

Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah 

  



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 325 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

4 Jumlah Angka 
Konflik 

 100 % 100 %  Program 
Peningkatan 
Kewaspadaan 

Nasional Dan 
Peningkatan 
Kualitas Dan 
Fasilitasi 
Penanganan 
Konflik Sosial 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 

  

  Penyusunan Program Kerja di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 

serta Penanganan Konflik di Daerah 

  

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 
serta Penanganan Konflik di Daerah 

  

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang 

Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 

Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar 
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik 
di Daerah 
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10. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 

Tabel 2.136 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA DALAM 
PENJA 

TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

CATATAN TERHADAP PROGRAM 
DAN KEGIATAN YANG 

DILAKSANAKAN DALAM 
RANGKA MENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET KINERJA 

YANG TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1
. 

Indeks 
Ketahanan 
Pangan (indeks) 

58,03 
Indeks 

54,92 
Indeks 

 
 

Dianggarkan kembali pada n+1 
agar target kinerja tercapai 

  

Program Pengelolaan 
Sumber Daya 
Ekonomi Untuk 
Kedaulatan Dan 

Kemandirian Pangan 

 

 

  

 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan 
Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan 
sesuai Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

3 Laporan 1 Laporan 

 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyediaan Infrastruktur Logistik 

 

2
. 

83, 2 Skor 
83, 2 Skor 82 Skor 

 
 

Dianggarkan kembali pada n+1 
agar target kinerja tercapai 

 Tingkat Capaian 
skor Pola Pangan 

Harapan (PPH) 
(Skor) 

  
 

 

  

Program Peningkatan 

Diversifikasi Dan 
Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

 

 

  

 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran 
Pangan Pokok atau Pangan Lainnya 
sesuai dengan Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi 
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Pasokan dan Harga Pangan 

12 
laporan 

12 
laporan 

 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi 

Harga Pangan dan Neraca Bahan 
Makanan 

Anggaran harusnya dapat 

kemudian segera dilaksanakan 
pada awal tahun 

  
 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target 

Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai 
dengan Angka Kecukupan Gizi 

 

2 laporan 2 laporan 
 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target 

Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai 

dengan Angka Kecukupan Gizi 

Perlunya koordinasi dengan 
Provinsi 

1 laporan 3 laporan 

 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Penganekaragaman Konsumsi 
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 

Perlu dukungan anggaran untuk 
pengembangan 

3 Persentase Desa 
Bebas dari Status 
Rawan Pangan 
(Persen) 

89,79 % 64,82 % 
 

 
Dianggarkan kembali pada n+1 
agar target kinerja tercapai 

  
Program Penanganan 
Rawan pangan  

 

  
 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 
 

1 laporan 2 laporan 

 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, 
Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan 
Pangan pada Kerawanan Pangan yang 
Mencakup dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Dianggarkan kembali pada n+1 
agar target kinerja tercapai 

2 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
2

. 

Jumlah total 
Produksi 
Perikanan 
(Tangkap dan 
Budidaya) (Ton) 
 
 

 
 
Pendapatan Rata-
rata 

9.268.,86 9.306,73 
 

 
Perlu penganggaran kembali 
pengadaan pakan untuk induk 
untuk 

41.200.000 22.500.000 
 

 
Perlunya penambahan anggaran 
untuk pengadaan sarana dan 
prasarana 

8,10 18,22 
 

 
Dianggarkan kembali pada n+1 

agar target kinerja tercapai 

  
Program pengelolaan 
perikanan tangkap
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3
. 

Pembudidaya 
Ikan dan Nelayan 
(Rp)  

 
 
Cakupan Bina 
Kelompok 
Perikanan 
(Persen) 

  

 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan 
di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, 
dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

 

40 unit 151 unit 
 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana 

Usaha Perikanan Tangkap 
Dianggarkan kembali pada n+1 
agar target kinerja tercapai 

  
Program pengelolaan 

perikanan budidaya  
 

 

  
 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan 

Ikan 
 

20 unit 20 unit 

 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan 
Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 
(satu) Daerah Kabupaten/Kota 

Dianggarkan kembali pada n+1 
agar target kinerja tercapai 

  

Program Pengolahan 
Dan Pemasaran Hasil 
Perikanan 

 

 

0 0 

Kegiatan Penyediaan 
dan Penyaluran 
Bahan Baku Industri 

Pengolahan Ikan 
dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/ 
Kota 

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran 
Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan 
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 

 

0 0 

Sub Kegiatan 
Peningkatan 
Ketersediaan Ikan 

untuk Konsumsi dan 
Usaha Pengolahan 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pemeberian Fasilitas bagi 
Pelaku Usaha Perikanan Skala mikro dan 
Kecil dalam 1 daerah Kab/Kota 

Dianggarkan kembali pada n+1 
agar target kinerja tercapai 
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11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Tabel 2.137 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 

TARGET 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG CAPAIAN 
TARGET KINERJA 

YANG TELAH 
DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup( IKLH) 

65,37 Point 67,27 PROGRAM 
PERENCANAAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Kegiatan Rencana Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 
Kabupaten/Kota 
1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH 

Kabupaten/Kota 
2. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 
Kabupaten/Kota   

2 Peningkatan Indeks  
Kualitas Air 

59,37 Point 62     
  

3 Peningkatan Indeks  
Kualitas Udara 

87,34 Point 90,67     
  

4 Peningkatan Indeks  
Kualitas Tutupan Lahan 

35,06 Point 33,06 PROGRAM PENGELOLAAN 
KEANEKARAGAMAN 
HAYATI (KEHATI) 

KegiatanPengelolaan Keanekaragaman 
Hayati Kabupaten/Kota 
1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman 
Hayati di Luar Kawasan Hutan 
2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH)   

5 Persentase jumlah sampah  
yang tertangani  

18,87 
Persen 

16,32 PROGRAM PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

Kegiatan Pengelolaan Sampah 
1. Penanganan Sampah dengan 
melakukan Pemilahan, Pengumpulan, 

Pengangkutan, Pengolahan, dan 
Pemrosesan Akhir Sampah di 
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. 
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana 
Pengelolaan Persampahan di   
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TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 

6 Tingkat Ketaatan  
penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan yang 
diawasi terhadap izin 
lingkungan, izin PPLH dan 
PUU LH yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah 

100 Persen 75,71     

  

7 Persentase pengaduan  

masyarakat akibat adanya 
dugaan pencemaran 
dan/atau perusakan 

lingkungan hidup yang 
ditindaklanjuti 

100 Persen 100 Persen PROGRAM PENANGANAN 

PENGADUAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan 

Masyarakat di Bidang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 
Kabupaten/Kota 

1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 
terhadap PPLH Kabupaten/Kota   

 
12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  

Tabel 2.138 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatatn Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG CAPAIAN 
TARGET KINERJA 

YANG TELAH 
DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Rasio penduduk ber-KTP 
per satuan penduduk 

0.95 0.94 PROGRAM PELAYANAN 
PENDAFTARAN 
PENDUDUK 

Pencatatan, Penatausahaan dan 
Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran 
Penduduk 

  

2 Persentase anak usia 0 - 17 

tahun kurang 1(satu) hari 
yang memiliki KIA 

50 41.38       

3 Cakupan penerbitan akta 
kelahiran anak usia 0 - 18 
Tahun 

95.61 
 
 

96.18       

4 Cakupan kepemilikan akta 100 97    
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kematian  

5 Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) dalam 
mengurus dokumen 
kependudukan 

93 
 

82.35 
 
 

   

6 Cakupan penerbitan Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik 
(KTP-el) 

97.92 
 
 

97.55 
 

   

7 Rasio pasangan berakta 

nikah 

0.36 0.36    

 
13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAAT DAN PEMERINTAHAN DESA 

Tabel 2.139 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 

DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA 
YANG TELAH 
DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Persentase Peningkatan 
Status Desa Mandiri 

1,55% 3,60% Program Penataan Desa Penyelenggaraan Penataan Desa Sangat Berhasil 

2 Persentase Bumdesa yang 
Berkembang 

55,14% 39,60 Program Peningkatan 
Kerjasama Desa 

Fasilitasi Kerja sama antar Desa Berhasil 

3 Persentase PKK aktif 100% 100.00 Program Pemberdayaan 
Lembaga 

Kemasyarakatan, 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Tingkat capaian Program 
100% sangat berhasil 

 
4 Persentase Posyandu Aktif 100% 100.00 
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5 Persentase LPM Berprestasi 100% 0.72 % Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum Ada 

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 
Masyarakat Hukum Adat yang 
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang 
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 

 
 

      Kurang Berhasil   

6 Persentase Pengentasan 

Desa Tertinggal 

7,69% 0.99 % Program Administrasi 

Pemerintahan Desa 

 Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Tingkat Capaian Program 

dan Kegiatan 100% 

sangat Berhasil 

 

14. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Tabel 2.140 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA DALAM 
PENJA 

TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG 
TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Angka Harapan 
Hidup 

70,55 
Persen 

70,51 
Persen 

Program Pengendalian 
Penduduk 

Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk 

 

     Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan 
Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 

 

     Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan 
Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang 

SD/MI dan SLTP/MTS, jalur Non Formal dan Informal 

 

     Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan 
Daerah kabupaten /Kota 

 

     penyediaan data dan informasi keluarga  

     Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan 
pelayanan KB 
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2 Laju pertumbuhan 
Penduduk (LPP) 

0,46 Persen 2,28 Persen Program Pengendalian 
Penduduk 

Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk 

 

     Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan 
Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 

 

     Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan 
Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang 
SD/MI dan SLTP/MTS, jalur Non Formal dan Informal 

 

     Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan 
Daerah kabupaten /Kota 

 

     penyediaan data dan informasi keluarga  

    Program Pembinaan 
Keluarga Berencana 
(KB) 

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan 

Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

 

     Pelaksaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB  

     Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan 
pelayanan KB 

 

3 Total Fertility Rate 
(TFR) 

2,47 Rasio 2,135 Rasio Program Pengendalian 
Penduduk 

Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk 

 

     Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan 
Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 

 

     Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan 
Kependudukan jalur Formal diSatuan Pendidikan Jenjang 
SD/MI dan SLTP/MTS, jalur Non Formal dan Informal 

 

     Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan 
Daerah kabupaten/Kota 

 

     penyediaan data dan informasi keluarga  

4 Persentase 
pemakaian 
kontrasepsi 
Modern (Modern 
Contraceptive 
Prevalence Rate 

/mCPR 

67 Persen 48,02 
Persen 

Program pembinaan 
Keluarga berencana 
(KB) 

Pelaksanaan Advokasi Komunikasi informasi dan 
edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai 
kearifan budaya lokal 

 

     Advokasi program KKBPK, Kepada Stakeholders dan mitra 
kerja 

 

     Komunikasi, informasi, dan Edukasi, (KIE) program KKBPK 
sesuai kearifan budaya local 

 

     Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massacetak  
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dan elektronik serta media luar ruang 

     Pelaksanaan mekanisme Operasional program KKBPK melalui 
rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam) rapat koordinasi 
desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok) 

 

     Pengelolaan Operasional dan sarana di BalaiPenyuluhan 
KKBPK 

 

     Pengendalian Program KKBPK  

     Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan 
KB (PKB/PLKB) 

 

     Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaaan (IMP)  

     Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan 
Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di 
Daerah Kabupaten /Kota 

 

     Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan 
sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 

 

     Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang (MKJP) 

 

     Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 
(Alokon) dan sarana Penunjang Pelayanan KB 

 

     Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  

5 Persentase 
kebutuhan ber-
KB yang Tidak 
terpenuhi (unmet 
need) 

17,50 
Persen 

22,11 
Persen 

Program pembinaan 
Keluarga berencana 
(KB) 

Pelaksanaan Advokasi Komunikasi informasi dan 
edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai 
kearifan budaya lokal  

     Advokasi program KKBPK, Kepada Stakeholders dan mitra 
kerja 

 

     Komunikasi, informasi, dan Edukasi, (KIE) program KKBPK 
sesuai kearifan budaya local 

 

     Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak 
dan elektronik serta media luar ruang 

 

     Pelaksanaan mekanisme Operasional program KKBPK melalui 
rapat koordinasi 
kecamatan (Rakorcam) rapat koordinasi desa (Rakordes) dan 

mini lokakarya (Minilok) 

 

     Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan 
KKBPK 

 

     Pengendalian Program KKBPK  

     Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan  
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KB (PKB/PLKB) 

     Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaaan (IMP)  

     Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan 
Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di 
Daerah Kabupaten /Kota 

 

     Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan 
sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 

 

     Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang (MKJP) 
 

     Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 

(Alokon) dan sarana Penunjang Pelayanan KB 
 

     Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  

     Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan 
Kesertaan Ber-KB 

 

     Pelaksaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB  

     Pembinaan terpadu Kampung KB  

6 Jumlah Klinik KB 28 Klinik 38 Klinik Program pembinaan 
Keluarga berencana 
(KB) 

Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan 
Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di 
Daerah Kabupaten /Kota 

 

     Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan 
sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 

 

     Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 
(Alokon) dan sarana Penunjang Pelayanan KB 

 

     Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  

7 Persentase 
Perangkat Daerah 
(Dinas/Badan) 
yang berperan 
aktif dalam 
pembangunan 
Daerah melalui 

Kampung KB 

13,79 
Persen 

42,80 
Persen 

Program Pembinaan 
Keluarga Berencana 
(KB) 

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan 
Kesertaan Ber-KB 

 

     Pelaksaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB  

     Pembinaan terpadu Kampung KB  

    Program 

Pemberdayaan Dan 

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui 

Pembinaan ketahanan da Kesejahteraan Keluarga 
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Peningkatan Keluarga 
Sejahtera (Ks) 

     Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana /kader 
ketahanKesejahteraan dan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, 
PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga (UPPKS) 

 

     Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga( BKB, BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan 
Ekonomi keluarga ( UPPKS) 

 

     Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga( BKB, BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan 
Ekonomi keluarga ( UPPKS) 

 

8 Ratio Akseptor KB 74,33 
Persen 

48, 04 Peren Program Pembinaan 
Keluarga Berencana 
(KB) 

Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan 
Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di 
Daerah Kabupaten /Kota 

 

     Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan 
sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 

 

     Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 
(Alokon) dan sarana Penunjang Pelayanan KB 

 

     Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  

9 Cakupan Pasangan 
Usia Subur PUS 
yang istrinya 
dibawah 20 tahun 

0,50 Rasio 0,08 Rasio Program Pembinaan 
Keluarga Berencana 
(KB) 

Pelaksanaan Advokasi Komunikasi informasi dan 
edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai 
kearifan budaya lokal 

 

     Advokasi program KKBPK, Kepada Stakeholders dan mitra 
kerja 

 

     Komunikasi, informasi, dan Edukasi, (KIE) program KKBPK 
sesuai kearifan budaya local 

 

     Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massacetak 
dan elektronik serta media luar ruang 

 

     Pelaksanaan mekanisme Operasional program KKBPK melalui 
rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam) rapat koordinasi 
desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok) 

 

     Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan 
KKBPK 

 

     Pengendalian Program KKBPK  

     Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan 
KB (PKB/PLKB) 

 

     Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaaan (IMP)  
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10 Persentase 
Pembiayaan 
Program 
Kependudukan, 
Keluarga Bencana 
dan Pembangunan 
Keluarga melalui 
APBD dan APBDes 

0,18 Persen 0,18 Persen Program Pembinaan 
Keluarga 
Berencana(KB) 

Pelaksanaan Advokasi Komunikasi informasi dan 
edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai 
kearifan budaya lokal 

 

     Advokasi program KKBPK, Kepada Stakeholders dan mitra 
kerja 

 

     Komunikasi, informasi, dan Edukasi, (KIE) program KKBPK 
sesuai kearifan budaya local 

 

     Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massacetak 
dan elektronik serta media luar ruang 

 

     Pelaksanaan mekanisme Operasional program KKBPK melalui 
rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam) rapat koordinasi 
desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok) 

 

     Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan 
KKBPK 

 

     Pengendalian Program KKBPK  

     Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan 
KB (PKB/PLKB) 

 

     Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaaan (IMP)  

     Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan 
Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di 
Daerah Kabupaten /Kota 

 

     Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan 
sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 

 

     Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang (MKJP) 

 

     Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi 
(Alokon) dan sarana Penunjang Pelayanan KB  

 

     Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  

 
Dari seluruh kegiatan diatas pada tahun 2022 Dak Nonfisik merupakan penunjang keberhasilan pencapain Indikator 

kinerja Utama (IKU) DPPKB untuk tahun 2022 yang merupakan Dana DAK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di balai penyuluhan KB dan Kampung KB.  
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15. DINAS PERHUBUNGAN 

Tabel 2.141 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Perubungan Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO 

INDIKATOR 

KINERJA 
DALAM PENJA 

TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 

PENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN 
TERHADAP 

PROGRAM DAN 
KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 

DALAM RANGKA 
MENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA YANG 

TELAH 
DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Nilai SAKIP 

Perangkat 
Daerah 

 67,95 69,39 
Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 
Daerah Kab./Kota 

1. 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 
Tercapai 

  
    

1. 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

  

  
        

2. 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
  

          2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   

          3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   

          3. Administrasi Umum Perangkat Daerah   

  
        

4. 
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

  

          5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   

          6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor   

          7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   

  
        

8. 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

  

  
        

4. 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
  

          9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat   

  
        

10. 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik 

  

          11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   
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NO 
INDIKATOR 

KINERJA 
DALAM PENJA 

TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN 
TERHADAP 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG 

TELAH 
DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

  
        

5. 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

  

  
        

12. 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

  

  
        

13. 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan 

  

          14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   

  
        

15. 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

  

  
        

6. 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

  

  
        

16. 
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

  

2. 
 
 
 

Rasio 
konektivitas 
kabupaten 

23,25 
 
 
 

23,33 
 
 
 

Program 
Penyelenggaraan 
Lalulintas dan 
Angkutan Jalan 

(LLAJ) 
  

  

7. 
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 
Kabupaten/Kota 

Tercapai 

17. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   

8. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C   

18. 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas 
Utama dan Pendukung) 

  

3. Jumlah 
pengujian 
berkala 

9,800 5,734   9. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tidak Tercapai 

  
      

19. 
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor 
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NO 
INDIKATOR 

KINERJA 
DALAM PENJA 

TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN 
TERHADAP 

PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG 

TELAH 
DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

  
kendaraan 
bermotor 

      
  
  
  
  
  
  
  

20. 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor 

  

  
    

21. 
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor 

  

4. 
 
 
 

 
 

Persentase 
peningkatan 
pergerakan 
orang/barang 

melalui 
terminal/ 

dermaga/ 
bandara per 
tahun 

 
 
 

10,00 
 
 
 

 
 

14,73 
 
 
 

 
 

10
. 

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 

Tercapai 

22. 
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 

  

23. 
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas 
Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 

  

11
. 

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota 
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

  

24. 

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan 

Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

  

25. 

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan 
Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang 
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) 
Kabupaten/Kota 

  

5. 
  

Jumlah titik 
parkir tepi 

jalan umum 
yang dikelola 
  

25 
 

30 
 

  
  

12
. 

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan 
Pembangunan Fasilitas Parkir 

Tercapai 

26. 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan 
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan 
Kabupaten/Kota 
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Pada Indikator Sasaran Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor target pada tahun 2022 sebanyak 9800 Unit 

Kendaraan terealisasi 5734 Unit Kendaraan angkutan umum orang dan barang yang menguji kelayakan kendaraannya 

pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini disebabkan kurangnya 

kesadaran pemilik kendaraan umum angkutan orang dan barang arti penting pengujian kendaraan secara berkala selain 

itu juga masih kurang atau lemahnya fungsi pengawasan kelayakan kendaraan bermotor di jalan raya.  

 
16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Tabel 2.142 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Kmunikasi dan Informatika 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

 

NO 
INDIKATOR KINERJA DALAM 

PENJA 

TARGET 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

NAMA PROGRAM 

PENDUKUNG CAPAIAN 
TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN DALAM 

RANGKA MENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA YANG TELAH 

DITETAPKAN 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Persentase Perangkat Daerah Yang 
Terhubung Dengan Akses Internet 
Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo 

100% 100% Program Aplikasi 
Informatika 

Pengelolaan Nama Domain yang telah 
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan 
Sub Domain di Lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

 

 
2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 
2.75 Dalam 

Proses 
Penilaian 

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra 
Pemerintah Daerah 

 
Pengelolaan e-government Di Lingkup 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

 

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya 
teknologi informasi dan komunikasi 
pemerintah daerah 

 

3 Persentase Perangkat Daerah Yang 
Telah Menggunakan Layanan 
Persandian Dalam Rangka 

20% 10.34% Program 
Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 

Penyelenggaraan Persandian untuk 
Pengamanan Informasi Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 
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Pengamanan Informasi Milik 
Pemerintah 

Pengamanan 
Informasi 

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan 
Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

 

 

Pelaksanaan Keamanan Informasi 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 

 

 

4 Persentase Layanan Publik Yang 
Diselenggarakan Secara Online Dan 
Terintegrasi 

 

50% 55.85% Program Informasi 
dan Komunikasi 
Publik 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 
Publik Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 

 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 

 5 Cakupan Pengembangan Dan 
Pemberdayaan Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) 

50% 50% Pelayanan Informasi Publik 

 Layanan Hubungan Media 

 
Layanan Hubungan Masyarakat, Media dan 
Kemitraan Komunitas 

 
6 Data/Informasi/ Statistik Yang 

Terintegrasi 
Ada Ada Program 

Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di 
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

 

 

7 Persentase Perangkat Daerah (PD) 
Yang Menggunakan Data Statistik 
Dalam Menyusun Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

100 100 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, 
Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 
Statistik Sektoral 

 

8 Persentase Perangkat Daerah (PD) 
Yang Menggunakan Data Statistik 
Dalam Menyusun Perencanaan 
Pembangunan Daerah Dalam 
Melakukan Evaluasi Pembangunan 
Daerah 

100 100 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah 
Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik 
Daerah yang Terintegrasi 

 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik 
Sektoral 

 

Dapat diperhatikan dari uraian pencapaian kinerja pada tabel diatas, untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Utama 

ke 1) Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter Perencanaan Pada Operational Plan, di 

implementasikan dalam 3 (tiga) Program dan 8 Kegiatan, dan 18 Sub Kegiatan kemudian Indikator Kinerja Utama ke 2) 

Jumlah SKPD Yang Telah Terkoneksi Jaringan Internet Kabupaten, 3) Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang 

berkualitas, 4) Persentase Pemanfaatan Layanan Publik Administratif Berbasis TIK, 5) Tingkat Pemanfaatan Publik 

Terhadap Berbagai Saluran Komunikasi Informasi dan Media Massa yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, dijabarkan 
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kedalam 2 (dua) Program dan 9 kegiatan. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama 6) Jumlah Rekomendasi Menara 

telekomunikasi dan Warung Internet yang dikeluarkan, sejak tahun 2017 tidak lagi menjadi kewenangan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu. Untuk Indikator Kinerja Utama ke 7)  Jumlah Dokumen Statistik 

Daerah Yang Tersedia, diimplementasikan dalam 1 (satu ) Program dan 1 Kegiatan. 

 
17. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Tabel 2.143 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA DALAM 

PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG CAPAIAN 
TARGET KINERJA 

YANG TELAH 

DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Jumlah Realisasi Investasi 

PMDN/PMA (LKPM) 

975.000.000.000  3.184.955.205.000 Program 

Pengembangan 

Iklim 

Penanaman 

Modal 

  

2 Persentase Peningkatan Nilai 
Investasi 

4.21 % - 7.8 %  Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif 

Dibidang Penanaman Modal yang menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

 

3 Jumlah Nilai Investasi 475.000.000.000 518.089.228.050  Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai 

Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal 

 

     Pembuatan Peta Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota 

 

     Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal  
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Daerah Kabupaten/Kota 

     Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha 
Kabupaten/Kota 

 

    Program 
Promosi 
Penanaman 
Modal 

  

     Penyelenggaraan Promosi Penanaman 

Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

     Penyusunan Strategi Promosi Penanaman 

Modal 

 

     Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman 
Modal Daerah Kabupaten/Kota 

 

    Program 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman 

Modal 

Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN 
( LKPM) 

 

     Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal yang menjadi kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

     Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

 

     Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal 

 

     Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

 

4 Indek Kepuasan Masyarakat 80.00 % 89.10% Program 

Pelayanan 

Penanaman 

Modal 

  

     Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang 

Penanaman Modal yang Mendaji 

Kewenangan Darah 

 

     Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan  



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 345 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

Non Perizinan Berbasis Sitem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik 

     Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan 

dan Non Perizinan Penanaman Modal 

 

     Penyediaan Layanan Konsultasi dan 

Pengelolaan Masyarakat Terhadap Pelayanan 

Terpadu Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan 

 

   
 

18. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

Tabel 2.144 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebzsudayaan 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB 
KEGIATAN PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN TERHADAP PROGRAM 

DAN KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN DALAM RANGKA 
MENDUKUNG CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG TELAH 
DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PAD Sektor Pariwisata  2.722,63 4.308,00 Program Peningkatan 
Daya Tarik Destinasi 

Pariwisata 

Kegiatan Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

 

2 Persentase destinasi wisata 
yang dikembangkan dan 
dikelola 

6,45 6,45  Sub Kegiatan Perencanaan 
Destinasi Pariwisata Kabupaten/ 
Kota 

Sub Kegiatan ini Merupakan Kegitan 
untuk Perencanaan Destinasi 
Pariwisata Kabupaten/Kota yang ada 
dikabupaten Rokan Hulu yang mana 
pada tahun 2022 telah mencapai 
target yang ditetapkan 

3 Kontribusi sector pariwisata 

terhadap PDRB harga berlaku 
0,35 0,27  Sub Kegiatan Pengembangan 

Destinasi Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan ini Merupakan Kegitan 

untuk Pengembangan Destinasi 
Pariwisata yang ada dikabupaten 
Rokan Hulu yang mana pada tahun 
2022 telah mencapai target yang 
ditetapkan  
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4 Jumlah kunjungan wisatawan 876.535 1.036.635 PROGRAM 

PEMASARAN 
PARIWISATA 

Kegiatan Pemasaran Pariwisata 

Dalam dan Luar Negeri Daya 
Tarik, Destinasi dan Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

 

     Sub Kegiatan Penguatan 
Promosi melalui Media Cetak, 

Elektronik, dan Media Lainnya 
Baik Dalam dan Luar Negeri 

Sub Kegiatan ini Merupakan Kegitan 
untuk Penguatan Promosi melalui 

Media Cetak, Elektronik, dan Media 
Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 
yang ada dikabupaten Rokan Hulu 

yang mana pada tahun 2022 telah 
mencapai target yang ditetapkan 

     Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan 
Pemasaran Pariwisata Baik 
dalam dan Luar Negeri 
Pariwisata Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan ini Merupakan Kegitan 
untuk Fasilitasi Kegiatan Pemasaran 
Pariwisata Baik dalam dan Luar 
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 
yang ada dikabupaten Rokan Hulu 
yang mana pada tahun 2022 telah 
mencapai target yang ditetapkan 

5 Persentase Objek Pemajuan 
Kebudayaan Daerah yang 
dilindungi, dikembangkan , 
dimanfaatkan dan dibina 

41 41 PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KEBUDAYAAN 

Kegiatan Pelestarian Kesenian 
Tradisional yang masyarakat 
pelakunya dalam daerah 
kabupaten/kota 

 

     Sub Kegiatan Pelindungan, 
pengembangan, pemenfaatan 
objek pemajuan tradisi budaya 

Sub Kegiatan ini Merupakan Kegitan 
untuk Fasilitasi Kegiatan 
Pelindungan, pengembangan, 
pemenfaatan objek pemajuan tradisi 
budaya yang ada dikabupaten Rokan 

Hulu yang mana pada tahun 2022 
telah mencapai target yang 
ditetapkan 
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     Sub Kegiatan Pembinaan 
Sumber Daya Manusia, 
Lembaga, dan Pranata 

Tradisional 

Sub Kegiatan ini Merupakan Kegitan 
untuk Pembinaan Sumber Daya 
Manusia, Lembaga, dan Pranata 

Tradisional yang ada dikabupaten 
Rokan Hulu yang mana pada tahun 
2022 telah mencapai target yang 
ditetapkan 

6 Jumlah Penyelenggaraan 
Kegiatan Seni dan Budaya 

20 35  Sub Kegiatan Pemberian 
Penghargaan kepada pihak yang 

berprestasi atau berkontribusi 
luar biasa sesuai dengan 
prestasi dan kontribusinya 
dalam pemajuan kebudayaan 

Sub Kegiatan ini Merupakan Kegitan 
untuk Pemberian Penghargaan 

kepada pihak yang berprestasi atau 
berkontribusi luar biasa sesuai 
dengan prestasi dan kontribusinya 
dalam pemajuan kebudayaan yang 
ada dikabupaten Rokan Hulu yang 

mana pada tahun 2022 telah 
mencapai target yang ditetapkan 

     Kegiatan Pembinaan Lembaga 
Adat yang Penganutnya dalam 

Daerah Kabupaten/Kota 

 

     Sub Kegiatan Pelindungan, 

Pengembangan, Pemanfaatan 
Objek Pemajuan Lembaga Adat 

Sub Kegiatan ini Merupakan Kegitan 

untuk Pelindungan, Pengembangan, 
Pemanfaatan Objek Pemajuan 
Lembaga Adat yang ada dikabupaten 
Rokan Hulu yang mana pada tahun 
2022 telah mencapai target yang 
ditetapkan 

7 Jumlah warisan budaya tak 
benda/karya budaya yang 
direvitalisasi dan  
inventarisasi 

3 5 PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
KESENIAN 
TRADISIONAL 

Kegiatan Pembinaan Kesenian 
yang masyarakatnya pelakunya 
dalam daerah kabupaten/kota 

 

     Sub Kegiatan Peningkatan 

Kapasitas Tata Kelola Lembaga 

Kesenian Tradisional 

Sub Kegiatan ini Merupakan Kegitan 

untuk Peningkatan Kapasitas Tata 

Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 
yang ada dikabupaten Rokan Hulu 
yang mana pada tahun 2022 telah 
mencapai target yang ditetapkan 
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    PROGRAM 
PEMBINAAN 
SEJARAH 

Kegiatan Terlaksananya 
Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 
Daerah 

 

    Sub Kegiatan Peningkatan Akses 
Masyarakat terhadap Data dan 
Informasi Sejarah 

Sub Kegiatan ini Merupakan Kegitan 
untuk Peningkatan Akses 
Masyarakat terhadap Data dan 
Informasi Sejarah yang ada 
dikabupaten Rokan Hulu yang mana 
pada tahun 2022 telah mencapai 

target yang ditetapkan 

8 Persentase  Cagar Budaya 
yang dilestarikan dan dikelola 

5,25 5,25 PROGRAM 
PELESTARIAN DAN 
PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA 

Kegiatan Pengelolaan Cagar 
Budaya Peringkat 
Kabupaten/Kota 

 

    Sub Kegiatan Pelindungan Cagar 
Budaya 

Sub Kegiatan ini Merupakan Kegitan 
untuk Pelindungan Cagar Budaya 
yang ada dikabupaten Rokan Hulu 
yang mana pada tahun 2022 telah 
mencapai target yang ditetapkan 

9 Persentase koleksi Cagar 
Budaya Benda yang dilindungi 

0 0 PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PERMUSEUMAN 

Kegiatan Pengelolaan Museum 
Kabupaten/Kota 

Indicator Kinerja Utama ini 
Merupakan Kegitan untuk 

Pelindungan, Pengembangan, dan 
Pemanfataan Koleksi secara Terpadu 
yang ada dikabupaten Rokan Hulu 
yang mana pada tahun 2022 tidak 
dianggarkan di APBD 2022 

1
0 

Terbangunnya Cikal Bakal 
Museum (Sarana dan 

Prasarana) 

35 0  Sub Kegiatan Pelindungan, 
Pengembangan, dan 

Pemanfataan Koleksi secara 
Terpadu 

Indicator Kinerja Utama ini 
Merupakan pada PROGRAM 

PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 
secara Terpadu yang ada 
dikabupaten Rokan Hulu yang mana 
pada tahun 2022 tidak dianggarkan 
di APBD 2022 
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19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 

Tabel 2.145 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Perpustakaan danArsip 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA (IKU) 
PROGRAM KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tingkat Kegemaran 

Membaca Masyarakat  
 
Indeks Pembangunan 
Literasi Masyarakat  
 
Rasio perpustakaan 

persatuan penduduk  
 
Jumlah pengunjung 
perpustakaan pertahun 
 
Koleksi buku yang tersedia 

diperpustakaan daerah 
 
Rasio pustakawan, tenaga 
teknis dan penilai yang 
bersertifikat 
 

Persentase Perangkat 
Daerah yang mengelola 
arsip secara baku  
 
Tingkat Ketersediaan Arsip 
Sebagai Bahan 
Akuntabilitas Kinerja 

1. Program 

Pembinaan 
Perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Program 
Pengelolaan 
Arsip 

 
 

1. Pembudayaan 

Gemar Membaca 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Pengelolaan 
Simpul Jaringan 
Informasi 
Kearsipan 
Nasional Tingkat 
Kabupaten/Kota 

 

 

1. 10 Persen 

 

2. 9,06 
 

3. 0,0003 

 
4. 5.245 

Orang 
 
5. 49.319 

eksemplar 
 
6. 0,0022 
 
 
 
7. 40 Persen 
 

 
 
8. 58 Persen 

1. 26,88 Persen 

 
 
2. 11,34 
 
 
3. 0,0004 

 
 
4. 12.990 Orang 
 
 
5. 48.318 Eksemplar 

 
 

6. 0,0001 
 

 
7. 2,22 Persen 

Massfdddfgghjjjkl;’’ 

 
8. 68,75 Persen 

Masih adanya 

Dampak Virus 
Covid-19 
sehingga 
pelayanan 
perpustakaan 
maupun 

kearsipan belum 
optimal 
 
Anggaran yang 

masih minim 

Sarana dan 

prasarana yang 

belum memadai 

 
SDM yang belum 

memadai dari 

segi kompetensi 

maupun jumlah 
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, sebenarnya perencanaan dinas perpustakaan dan arsip sudah 

bisa merencanakan agar Dinas Perpustakaan dan Arsip memenuhi target kinerja sebab kegiatan yang menunjang 

indikator kinerja sudah ada yang bisa dianggarkan pada APBD murni 2022. Akan tetapi, saat wabah Virus Covid-19 

melanda dunia dan Kabupaten Rokan Hulu Khususnya masih terdampak sehingga terjadi devisit anggran hampir pada 

seluruh OPD di Kabupaten Rokan Hulu. Anggran ini dimaksudkan untuk membiayai pencegahan dan penanganan 

Covid-19 yang masih berdampak pada Kabupaten Rokan Hulu. Pada kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat 

kabupaten/ Kota, Pada Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersetifikat tidak mencapai target 

dikarenakan pada awal perencanaan tidak bisa dianggarkan subKegiatan yang menunjangnya, dikarenakan sifatnya 

mengumpulkan orang. Hal ini dikarenakan dampak Covid-19 yang masih ada sehingga subkegiatan yang berbentuk 

Diklat tidak bisa dilaksanakan. Pada koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah, pada tahun 2022 ini Dinas 

Perpustakaan dan Arsip tidak ada menganggarkannya,dikarenakan devisit pada awal perencanaan. Sehingga realisasi 

terget capaiannya tidak sampai 100%. Pada kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 

Tingkat Kabupaten/ Kota, pada persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sangat jauh dari 

target yang dibuat. Hal ini disebabkan, pada tahun 2022 dilaksanakan audit eksternal kearsipan yang menyeluruh 

kesemua OPD dengan format terbaru, sehingga banyak OPD yang belum siap dalam melaksanakannya. Pada OPD 

yang di audit juga terkendala pada SDM yang mengelola kearsipan, sehingga realisasi target capaian dari kinerja ini 

sangat rendah hanya 2,22% dari yang seharusnya 40%. 

 Solusi yang disarankan adalah pertama menganggarkan subkegiatan yang mendukung target kinerja pada 

tahun 2023. Kedua, melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada bidang perpustakaan maupun bidang 

kearsipan. Pada tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Arsip mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Perpustakaan 

Nasional. Dari dana DAK tersebut telah selesai dibangun Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan yang sesuai standar. 
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Ketiga, SDM perpustakaan dan Kearsipan belum memadai dari segi jumlah maupun kompetensi. Sehingga 

dibutuhkan penambahan SDM dan Pelatihan yang meningkatkan Kompetensi personil Perpustakaan maupun 

kearsipan. Pada dasarnya, program kegiatan yang sudah ada pada dinas perpustakaan dan arsip tahun 2022 sudah 

dapat menunjang atau mendukung indikator kinerja utama. Akan tertapi karena masih adanya permasalahan Wabah 

Covid-19 ini berakibat kegiatan- kegiatan yang menunjang indikator ini tidak dapat dilaksanakan sehingga beberapa 

realisasinya jauh dari target yang ditetapkan semula. Karena pada dasarnya Dinas Perpustakaan dan Arsip ini adalah 

Dinas yang mengutamakan Pelayanan dan Pembinaan, baik dibidang Perpustakaan maupun Kearsipan. 

 

20. DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 

Tabel 2.146 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

YANG DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG CAPAIAN 
TARGET KINERJA YANG 

TELAH DITETAPKAN 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Jumlah Produksi 

Peternakan 

68.438 Ekor  68.241 Eko Program Penyediaan 

Dan Pengembangan 
Sarana Pertanian 

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan 

Hijauan Pakan Ternak yang 
Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota Lain 

Perlunya Pengawasan 

lalu lintas ternak 

 

Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang 
Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota 

Lain 

Penyediaan Hijauan Pakan 

Ternak yang mandiri dan 

berkelanjutan 

 

Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang 
Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota 
Lain 

 

 2 Jumlah Produksi 775.620 777.390 Program Penyediaan Pembangunan Prasarana Pertanian Pelaksanaan Kegiatan pada 
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Perkebunan Rakyat Ton/Tahun Ton/Tahun Dan Pengembangan 
Prasarana Pertanian 

awal tahun 

 

     Pembangunan, Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 

Perlunya prasarana yang 

tersedia dan memadai 

 

     Pembangunan, Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana Pertanian 
Lainnya 

 

 

    Program Perizinan 
Usaha Perkebunan 

Penerbitan Izin Usaha Pertanian 
yang Kegiatan 

Usahanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Melakukan pengawasan 

dan peninjauan Izin Usaha 

Pertanian 

 
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan 
Izin Usaha Pertanian 

 

 

3 Persentase penurunan 
kejadian dan jumlah kasus 
penyakit hewan menular 

4,75 Persen -10,71 
Persen 

Program Pengendalian 
Kesehatan Hewan Dan 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner 

Penjaminan Kesehatan Hewan, 
Penutupan dan Pembukaan Daerah 
Wabah Penyakit Hewan Menular 
Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Tersedianya Obat-obatan 

dan vaksin hewan tern 

 

Pengendalian dan Penanggulangan 
Penyakit Hewan dan Zoonosis 

Peningkatan SDM dan 

pelayanan Kesehatan 

hewan 

 
 

21. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Tabel 2.147 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 

TARGET 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

NAMA PROGRAM 

PENDUKUNG CAPAIAN 
TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 
KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN DALAM 

RANGKA MENDUKUNG 
CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG TELAH 
DITETAPKAN 

1 Persentase Pasar Rakyat 
yang berkondisi baik 
 

43 Persen 
 

43,75 Persen Program Peningkatan 
Sarana Distribusi 
Perdagangan  

Kegiatan  Pembangunan dan 
Pengelolaan Sarana Distribusi 
Perdagangan Sub Kegiatan Penyediaan 

1. Jumlah Pasar yang 
dibangun sebanyak 21 
Pasar (15 Unit 
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 sarana Distribusi Perdagangan 
 

Pembangunan Los pasar 
dan 6 Unit Semenisasi 
Pasar ) 

2 Persentase Alat-alat 
Ukur, Takar, Timbang 
dan Perlengkapannya 
(UTTP) Bertanda Tera 
Sah yang Berlaku  

15,57 
Persen 

 

20,77 Persen Program Standarisasi dan 
Perlindungan Konsumen 
 

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, 
Berupa Tera, Tera Ulang, dan 
Pengawasan 
1. Sub Kegiatan  Pelaksanaan Metrologi 

Legal, Berupa Tera/ Tera Ulang 
2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi 

Legal 

- Sesuai dengan Undang-
Undang No.2 Tahun 1981 
tentang metrologi legal 
yaitu terciptanya 
perlindungan konsumen 
terhadap peralatan yang 

dimiliki oleh pemilik alat 
UTTP 
- Terwujudnya pasar 

tertib ukur di setiap 
Kecamatan di 
Kabupaten Rokan Hulu. 

- Terlaksananya kalibrasi 
peralatan standar 
ukuran untuk 
pelayanan tera dan 
tera ulang serta 
pengawasan 
kemetrologian dalam 

rangka terwujudnya 
perlindungan 

konsumen dan tertib 
niaga. 

 

3 Pertumbuhan Jumlah 
Industri Kecil dan 
Menengah (IKM) 

2,2 
Persen 

 

1,43 Persen Program Perencanaan dan 
Pembangunan Industri 
 

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi 
Rencana Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota  
1. Sub Kegiatan  Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Industri 

 
2. Sub Kegiatan Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri dan Peran 
Serta Masyarakat 

1. Pembebasan lahan 

untuk SIKIM  (Sentra  
Industri Kecil dan 
Menengah) seluas 4989 

m2  di Desa Tanjung 
Belit Kecamatan 
Rambah 

2.  A. Pelatihan Olahan 
Makanan dari Ikan Patin 
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 selama 2 Hari di Desa 
Batang Kumu 
Kecamatan Tambusai 

dengan Peserta 
sebanyak 10 Orang 

    B. Bantuan 
Alat/Peralatan untuk 
IKM dengan rincian 
Sebagai berikut : 

 
- Alat Pengolahan 

Tahu/Tempe 4 IKM 
Peralatan Pandai Besi 2 
IKM 

- Peralatan Pengolahan 
Jahe 3 IKM 

- Peralatan Sablon 1 IKM 
- Peralatan Pengolah Kopi 

1 IKM    

4 Cakupan Bina Kelompok 
Pengrajin  

3,52 
Persen 

 

2,81 Persen - - - 
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22. BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Tabel 2.148 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN YANG 
DILAKSANAKAN DALAM 
RANGKA MENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 
KINERJA YANG TELAH 

DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Program Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah 

 

1 
Persentase Pendapatan 
Asli Daerah Terhadap 
Total Pendapatan 

11,86% 6,75%  
1. Pengendalian, Pemeriksaan dan 

Pengawasan Pajak Daerah 
 

 

2. Analisa dan Pengembangan Pajak 

Daerah, serta Penyusunan 
Kebijakan Pajak Daerah 

 

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan 
Pajak Daerah 

 

4.  Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan 

 

5. Pengelolahan, Pemeliharaan dan 

Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 
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23. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Tabel 2.149 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

YANG DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA YANG 
TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Persentase Pejabat ASN 

yang mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan Struktural 
dan Fungsional  

1,37 % 13,14 % KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

Pengembangan Kompetensi ASN  

Koordinasi dan Kerjasama 
Pelaksanaan Diklat  

2 Persentase ASN yang 
mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan Formal 

2,97 % 6,13 % KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

Pengembangan Kompetensi ASN  

Koordinasi  dan Kerjasama 
Pelaksanaan Diklat 

Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 

3 Rasio PNS Berpendidikan 

Tinggi (PT) 
1,65 % 70,43 % KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Pengadaan, Pemberhentian, dan 

Informasi Kepegawiaian ASN 

 

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan 
PNS dan PPPK 

4 P Rasio Jabatan Fungsional 
Bersertifikat Kompetensi 

(%) (PNS tidak termasuk 
guru dan tenaga 
kesehatan) 

3,79 % 28,39 KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

Pengembangan Kompetensi ASN  

     Sosialisasi dan Penyebaran Informasi 
Jabatan Fungsional 

 

5 Persentase Penempatan 
ASN Sesuai Dengan 

Kompetensi 

100 % 100 % KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

Penilaian dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

 

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur 

Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 

Mutasi dan Promosi ASN 

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 
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Pengelolaan Promosi ASN 

Pengadaan, Pemberhentian, dan 
Informasi Kepegawiaian ASN 

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 

6 Persentase Kasus 
Pelanggaran Disiplin 

0,52 % 0,31 % KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

Penilaian dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

 

Pengelolaan penyelesaian 

pelanggaran disiplin ASN 

 
 

24. BADAN PENGELOLAAN KUANGAN DAN ASET DAERAH 

Tabel 2.150 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

CATATAN TERHADAP 

PROGRAM DAN 
KEGIATAN YANG 

DILAKSANAKAN DALAM 
RANGKA MENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 

KINERJA YANG TELAH 
DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

I 
 

Persentase Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (BMD). 

50 % 50 % 
Program Pengelolaan 
Barang Milik Daerah. 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.  

1  1 Dokumen 1 Dokumen  Penyusunan Standar Harga. Baik 

2  1 Dokumen 1 Dokumen 
 

Penyusunan perancanaan kebutuhan 
barang milik daerah. 

Baik 

3  1 Dokumen 1 Dokumen 
 

Penyusunan kebijakan pengelolaan barang 
milik daerah. 

Baik 

4  1 Laporan 1 Laporan  Penatausahaan Barang Milik Daerah. Baik 

5  1 Laporan 1 Laporan  Inventarisasi barang milik daerah. Baik 

6  50 Laporan 50 Laporan   Pengamanan barang milik daerah Baik 

7  1 Laporan 1 Laporan  Penilain barang milik daerah Baik 

8  30 
Dokumen 

30 
Dokumen  

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 
Penghapusan Barang Milik Daerah. 

Baik 

9  2 Laporan 2 Laporan  Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Baik 
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laporan barang milik daerah. 

10  5 Laporan 5 Laporan 
 

Penyusunan Laporan Barang Milik 
Daerah. 

Baik 

11  46 orang 46 orang 
 

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Baik 

II Opini BPK Terhadap 
Laporan Keuangan. 

WTP WTP 
Program Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN 
RENCANA ANGGARAN DAERAH. 

Baik 

III Penetapan APBD Tepat 
Waktu. 

Tepat 
Waktu 

Tepat Waktu 
  

12  2 Dokumen 2 Dokumen 
 

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan 
PPAS. 

Baik 

13  2 Dokumen 2 Dokumen 
 

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 
KUA dan Perubahan PPAS. 

Baik 

14  46 
Dokumen 

46 Dokumen 
 

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 
RKA-SKPD. 

Baik 

15  46 
Dokumen 

46 
Dokumen 

 
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 
Perubahan RKA-SKPD. 

Baik 

16  46 
Dokumen 

46 Dokumen 
 

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 
DPA-SKPD. 

Baik 

17  46 
Dokumen 

46 Dokumen  Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 
Perubahan DPA-SKPD.. 

Baik 

18  3 Dokumen 3 Dokumen 
 

Koordinasi dan penyusunan peraturan 
daerah tentang APBD dan peraturan 
kepala daerah tentang penjabaran APBD 

Baik 

19  6 Dokumen 6 Dokumen 

 

Koordinasi dan penyusunan peraturan 
daerah tentang perubahan APBD dan 
peraturan Kepala Daerah tentang 
penjabaran perubahan APBD 

Baik 

20  2 Dokumen 2 Dokumen 
 

Koordinasi dan penyusunan regulasi serta  
kebijakan Bidang Anggaran. 

Baik 

21  4 
Dokumen 

4 
Dokumen 

 
Koordinasi perencanaan anggaran 
pendapatan 

Baik 

22  4 

Dokumen 

4 

Dokumen 
 

Koordinasi perencanaan anggaran belanja 

daerah  

Baik 

23  2 Kali 2 Kali 
 

Pembinaan penganggaran daearah 
pemerintah kabupaten /kota. 

Baik 

    
 

KOORDINASI DAN PENGELOLAAN 
PERBENDAHARAAN DAERAH. 

Baik 
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24  12 Dokumen 12 Dokumen  Koordinasi dan pengelolaan kas daerah. Baik 

25  2 Dokumen 2 Dokumen 
 

Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan 
penerbitan anggaran kas dan SPD. 

Baik 

26  1 Dokumen 1 Dokumen 

 

Koordinasi fasilitasi asistensi singkronisasi 
supervise monitoring dan evaluasi 
pengelolaan dana perimbangan dan dana 
transfer lainnya. 

Baik 

27  5 laporan 5 laporan 

 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran 

Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan 
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan 
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga 
(PFK). 

Baik 

 

  
 
 
  

28  2 Dokumen 2 Dokumen 

 

Rekonsiliasi data penerimaan dan 
pengeluaran kas serta pemungutan dan 
pemotongan atas SP2D dengan instansi 
terkait.  

Baik 

29  1 Dokumen 1 Dokumen 

 

Petunjuk teknis administrasi keungan 
yang berkaitan dengan penerimaan dan 
pengeluaran kas serta penatausahaan 
dan pertanggungjawaban sub kegiatan.  

Baik 

30  150 
Peserta 

150 Peserta 
 

Pembinaan penatausahaan keuangan 
pemerintah kabupaten kota. 

Baik 

    

 

KOORDINASI DAN PELAKSANAAN 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 
DAERAH. 

 

31  1 laporan 1 laporan 
 

Koordinasi pelaksanaan akuntansi 
penerimaan dan pengeluaran kas daerah. 

 

32  1 Dokumen 1 Dokumen 
 

Rekonsiliasi dan verikasi aset kewajiban 
ekuitas pendapatan belanja pembiayaan 
pendapatan LO dan beban.  

 

33  1 laporan 1 laporan 
 

Koordinasi  Penyusunan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
bulanan triwulan dan semesteran. 

 

34  2 laporan 2 laporan 
 

Koordinasi laporan keuangan SKPD BLUD 
dan laporan keuangan pemerintah daerah  

 

35  4 Dokumen 4 Dokumen 
 

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
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Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota. 

36  1 Dokumen 1 Dokumen 
 

Penyusunan tanggapan/tindak lanjut 
terhadap LHP BPK atas laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

 

37  1 Dokumen 1 Dokumen 
 

Koordinasi singkronisaasi dan 
penyelesaian tuntutan perbendaharaan 

dan tuntutan kerugian daerah  

 
  

38  1 Dokumen 1 Dokumen 
 

Penyusinan analisis laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

 

39  1 Dokumen 1 Dokumen 
 

Penyusunan Kebijakan dan Panduan 
Teknis Operasional Penyelenggaraan 
Akuntansi Pemerintah Daerah. 

 

40  1 Dokumen 1 Dokumen 

 

Penyusunan sistem dan prosedur 

akuntansi dan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah.   

 

41  100 Orang 100 Orang 
 

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

 

42  1 lembaga 1 lembaga 
 

Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD 
Kabupaten/Kota. 

 

43  1 laporan 1 laporan 
 

Koordinasi dan penyusunan statistik 
keuangan Pemerintahan Daerah. 

 

    
 

PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI 
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH 
DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH. 

 

44  2 orang 2 orang 
 

Pembinaan sistem informasi 
pemerintahan daerah bidang keuangan 

daerah pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 361 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

25. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 

Tabel 2.151 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan 

Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

DALAM PENJA 
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

YANG DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA YANG 
TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Persentase Peningkatan SDM  

Petani dan Kelembagaan 

Petani 

40% 30.33% Program 

Penyuluhan 

Pertanian 

Pelaksanaan Penyuluhan 

Pertanian/Pengembangan Kapasitas 

Kelembagaan Petani di Kecamatan dan 

Desa/Penjaminan Kemurnian dan 

Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 

 

2. Produktivitas  Padi 42,39  KW/Ha 46.72 

KW/Ha 

Program penyediaan 

dan pengembangan 

Sarana pertanian 

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/Sub 

Kegiatan Pengembangan Kapasitas 

Kelembagaan Petani di Kecamatan dan 

Desa/Penjaminan Kemurnian dan 

Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 

 

3. Produksi Padi 26,325,06 

Ton/Tahun 

21,877.37 

Ton/Tahun 

Program penyediaan 

dan pengembangan 

Sarana pertanian 

  

4. Produksi Bawang 136 Ton/Tahun 11.00 
Ton/Tahun 

Program penyediaan 
dan pengembangan 
Sarana pertanian 

Pengawasan Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian Sesuai Dengan 
Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 

 

5. Produksi Cabai 380 Ton/Tahun 615.30 
Ton/Tahun 

Program penyediaan 
dan pengembangan 
Sarana pertania 

Pengawasan Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian Sesuai Dengan 
Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 
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26. SEKRETARIAT DAERAH 

Tabel 2.152 Analisis Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO INDIKATOR KINERJA  
TARGET 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

NAMA PROGRAM 
PENDUKUNG 

CAPAIAN TARGET 

KINERJA 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
PENDUKUNG CAPAIAN TARGET KINERJA 

CATATAN TERHADAP 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

YANG DILAKSANAKAN 
DALAM RANGKA 

MENDUKUNG CAPAIAN 

TARGET KINERJA YANG 
TELAH DITETAPKAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Persentase Fasilitasi 

Penyelesaian Sengketa 

Tanah Garapan Daerah 

Kabupaten/Kota 

90% 94,20% Program 

Penyelesaian 

Sengketa Tanah 

Garapan 

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 
Daerah Kabupaten/Kota  

 

2 Persentase pemenuhan 

kebutuhan administrasi 

perkantoran 

85% 84,95% Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan  

Daerah Kabupaten 

/Kota 

  

3 Persentase pemenuhan 

kebutuhan gedung dan 

perlengkapan kerja 

80% 80%    

4 Persentase Tingkat 

kepuasan terhadap 

layanan tata usaha, 

rumah tangga, protokoler 

dan komunikasi pimpinan 

80% 80%    

5 Nilai Sistem akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) 

B B    

6 Indeks Reformasi 

Birokrasi 

CC CC    

7 Indeks Kepatuhan 88 82,88    
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Terhadap Standar 

Pelayanan 

8 Persentase ketersediaan 

dokumen perencanaan, 

keuangan dan laporan 

yang terselesaikan tepat 

waktu 

80% 80%  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

 

9 Persentase Pemenuhan 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

100% 100%  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  

10 Persentase Pelaksanaan 

Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah 

80% 80% 

 

Administrasi Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

 

11 Persentase Pelaksanaan 

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

90% 90%  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  

12 Persentase Fasilitasi 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

90% 88,64%  Administrasi Umum Perangkat Daerah  

13     Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

 

14     Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 

15     Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

 

16     Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 

17     Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah  

18     Penataan Organisasi  

19     Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan  

20 Skor LPPD 3,05 0 Program 

Pemerintahan Dan 
Kesejahteraan 
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Rakyat 

21 Indeks Kinerja Kecamatan Baik Baik    

22 Persentase Indeks 

Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) 

100% 100%    

23 Persentase Fasilitasi 

penanganan 

permasalahan kebijakan 

bidang kesejahteraan 

rakyat dan keagamaan 

90% 90%    

24 Persentase Penetapan 

Produk Hukum 

95% 99,91    

25 Persentase kerjasama 

dalam negeri yang aktif 

80% 80%    

26 Persentase Pelaksanaan 

Administrasi Tata 

Pemerintahan 

90% 90%  Administrasi Tata Pemerintahan  

27 Persentase Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat 

90% 90%  Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  

28 Persentase Fasilitasi 

Pelaksanaan Koordinasi 

Hukum 

90% 205,2%  Fasilitasi dan Koordinasi Hukum  

29 Persentase Pelaksanaan 

Fasilitasi Kerjasama 

Daerah yang aktif 

90% 90%  Fasilitasi Kerjasama Daerah  

30 Persentase Fasilitasi 

penanganan 

permasalahan kebijakan 

bidang perekonomian 

93% 93% Program 
Perekonomian Dan 
Pembangunan 

  

31 Persentase Pelaksanaan 

Kebijakan Pembangunan 

Daerah 

98% 97%    

32 Persentase jumlah total 

proyek konstruksi yang 

100% 100%    
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dibawa ke tahun 

berikutnya. Yang 

ditandatangani pada 

kuartal pertama 

33 Persentase jumlah 

pengadaan yang 

dilakukan dengan metode 

kompetitif 

15% 13%    

34 Rasio nilai belanja yang 

dilakukan melalui 

pengadaan 

42% 43%    

35 Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Cukup kurang    

36 Persentase Fasilitasi 

penanganan 

permasalahan kebijakan 

bidang perekonomian 

90% 90%  Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian  

37 Persentase Pelaksanaan 

Kebijakan Pembangunan 

Daerah 

97% 97%  Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  

38 Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Cukup 

 

kurang  Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  

39 Persentase jumlah total 

proyek konstruksi yang 

dibawa ke tahun 

berikutnya. Yang 

ditandatangani pada 

kuartal pertama 

100% 100%    

40 Persentase jumlah 

pengadaan yang 

dilakukan dengan metode 

kompetitif 

15% 13%    



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 
 366 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

41 Rasio nilai belanja yang 

dilakukan melalui 

pengadaan 

42% 43%    

42 Persentase Fasilitasi 

pemantauan kebijakan 

Sumber Daya Alam 

85% 85%  Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam  

 



 

 

 

 

 

 

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS 

PEMBANTUAN

  TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG 

DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN 
 

  TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG 

DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN 
 

  PERMASALAHAN DAN KENDALA 
 

  SARAN DAN TINDAK LANJUT 

 

 

 

 

BAB 

3 
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BAB III 
 

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN 

 TUGAS PEMBANTUAN 
 

1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari 

Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban melaporkan 

dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan 

kepada yang menugaskan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan 

dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, 

sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan 

semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan 

sekalipun kepada daerah. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi 

berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk 

menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas 

dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan 

kota. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 

pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas 

pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian 

permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan 

pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. 

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, 

pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari pemerintah 

dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan 

pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Dasar 

hukum penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
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3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 

4. Undang – undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4816); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim 

Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten / Kota; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 Tentang 

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 Tentang 

Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggran; 
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13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tentang 

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga; 

 

Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi 

kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah harus 

didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. 

Pengaturan pendanaan kewenangan pemerintah melalui APBN mencakup 

pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada 

gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan 

pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan 

kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Dana tugas 

pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di 

daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara 

program dan kegiatan yang didanai dari APBN melalui program dan 

kegiatan yang didanai dari APBD.  

Secara normatif bahwa kemampuan keuangan Negara 

dimaksudkan bahwa pengalokasian dana dekonstrasi disesuaikan dengan 

kemampuan APBN dalam mendanai urusan pemerintahan pusat melalui 

anggaran kementrian/lembaga. Keseimbangan pendanaan di daerah 

dimaksudkan bahwa pengalokasian dana tugas pembantuan 

mempertimbangkan besarnya transfer belanja pusat ke daerah dan 

kemampuan keuangan daerah, agar alokasi dana tugas pembantuan 

menjadi lebih efektif, efisien dan tidak terkonsentrasi di suatu daerah 

tertentu. Dengan demikian pengalokasian dana tugas pembantuan untuk 

pemerintah daerah ditujukan pada kebutuhan pembangunan daerah yang 

disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan 

daerah. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian 

urusan  pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang 

dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan 

daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban.  
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2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI 

PROVINSI 

Tugas Pembantuan  adalah Penugasan dari Pemerintah kepada 

pemerintah Daerah dengan kewajiban melaporkan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan kepada yang menugaskan. Pendanaan 

dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan 

pemerintah melalui Kementerian negara / lembaga kepada Kepala Daerah 

(Gubernur / Bupati / Walikota) atas beban APBN dan dipergunakan untuk 

kegiatan yang bersifat fisik. Dana tugas pembantuan bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah serta 

menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan 

kegiatan yang didanai dari APBN melalui program dan kegiatan yang 

didanai dari APBD. 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 menerima 1 

(Satu) Tugas Pembantuan dari pemerintah Pusat melalui Kementerian 

Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan 1 

(satu) dari Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh 

2 (Dua) Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Tanaman 

Pangan dan Holtikultura dan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten 

Rokan Hulu. 

Dengan demikian, penyelenggaraan tugas pembantuan yang 

diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dijelaskan 

secara rinci sebagai berikut : 

 

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara 

membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan 

anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran. 
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3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten 

Rokan Hulu 

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu 

Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan Oleh Pusat melalui 

Kementerian Pertanian RI untuk Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu melalui DIPA Dinas Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. 

1. Target Kinerja 

Tugas Pembantuan tahun 2022 yang diberikan oleh Pusat Lewat DIPA 

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultultura Provinsi Riau 

kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu 

ada sebanyak 1 (satu) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

sebagai berikut : 

1. Tugas Pembantuan (APBN) Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian.  

Nomor : SP DIPA-018.08.099322/2022 Tgl 17 November 2021, 

terdapat 2 (dua) Progam yaitu Program Ketersediaan,Akses dan 

Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen 

dan Dukungan Tejnis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 

dengan anggaran sebesar Rp 721.345.000.  

Tabel 3.1  Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat 

(Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian) yang 

Dilaksanakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN 
TARGET KINERJA 

VOLUME KEUANGAN  

1 2 3 4 

II Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi 
Pangan Berkualitas 

  
659,685,000 

A Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk 
Pertanian 

3 Unit 315,000,000 

1 Pembangunan Embung Pertanian 2 Unit 240,000,000 

  - Pembangunan Embung Pertanian Desa Rambah 
Utama Kec. Rambah Samo (Poktan Karya 
Mandiri) 

1 Unit 120,000,000 

  - Pembangunan Embung Pertanian Desa Rambah 
Utama Kec. Rambah Samo (Poktan Margo 
Subur) 

1 Unit 120,000,000 

2 Rahabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 1 Unit 75,000,000 

  - Rahabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa 
Rambah Baru Kec. Rambah Samo (P3A Tirto 
Marto) 

1 Unit 75,000,000 

B Kegiatan Bimtek, Monitoring dan Evaluasi 
Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 

1 Kegiatan 10,000,000 

1 Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan 

mesin pertanian 

1 Kegiatan 10,000,000 

C Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 1 Kegiatan 334,685,000 
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1 e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk 
Bersubsidi 

1 Kegiatan 187,275,000 

2 Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk 
Bersubsidi 

1 Kegiatan 147,410,000 

II Program Dukungan Manajemen dan 
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana 
dan Sarana Pertanian 

1 Kegiatan 61,660,000 

A Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 Kegiatan 61,660,000 

1 Layanan Umum 1 Kegiatan 61,660,000 

 
JUMLAH 

 
721,345,000 

 

2. Tugas Pembantuan (APBN) Dirjen Tanaman Pangan 

Nomor : SP DIPA - 018-03.4.099314/2022 terdapat 1 (satu) program 

Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan 

anggaran sebesar Rp 912.260.000,-.  

Tabel 3.2  Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat 

(Dirjen Tanaman Pangan) yang Dilaksanakan 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA 

VOLUME KEUANGAN  

1 2 3 4 

I 
Program Keersediaan, Akses dan Konsumsi 

Pangan Berkualitas 

 912,260,000 

A 
Kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, 
Monitoring dan Evaluasi 

 14,220,000 

1 Belanja Bahan (Kecamatan Rambah Samo)   

  
 - Penyusunan dan Pengandaan JuknisKegiatan 

Serealia 
1 Paket 1,000,000 

   - Konsumsi Rapat Koordinasi Kegiatan Serealia 80 OK 4,720,000 

2 Belanja Barang Persediaan Barang  Konsumsi    

   - ATK dan Bahan Komputer Kegiatan Serealia 4 Paket 2,000,000 

3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa   

  
- Perjalanan Identifikasi dan Verifikasi CPCL 

Pelaksnaan Monitoring dan Pelaporan 

30 OH 4,500,000 

  
- Perjalanan Konsultasi/Koordinasi ke Provinsi 
Kegiatan Serealia 

2 OK 2,000,000 

B 
Kegiatan Kawasan Padi Kaya Gizi 
(Biofortifikasi) 

 898,040,000 

  Budidaya Padi Biofortifikasi   

1 
Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk 
diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 

  

  - Bantuan Benih Padi (25 Kg/Ha) 572 Ha 157,300,000 

  - Bantuan Pupuk (100Kg/Ha) 572 Ha 629,200,000 

  - Bantuan Pupuk  Hayati (1 Paket/Ha) 572 Ha 111,540,000 

 JUMLAH  912,260,000 
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2. Realisasi  

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2022 yang diberikan 

oleh Pusat Lewat Dipa Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 

Hortikultultura Provinsi Riau kepada Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu ada sebanyak 1 (satu) Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di berikan oleh : 

1. Tugas Pembantuan (APBN) Dirjen Prasarana dan Sarana 

Pertanian.  

Nomor : SP DIPA-018.08.099322/2022 Tgl 17 November 2021, 

terdapat 2 (dua) Progam yaitu Program Ketersediaan,Akses dan 

Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen 

dan Dukungan Tejnis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana 

Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 721.345.000 dengan 

realisasi sebesar Rp 721.345.000,- atau 100%. adapun rincian 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Program Ketersediaan,Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 

dengan 3 (tiga) kegiatan : 

• Kegiatan Pengelolaan Air irigasi untuk pertanian,malalui 

pembangunan 2 (dua) unit embung pertanian dengan lokasi 

Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo (Poktan 

Karya Mandiri dan Poktan Margo Subur) dengan Anggaran Rp 

315.000.000 dan terealisasi 100%. dan rehabilitasi 1(satu) 

unit jaringan irigasi tersier dengan lokasi Desa Rambah Baru 

Kecamatan Rambah Samo (P3A Tirto Marto) dengan anggaran 

Rp.75.000.000 dan terealisasi 100%. 

 Kegiatan Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan 

Mesin Pertanian dengan anggaran Rp.10.000.000 dan 

terealisasi 100%. 

 Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida melalui e-RDKK untuk 

Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi serta Layanan 

Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi dengan 

anggaran Rp334.685.000 dan terealisasi 100%. 
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b. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melalui kegiatan layanan 

umum dengan anggaran Rp 61.660.000 dan terealisasi 100%. 
 

2.Tugas Pembantuan (APBN) Dirjen Tanaman Pangan 

Nomor : SP DIPA - 018-03.4.099314/2022 terdapat 1 (satu) 

program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 

dengan anggaran sebesar Rp 912.260.000,- dengan realisasi 

sebesar Rp 912.260.000,- atau 100%. adapun rincian kegiatan 

sebagai berikut dan 2 (dua) kegiatan yakni : 

a. Kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi 

dengan realisasi keuangan RP. 14.220.000,-.  

b. Kegiatan Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) dengan Pagu 

Anggaran Rp. 898.040.000,-. dengan rincian berupa Belanja 

Barang Bantuan Lainnya Untuk diserahkan Kepada 

Masyarakat/Pemda seperti Bantuan Benih Padi (25 Kg/Ha), 

Bantuan Pupuk (100Kg/Ha), Bantuan Pupuk  Hayati (1 

Paket/Ha).
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 Tabel 3.3  Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian) yang 

Dilaksanakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 

Kementerian / 

Lembaga 

Negara 

Dasar 

Pelaksanaan 

Tugas 

Pembantuan 

Program, Kegiatan dan Rincian 

Kegiatan 
Lokasi 

OPD Pelaksana 

TP 

Alokasi 

% 
Realisasi Capaian 

Kegiatan 
% 

Anggaran Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Dirjen 

Prasarana dan 

Sarana 

Pertanian 

Kementerian 

Pertanian 

Peraturan 

Menteri Pertanian 

Nomor 

63/Pemerintah.RC

.120/12/2016 

tentang 

Pelimpahan 

Kewenangan 

Kepada Gubernur 

dalanm 

Pelaksanaan Dana 

Dekonsentrasi 

Kementerian 

Pertanian 

(Nomor : SP DIPA-

018.08.099322/20

22 Tgl 17 

November 2021) 

Program Ketersediaan, Akses dan 

Konsumsi Pangan Berkualitas 

Kab. Rokan 

Hulu 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Holtikultura 

659,685,000 659,685,000 100%  100% 

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk 

Pertanian 

315,000,000 315,000,000 100% 3 unit 100% 

Pembangunan Embung Pertanian 240,000,000 240,000,000 100% 2 unit 100% 

 - Pembangunan Embung Pertanian Desa 

Rambah Utama Kec. Rambah Samo 

(Poktan Karya Mandiri) 

120,000,000 120,000,000 100% 1 unit  100% 

 - Pembangunan Embung Pertanian Desa 

Rambah Utama Kec. Rambah Samo 

(Poktan Margo Subur) 

120,000,000 120,000,000 100% 1 unit 100% 

Rahabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 75,000,000 75,000,000 100% 1 unit 100% 

 - Rahabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 

Desa Rambah Baru Kec. Rambah 

Samo (P3A Tirto Marto) 

75,000,000 75,000,000 100% 1 unit 100% 

Kegiatan Bimtek, Monitoring dan 

Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin 

Pertanian 

10,000,000 10,000,000 100%  1 Kegiatan 100% 

Monitoring dan evaluasi kegiatan 

lingkup alat dan mesin pertanian 

10,000,000 10,000,000 100% 1 Kegiatan 100% 

Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 334,685,000 334,685,000 100% 1 Kegiatan 100% 

e-RDKK untuk Pendataan Penerima 

Pupuk Bersubsidi 

187,275,000 187,275,000 100% 1 Kegiatan 100% 

Layanan Verifikasi dan Validasi 

Penerima Pupuk Bersubsidi 

147,410,000 147,410,000 100% 1 Kegiatan 100% 

Program Dukungan Manajemen dan 

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 

Prasarana dan Sarana Pertanian 

61,660,000 61,660,000 100% 1 Kegiatan 100% 

Layanan Dukungan Manajemen 

Internal 

61,660,000 61,660,000 100% 1 Kegiatan 100% 

Layanan Umum 61,660,000 61,660,000 100% 1 Kegiatan 100% 

 
  JUMLAH   721,345,000 721,345,000 100%  100% 

2 

Dirjen 

Tanaman 

Pangan 

Peraturan 

Menteri Pertanian 

Nomor 

Program Keersediaan, Akses dan 

Konsumsi Pangan Berkualitas 
Kab. Rokan 

Hulu 

Dinas Tanaman 

Pangan dan 

Holtikultura 

912,260,000 912,260,000 100%  100% 

Kegiatan Koordinasi, Bimbingan 14,220,000 14,220,000 100%  100% 
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Kementerian 

Pertanian  

63/Pemerintah.RC

.120/12/2016 

tentang 

Pelimpahan 

Kewenangan 

Kepada Gubernur 

dalanm 

Pelaksanaan Dana 

Dekonsentrasi 

Kementerian 

Pertanian 

(Nomor : SP DIPA 

- 018-03. 4. 09 93 

14 /2022) 

Teknis, Monitoring dan Evaluasi 

Belanja Bahan (Kecamatan Rambah 

Samo) 

 
 

100%   

 - Penyusunan dan Pengandaan 

JuknisKegiatan Serealia 

1,000,000 1,000,000 100% 1 Paket 100% 

 - Konsumsi Rapat Koordinasi Kegiatan 

Serealia 

4,720,000 4,720,000 100% 80 OK 100% 

Belanja Barang Persediaan Barang  

Konsumsi  

 
 

   

 - ATK dan Bahan Komputer Kegiatan 

Serealia 

2,000,000 
2,000,000 

100% 4 Paket 100% 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa      

- Perjalanan Identifikasi dan Verifikasi 

CPCL Pelaksnaan Monitoring dan 

Pelaporan 

4,500,000 4,500,000 100% 30 OH 100% 

- Perjalanan Konsultasi/Koordinasi ke 

Provinsi Kegiatan Serealia 

2,000,000 2,000,000 100% 2 OK 100% 

Kegitn Kawasan Padi Kaya Gizi 

(Biofortifikasi) 

898,040,000 898,040,000 100%   

Budidaya Padi Biofortifikasi      

Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk 

diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 

 
 

   

- Bantuan Benih Padi (25 Kg/Ha) 157,300,000 157,300,000 100% 572 Ha 100% 

- Bantuan Pupuk (100Kg/Ha) 629,200,000 629,200,000 100% 572 Ha 100% 

- Bantuan Pupuk  Hayati (1 Paket/Ha) 111,540,000 111,540,000 100% 572 Ha 100% 

   JUMLAH   912.260.000 912.260.000 100%  100% 

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu, 2022 
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3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Kabupaten 

Rokan Hulu 

 

Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu 

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupten Rokan Hulu melalui Dinas 

Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu tidak mendapatkan 

kegiatan melalui Tugas Pembantuan sebagai Satker Mandiri. Dinas 

Peternakan dan Perkebunan hanya mendapatkan alokasi dari kegiatan 

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau . 

3.2.1 Target Kinerja 

Untuk Kegitan tugas Pembantuan yang berasal dari Propinsi 

tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas 

Peternakan dan Perkebunan hanya melaksanakan tugas 

pembantuan Menyalurkan langsung berupa barang dari Output 

Kegiatan tersebut, sehingga untuk besaran pagu anggarannya 

tidak diketahui, karena kegiatan pengadaannya berada Pada 

Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Riau melalui DPA 

Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Riau. Target kinerja 

atas tugas Pembantuan yang diberikan oleh Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau melalui Program 

Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner dengan kegiatan sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 

Provinsi yang Dilaksanakan Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2022 

NO 
PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA 

 

JUMLAH 

1 2 3 

1 Pengadaan Obat-obatan 5 Paket 

2 Pengadaan Vaksin PMK 15.000 Dosis 

3 Pengadaan Vaksin SE 20 Dosis 

4 Pengadaan Vaksin Cavac 270 Dosis 

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, 

2022 
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3.2.2 Realisasi  

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan 

yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 baik APBD Provinsi 

maupun APBN disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.5  Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 
Provinsi Riau yang Dilaksanakan Kabupaten 
Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
PROGRAM/ KEGIATAN/ 

RINCIAN KEGIATAN 

TARGET 
KINERJA 

 
RELISSI 

FISIK 
% 

JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 Pengadaan Obat-obatan 5 Paket 5 Paket 100% 

2 Pengadaan Vaksin PMK 15.000 Dosis 15.000 Dosis 100% 

3 Pengadaan Vaksin SE 20 Dosis 20 Dosis 100% 

4 Pengadaan Vaksin Cavac 270 Dosis 270 Dosis 100% 

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, 

2022 

 

Untuk program/kegiatan/subkegiatan, alokasi anggaran dan 

realisasi anggaran pada kegiatan tugas pembantuan tidak dapat 

diketahui dikarenakan program dan anggaran yang digunakan 

merupakan pertanggung jawaban Provinsi Riau. Dinas Peternakan 

dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu hanya berkewajiban 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

kegiatan fisik kepada yang menugaskan. 
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3.3 Permasalahan dan Kendala 

 

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang dilaksanakan Oleh Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu. 

Dalam melaksanakan kegiatan terdapat permasalahan dan kendala 

sehingga keberhasilan program kegiatan belum dapat dicapai 

secara optimal. Adapun permasalahan dan kendala tersebut 

berikut : 

 Sumber Daya Manusia (SDM) petani pelaksana masih rendah 

sehingga penyerapan terhadap paket teknologi yang diberikan 

belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan teknologi. 

 Areal pertanian yang monokultur tidak tersedia, hanya 

memanfaatkan areal replanting yang kondisi tanah sangat minim 

unsur hara dan memanfaatkan areal tanaman sawit yang masih 

kecil. 

 Masih rendahnya produksi karena petani tidak melakukan 

pemupukan dengan optimal. 

 Serangan hama penyakit 

 

3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang dilaksanakan Oleh Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu. 

Dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2022 tidak 

ditemui permasalahan, karena Kabupaten Rokan Hulu hanya 

sebagai penerima manfaat. 

 

3.4 Saran dan Tindaklanjut 

3.4.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang dilaksanakan Oleh Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu. 

Untuk memperoleh keberhasilan programa secara optimal perlu 

dilakukan tindakan-tindakan agar permasalahan yang ada pada 

kegiatan dapat berjalan sesuai dangan yg diinginkan. Tindakan- 

tindakan yang perlu dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut : 

 Perlu koordinasi dengan penangkar benih yang ada di Riau untuk 

ketersediaan benih yang unggul. 
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 Jadwal tanam disesuaikan dengan musim sehingga penanaman 

dapat dilaksanakan secara serentak. 

 Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap petugas dan petani 

pelaksana sehingga teknologi yang dianjurkan dapat diaplikasikan 

secara sempurna di tingkat usaha tani atau lapangan. 

 Perlu disediakan lahan monokultur untuk budidaya agar 

menghasilkan benih unggul. 

 Perlu penyediaan pupuk secara swadaya/pemanfaatan pupuk 

subsidi dengan menyusun RDKK. 

 

3.4.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang dilaksanakan Oleh Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu 

Dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2022 tidak 

ditemui permasalahan, karena Kabupaten Rokan Hulu hanya 

sebagai penerima manfaat. 

 

 

 
 



 

 

 

 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR 

PELAYANAN MINIMAL

  URUSAN PENDIDIKAN 

  URUSAN KESEHATAN 

  URUSAN PEKERJAAN UMUM 

  URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 

  URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

  URUSAN SOSIAL 

 

 

 

 

 

BAB 

4 
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BAB IV 
 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

 

 

 

 

 

 
 

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan 

urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik 

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi 

jenis SPM terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial. 

Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk 

pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan 

kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. 

Keberadaan Pemerintah Daerah bisa teruji baik jika sudah 

menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal. Penyelenggaraan 

pelayanan publik bergandeng erat dengan urusan yang dijalankan oleh 

daerah. Kemampuan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam 

mengidentifikasi urusan daerah akan sangat mempengaruhi kemampuan 

menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai bidang-bidang 

kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan. SPM adalah ketentuan 

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib 

daerah, yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dengan 

mempertimbangkan keberadaan berbagai tingkatan pemerintahan di 

Indonesia, maka pihak yang sangat mendesak membutuhkan SPM adalah 

pihak pemerintah kabupaten/kota. Hal ini didasarkan pada beberapa 

pertimbangan. 

Pertama, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan otonomi daerah secara 

utuh pada daerah kabupaten/kota. Konsekuensinya, daerah kabupaten/kota 

mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan 

melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya.  
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Kedua, dibandingkan posisi provinsi maupun pusat, maka posisi 

kabupaten/kota paling dekat dengan masyarakat. Sehingga tuntutan 

pelayanan publik akan lebih diarahkan pada pemerintah kabupaten/kota. 

Ketiga, dengan tuntutan masyarakat yang bisa langsung 

disampaikan, maka pemerintah daerah kabupaten/kota dituntut pula untuk 

menyediakan berbagai jenis pelayanan bagi masyarakat daerahnya masing-

masing. 

Manfaat SPM bagi kinerja pemerintah daerah yaitu : 

a. Menjamin penyediaan pelayanan publik yang disediakan oleh 

pemerintah daerah kepada masyarakat; 

b. Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan 

pelayanan publik; 

c. Landasan dan dasar dalam menentukan anggaran kinerja dan alokasi 

dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan 

transparan; 

d. Membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat dan 

terukur sehingga mengurangi kesewenang – wenangan dalam menilai 

kinerja pemerintah daerah; 

e. Alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah 

kepada masyarakat karena masyarakat dapat melihat keterkaitan 

antara pembiayaan dengan pelayanan publik 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang 

bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan 

demikian SPM disusun dan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan 

urusan wajib pemerintahan daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan secara nasional oleh 

pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh daerah termasuk di dalamnya 

Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib 

melakukan penerapan SPM sebagai dasar melayani masyarakat. Hal ini 

didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar 
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Pelayanan Minimal (SPM) pada pasal 1 ayat (6) yang berbunyi SPM adalah 

suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 

urusan wajib bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal”. 

Dengan demikian fungsi utama pemerintah daerah adalah penyediaan 

pelayanan bagi masyarakat daerah yang bersangkutan.  

Oleh sebab itu optimalisasi pelayanan dasar yang efisien dan efektif 

menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Rokan Hulu agar dapat 

menyajikan pelayanan dasar yang prima bagi masyarakat. Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk 

mendorong pemerintah melakukan pelayanan dasar yang tepat bagi 

masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan 

kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan dasar. 

Aturan hukum yang mendasari penerapan SPM antara lain adalah 

sebagai berikut:  

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 

 

Selain beberapa peraturan perundangan di atas, Kementerian Dalam 

Negeri bertanggung jawab dalam penerapan SPM telah membuat beberapa 

kebijakan yang merupakan operasionalisasi penetapan percepatan 

pelaksanaan SPM, yaitu : 

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/4979/SJ Tanggal 21 

Oktober 2010 perihal Percepatan Penyusunan Standar Pelayanan 

Minimal. 

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/675/SJ Tanggal 7 Maret 

2011 perihal Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah. 

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/676/SJ Tanggal 7 Maret 

2011 tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di 

Daerah. 
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4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2863/SJ Tanggal 21 Juli 

2011 perihal Percepatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal. 

5. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100/485/OTDA Tanggal 

24 Januari 2012 perihal Perkembangan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal. 

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tanggal 26 

Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal di Daerah. 

7. Surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor : 

100/2392/Bangda tanggal 24 Mei 2019 tentang Permintaan Laporan 

Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2018. 

 

Dalam hal penerapan SPM di masing-masing bidang, Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 

2018 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-

Departemen diwajibkan untuk menyusun SPM sesuai bidang masing-masing 

yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM. 

Dalam perkembangannya SPM difokuskan menjadi 6 bidang yang menjadi 

program prioritas nasional yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; 

perumahan rakyat: ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat dan sosial. Peraturan Menteri terkait dengan penerapan 6 

(enam) bidang SPM di daerah adalah sebagai berikut:   

Tabel 4.1 Peraturan Menteri Terkait Ketentuan Standar Pelayanan Minimal 

6 (enam) Bidang Kabupaten/Kota 
NO BIDANG SPM PERATURAN MENTERI 

1 2 3 

1 Pendidikan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Pendidikan 

2 Kesehatan Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan 

3 Pekerjaan Umum Permen PUPR Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Stadar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat 

4 Perumahan 

Rakyat 

Permen PUPR Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Stadar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat 

5 Ketentraman, 

Ktertiban Umum 

Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Tekni 

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis 
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dan Perlindungan 

Masyarakat 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub 
Urusan Bencana Kabupaten/Kota 

Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota 

6 Sosial Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Dasar Bidang Sosial di 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Sumber : Laporan SPM Kab. Rokan Hulu, 2022.  

Pencapaian penerapan SPM tahun 2022 difokuskan pada urusan 

wajib dasar yang meliputi 6 (enam) bidang SPM. Menurut Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah 

daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang bersifat urusan wajib 

sesuai standar pelayanan minimal yang diatur oleh Pemerintah Pusat. 

Jumlah Bidang SPM yang harus diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hulu selama tahun 2022 adalah sebanyak 6 (enam) bidang yang 

merupakan urusan wajib pemerintah daerah.   

Pencapaian penerapan SPM tahun 2022 difokuskan pada urusan 

wajib dasar yang meliputi 6 (enam) bidang SPM. Menurut Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah 

daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang bersifat urusan wajib 

sesuai standar pelayanan minimal yang diatur oleh Pemerintah Pusat. 

Sampai dengan tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) bidang 

SPM di tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri atas 29 (sembilan) jenis 

pelayanan dasar, dengan batas waktu tiap tahun bersangkutan. Jenis 

bidang SPM beserta jumlah layanan, jumlah indikator, dan target waktu 

pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 Jenis Bidang SPM beserta Jumlah Layanan dan Jumlah Indikator 

NO BIDANG SPM 
JUMLAH JENIS 

PELAYANAN DASAR 

TARGET WAKTU 

PENCAPAIAN 

1 2 5 6 

1 Pendidikan Dasar 3 Setiap tahun 100% 

2 Kesehatan 12 Setiap tahun 100% 

3 Pekerjaan Umum 2 Setiap tahun 100% 

4 Perumahan Rakyat 2 Setiap tahun 100% 

5 
Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan 

Pelindungan Masyarakat 
5 

Setiap tahun 100% 

6 Sosial 5 Setiap tahun 100% 

TOTAL 29  

Sumber : Laporan SPM Kab. Rokan Hulu, 2022 
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Tahun 2022 merupakan tahun kelima penerapan Standar Pelayanan 

Minimal berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal dengan peraturan menteri terkait yang 

mengatur penerapan Standar Pelayanan Minimal di masing masing bidang 

yang terbit di tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, 2021 dan 2022. 

Jumlah Bidang SPM yang harus diterapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2022 adalah sebanyak 6 (enam) 

bidang yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Masing-masing 

bidang SPM memiliki jumlah indikator yang berbeda, berkisar antara 2–12 

indikator dengan total keseluruhan adalah 29 jenis pelayanan dasar. 

Sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah 

menerapkan indikator SPM, dengan jumlah indikator terlapor sebanyak 

22(dua puluh dua) indikator (86%) dan indikator yang mencapai target 

nasional sebanyak 2 (dua) indikator (6,26%). Rincian jumlah indikator 

terlapor dan jumlah indikator yang mencapai target nasional di Kabupaten 

Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 4.3 Jumlah Indikator Terlapor dan Indikator Mencapai Target 

Nasional 6 Bidang SPM di Kabupaten Rokan Hulu 

NO BIDANG SPM 
JUMLAH 

INDIKATOR 

INDIKATOR 

TERLAPOR 

INDIKATOR 

MENCAPAI 

TARGET 

NASIONAL 

RATA 

RATA 

CAPAIAN 

SPM 

TAHUN 

2022 

(%) 
JUMLAH % JUMLAH % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Pendidikan 

Dasar 

3 4 100 0 0 94,93 

2 Kesehatan 12 12 100 0 0 65,74 

3 
Pekerjaan 

Umum 

2 2 100 0 0 100 

4 
Perumahan 

Rakyat 

2 0 0 0 0 0 

5 

Ketenteraman, 

Ketertiban 

Umum, Dan 

Pelindungan 

Masyarakat 

5 2 100 2 100 100 

6 Sosial 5 2 40 0 0  

TOTAL 29 22 68 2 6,25  

Sumber : Laporan SPM Kab. Rokan Hulu, 2022. 
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Dalam tahap ini, pemerintah  Kabupaten Rokan Hulu menentukan 

rencana pencapaian dan penerapan SPM dengan mempertimbangkan 

kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar; target pelayanan dasar 

yang akan dicapai; dan kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, 

prioritas daerah dan komitmen nasional. Untuk menentukan gambaran 

kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis 

database profil pelayanan dasar. Selanjutnya, rencana pencapaian SPM dan 

target tahunan menjadi dasar untuk dimasukkan ke dalam dokumen 

perencanaan (RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD). 

 

4.1 URUSAN PENDIDIKAN 

 

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM bidang 

pendidikan dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan 

pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang 

diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar 

terdiri dari empat indikator yaitu pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar SD/MI, Pendidikan Dasar SMP/MTS dan 

pemenuhan pendidikan kesetaraan. Jenis pelayaan dasar yang 

harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada 

urusan pendidikan sebagaimana yang diamanahkan dalam SPM  

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang 

Pendidikan Dasar 

NO 
BIDANG PELAYANAN 

DASAR 

Standar Pelayanan Minimal 
Target 

Indikator Nilai (%) 

1 2 3 4 5 

1 Pendidikan Persentase (%) pemenuhan 

SPM Pendidikan pada Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

100 
Setiap 

Tahun 
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Persentase (%) pemenuhan SPM 

Pendidikan pada Pendidikan Dasar 

(Pendidikan Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Pertama) 

100 

Setiap 

Tahun 

Persentase (%) pemenuhan SPM 

Pendidikan pada pendidikan 

Kesetaraan 

100 

Setiap 

Tahun 

Sumber: Permendikbud No 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 
Minimal Pendidikan. 
 

 

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 

Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk 

perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh 

daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. 

Tabel 4.5  Target Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan oleh 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 

NO 

BIDANG 

PELAYANAN 

DASAR  

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
KET 

 

 INDIKATOR 

TARGET 

CAPAIAN   

(%) 

1 2 3 4 5 

1 PENDIDIKAN  1 Persentase  (%) pemenuhan SPM Pendidikan 

pada pendidikan anak usia dini 

100 Setiap 

tahun 

  2 Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan 

Dasar (Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama) 

100 Setiap 

tahun 

  3 Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan 

pada pendidikan Kesetaraan 

100 Setiap 

tahun   

     Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  Kab. Rokan Hulu, 2022 
 

Pelaksanakan kegiatan Standar Pelayanan Minimal yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  

Kab. Rokan Hulu pada tahun 2022 meliputi Perlengkapan dasar 

Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini Buku Gambar 

sebanyak 11281 lembar dan alat mewarnai sebanyak 1200 

Dus. Perlengkapan dasar peserta didik pada sekolah dasar dan 

menengah pertama paket buku teks pelajaran sebanyak 

30.207 sedangkan buku tulis dan alat tulis dibeli oleh masing- 

masing siswa. Selanjutnya perlengkapan dasar peserta didik 

pada pendidikan kesetaraan sebanyak paket buku teks 

pelajaran dan Buku tulis dan alat tulis sebanyak 1.384. 
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4.1.3 Realisasi 

Pencapaian SPM bidang pendidikan dasar tingkat SD disajikan 

pada tabel 4.6 dari total 3 jenis pelayanan dasar, Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan 4 (empat) indikator 

(100%). Belum ada indikator mencapai target nasional. 

Indikator pencapaian SPM bidang pendidikan dasar Kabupaten 

Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 Capaian Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan 

Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO JENIS PELAYANAN DASAR 

ANGGARAN TARGET 

CAPAIAN 

2022 (%) 

REALISASI 

2022 (%) 
ALOKASI REALISASI 

1 2 3 4 5 6 

1 Persentase  (%) pemenuhan SPM 

Pendidikan pada pendidikan anak 

usia dini  

12.787.240.900 12.483.498.000 100 97,62 

2 Persentase (%) pemenuhan SPM 

Pendidikan pada pendidikan Dasar 

(Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama) 

197.236.970.996 186.981.478.972 100 94,80 

3 Persentase (%) pemenuhan SPM 

Pendidikan pada pendidikan 

Kesetaraan 

1.787.700.000 1.600.950.000 100 89,55 

 JUMLAH 211.811.991.896 201.065.926.972  94,92 

    Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  Kab. Rokan Hulu, 2022 

 

4.1.4 Alokasi Anggaran 

Pencapaian alokasi anggaran SPM bidang pendidikan dasar 

tingkat SD dari total 3 Jenis layanan indikator, Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu mendapat alokasi anggaran untuk 

penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan dasar 

sebesar Rp.211.811.991.896,00 Rincian capaian dan alokasi 

anggaran penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan 

dasar Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.7  Capaian Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM 

Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 

JENIS 

PELAYANAN 

DASAR & SUB 

KEGIATAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
ALOKASI 

ANGGARAN 

(RP) INDIKATOR 

TARGET 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 

PENDIDIKAN 

DASAR 

1. Persentase  (%) pemenuhan SPM 

Pendidikan pada pendidikan anak usia 

dini  

100 
12.787.240.900 

2. Persentase (%) pemenuhan SPM 

Pendidikan pada pendidikan Dasar 

(Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama) 

100 

197.236.970.996 

3. Persentase (%) pemenuhan SPM 

Pendidikan pada pendidikan Kesetaraan 

100 1.787.700.000 

JUMLAH  211.811.991.896 

    Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  Kab. Rokan Hulu, 2022 

 

4.1.5 Dukungan Personil 

Komposisi pegawai yang melaksanakan SPM pada bidang 

pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 Komposisi Personil Pelaksanaan SPM pada Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO KLASIFIKASI PERSONIL 
PEGAWAI NEGERI 

SIPIL 
HONORER 

1 2 3 4 

1 Golongan       

  Golongan IV 4 
   Golongan III 23 
   Golongan II 11 
   Golongan I - 
   Honorer Pemda 

 

3 

  Honorer Kantor 
 

91 

Jumlah   38 94 

2 Jabatan 
Struktural 

    

  Kepala Dinas 1 
   Sekretaris 1 
   Ka. Subbag 3 
   Ka. Bid 0 
   Ka. Seksi 10 
   Staf 23 43 

Jumlah 

 

38 43 

   Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  Kab. Rokan Hulu, 2022. 
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Tabel 4.9 Komposisi Personil pelaksanaan SPM pada Tingkat Guru dan 

Tenaga Pendidik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 

NO KECAMATAN 

TETAP/FULL TIME TIDAK TETAP/PART TIME 

PNS YAYASAN GURU BANTU 

GURU 

HONOR 

DAERA 

1 2 3 4 5 6 

1 Rambah 316 331 54 93 

2 Rambah Hilir 227 97 38 76 

3 Rambah Samo 202 78 26 29 

4 Bangun Purba 95 83 17 22 

5 Ujungbatu 304 189 41 25 

6 Kunto Darussalam 200 120 19 31 

7 Pagaran Tapah Darussalam 106 30 10 12 

8 Bonai Darussalam 61 127 8 37 

9 Tandun 194 102 17 23 

10 Kabun 128 101 27 20 

11 Tambusai 203 229 25 56 

12 Tambusai Utara 226 168 16 90 

13 Kepenuhan 151 114 14 37 

14 Kepenuhan Hulu 72 97 10 11 

15 Pendalian IV Koto 71 56 8 9 

16 Rokan IV Koto 201 44 27 104 

TOTAL 2.757 1.966 357 675 

    Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  Kab. Rokan Hulu, 2022 

 

4.1.6 Permasalahan dan Solusi 

 

a. Permasalahan 

Standar pelayanan minimal bidang pendidikan pemuda dan 

olahraga masih mengalami permasalahan diantaranya : 

 Indikator pelayanan yang belum mencapai 100 %. Hal ini 

disebabkan terbatasnya kebutuhan sumber daya terutama 

terbatasnya anggaran pendidikan yang dapat dialokasikan 

untuk pembangaunan SD dan SMP. Disamping itu, tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan juga masih mengalami 

keterbatasan terutama SDM pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

 Terbatasnya Anggaran untuk kegiatan pendidikan. 
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b. Solusi 

Adapun permasalahan dalam pencapaian SPM urusan 

pendidikan dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga adalah adalah sebagai berikut : 

a. Sumber Dy Mnusi (SDM) 

 Menambah jumlah beban tugas masing-masing 

pengawas. Contoh Pengawas SD yang idealnya membina 

10 (sekolah) ditambah menjadi 20 (sekolah) setiap 

orang. Sedangkan pengawas SMP dari 6 sekolah 

ditambah menjadi 10 sekolah bahkan lebih. Pengawas 

PAUD juga demkikian dilaksakan. 

 Mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI agar diluncurkan program Pendidikan 

dan Pelatihan Calon Pengawas. Sehingga dengan 

program tersebut dapat diusulkan calon pengawas baru 

dari Kepala Sekolah yang sudah senior. 

 Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas 

(Diklat Cawas).  Dengan kegiatan tersebut  akan dapat 

diangkat pengawas sekolah baru 

b. Keterbatasan Anggaran 

 Melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan 

bantuan untuk membiayai kegiatan yang telah 

direncanakan. Untuk Pemerintah Pusat melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 

program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. 

Sedangkan ke Perimerintah Provinsi mengusulkan 

melalui program bantuan keuangan. 

 Solusi lain adalah dengan membuat rencana yang 

matang. Kegiatan yang sangat prioritas yang 

mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu diutamakan untuk mendapatkan anggaran yang 
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dilaksanakan. Sedangkan kegiatan yang belum prioritas 

ditunda. 

 Melakukan kerja sama lintas sektoral. Kegiatan yang 

menyentuh masyarakat banyak diuapayakan dibiayai 

dengan sumber dana lain 

 

4.2 URUSAN KESEHATAN 

 

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar 

 

Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan untuk 

penerapan SPM Bidang Kesehatan yaitu Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di 

Kabupaten/Kota. Dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 

dijelaskan bahwa terdapat 12 (dua belas) jenis layanan standar 

pelayanan minimal bidang kesehatan yang menjadi kewajiban 

pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat, dengan target capaian SPM bidang kesehatan 

100% untuk setiap indikatornya. Rincian jenis pelayanan dasar 

dan indikator kinerja SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada 

Tabel berikut : 

Tabel 4.10 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang 

kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 

JENIS PELAYANAN 

DASAR & SUB 

KEGIATAN 

NO INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

1 2 3 4 

I Pelayanan Kesehatan 

Dasar 

1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 

2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 

3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

4 Pelayanan kesehatan balita 

5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 

6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 

7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 

8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 

9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 

10 Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 

11 Pelayanan kesehatan orang dengan TB 

12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 

Sumber: Permenkes no 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan. 
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4.2.2 Terget Pencapaian SPM oleh Daerah 

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 

Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk 

perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh 

daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. 

Tabel 4.11 Target Capaian Indikator SPM Bidang kesehatan 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 

JENIS PELAYANAN 

DASAR & SUB 

KEGIATAN 

NO INDIKATOR SPM 

TARGET 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

I Pelayanan Kesehatan 

Dasar 

1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 
100 

    2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100 

    3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100 

    4 Pelayanan kesehatan balita 100 

    
5 

Pelayanan kesehatan pada usia 

pendidikan dasar 100 

    
6 

Pelayanan kesehatan pada usia 

produktif 
100 

    7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100 

    8 Pelayanan kesehatan penderita 

hipertensi 
100 

    
9 

Pelayanan kesehatan penderita 

Diabetes Melitus 
100 

    
10 

Pelayanan Kesehatan orang dengan 

gangguan jiwa berat 
100 

    11 Pelayanan kesehatan orang dengan TB 100 

    
12 

Pelayanan kesehatan orang dengan 

risiko terinfeksi HIV 
100 

         Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2022. 

 

4.2.3 Realisasi 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah menggunakan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2019 untuk menilai penerapan dan pencapaian SPM di 

tahun 2021. Dari 12 (dua belas) jenis layanan yang wajib 

diberikan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu telah menerapkan 12 (dua belas) indikator (100%), 

namun belum ada indikator yang sudah mencapai target 

nasional. Adapun realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan 

Tahun 2022 sebagaimana tergambar pada Tabel dibawah ini : 



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran  2022 
 395 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

Tabel 4.12 Capaian SPM Bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 

JENIS 

PELAYANAN 

DASAR & SUB 

KEGIATAN 

NO INDIKATOR SPM 

TARGET 

CAPAIAN 

(%) 

REALISASI 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

I Pelayanan 

Kesehatan 

Dasar 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 100 94% 

  2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100 90% 

  3 Pelayanan kesehatan bayi baru 

lahir 

100 90% 

  4 Pelayanan kesehatan balita 100 68% 

  
5 

Pelayanan kesehatan pada usia 

pendidikan dasar 

100 72% 

  
6 

Pelayanan kesehatan pada usia 

produktif 

100 46% 

  7 Pelayanan kesehatan pada usia 

lanjut 

100 59% 

  8 Pelayanan kesehatan penderita 

hipertensi 

100 35% 

  
9 

Pelayanan kesehatan penderita 

Diabetes Melitus 

100 100% 

    
10 

Pelayanan Kesehatan orang 

dengan gangguan jiwa berat 

100 94% 

    11 Pelayanan kesehatan orang 

dengan TB 

100 32% 

    
12 

Pelayanan kesehatan orang 

dengan risiko terinfeksi HIV 

100 40% 

         Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2022. 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa Pelaksanakan kegiatan Standar 

Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan  

Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 meliputi : 

1. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil terdiri dari berbagai 

indikator, apabila ada indikator yang belum di laksanakan dan 

diberikan pada seorang ibu hamil, maka tidak bisa di hitung 

dalam cakupan capaian pelayanan sampai pelayanan kesehatan 

pada Ibu hamil tersebut terpenuhi semua indikator. 

2. Secara kualitas pelayanan kesehatan ibu bersalin oleh tenaga 

kesehatan sudah mencapai target riil, masih terdapat 8,9% ibu 

hamil yang belum bersalin pada tahun 2022 yang perkiraan 

persalinan tahun 2023. 
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3. Secara kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir sudah 

mencapai target riil, masih terdapat  9 % Ibu Hamil yang belum 

bersalin pada tahun 2022 yang perkiraan persalinan tahun 2023. 

4. Dampak pandemi yang mempengaruhi masyarakat untuk 

membawa balita ke posyandu dan koordinasi lintas sektor masih 

belum maksimal. 

5. Proses belajar mengajar dimulai di pertengahan tahun ajaran 

baru, ada 11 puskesmas yang belum melaksanakan kegiatan 

penjaringan dan pemeriksaan kesehatan berkala ke sekolah 

pada tahun anggaran 2022. 

6. Kurangnya koordinasi dengan lintas program dan keterbatasan 

BMHP untuk skrining kesehatan, seperti stik pemeriksaan gula 

darah, pemeriksaan kolesterol dan pemeriksaan asam urat. 

7. Koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor 

dalam upaya peningkatan  pemberdayaan kelompok usia belum 

maksimal 

8. Kurangnya koordinasi dengan lintas program dan masih 

kurangnya keterlibatan lintas sektor dalam upaya 

pemeriksaan/penjaringan dan pengobatan penderita hipertensi. 

9. Dukungan lintas program dan lintas sektor yang masih kurang, 

Tidak dilakukan pemeriksaan ulang TCM pada pasien yg tidak 

konvesi disaat pemeriksaan follow up, Petugas salah 

penginputan spesimen dan obat di aplikasi TB. 

10. Kurangnya kesadaran dan kepedulian dari pihak keluarga untuk 

melaporkan kasus ODGJ ke puskesmas dan keluarga tidak  

berperan aktif dalam upaya untuk pemantauan dan kesembuhan 

dari penderita ODGJ. 

11. Belum maksimalnya skrining terhadap penduduk yang beresiko 

terinfeksi HIV pada sasaran yang di tentukan seperti Ibu hamil, 

kelompok khusus, sasaran lelaki suka lelaki (LSL) yg sulit 

ditemukan dan  Ibu hamil menolak untuk dilakukan tes HIV. 
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4.2.4 Alokasi Anggaran 

 

Terhadap komitmen pemenuhan SPM Urusan Kesehatan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas 

Kesehatan telah mengalokasikan sejumlah anggaran sebesar 

Rp. 2.987.626.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp.1.964.183.100,00 atau 65,74%. Dalam rangka menunjang 

kegiatan yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal 

antara lain sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini  :  

Tabel 4.13 Capaian Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 
JENIS 

PELAYANAN 

DASAR & 

SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

ANGGARAN 

TAHUN 2022 

( RP ) % 

ALOKASI REALISASI 

1 2 3 4 5 

Pelayanan 

Kesehatan 

Dasar 

 

1 Pelayanan 

kesehatan ibu hamil 
225.038.000 200.272.800 

89 

 2 Pelayanan 

kesehatan ibu 

bersalin 

1.429.525.700 499.404.500 

34,93 

3 Pelayanan 

kesehatan bayi baru 

lahir 

30.716.000 25.566.000 

83,23 

4 Pelayanan 

kesehatan balita 
886.907.000 832.012.400 

93,81 

5 Pelayanan 

kesehatan pada usia 

pendidikan dasar 

132.322.000 121.070.000 

91,50 

6 Pelayanan 

kesehatan pada usia 

produktif 

73.781.000 72.641.000 

98,45 

7 Pelayanan 

kesehatan pada usia 

lanjut 

78.213.600 72.793.600 

93,07 

8 Pelayanan 

kesehatan penderita 

hipertensi 

23.640.000 22.940.000 

97,04 

9 Pelayanan 

kesehatan penderita 

Diabetes Melitus 

27.602.800 37.602.800 

136,23 

10 Pelayanan 

Kesehatan orang 

dengan gangguan 

jiwa berat 

29.480.000 29.480.000 

100 

11 Pelayanan 

kesehatan orang 

dengan TB 

21.000.000 21.000.000 

100 
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12 Pelayanan 

kesehatan orang 

dengan risiko 

terinfeksi HIV 

29.400.000 29.400.000 

100 

JUMLAH 2.897.626.100 1.964.183.100 65,74 

         Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2022 

 

4.2.5 Dukungan Personil 

 

Komposisi pegawai yang melaksanakan SPM pada bidang 

kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 Komposisi Personil Pelaksanaan SPM pada Tingkat 

Puskesmas  Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 
KUALIFIKASI JUMLAH SATUAN 

1 2 3 

A. PUSKESMAS 
 

 

1 Jumlah Puskesmas  22 
Puskesmas 

2 Jumlah Dokter/Dokter Spesialis  32 
Orang 

3 Jumlah Bidan 264 
Orang 

4 Jumlah Perawat  117 
Orang 

JUMLAH 435 
 

B. DINAS KESEHATAN  
 

 

1 PNS 30 
Orang 

2 PTT Provinsi - 
Orang 

3 PTT Daerah 10 
Orang 

4 Sukarelawan  40 
Orang 

C. KUALIFIKASI PENDIDIKAN  
 

 

1 S2 
 

- 
Orang 

2 S1 

 

164 
Orang 

3 D4 
 

15 
Orang 

4 D3 
 

346 
Orang 

5 D2 
 

- 
Orang 

6 D1 
 

- 
Orang 

7 SMA 
 

- 
Orang 

8 SMP 
 

- 
Orang 

9 SD  
 

- 
Orang 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2022 
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4.2.6 Permasalahan dan Solusi 

 

1. Permasalahan  

Sebanyak  4 (empat) Indikator Kinerja tidak mencapai target 

yang ditetapkan  yaitu: 

a. Cakupan layanan orang usia 15-59 tahun mendapatkan 

skrining kesehatan dasar <50%. 

b. Cakupan layanan orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan 

skrining kesehatan dasar <50% . 

c. Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC <50%. 

d. Cakupan pelayanan kesehatan penderita HIV <50%. 

Berdasarkan hal tersebut perlunya penambahan/alokasi 

anggaran untuk program kegiatan yang terkait dengan jenis 

pelayanan dasar yang merupakan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang Kesehatan. Dengan demikian dari hasil verifikasi 

program kegiatan pada indikator 6, 7, 11, 12 dijumpai 

beberapa permasalahan terkait pencapaian SPM yang rendah 

dan sebagian data tidak dapat ditampilkan disebabkan 

beberapa hal  : 

a. Besarnya populasi sasaran. 

b. Terbatasnya anggaran dalam pelayanan dan terbatasnya 

alat pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tidak 

terlaksana dengan baik. 

c. Kurangnya SDM dalam pelasanaan SPM. 

d. Keterbatasan anggaran dalam operasional untuk perbekalan 

kesehatan dan BHP. 

Hasil verifikasi program kegiatan pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Rokan Hulu, sangat diperlukan penambahan 

anggaran agar jenis pelayanan dasar dalam Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan dapat terpenuhi 

dengan baik. 
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2. Solusi 

Berdasarkan evaluasi perangkat daerah terkait dengan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Diperlukan peningkatan dan penambahan Sumber Daya 

Aparatur yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.  

b. Diperlukan penambahan anggaran agar jenis pelayanan 

dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang 

kesehatan dapat terpenuhi dengan baik. 

c. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme pengumpulan 

data kinerja sehingga setiap penetapan indikator kinerja 

dapat didukung dengan data yang lebih akurat. 

d. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada 

ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang 

berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan. 

 

 

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM 

 

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar 

 

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa SPM Bidang 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah 

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan 

urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga 

secara minimal. Pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri 

dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang teridiri atas 2 (dua) 

indikator dengan batas waktu pencapaian setiap tahun. 
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Tabel 4.15 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang 

Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR  
NO INDIKATOR SPM 

TARGET 

CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 
Pemenuhan kebutuhan 
air minum sehari-hari 
(Kabupaten/kota)  

1 
Program Pengelolaan dan Pengembangan 

sistem penyediaan air minum 
100 

2 

Penyediaan Pelayanan 

Pengolahan Air limbah 

Domestik 

2 
Program  Pengelolaan dan 

Pengembangan  Sistem  Air limbah   
100 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rokan Hulu, 

2022 
 

4.3.2 Target Pecapaian SPM oleh Daerah 

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 

Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk 

perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh 

daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. 

Tabel 4.16 Target Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR  
NO INDIKATOR SPM 

1 2 3 4 

1 
Pemenuhan kebutuhan air minum 
sehari-hari (Kabupaten/kota)  

1 
Program Pengelolaan dan Pengembangan 

sistem penyediaan air minum 

2 
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air 

limbah Domestik 
2 

Program  Pengelolaan dan 

Pengembangan  Sistem  Air limbah   

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rokan Hulu, 

2022 

 

4.3.3 Realisasi 

Capaian indikator kinerja SPM bidang pekerjaan umum 

Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 dari total 2 indikator 

kinerja, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

telah menerapkan sebanyak 2 indikator. Belum ada indikator 

yang sudah mencapai target nasional. Adapun capaian tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.17 Capaian Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang 

Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR BIDANG PU 

INDIKATOR PENCAPAIAN 

TARGET CAPAIAN 
JUMLAH TOTAL 

YANG HARUS 

DILAYANI 

JUMLAH 

TOTAL YANG 

TERLAYANI 

YANG 

BELUM 

TERLAYANI 

1  2  3  4  5  6  7  

1  

Penyediaan Kebutuhan  

Pokok Air Minum 

Sehari-hari  

182,415 142,549 39,866 

100%  78%  

2  

Penyediaan Pelayanan  

Pengolahan Air limbah 

Domestik  
130,419 15,862 114,557 

100%  12%  

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rokan Hulu, 

2022 
 

4.3.4 Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran dalam penerapan pencapaian pelaksanaan 

SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 

2022 sebesar Rp.21.769.818.533,00 dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp.20.178.235.983,00 atau 92,68% dengan rincian sebagai  

berikut : 

Tabel 4.18 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM 

Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2022 

NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR BIDANG PU 
PROGRAM ANGGARAN REALISASI % 

1 2 3 4 5 6 

1 Penyediaan  

Kebutuhan Pokok Air 

Minum Sehari-hari  

Program Pengelolaan dan  

Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum   

16,685,318,533  15,095,785,983  90.47  % 

2 Penyediaan  

Pelayanan Pengolahan 

Air limbah Domestik  

Program Pengelolaan dan  

Pengembangan sistem  Air 

limbah   

5,084,500,000  5,082,450,000  99.96% 

JUMLAH  21.769.818.533 20.178.235.983 92,68 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rokan Hulu, 

2022. 
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4.3.5 Dukungan Personil 

 

Komposisi pegawai yang melaksanakan SPM pada bidang 

pekerjaan umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu, dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.19 Dukungan Personel Bidang Pekerjaan Umum 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO URAIAN 
JUMLAH PEGAWAI 

(Orang) 

1  Eselon    2  

2  PNS (Staff)   18  

3  Staf Honor   120  

JUMLAH 140  

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rokan 

Hulu, 2022 

 

4.3.6 Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM bidang 

Pekerjaan Umum antara lain yaitu:. 

a. Pengumpulan Data  

Permasalahan : Sulitnya berkoordinasi dengan pihak yang 

terkait dengan data yang dibutuhkan. Solusi : Merekap data 

setiap bulannya dari UPTD.  

b. Penghitungan Kebutuhan  

Permaslahan : Terbatasnya sarana dan prasarana untuk 

pendataan. Solusi : diperlukan pengadaan sarana 

transportasi untuk pencatatan kebutuhan di kecamatan atau 

desa.  

c. Perencanaan dan Penganggaran  

Permasalahan : Sistem perencanaan dan penganggaran 

kegiatan/program belum murni berbasis SPM.  

Solusi : Kebutuhan masyarakat masih mayoritas 

membutuhkan infrastruktur sehingga kegiatan berbasis SPM 

belum banyak dianggarkan.  
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d. Pelaksanaan  

Permasalahan : Masih sulitnya mencari lahan/lokasi. Solusi: 

Melakukan pendekatan ke masyarakat terkait fungsi dan 

manfaat terpenuhinya layanan SPM.  

e. Lain-lain  

Permasalahan : Kurangnya alokasi anggaran guna validasi 

data layanan serta dukungan anggaran untuk pemenuhan 

SPM. Solusi : Memperioritaskan alokasi anggaran untuk 

kegiatan berbasis SPM. 

 

4.4 URUSAN  PERUMAHAN RAKYAT 

 

1.4.1. Jenis Pelayanan Dasar 

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar 

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

dijelaskan bahwa indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Perumahan Rakyat adalah tolak ukur prestasi 

kuantitatif dan kualitatif di Bidang Perumahan Rakyat yang 

digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang 

hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau 

manfaat pelayanan. Jenis pelayanan dasar SPM bidang 

Perumahan Rakyat berjumlah 1 jenis dengan indikator kinerja 

berjumlah 2 indikator dan batas waktu pencapaian SPM setiap 

tahunnya. 
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Tabel 4.20 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang 

Perumahan Rakyat 

NO JENIS PELAYANAN DASAR 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

INDIKATOR 

1 Perumahan 

Rakyat 

Penyediaan dan rehabilitasi 

rumah yang layak huni bagi 

korban bencana 

1 Jumlah warga negara korban bencana 

yang memperoleh rumah layak huni 

Fasilitasi penyediaan rumah 

yang layak huni bagi 

masyarakat yang terkena 

relokasi program Pemerintah 

Daerah kabupaten/ kota 

2 Jumlah warga negara yang terkena 

relokasi akibat program Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota yang 

memperoleh fasilitasi penyediaan 

rumah yang layak huni 

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu, 2022 . 

 

1.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 

Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk 

perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh 

daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. 

Tabel 4.21 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang 

Perumahan Rakyat 

NO 
JENIS PELAYANAN DASAR 

% SUB KEGIATAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

TARGET 

INDIKATOR NILAI (%) 

1 2 3 4 5 

1 Perumahan Rakyat Penyediaan dan rehabilitasi rumah 
yang layak huni bagi korban bencana 

100 Setiap Tahun 

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak 
huni bagi masyarakat yang 

terkena relokasi program Pemerintah 
Daerah kabupaten/ kota 

100 

Setiap Tahun 

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu, 2022. 

 

1.4.3. Realisasi 

Pada tahun 2022, SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten 

Rokan Hulu belum menerapkan indikator Standar Pelayanan 

Minimal Capaian indikator kinerja dan alokasi anggaran SPM 

Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 

sehingg SPM belum terpenuhi disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.22 Capaian Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan 

Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
JENIS PELAYANAN DASAR % 

SUB KEGIATAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

REALISASI  

(%) 
INDIKATOR 

TARGET DALAM 

CAPAIN 2022 

(100) 

1 2 3 4 5 

1 Perumahan Rakyat Penyediaan dan rehabilitasi rumah 
yang layak huni bagi korban bencana 

100 0% 

Fasilitasi penyediaan rumah yang 

layak huni bagi masyarakat yang 
terkena relokasi program Pemerintah 
Daerah kabupaten/ kota 

100 

0% 

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu, 2022 

 

1.4.4. Alokasi Anggaran 

Pada tahun 2022, SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten 

Rokan Hulu belum menerapkan indikator Standar Pelayanan 

Minimal Capaian indikator kinerja dan alokasi anggaran SPM 

Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

1.4.5. Dukungan Personil 

 

Komposisi pegawai yang melaksanakan SPM pada bidang 

Pekerjaan Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu pada tahun 2022 belum diadakan. 

 

1.4.6. Permaslahan dan Solusi 

 

1. Permasalahan. 

Terdapat 2 (dua) jenis Pelayanan Dasar yang belum dapat 

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman yaitu : 

a. Belum adanya nomenklatur program dan kegiatan yang 

sesuai dengan jenis pelayanan dasar dalam Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat. 

b. Belum tersedianya anggaran agar jenis pelayanan dasar 

dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan 

Rakyat dapat terpenuhi. 
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2. Solusi 

a. Penambahan nomenklatur program dan kegiatan yang 

sesuai dengan jenis pelayanan dasar dalam Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat dan 

dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Daerah.  

b. Penambahan anggaran agar jenis pelayanan dasar dalam 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat 

dapat terpenuhi. 

c. Peningkatan dan penambahan Sumber Daya Aparatur yang 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman. 

 

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenteraman, 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah 

satu bidang SPM yang masuk dalam kategori prioritas nasional. 

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu 

Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri 

Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar 

pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022, SPM 

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu menerapkan 5 (lima) jenis 

pelayanan dan indikator. Untuk pelaksanaan urusan tersebut 

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten 

Rokan Hulu sebanyak 2 (dua) pelayanan dasar dan Badan 
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Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 3 

(tiga) pelayanan dasar. 

 

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran 

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar 
 

Pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan SPM Bidang 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

di Kabupaten Rokan Hulu menerapkan 2 (dua) jenis pelayanan 

dan indikator. Dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan, 2 (dua) 

indikator mencapai target nasional. Capaian indikator kinerja 

SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

Tabel 4.23 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

NO JENIS PELAYANAN DASAR 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

INDIKATOR NILAI (%) 

1 2 3 4 

1 
Pelayan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan akibat dari penegakan hukum 

Perda dan Perkada 

100 

2 
Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Kebakaran 

Jumlah Warga Negara yang Memperoleh 

Layanan Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Kebakaran 

100 

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal. 
 

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 

Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk 

perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh 

daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. 
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Tabel 4.24 Target Capaian Indikator Bidang Ketenteraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Pelayan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada 

100% 

2 Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Kebakaran 

Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan 

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 

100% 

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Rokan Hulu, 2022 

 
4.5.3 Realisasi 

 

Pada tahun 2022, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban 

Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu 

menerapkan 5 (lima) jenis pelayanan dan indikator. Dari 5 

indikator yang ditetapkan, 5 (lima) indikator mencapai target 

nasional. Capaian indikator kinerja SPM Bidang Ketenteraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihap pada tabel berikut: 

Tabel 4.25 Capaian Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO  JENIS PELAYANAN DASAR  TARGET REALISASI CAPAIAN 

1  Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban  

Umum  

46 Kasus 64 Kasus 139% 

2  Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Kebakaran  

24 Kali 24 Kali 100% 

 Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Rokan Hulu, 2022 

 

Standar pelayanan minimal yang harus dicapai pada tahun 

2022 adalah 100%. Dari terget yang telah ditetapkan terhadap 

capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum 

yaitu 139% dengan realisasi 64 kasus dari target yang 

direncanakan 46 kasus dan pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran realisasi 24 kali dari target yang 

direncanakan 24 kali dengan capaian 100%. 
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4.5.4 Alokasi Anggaran 

Pada tahun 2022, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban 

Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu 

mendapat alokasi anggaran yang telah dikeluarkan untuk 

pencapaian indikator sebesar Rp. 12.668.436.366,00. Adapun 

alokasi anggaran SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.26 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang 

Trantibbumlinmas di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO  JENIS PELAYANAN DASAR  ALOKASI ANGGARAN  

1  Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum  9.172.073.000  

2  Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Kebakaran  

3.496.363.320  

 JUMLAH 12.668.436.366,00 

         Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Rokan Hulu, 2022 
 

Dalam mencapai target SPM pada tahun 2022, dialokasikan 

anggaran untuk pelayanan ketentraman dan ketertiban umum 

sebesar Rp.9.172.073.000, dan pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran sebesar Rp.3.496.363.320. 

Anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi seluruh target 

SPM perlu diusulkan untuk penambahan sehingga target SPM 

secara nasional akan terpenuhi. 

 

4.5.5 Dukungan Personil 

 

Komposisi pegawai yang melaksanakan SPM pada bidang 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu, dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.27 Dukungan Personel Bidang Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022 

NO  JENIS PELAYANAN DASAR  
 

DUKUNGAN PERSONIL  

1  Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum  

Gol IV  Gol  

III  

Gol II  TKK  Jumlah  

8  7  10  374  399  

2  Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Kebakaran  

Gol IV  Gol  

III  

Gol II  TKK  Jumlah  

1  4  16  67  88  

         Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Rokan Hulu, 2022 

 

4.5.6 Permasalahan dan Solusi 

 

1. Permasalahan  

a. Pegawai yang berstatus PNS masih kurang, sehingga 

pelaksaan tugas sering menghadapi kendala. 

b. Kurangnya tenaga fungsional.   

c. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas masih 

kurang memadai. 

d. Sarana dan prasarana ketika melakukan pencegahan bahaya 

kebakaran kurang memadai dan kurangnya armada pemadam 

kebakaran dan sarana pendukung patroli ataupun razia 

personil Satpol PP. 

e. Kurangnya biaya pemeliharaan baik sarana dan prasarana 

damkar serta pendukung razia personil. 

 

2. Solusi. 

a. Menambah pegawai pada berstatus PNS.  

b. Menambah tenaga fungsional. 

c. Perlunya peningkatan kapasitas personil dengan mengikuti 

pelatihan ataupun bimtek.  

d. Penambahan sarana dan prasana pencegahan bahaya 

kebakaran dan peralatan serta perlengkapan penanganan 

trantibum. 
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e. Penambahan biaya pemeliharaan sarana dan prasana 

damkar serta trantibum. 

 

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

 4.5.7 Jenis Pelayaan Dasar 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republkik Indonesia Nomor 

101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan 

Dasar Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota yaitu :  

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana  

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana. 

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  

 

 4.5.8 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 

Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk 

perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh 

daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. 

Tabel 4.28 Target Capaian Indikator Bidang Ketenteraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 

Standar Pelayanan Minimal 

Indikator 
Nilai 

Target 

1 Pelayanan Dasar Sub 

Urusan Bencana 

1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana 100 

2 Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

100 

3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana 

100 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hulu, 2022 
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 4.5.9 Realisasi 

Pada tahun 2022, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban 

Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rokan 

Hulu menerapkan 3 (tiga) jenis pelayanan dan indikator. 

Dari 3 indikator yang ditetapkan, 3 (tiga) indikator mencapai 

target nasional. Capaian indikator kinerja SPM Bidang 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihap 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.29 Capaian Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 

Standar Pelayanan Minimal 

Realisasi 
Indikator 

Nilai 

Target 

1 Pelayanan Dasar 

Sub Urusan 

Bencana 

1 Pelayanan Informasi Rawan 

Bencana 

100 100 

2 Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

100 100 

3 Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

100 100 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hulu, 2022 

 

 4.5.10 Alokasi Anggaran 

Pada tahun 2022, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban 

Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rokan 

Hulu mendapat alokasi anggaran yang telah dikeluarkan 

untuk pencapaian indikator sebesar Rp. 254.559.400,00. 

Adapun alokasi anggaran SPM Bidang Ketenteraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.30 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM 

Bidang Trantibbumlinmas di Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2022 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Alokasi Realisasi 

1 Pelayanan Dasar 

Sub Urusan 

Bencana 

1 Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana 

58.806.000 58.806.000 

2 Pelayanan Pencegahan 58.806.000 58.806.000 
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dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

3 Pelayanan Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban 

Bencana 

136.947.400 136.947.400 

 JUMLAH   254.559.400 254.559.400 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hulu, 2022 

 

 4.5.11 Dukungan Personil 

Komposisi pegawai Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan SPM 

pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu, dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.31 Dukungan Personel Bidang Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

Pendidikan Golongan Jabatan 

S2 S1 Dipl SMA / 

Sederajat 

SMP Jumlah IV III II I Struktural 

1 2 1 1 1 7 1 3 2 1 1 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rokan Hulu, 2022 

 

 4.5.12 Permasalahan dan Solusi 

1. Permasalahan 

a. Terbatasnya anggaran dalam pelayanan dan terbatasnya 

alat pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tidak 

terlaksana dengan baik 

b. Kurangnya SDM dalam pelaksanaan SPM. 

 

2. Solusi 

Berdasarkan evaluasi perangkat daerah terkait dengan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang Bencana di peroleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Diperlukan peningkatan dan penambahan Sumber Daya 

Aperatur yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu.  
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b. Diperlukan Penambahan Anggaran agar jenis pelayanan 

dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang 

Bencana dapat terpenuhi dengan baik.  

c. Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme pengumpulan 

data kinerja sehingga setiap penetapan indikator kinerja 

dapat didukung dengan data yang lebih akurat  

 

4.6 URUSAN SOSIAL 

 

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar 

 

Pada tahun 2022 indikator yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota. Daftar jenis layanan dan indikator SPM Bidang 

Sosial dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.32 Jenis Layanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang 

Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 

 

JENIS PELAYANAN DASAR & SUB KEGIATAN 

 

1. Program Rehabilitasi Sosial 

 Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia 

Telantar Serta Gelandanngan Pengemis di Luar Panti 

2. Program Penanganan Bencana 

 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 

 

Sumber: Permensos No 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Dasar pada Standar Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 
 

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh 

Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk 

perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM oleh 

daerah mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. 
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Tabel 4.33 Target Capaian Indikator Bidang Ketenteraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 

JENIS 

PELAYANAN 

DASAR & SUB 

KEGIATAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

TARGET 

INDIKATOR 
NILAI 

(%) 

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL     

 1 Rehabilitasi Sosial 

dasar Penyandang 

Disabilitas 

Telantar, Anak 

Telantar, Lanjut 

Usia Telantar Serta 

Gelandanngan 

Pengemis di Luar 

Panti 

1. Persentase (%) Penyandang 

Disabilitas Telantar yang 

Terpenuhi Kebutuhan 

Dasarnya di Luar Panti   

100 1 Tahun Anggaran  

Berdasarkan data dan 

perhitungan kebutuhan 

  

  

  

2. Persentase (%)  Anak 

Telantar yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya di 

Luar Panti   

100 1 Tahun Anggaran  

Berdasarkan data dan 

perhitungan kebutuhan 

3. Persentase (%) Lanjut Usia 

Telantar   yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya di 

Luar Panti   

100 1 Tahun Anggaran  

Berdasarkan data dan 

perhitungan kebutuhan 

4. Persentase (%)  

Gelandangan dan Pengemis  

yang Terpenuhi Kebutuhan 

Dasarnya di Luar Panti   

100 1 Tahun Anggaran  

Berdasarkan data dan 

perhitungan kebutuhan 

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL     

 2 Perlindungan 

Sosial Korban 

Bencana Alam dan 

Sosial 

5. Presentase (%) Korban 

Bencana alam sosial yang 

terpenuhi kebutuhan  

dasarnya pada saat dan 

setelah Tanggap Darurat 

Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 1 Tahun Anggaran  

Berdasarkan data dan 

perhitungan kebutuhan 

  Sumber : Dinas Soslial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kab. Rokan Hulu, 2022 

 
 

4.6.3 Realisasi 

 

Pada tahun 2022, SPM Bidang Sosial di Kabupaten Rokan Hulu 

belum diterapkan semua jenis pelayanan dan indikator dalam 

bidang sosial. Dari 5 indikator baru 2 indikator yang sudah 

diterapkan, namun belum ada indikator yang mencapai target 

nasional. Rincian capaian indikator dan alokasi anggaran 

pelayann Bidang Sosial Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 4.34 Capaian Indikator Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang 

Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO 

JENIS PELAYANAN 

DASAR & SUB 

KEGIATAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
CAPAIAN 

(TAHUN) 

2022 INDIKATOR 
NILAI 

(%) 

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   

1 Rehabilitasi Sosial 

dasar Penyandang 

Disabilitas Telantar, 

Anak Telantar, Lanjut 

Usia Telantar Serta 

Gelandanngan 

Pengemis di Luar 

Panti 

1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas 

Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan 

Dasarnya di Luar Panti   

100 18.99 

  

  

  

2. Persentase (%)  Anak Telantar yang 

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di 

Luar Panti   

100 9.43 

3. Persentase (%) Lanjut Usia Telantar   

yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 

di Luar Panti   

100 41,55 

4. Persentase (%)  Gelandangan dan 

Pengemis  yang Terpenuhi Kebutuhan 

Dasarnya di Luar Panti   

100 100 

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   

2 Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Alam 

dan Sosial 

5. Presentase (%) Korban Bencana alam 

sosial yang terpenuhi kebutuhan  

dasarnya pada saat dan setelah 

Tanggap Darurat Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 59.43 

         Sumber : Dinas Soslial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kab. Rokan Hulu, 2022 

 

Pelaksanakan kegiatan Standar Pelayanan Minimal yang 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat 

rehabilitasi sosial dasar (SPM) capaiannya 19,57% 

dikarenakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM masih 

minim, yang menyebabkan capaian yang telah ditetapkan 

tidak terpenuhi sepenuhnya. 

b. Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat 

rehabilitasi sosial dasar (SPM) capaiannya 9,43% 

dikarenakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM masih 

minim, yang menyebabkan capaian yang telah ditetapkan 

tidak terpenuhi sepenuhnya. 

c. Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat 

Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) capaiannya 52,59% 

disebabkan Subkegiatan yang mendukung IKU ini anggaran 
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kegiatannya masih minim sehingga tidak mencapai target 

yang ditetapkan. 

d. Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis  yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti  capain SPM ini 100% dan 

dikatakan berhasil. 

e. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat 

bencana (SPM) capain SPM ini 100% dan dikatakan berhasil. 

4.6.4 Alokasi Anggaran 

 

Pada tahun 2022 alokasi anggaran yang telah dikeluarkan untuk 

pencapaian indikator bidang sosial adalah sebesar 

Rp.417.974.550,00. Alokasi Anggaran Penerapan dan 

Pencapaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2022 sebagai berikut : 

Tabel 4.35 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang 

Sosial di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 

NO. 

JENIS PELAYANAN 

DASAR & SUB 

KEGIATAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

INDIKATOR ANGGARAN 

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   

  Rehabilitasi Sosial 

dasar Penyandang 

Disabilitas Telantar, 

Anak Telantar, 

Lanjut Usia Telantar 

Serta Gelandanngan 

Pengemis di Luar 

Panti 

1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas 

Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan 

Dasarnya di Luar Panti   

296.484.000 

  

  

  

2. Persentase (%)  Anak Telantar yang 

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar 

Panti   

20.712.000 

3. Persentase (%) Lanjut Usia Telantar   yang 

Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar 

Panti   

30.194.450 

4. Persentase (%)  Gelandangan dan 

Pengemis  yang Terpenuhi Kebutuhan 

Dasarnya di Luar Panti 

14.989.100 

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  

  Perlindungan Sosial 

Korban Bencana 

Alam dan Sosial 

5. Presentase (%) Korban Bencana alam 

sosial yang terpenuhi kebutuhan  dasarnya 

pada saat dan setelah Tanggap Darurat 

Bencana Daerah Kabupaten/Kota 

55.595.000 

 JUMLAH  417.974.550,00 

Sumber : Dinas Soslial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kab. Rokan Hulu, 2022 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran  2022 
 419 

PEMERINTAH  KABUPATEN ROKAN HULU - RIAU 

  

 

4.6.5 Dukungan Personil 

 

Komposisi pegawai yang melaksanakan SPM pada bidang 

sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.36 Dukungan Personel Bidang Sosial Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 

NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI 

1 2 3 

1 Golongan IV 1 

2 Golongan III 4 

JUMLAH 5 

1 S2 0 

2 S1 6 

3 Diploma III 1 

4 SMA 2 

JUMLAH 9 

1 Jumlah tenaga kesejahteraan sosial 16 

2 Pekerja Sosial Profesional 1 

3 Penyuluh sosial 0 

4 Relawan Sosial 0 

JUMLAH 17 

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kab. Rokan Hulu, 2022. 

 

4.6.6 Permasalahan dan Solusi 

1. Permasalahan 

a. Adanya ketidaksesuaian antara data awal yang tertuang 

dalam APBD murni dan data pada saat pelaksanaan kegiatan 

dikarenakan adanya optimalisasi. 

b. Verifikasi dan validasi data PPKS belum dilakukan secara 

berkala menyebabkan data tersebut stagnan atau tidak 

berubah. 

2. Solusi 

a. Komitmen dan dukungan pemerintah atas pencapaian SPM 

diperlukan dengan tidak mengurangi anggaran yang telah 

dialokasikan untuk kegiatan. 

b. Koordinasi antara dinas terkait perlu ditingkatkan antar 

perangkat daerah dan pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa. 
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BAB V 
 

PENUTUP 

 

 

 

 

 

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 ini disusun, sebagai gambaran tentang 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu selama 1 (satu) tahun anggaran. Pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan diimplementasikan dalam berbagai program dan kegiatan 

sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Substansi penyampaian 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dan Peraturan 

Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 serta 

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dalam 

berbagai bidang urusan yang dijabarkan dalam kegiatan pembangunan 

sesuai dengan arah dan kebijakan yang sudah ditetapkan. 

Secara menyeluruh capaian kinerja yang dihasilkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu selama tahun anggaran 2022 mencapai 96,51%. 

Berdasarkan hal tersebut, capaian kinerja pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu mengalami kenaikan sekitar 2,66% jika dibandingkan dengan tahun 

anggaran 2021 sebesar 93,85%. Namun demikian, perlu disadari 

sepenuhnya bahwa dalam implementasi pelaksanaan tugas pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan yang masih belum optimal sehingga 

perlu mendapat perhatian bersama. Dimana setiap penugasan yang 

dilakukan harus memenuhi aspek keterpaduan diantara semua pihak yang 

terlibat. Hal ini dilakukan agar terjalin koordinasi, singkronisasi dan 

sinergitas antara segala urusan yang menjadi tanggung jawab bersama.  
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Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan bisa menjadi sumber 

kekuatan dan modal serta bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan 

dimasa yang akan datang. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah terus 

menerus akan melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian 

serta memberikan pembinaan atas capaian kinerja daerah yang telah 

dihasilkan. Langkah ini dilakukan, untuk merealisasikan dan mewujudkan 

visi, misi, strategi dan program kerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

yang berkesinambungan dengan implementasi Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-

2026.  

Demikian Laporan ini disusun dan disampaikan, sebagai bahan 

akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan niat baik kita, serta 

memberikan kita semua kekuatan, kesehatan, dan kebersihan hati dalam 

melaksanakan tugas pengabdian demi percepatan pembangunan di 

Kabupaten Rokan Hulu. 

Sekian dan terima kasih....  
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